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Diterbitkan  oleh  CENTRE  FOR  STRATEGIC  AND  INTERNATIONAL  STUDIES 
(CSIS)  sebagai  jumal  berkala  untuk  menyajikan  tulisan-tulisan  tentang  berbagai  ma- 
salah  nasional  dan  intemasional.  ANALISIS  CSIS  adalah  suatu  forum  terutama  untuk 
para  staf  peneliti  CSIS  sendiri.,  Tetapi  sumbangan  tulisan  dari  luar  CSIS  akan  dipertim- 
bangkan  untuk  dimuat  sesuai  dengan  kebutuhan.  Isi  tulisan-tulisan  yang  dimuat  dalam 
ANALISIS  CSIS  sepenuhnya  menjadi  tangg.ung  jawab  pribadi  penulis  masing-masing. 


Mulai  tahun  1989  CSIS  menggunakan  logo  baru:  Nalar  Ajar 
Terusan  Budi.  Logo  berbentuk  sebuah  piringan  cekung  berukiran 
bola-dunia  yang  melatarbelakangi  gambaran  orang  tanpa  busana 
duduk  memangku  buku  terbuka  beralaskan  kain  lam  pin.  Tangan 
kiri  menunjuk  ke  buku  dan  tangan  kanan  menunjuk  ke  atas  meng- 
gambarkan  orang  yang  sedang  menguraikan  pengetahuan  yang 
ditimba  dari  buku.  Ketelanjangan  gambar  orang  di  tengah  piringan  melambangkan 
keterbukaan  budi  -  tiadanya  sikap  a  priori  -  pada  warga  CSIS,  seperti  pada  para  analis 
umumnya,  dalam  kegiatan  studinya.  Gambar  ini  menunjukkan  kegiatan  belajar  dan 
mengajar  atau  menguraikan  pikiran,  sebagaimana  para  analis  CSIS  melakukan  studi 
dan  menguraikan  pikiran  mereka  kepada  siapa  saja  yang  membutuhkannya.  Sedang- 
kan  bola  dunia  melambangkan  alam  jagad  raya  yang  menjadi  cakrawala  dan  lingkup 
CSIS  berada  dan  berkarya.  Kalimat  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  yang  tertera  pada 
lingkaran  piringan  adalah  surya  sengkala:  cara  merangkai  kata  dalam  tradisi  Jawa 
untuk  menandai  suatu  tahun  penting  menurut  peredaran  matahari  dan  sekaligus 
mengemukakan  makna  yang  terkandung  dalam  peristiwa  yang  tahunnya  ditandai  itu. 
Nalar  menurut  tradisi  Jawa  itu  berwatak  1,  Ajar  berwatak  7,  Terusan  berwatak  9,  dan 
Budi  berwatak  1.  Sebagaimana  lazimnya  sengkala  dibaca  dalam  urutan  terbalik:  1971, 
tahun  CSIS  berdiri.  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  juga  menggambarkan  alam  pikiran,  dan 
hakikat  kegiatan  CSIS.  CSIS  sebagai  lembaga  profesi  keilmuan,  yang  didukung  oleh 
kreativitas  individu,  pada  hakikatnya  mempunyai  kegiatan  intelektual  yang  bukan 
hanya  menganalisa  kebenaran  tetapi  juga  terpanggil  untuk  menunaikan  kewajiban 
sosialnya.  Makna  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  adalah  bahwa  bagi  CSIS,  bemalar,  belajar 
serta  menguraikan  pikiran  adalah  kelanjutan  wajar  dari  budi  yang  arif.  Logo  ini  di- 
tuangkan  dalam  wujud  piringan  perunggu  oleh  G.  Sidharta. 
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PEMILIHAN  Umum  pertama  pada  era  reformasi  yang  dilaksanakan  pada  7  Juni 
1999  diharapkan  dapat  menjadi  dasar  bagi  tumbuhnya  suatu  masyarakat  bam  yang 
lebih  demokratis  dan  terbuka.  Akan  tetapi  tumbuhnya  suatu  masyarakat  bam  perlu 
disertai  dengan  pemmusan  visi  bam  tentang  masa  depan,  yang  memberikan  gambaran  ideal 
tentang  bentuk  masyarakat  yang  diharapkan.  Dengan  visi  tersebut  maka  langkah-langkah  stra- 
tegis  yang  diperlukan  untuk  mencapai  masyarakat  bam  yang  diharapkan  dapat  dimmuskan. 

Pemilu  yang  jujur  dan  adil  mempakan  salah  satu  langkah  strategis  di  dalam  visi 
ke  depan  tersebut.  Oleh  sebab  itu  segala  upaya  layak  dikerahkan  untuk  pencapaian  Pe- 
milu yang  Jurdil.  Edisi  No.  2  Analisis  CSIS  pada  tahun  ini  mengangkat  dua  masalah  penting, 
yaitu  Visi  Bam  dan  Pemilu.  Telaah  mengenai  visi  bam  diambil  dari  Sarasehan  CSIS  yang 
diselenggarakan  pada  tanggal  25  Agustus  1998,  dirangkum  oleh  Natalia  Soebagjo  dan 
Julius  A.  Mulyadi.  Dalam  visi  bam  tersebut  hal-hal  strategis  yang  dibahas  meliputi:  "Civil 
Society  dan  Visi  Sumpah  Pemuda"  oleh  Sindhunata;  Telaah  "Menuju  Politik  yang  Kong- 
kret"  oleh  Ulil  Abshar-Abdalla;  "Mengembalikan  Kedaulatan  di  Tangan  Rakyat"  oleh 
J.  Kristiadi;  "Menuju  Pelembagaan  Reformasi"  oleh  Rizal  Mallarangeng.  Isu  penting  lain 
yang  dikemukakan  adalah  tentang  Visi  Sosial  dari  "Sudut  Kepentingan  Perempuan",  yang 
ditulis  oleh  Smita  Notosusanto.  Visi  mengenai  "Ekonomi  Kerakyatan"  sebagai  aspek  yang 
perlu  memperoleh  perhatian  di  masa  mendatang  ditulis  oleh  Hetifah  Sjaifudian.  Termasuk 
dalam  bahasan  visi  bam  tersebut  adalah  soal  peran  ABRI  di  dalam  era  reformasi  maupun 
perannya  di  masa-masa  yang  akan  datang.  Hal  ini  dikemukakan  oleh  Jenderal  TNI  Wiranto 
dalam  tulisannya  "Paradigma  Bam  ABRI". 

Bahasan  mengenai  pemilu  terutama  akan  menyoroti  berbagai  hal  antara  lain  yang 
berkaitan  dengan  usaha  persiapan  masing-masing  partai  guna  memenangkan  pemilu, 
masalah  pengawasan,  pemilu  serta  sebuah  studi  kasus  di  Thailand  tentang  Peran  Militer 
dalam  Pemilu.  Dalam  hal  ini  J.  Kristiadi  akan  membahas  tentang  "Partai  Politik  dan  Ke- 
mampuan  Kompetisi  Menggalang  Dukungan",  disusul  dengan  tulisan  Djoko  Susan  to  yang 
berjudul  "Peluang  Partai  Politik  dalam  Pemilu  1999:  Tinjauan  Menurut  Manajemen 
Bisnis".  Masalah  pengawasan  pemilu  masing-masing  dibahas  oleh  Ramlan  Surbakti  dalam 
"Peran  KPU,  Pengawasan  Pemilu,  Pemerintah  dan  Birokrasi  dalam  Menjamin  Pemilu  yang 
Bebas,  Jujur  dan  Adil"  serta  tulisan  Jenderal  Saiyud  Kerphol  yang  berjudul  "Feran  Militer 
dalam  Menjamin  Pemilu  yang  Jujur  dan  Adil".  Dua  tulisan  lerakhir  adalah  tentang 
"Aparatur  Negara  pada  Era  Reformasi"  oleh  Prijono  Tjiptoherijanto  yang  membahas  per- 
lunya  usaha-usaha  peningkatan  kualitas  aparat  negara  di  era  globalisasi  dan  reformasi; 
serta  tulisan  Ganewati  Wuryandari  berjudul  "Hak  Asasi  Manusia  dan  Politik  Luar  Negeri 
Indonesia".  Tulisan  terakhir  ini  mengangkat  isu  penting  yang  perlu  mempcrolen  perha- 
tian secara  serius  di  saat  Indonesia  telah  terintegrasi  dengan  masyarakat  dunia  yang  se- 
makin  mengglobal. 


Juni  1999 


REDAKSI 


Visi  Baru  untuk  Indonesia* 


Rangkuman 

Natalia  Soebagjo  dan  Julius  A.  Mulyadi 

PADA  masa  pasca-Soeharto,  mampu- 
kah  kita  melahirkan  suatu  visi  baru 
yang  komprehensif  dan  dirumus- 
kan  berdasarkan  suatu  analisis  tajam  terha- 
dap  kemampuan  dan  kekuatan  nyata  kita? 

Sindhunata  mengingatkan  kita  kembali 
pada  tahun  1928,  pada  cita-cita  Sumpah  Pe- 
muda  untuk  menciptakan  "masyarakat  ma- 
nusiawi,  yang  kendati  kemajemukannya,  per- 
caya  pada  solidaritas  dan  kesatuan"  yang 
dapat  kita  gunakan  sebagai  titik  tolak  bagi 
visi  pembangunan  civil  society.  Menurut 
Smita  Notosusanto,  upaya  memperkokoh 
tumbuhnya  civil  society  membutuhkan  pe- 
rombakan  struktur  politik  era  pra-reformasi 
serta  penghapusan  Dwifungsi  ABRI,  peng- 
hapusan  perangkat  hukum  yang  membeleng- 
gu  aktivitas  sosial  dan  politik  masyarakat, 
pemberdayaan  sistem  legislatif  dan  yudika- 
tif  yang  mandiri  dari  pemerintah,  sistem  ke- 
partaian  yang  efektif  dalam  menyalurkan 
aspirasi  masyarakat,  dan  sebagainya. 

Penghapusan  Dwifungsi  ABRI  sangat- 
lah  kondusif  bagi  tumbuhnya  civil  society 
yang  mampu  menjadi  kekuatan  alternatif 
terhadap  negara,  baik  dalam  menyelenggara- 
kan  kesejahteraan  dasar  bagi  warga  maupun 
dalam  mencegah  tumbuhnya  kekuatan  ne- 
gara yang  otoriter.  Dalam  hal  ini,  sebagaima- 


Bcberapa  makalah  yang  disampaikan  dalam 
"Sarasehan  Nasional  Visi  Baru",  disclenggarakan 
oleh  CSIS,  Jakarta,  25  Agustus  1998. 


na  yang  diutarakan  oleh  J;  Kristiadi,  ABRI 
hams  kembali  kepada  khitahnya,  yaitu  ABRI 
kembali  sebagai  alat  negara  yang  berpihak 
kepada  rakyat,  bukan  alat  pemerintah. 

Bila  secara  politis  diharapkan  terjadinya 
"re-demokratisasi",  secara  ekonomis  juga  di- 
perlukan  re-demokratisasi  dengan  memper- 
timbangkan  kehendak  rakyat,  keunggulan 
masyarakat,  transparan  dan  dapat  dipertang- 
gungjawabkan.  Hetifah  Sjaifudian  mengung- 
kapkan  bahwa  visi  ekonomi  Indonesia  ke 
depan  akan  dimulai  dengan  kondisi  objek- 
tif  yang  memprihatinkan  akibat  krisis  ber- 
kepanjangan.  Namun  demikian,  sesungguh- 
nya  Indonesia  masih  memiliki  potensi  yang 
sangat  besar  untuk  dapat  bangkit  dan  man- 
diri, yakni  dengan  mengelola  aset-aset  pro- 
duktif  secara  optimal  dan  adil.  Dalam  hal  ini, 
Indonesia  perlu  meyakinkan  dunia  interna- 
sional  bahwa  Indonesia  akan  sungguh-sung- 
guh  melakukan  perbaikan  perbankan  yang 
konsisten  dan  transparan,  menghapuskan 
KKN,  memfasilitasi  inisiatif  rakyat  untuk 
melakukan  kegiatan  berusaha  dan  mencari 
penghasilan,  memperkuat  sektor  usaha  ke- 
cil,  dan  sebagainya,  yang  semua  ini  hams 
didukung  dengan  kebijakan  publik  yang 
nyata  memperhatikan  kepentingan  rakyat 
banyak  terutama  dalam  penyediaan  jasa 
pelayanan  publik. 

Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  ma- 
sa pasca-Soeharto,  saat  masyarakat  masih  in 
flux  dan  sedang  melalui  masa  soul-searching, 
terlalu  dini  untuk  melahirkan  suatu  visi  ba- 
m  yang  komprehensif  dan  layak  implemen- 
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tasi.  Pari  sudut  pandang  Ulil  Abshar-Ab- 
dalla,  jelas  bahwa  tanggung  jawab  kita  ber- 
sama  adalah  untuk  mengkaji  kembali  hu- 
bungan  antara  masyarakat  pluralistis  dengan 
lembaga  negara.  Kita  hams  mampu  saling 
berdialog,  bernegosiasi  untuk  menemukan  ke- 
seimbangan  antara  peran  civil  society  yang 
masih  sangat  baru  dan  oleh  karenanya  sa- 
ngat  vokal  dan  terkesan  tidak  terarah,  de- 
ngan negara  yang  didesak  untuk  melong- 
garkan  kekuasaanriya  atas  kehidupan  poli- 
tik,  sosial  dan  ekonomi  yang  selama  32  ta- 
hun demikian  kuat.  Mampukah  kita  mela- 
kukan  redefinisi  ini  melalui  dialog  terbuka 
antarberbagai  kelompok  kepentingan,  yang 
di  antaranya  baru  menemukan  suara  mereka 
(misalnya  kaum  perempuan,  orang  Indone- 
sia keturunan  Cina,  dan  sebagainya),  sekali- 
gus  membangun  kembali  perekonomian  kita? 
Mampukah  kita  menciptakan  civil  society 
yang  inklusif,  yang  mendengar  dan  ber- 
hasrat  memperjuangkan  kepentingan  kelom- 
pok-kelompok  masyarakat  pluralistis,  terpi- 
sah  dari  ~  namun  dapat  mengimbangi  ~ 
aparat  negara? 

Dalam  kata-kata  Rizal  Mallarangeng,  bila 
kita  berhasil  melahirkan  consolidated  demo- 
cracy dan  bukan  anarchy,  bangsa  dan  ne- 
gara kita  akan  "menjadi  salah  satu  model 
demokrasi  yang  menarik  buat  negara  sedang 
berkembang  lainnya".  Impian  ini  tidak  da- 
pat  begitu  saja  terwujud  namun  hams  mela- 
lui proses  belajar  yang  sangat  berat  dan  pe- 
nuh  pengorbanan.  Harapannya  kita  akan 
lulus  ujian  berat  ini  sehingga  pada  akhir- 
nya  Indonesia  sebagai  negara  persatuan 
dan  pluralitas  bukanlah  suatu  mitos,  rakyat 
adalah  pemegang  kedaulatan  tertinggi,  ne- 
gara menggunakan  kckuasaannya  untuk 
"mewujudkan  dan  menycjahterakan  masya- 
rakat lahir  dan  batin". 


CivilSociety  dan  Visi  Sumpah  Pemuda 

Sindhunata 

"Rasanya  ham  kemarin,  padahal  sudah  lebih 
setengah  abad  kita  merdeka...  Rasanya  ba- 
ru kemarin...  Hari  ini  ingin  rasanya  aku  ber- 
tumpu  kepada  mereka  semua,  bagaimana  ra- 
sanya merdeka. .." 

(Kiai  Haji  Mustofa  Bisri,  pada  peringatan  prolc- 
lamasi  yang  pertama  kali  di  era  reformasi). 

Peringatan  hari  kemerdekaan  RI  yang 
pertama  dalam  era  reformasi,  secara  umum 
berlangsung  aman,  tetapi  terkesan  tidak  ber- 
gairah,  bahkan  seolah-olah  kehilangan  mak- 
na.  Memang,  kita  sedang  berada  dalam  kri- 
sis,  rakyat  di  kampung-kampung  dan  di 
desa-desa  mulai  jatuh  miskin.  Seyogyanya 
rakyat  tidak  berpesta-ria.  Tetapi  ingatlah,  di 
zaman  Orde  Lama,  ketika  rakyat  juga  mis- 
kin,  pesta  Agustusan  selalu  ramai.  Sederha- 
na  tetapi  meriah.  Dulu  nampaknya  memang 
masih  ada  yang  patut  dibanggakan  dan 
dirayakan.  Sekarang  tiada  lagi  terasa  keme- 
riahan  itu.  Kini  nampaknya  tak  ada  lagi 
yang  bisa  dibanggakan  dan  dirayakan.  Rak- 
yat seakan  tidak  mempunyai  gairah. 

Memang  krisis  ini  membuat  kita  kehi- 
langan motivasi  untuk  apa  saja  yang  berke- 
naan  dengan  pembangunan  bangsa.  Sinis- 
me  berjangkit  di  mana-mana.  Maklum,  kri- 
sis yang  kita  alami  demikian  dalam  dan  me- 
nyelumh,  sampai  kita  ragu,  upaya  apa  pun 
rasanya  tak  mampu  mengatasinya.  Masya- 
rakat menjadi  makin  sinis  karena  pada  me- 
reka yang  berwenang  tak  tampak  ada  sense 
of  crisis.  Paling-paling  para  ekonom  yang 
paling  meresahkan  dan  menggelisahkan  ke- 
adaan.  Tetapi  kegelisahan  mereka  hanya 
tinggal  kegelisahan,  jika  pemerintah  lebih 
meributkan  bagaimana  mempertahankan 
status  quo  dan  para  politikus  terpecah-pe- 
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cah  memikirkan  kepentingan  ideologis  me- 
reka  sendiri-sendiri. 

Dilihat  ke  belakang  --  artinya,  ditinjau 
kaitannya  dengan  Orde  Bam  yang  perkasa 
tiga  puluh  dua  tahun  lamanya  ~  reforma- 
si  sebenarnya  belum  menjadi  era,  ia  hanya- 
lah  moment.  Sebagai  moment,  refomiasi  sa- 
ngatlah  pendek  saatnya.  Jika  tidak  cepat  di- 
tempa,  dengan  mudah  ia  kembali  kepada 
yang  lama  di  belakangnya. 

Kebenaran  di  atas  dengan  mudah  dili- 
hat dalam  sejarah.  Dengan  pemberontakan 
Paris,  Febraari  1848,  seakan  hendak  terjadi 
revolusi  sosial  di  seluruh  Eropa.  Namun  di- 
tandai  dengan  penindasan  dan  pembung- 
kaman  pemberontakan  di  bulan  Juni  tahun 
yang  sama,  semuanya  begitu  saja  berbalik 
seperti  semula.  Sedahsyat  apa  pun  revolu- 
si, sedahsyat  itu  pula  reaksi  atas  revolusi. 
Karena  itu  lawan-lawan  revolusi  mengejek, 
"Kendati  bam  empat  bulan,  revolusi  sudah 
ketinggalan  zaman.  Busana  pesta  dan  gin- 
cunya  luntur.  Wajah  aslinya  muncul...  Lihat, 
orang  Perancis  tidak  hanya  mengerti  revo- 
lusi, tetapi  juga  mengerti  bagaimana  mem- 
buat  reaksi  atas  revolusi". 

Mencari  Visi 

Reformasi  pun  akan  luntur  gincunya, 
dan  pudar  busana  pestanya,  jika  kita  tidak 
pandai-pandai  memanfaatkan  moment.  Pa- 
da  saat  ini,  kita  hams  pandai  bicara  tidak 
hanya  secara  analitis  dan  akademis,  tetapi 
juga  secara  profetis,  seperti  misalnya  dekla- 
rasi  para  ekonom  6  Agustus  1998:  "Seka- 
rang  ini  kita  berkejaran  dengan  waktu. 
Waktu  sudah  tidak  berpihak  pada  kita.  Ji- 
ka tak  bergerak  cepat,  bisa  terjadi  disinte- 
grasi  ekonomi,  bahkan  revolusi  sosial  yang 
menuntun  pada  kehancuran  total". 


Moment  yang  kita  punyai  kini  memang 
penuh  dengan  muatan,  mulai  dengan  muat- 
an  ekonomis,  sosial,  politis  maupun  profetis. 
Yang  terakhir  ini  tak  pernah  kita  lihat.  Pada- 
hal,  pada  yang  terakhir  inilah  terletak  visi. 
Untuk  sampai  kepada  visi  itu,  tidaklah  cu- 
kup  jika  kita  hanya  mempunyai  pisau  anali- 
sis,  ekonomis  maupun  politis.  Untuk  sampai 
ke  visi  itu,  kita  perlu  mempunyai  hati  dan 
budi  yang  jemih. 

Visi  itu  bukan  Utopia.  Visi  itu  adalah 
Non-possibile,  das  Un-moegliche,  the  im- 
possibility (Jacques  Derida).  L  'impossible  itu 
bukan  ketidakmungkinan  (tanpa  tanda  pe- 
misah),  tetapi  ketidakmungkinan  (dengan 
tanda  pemisah).  Dalam  hal  ini,  visi  adalah 
figurasi  dari  realitas.  Visi  itu  mempunyai  ke- 
mendesakan,  kedekatan  dan  kedayaan  dari 
suatu  realitas.  Karena  itu  kendati  kelihatan- 
nya  tidak  mungkin,  visi  itu  adalah  mungkin. 

Visi  bisa  memerdekakan  kemandegan, 
menghadapkan  kita  pada  sesuatu  yang  ba- 
ru  bagaikan  keajaiban.  Visi  hams  menge- 
nai  sesuatu  yang  menggairahkan.  Dalam 
arti  ini,  visi  adalah  suatu  harapan  emosio- 
nal.  Visi  hams  bisa  menerobos  keterbatas- 
an  kita.  Dalam  arti  ini,  visi  adalah  suatu  ha- 
rapan yang  transendental. 

Karena  sifatnya  yang  transendental,  visi 
bisa  menerawangi  apa  yang  ada  di  balik 
realitas  yang  sedang  kita  alami.  Maka  da- 
lam bahasa  visioner,  krisis  yang  mendera 
kita  bukan  hanya  petaka  ekonomis  dan  po- 
litis, melainkan  suatu  "kegelapan".  Dalam 
"kegelapan"  itu  lawan  kita  bukan  kaum 
reaksioner  yang  anti -reformasi,  tetapi  "ke- 
kuatan  misterius"  ~  semacam  "kekuatan  ge- 
lap"  yang  menggandoli  kita  untuk  melang- 
kah  menuju  ke  kesempurnaan. 
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Kendati  sudah  ada  kehendak  ekonomis 
dan  politis,  wajar  jika  kita  tidak  dapat  se- 
gera  keluar  dari  krisis,  karena  kita  sedang 
berhadapan  dengan  "kekuatan  gelap"  yang 
justru  menjadi  makin  kuat.  Kita  jengkel,  ka- 
rena banyak  kaum  reformis  yang  sikap  dan 
ideologinya  adalah  Orba.  Dari  segi  pro- 
fetis-visioner,  kita  akan  bilang,  tentu  saja 
mereka  demikian,  karena  dalam  diri  mereka 
bekerja  "kekuatan  musuh  manusia",  yang 
ingin  menahan  kita  berada  dalam  kegelapan. 

Kegelapan  itu  mendera  kita  dengan  pen- 
deritaan.  Sebenarnya,  kini  kita  tidak  hanya 
sedang  berada  dalam  krisis,  tetapi  sedang 
berada  dalam  penderitaan.  Setiap  penderita- 
an  mengandung  pada  dirinya  pembebasan. 
Demikian  pula  penderitaan  kita  sekarang 
mengandung  "kekuatan  mesianistis"  (Walter 
Benyamin),  yang  akan  membebaskan  kita. 
Visi  hams  bisa  menemukan  "kekuatan  me- 
sianistis" itu. 

Manakah  "kekuatan  mesianistis"  dalam 
sejarah  bangsa  kita? 

Kekuatan  Mesianistis 

Di  zaman  Orde  Lama,  kita  mempunyai 
kata  "revolusi".  Di  mana-mana  kita  mende- 
ngungkan  "revolusi".  Akhirnya,  akhir  dari 
semuanya  itu  adalah  kediktatoran  demo- 
krasi  terpimpin.  Secara  historis,  revolusi  ga- 
gal  menjalankan  fungsi  mesianistisnya. 

Di  zaman  Orde  Baru,  kita  mempunyai 
kata  "pembangunan".  "Pembangunan"  men- 
jadi mistifikasi  scmua  proyek  bangsa.  Apa 
saja  ditempeli  "pembangunan".  Akhirnya, 
akhir  dari  semua  itu  adalah  absolutisme  re- 
zim  militer  Orde  Baru,  yang  mcnjungkalkan 
kita  ke  dalam  krisis,  tidak  hanya  ekonomi, 
tetapi  polilis,  bahkan  kcmanusiaan,  yang 
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ditandai  dengan  tiadanya  kepercayaan  satu 
sama  lain.  Secara  historis,  "pembangunan" 
gagal  menjalankan  fungsi  mesianistisnya. 

Ke  depan,  kedua  mistifikasi  keprihatinan 
itu  sudah  kehilangan  keabsahannya  un- 
tuk  mengklaim,  bahwa  mereka  bisa  mewu- 
judkan  pembentukan  bangsa.  Sementara, 
kita  melihat,  untuk  menyertai  pengertian 
"pembangunan",  kita  sering  menggunakan 
idiom-idiom  mistifikasi  lain,  seperti  "per- 
tumbuhan",  "keamanan  dan  stabilitas",  "ba- 
haya  SARA",  "kebanggaan  nasionalis"  dan 
sebagainya.  Kita  ragu,  apakah  semua  mis- 
tifikasi itu  masih  mempunyai  potensi  un- 
tuk mempersatukan  dan  mengikat  kita  se- 
bagai  bangsa.  Kita  bahkan  enggan  untuk 
mencita-citakan,  bahwa  masyarakat  dapat 
dibangun  atas  slogan-slogan  itu.  Kita  mes- 
ti  mencari  sesuatu  "kekuatan  mesianistis" 
yang  sama  sekali  baru. 

Kekiiatan  mesianistis  itu  tidak  hanya 
hams  mengacu  ke  masa  depan.  la  juga  ha- 
ms dapat  "meledakkan"  masa  kini  menu- 
ju  pembebasan  di  masa  depan.  Karena  pe- 
ledakan  itu,  masa  depan  bukan  semata  ke- 
lanjutan  melainkan  suatu  kualifikasi  bam 
dari  apa  yang  ada  sekarang.  Tetapi  kekuat- 
an macam  itu  akan  a-historis,  jika  ia  tidak 
mempunyai  rangkaian  kesatuan  dengan  po- 
tensi pembebasan  yang  tersimpan  dalam 
rangkaian  kesatuan  sejarah.  Karena  ia  mam- 
pu  mematahkan  sejarah  dari  rangkaian  ke- 
satuannya  dan  dengan  demikian  membcri- 
nya  kualitas  bam.  Kekuatan  itu  juga  mcnga- 
tasi  sejarah.  Kekuatan  itu  bagaikan  suatu 
das  un-bedingte  Gute,  semacam  anugerah 
dari  luar  sejarah  yang  menjadi  sejarah. 

Manakah  kekuatan  mesianistis  yang  me- 
menuhi  persyaratan  itu?  Nampaknya,  bukan 
"pembangunan"  yang  minta  ditopang  oleh 
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keamanan  dengan  senjata.  Bukan  pula  "ke- 
merdckaan",  yang  diraih  dengan  kekerasan. 
Kekuatan  mesianistis  itu  nampaknya  hams 
dicari  jauh  sebelum  periode  pembangunan 
dan  periode  kemerdekaan,  mungkin  dalam 
Sumpah  Pemuda  1928. 

Anugerah  Sumpah  Pemuda 

Sumpah  Pemuda  ada,  sebelum  negara 
dan  pemerintah  ada.  Sumpah  pemuda  men- 
ciptakan  persatuan  sebelum  pemerintah 
mengusahakan  persatuan.  Sumpah  pemuda 
itu  seakan  anugerah  dari  luar  sejarah,  yang 
mcnjadikan  sejarah  kita.  Dalam  orasi  kebu- 
dayaan  Rendra  di  Pagelaran  Keraton  Yogya- 
karta  20  Agustus  1998  terbaca  dengan  amat 
bagus  bahwa  Sumpah  Pemuda  adalah  anu- 
gerah yang  rasanya  mempunyai  semacam 
"kekuatan  mesianistis". 

"Kebangsaan  Indonesia  adalah  ciptaan 
rakyat  Indonesia,  bukan  ciptaan  pemerin- 
tah Indonesia.  Pemerintah  Indonesia  ting- 
gal  mewarisi  saja  dari  rakyat.  Tahun  1928, 
17  tahun  sebelum  kemerdekaan,  beberapa 
pemuda  yang  kita  tidak  ingat  lagi  namanya 
atau  anonim,  yang  kita  ingat  salah  satu- 
nya  adalah  W.R.  Supratman  dengan  biola- 
nya,  menyanyikan  lagu  Indonesia  Raya". 

Pada  waktu  itu  pemuda  menyatakan 
prasetya,  bahwa  kami  adalah  satu  bangsa 
yaitu  bangsa  Indonesia,  satu  tanah  air 
yaitu  tanah  air  Indonesia,  satu  bahasa  yaitu 
bahasa  Indonesia.  Kontan  semua  partai  po- 
lilik  di  Indonesia  mengidentifikasikan  de- 
ngan nama  Indonesia.  Aneh,  ketika  tiba- 
tiba  Modjoindo,  Marah  Roesh  mengarang 
dalam  bahasa  Indonesia.  Armijn  Pane  dan 
Sanusi  Pane  berkata  horas  bah,  lalu  me- 
ngarang dalam  bahasa  Indonesia.  J.E.  Ta- 


tengkeng  orang  Sangir,  menulis  dalam  ba- 
hasa Indonesia.  M.R.  Dayoh  menulis  da- 
lam bahasa  Indonesia.  Ki  Panji  Tisna  me- 
ngarang novel  dalam  bahasa  Indonesia.  Ge- 
sang  membuat  lagu  Bengawan  Solo  da- 
lam bahasa  Indonesia.  Tiba-tiba  saja  itu  di- 
terima  sebagai  bahasa  nasional  Indonesia. 
Padahal  pemerintah  belum  ada. 

Tidak  ada  satu  penguasa  pun  yang  bi- 
sa  mempersatukan.  Sultan  Agung  yang  na- 
manya Agung,  mempersatukan  Jawa  saja  ti- 
dak bisa.  Masuk  Betawi  tidak  bisa,  hanya 
sampai  Matraman,  Batavia.  Sampai  Belan- 
da  masuk  tidak  satu  penguasa  pun  yang 
bisa  mempersatukan  "Indonesia".  Belanda 
pun  tidak  bisa... 

...Tetapi  bangsa  Indonesia  sendiri,  bah- 
kan  yang  anonim  bisa  mengatakan  satu 
bangsa,  satu  tanah  air  dan  satu  bahasa  dan 
partai-partai  pun  mengidentifikasikan  In- 
donesia, lahir  sastra  Indonesia. 

Tidak  semua  bangsa  bisa  mendapat  rakh- 
mat  seperti  kita... 

"...Itu  dari  rakyat.  Pemerintah  jangan  ge- 
de  rasa  dan  mengira  tanpa  pemerintah  tidak 
ada  persatuan  dan  kesatuan.  Justm  pemerin- 
tah yang  mengacaukan  rasa  berbangsa..." 

Civil  Society 

Cita-cita  Sumpah  Pemuda  bukanlah  ma- 
syarakat  politis  (seperti  Orde  Lama)  atau  ma- 
syarakat  ekonomis  (seperti  Orde  Barn),  me- 
lainkan  masyarakat  manusiawi,  yang  ken- 
dati  kemajemukannya,  percaya  pada  so- 
lidaritas  dan  kesatuan. 

Sumpah  Pemuda  lahir  bukan  karena  re- 
volusi,  kekerasan,  atau  perebutan  kekuasaan 
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dengan  darah,  tetapi  karena  kesadaran  ma- 
nusia.  Pencetusnya  adalah  kaum  muda  yang 
terhimpun  dalam  Perhimpunan  Pelajar-pela- 
jar  Indonesia  (PPI).  Kongres  kaum  muda 
inilah  yang  melahirkan  Sumpah  Pemuda, 
yang  bersamaan  dengannya  juga  Lagu  In- 
donesia Raya  dan  Bendera  Merah  Putih. 

Visi  untuk  menciptakan  Indonesia  Ba- 
ru  Tciranya  perlu  kembali  pada  cita-cita  Sum- 
pah Pemuda  ini.  Visi  macam  ini  akan  mem- 
punyai  daya  magis,  karena  Sumpah  Pemu- 
da sendiri  adalah  bagaikan  anugerah  yang 
memiliki  "kekuatan  mesianistis".  Untuk  itu 
kita  perlu  memahami  visi  apa  yang  terkan- 
dung  dalam  cita-cita  Sumpah  Pemuda. 

Konteks  kelahiran  Sumpah  Pemuda  ada- 
lah pluralisme  sosial  dan  budaya.  Pelbagai 
jong  berembug  pada  Kongres  15  Agustus 
1926,  dan  pada  31  Agustus  mereka  menja- 
di  Jong  Indonesia.  Kesatuan  dalam  plural- 
isme sosial-budaya  itulah  cita-cita  pokok 
Sumpah  Pemuda. 

Sumpah  Pemuda  tak  menggariskan  apa- 
apa.  la  hanya  menggariskan  satu-satunya 
cita-cita:  kesatuan  dalam  pluralisme.  Cita- 
cita  ini  adalah  cita-cita  civil  society.  Maka 
Sumpah  Pemuda  adalah  seruan  moral,  da- 
lam rumusan  awal  dan  sederhana,  bahwa 
satu-satunya  masyarakat  yang  kita  cita-ci- 
takan  dan  ingin  kita  bangun  sesungguh- 
nya  adalah  civil  society. 

Sumpah  Pemuda  bukan  doktrin  atau 
ajaran,  tetapi  harapan  yang  senantiasa  bi- 
sa  mcnggugah  molivasi  untuk  membentuk 
sualu  civil  society.  Jika  kita  kembali  pada 
semangat  dan  cita-cita  Sumpah  Pemuda, 
kita  bcrtugas  mcnjabarkan  Icbih  lanjut  visi 
dan  potensi  civil  society  bagi  pcmbcntuk- 
an  masyarakat  kita. 
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1.  Tujuan  civil  society  bukanlah  "kesatu- 
an sosial  dalam  kebersamaan"  tetapi 
"kesatuan  sosial  dalam  kebebasan".  Ma- 
ka bukan  kebebasan  kolektif,  melainkan 
pengakuan  pribadi  atas  kebebasan  satu 
sama  lain  yang  akan  menjadikan  ma- 
syarakat. Civil  society  mengandaikan  die 
Wirklichkeit  des  Freiseins  (ada  nyata- 
nya  kebebasan)  sebagai  kenyataan  awali 
sebelum  manusia  dapat  mengadakan 
atau  meniadakannya.  Karena  itu  kebe- 
basan itu  ada  sebagai  das  un-bedingte 
Gute,  hal  kebaikan  yang  begitu  saja  ada 
dan  diterimakan  pada  kita. 

2.  Civil  society  melebihi  masyarakat  eko- 
nomi,  yang  mekanismenya  ditentukan 
oleh  perbedaan  dan  persaingan  individu 
serta  penambahan  kekuatan  dan  kekua- 
saan  individu,  sehingga  bisa  mengaki- 
batkan  lumernya  sosialitas  masyarakat 
dalam  "individu  yang  menang  dan  ber- 
kuasa".  la  juga  melebihi  masyarakat  po- 
litis,  yang  mekanismenya  ditentukan 
oleh  penyeragaman  dan  pemaksaan  bah- 
kan  dengan  kekerasan,  sehingga  bisa 
menganulir  individu  di  dalam  kebersa- 
maan. Civil  society  bertujuan  agar  war- 
ga  negara  dapat  menemukan  kebebasan 
pribadi  sebagai  identitasnya  dalam  per- 
bedaan dengan  lainnya,  tanpa  persaing- 
an yang  mematikan  sosialitas  dan  pe- 
nyeragaman yang  mematikan  individu. 

3.  Civil  society  adalah  jaringan  kelompok- 
kclompok  masyarakat  yang  mandiri  dan 
tcrbebas  dari  negara,  tclapi  menipunyai 
pcngaruh  pada  polilik,  Civil  society  ha- 
nya akan  ada  jika  mas>'arakal  dapat  nien- 
stnikturisasikan  diri  lewal  kclompok-kc- 
lompoknya  dan  dapat  mencnlukan  sen- 
diri tindakannya,  terlepas  dari  negara. 
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Lcbih  lanjut,  kelompok-kelompok  itu  da- 
pat  ikut  menentukan  proses  politik  ne- 
gara.  Kekuasaan  negara  hams  terbuka 
untuk  mendengar  masyarakat,  sementa- 
ra  masyarakat  memang  tidak  sendiri  me- 
nentukan kekuasaannya. 

4.  Civil  society  mengandaikan  adanya  plu- 
ralismc.  Dalam  civil  society  diartikulasi- 
kan  gambaran  manusia,  yang  dengan  be- 
bas  dan  atas  dasar  keputusannya  sen- 
diri menyatakan  dirinya  dan  mengkomu- 
nikasikan  dirinya,  lalu  membentuk  dan 
membangun  pelbagai  kelompok.  Itu  se- 
muanya  demi  realisasi  kebahagiaan  me- 
reka.  Hubungan  civil  society  dan  nega- 
ra bcrsifat  paradoks.  Maksudnya,  menja- 
di  warga  negara  adalah  salah  satu  da- 
ri  sekian  banyak  peran  yang  dipunyai 
warga  masyarakat,  tetapi  negara  di  sini 
bukanlah  salah  satu  perkumpulan  se- 
perti  perkumpulan  lainnya,  karena  itu 
ia  mempunyai  fungsi  yang  lebih  dari- 
pada  fungsi  kekelompokan  lainnya.  Ne- 
gara melayani  masyarakat  madani.  Ne- 
gara ikut  dalam  pelaksanaan  kongkret 
kehidupan,  ia  adalah  bagian  tetapi  juga 
penopang  dari  seluruh  jaringan  keke- 
lompokan. 

Sumpah  Pemuda  mempunyai  historisi- 
tas  yang  mendukung  cita-cita  civil  society 
di  atas,  yakni  adanya  kelompok-kelompok 
bebas,  yang  ingin  menjadi  satu,  tanpa  ke- 
hilangan  kebebasan  dan  ciri  khas  kelom- 
poknya.  Sumpah  kesatuan  dalam  bangsa, 
tanah  air  dan  bahasa  bisa  mereka  bayang- 
kan  akan  terjadi,  kendati  pluralisme  dan 
perbedaan  yang  mereka  miliki.  Negara  sen- 
diri belum  mereka  sebut.  Andaikan  suatu 
konsep  negara  dipikirkan,  negara  itu  mesti- 
nya  adalah  negara  yang  melayani  dan  me- 


nopang  cita-cita  mereka,  di  mana  tersem- 
bunyi  cita-cita  civil  society.  Negara  demi- 
kian  jelas  bukan  negara  absolut  atau  otori- 
ter  tetapi  negara  demokratis.  (Sejak  kemer- 
dekaan,  lewat  Orla  dan  Orba,  betapa  kita 
telah  menyimpang  dari  cita-cita  Sumpah 
Pemuda  itu). 

Pencegahan  Disintegrasi  Bangsa 

Civil  society  mempunyai  beberapa  fung- 
si (Ursula  Nothelle-Wilfeur:  Zivil  gesells- 
chaf,  dalam:  Stimmen  der  Zeit,  5  (1998:  334). 
Pertama-tama  adalah  fungsi  sensitif:  aso- 
siasi-asosiasi  kecil  yang  ada  akan  dekat 
dengan  kehidupan  masyarakat,  karena  itu 
bisa  mengenal  dan  menangkap  problem  dan 
pengalaman  masyarakat,  lebih-lebih  di  se- 
kitar  ketidakadilan.  Kedua,  fungsi  demon- 
stratif:  kelompok-kelompok  dapat  mengar- 
tikulasikan  problem  mereka  dan  menya- 
jikannya  kepada  publik.  Ketiga,  fungsi 
problem  solving:  dengan  mempublikasikan- 
nya,  penyelesaian  problem  tersebut,  paling 
tidak  dalam  lingkup  asosiasi-asosiasi  kecil, 
dapat  lebih  mudah  ditemukan.  Keempat, 
fungsi  kontrol:  penyelesaian  problem  itu 
perlu  dikontrol,  dan  negara  yang  diperca- 
ya  membantu  menyelesaikan  problem  ju- 
ga kena  kontrol,  sejauh  mana  negara  sudah 
menjalankannya. 

Civil  society  dengan  fungsi-fungsinya 
seperti  di  atas  kiranya  sesuai  jika  diterap- 
kan  pada  kondisi  masyarakat  Indonesia, 
yang  sangat  plural  keadaan  sosial-buda- 
yanya  dan  sangat  terpencar-pencar  Ictak 
geografisnya.  Sebelum  diskusi,  mana  yang 
tepat,  negara  kesatuan  atau  negara  federal, 
kita  kiranya  perlu  mengetengahkan  dulu 
pcmbangunan  civil  society. 
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Perpecahan  dan  disintegrasi  yang  kini 
mulai  mengancam  kiranya  bisa  ditanggu- 
langi,  jika  kita  sepakat  dan  konsekuen 
membangun  civil  society.  Sebab  masing-ma- 
sing  perhatian  dan  kepentingan  kelompok 
akan  terjamin  dalam  civil  society  itu,  tan- 
pa  meniadakan  kesatuan  dan  kebersamaan. 
Apalagi,  seperti  telah  dikemukakan  di  de- 
pan,  cita-cita  civil  society  itu  adalah  cita- 
cita  yang  pemah  kita  kaulkan  bersama  da- 
lam Sumpah  Pemuda. 

Menjadikan  Sumpah  Pemuda  sebagai  ti- 
tik  tolak  dan  dasar  bagi  visi  pembangunan 
civil  society  menuntut  kita  menanggalkan 
idiom-idiom  lama.  Idiom-idiom  politik  mau- 
pun  sosial  yang  sampai  kini  kita  gunakan. 
tak  mempunyai  daya  magis  lagi,  karena  bu- 
kan  hanya  sudah  terlalu  ternodai  oleh  ke- 
pentingan lama,  tetapi  juga  karena  sudah 
terbukti  mandul  sama  sekali. 

Stabilitas,  pertumbuhan,  SARA,  KKN 
misalnya  adalah  idiom-idiom  klise  yang  ke- 
hilangan  dayanya.  Mengucapkan  hal  itu 
akan  menimbulkan  sinisme,  karena  sudah 
tidak  cocok  lagi  dengan  pengalaman  ma- 
syarakat  yang  kreatif  mencari  penyelesai- 
an  di  masa  depan.  Kita  mesti  menemukan 
idiom-idiom  profetis  yang  bisa  memaknai 
dan  mengartikulasikan  cita-cita  pembangun- 
an civil  society. 

Catatan  terakhir  perlu  disertakan  di  sini, 
yakni  tentang  ABRI.  Secara  historis,  kita 
sudah  mencita-citakan  civil  society,  sebelum 
ncgara  dan  ABRI  ada.  ABRI  memang  ikut 
dalam  penjadian  negara  lewat  revolusi  ke- 
merdekaan  dan  pembangunan.  Tetapi  tan- 
pa  ABRI,  masyarakat  sudah  merasa  yakin 
bisa  membangun  civil  society.  Maka  jika 
harus  berperan,  ABRI  hanyalah  pcnopang 
yang  memungkinkan  negara  menjamin  ter- 
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jadinya  civil  society.  Mekanisme  diri  ABRI, 
seperti  komando  atasan-bawahan,  strategi 
perang  dan  keamanannya,  kekerasan  yang 
terkandung  di  dalamnya,  kiranya  bukanlah 
keutamaan-keutamaan  yang  cocok  untuk 
pembangunan  civil  society. 

Menuju  Peiembagaan  Reformasi 

Rizal  Mallarangeng 

Saat  ini  proses  reformasi  memasuki  pe- 
riode  kritis.  Kemungkinan  yang  bisa  terja- 
di  di  depan  pada  dasarnya  bisa  disederha- 
nakan  ke  dalam  dua  alternatif,  yaitu  con- 
solidated anarchy  dan  consolidated  demo- 
cracy. Alternatif  pertama  terjadi  jika  pe- 
riode  kritis  yang  terjadi  sekarang  tidak 
berhasil  kita  lewati  ~  transisi  politik  me- 
ngalami  perumitan  "ke  dalam",  involusi, 
tanpa  perkembangan  kelembagaan  yang  Te- 
bih  baik.  Dalam  situasi  ini  aksi-aksi  refor- 
masi hanya  berlangsung  secara  ad  hoc, 
tanpa  pola  yang  jelas  dan  tanpa  pencip- 
taan  dasar  kelembagaan  baru.  Bahkan  le- 
bih  buruk  lagi,  aksi-aksi  demikian  terjadi 
bersamaan  dengan  aksi-aksi  lainnya  yang 
berlawanan  dengan  "logika"  reformasi  itu 
sendiri.  Karena  itu  dalam  situasi  consolid- 
ated anarchy,  situasi  politik  yang  tercip- 
ta  akan  ditandai  oleh  derajat  ketidakpas- 
tian  politik  yang  tinggi,  sinisme,  aksi-aksi 
anarkis  dari  massa  kelas  bawah  serta  kecu- 
rigaan  etnoreligius  yang  berlarut-larut.  Bu- 
kan  tidak  mungkin,  dalam  beberapa  ta- 
hun, kondisi  seperti  ini  akan  membawa  kita 
kembali  kc  periode  otoritarian.  dengan  ci- 
rinya  yang  militcristik  dan  sullanistik. 

Sebaliknya,  jika  periode  kritis  ini  bisa 
kita  lewati  dengan  relatif  mulus,  maka  kita 
akan  menuju  pada  alternatif  kcdua.  Dalam 
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hal  ini  proses  transisi  yang  sekarang  ter- 
jadi  akan  berujung  pada  penciptaan  se- 
buah  sistem  yang  lazim  disebut  sebagai 
consolidated  democracy.  Dalam  sistem  ini 
konflik-konflik  mendasar  yang  kita  saksi- 
kan  sekarang  memang  tidak  akan  selesai, 
tetapi  setidaknya  konflik-konflik  tersebut 
terlembagakan,  dan  dengan  demikian  se- 
tiap  aktor  yang  terlibat  di  dalamnya  bisa 
mematuhi  "aturan  main  politik"  yang  sa- 
ma  yang  mereka  pandang  sebagai  aturan 
yang  absah  {legitimate).  Masyarakat  pun 
akan  kembali  ke  kehidupan  yang  "nor- 
mal" -  normal  dalam  pengertian  bahwa  per- 
tarungan  di  ruang  publik  hanya  dimainkan 
oleh  para  politisi,  aktivis  dan  tokoh-tokoh 
publik,  sementara  warga  negara  umumnya 
mengisi  ruang  privat  dalam  kegiatan  kese- 
harian  yang  tenang. 

Tentu  saja  kita  semua  berharap  bahwa 
alternatif  kedualah  yang  akan  kita  lalui. 
Kita  akan  menjadi  salah  satu  model  demo- 
krasi  yang  menarik  buat  negeri  sedang 
berkembang  lainnya.  Lebih  jauh  lagi,  ne- 
geri kita  akan  menjadi  contoh  yang  baik 
untuk  mencari  penyelesaian  damai  dari 
konflik  besar  yang  sedang  terjadi  di  ujung 
abad  ini,  yaitu  konflik  etnik  dan  agama. 

Persoalannya  kemudian  adalah,  bagai- 
mana  kita  mencapai  alternatif  kedua  terse- 
but? Bisakah  kita  mencapainya  secara  da- 
mai dan  tertib?  Bisakah  kita  mencapainya 
tanpa  mengorbankan  langkah-langkah  sis- 
tematis  dan  rasional  dalam  menanggulangi 
krisis  ekonomi  yang  secara  dahsyat  melan: 
da  kita? 

Terus-terang,  tidak  ada  jawaban  yang 
pasti  terhadap  pertanyaan-pertanyaan  itu 
~  kemampuan  ilmu  pengetahuan  sosial  sa- 
ngat  terbatas;  lagi  pula,  seperti  kata  Max 
Weber,  hanya  para  demagog  yang  suka  dan 


bisa  melakukan  prediksi  bagi  masa  depan, 
bukan  ilmuwan  sosial.  Yang  bisa  penulis  la- 
kukan  di  sini  adalah  memberi  beberapa  pra- 
syarat  agar  alternatif  kedua  itu  bisa  dicapai. 

Apakah  prasyarat-prasyarat  itu?  Dalam 
pikiran  penulis,  ada  dua  prasyarat  yang  sa- 
ling  berkaitan,  yaitu  keinginan  dan  kemam- 
puan bernegosiasi  serta  pemilihan  agenda 
dan  prioritas  politik  yang  jelas  dan  realis- 
tis.  Kenapa  kedua  hal  itu  penting?  Untuk 
menjawab  hal  ini  kita  hams  melihat  dulu 
sebuah  hal  yang  sepengetahuan  penulis 
belum  pernah  didiskusikan  secara  serius 
di  berbagai  media  massa,  yaitu  sifat  tran- 
sisi politik  yang  terjadi  menjelang  —  dan 
sejak  ~  runtuhnya  rezim  Orde  Baru.  Kalau 
mau  disederhanakan,  transisi  politik  saat 
ini  diwarnai  oleh  perimbangan  kekuatan  se- 
cara negatif  oleh  berbagai  kelompok,  dari 
kaum  reformis  maupun  dari  kaum  yang  ber- 
kuasa  sekarang. 

Maksudnya  adalah,  tidak  satu  pun  ke- 
lompok, sejak  saat  menjelang  turunnya  Soe- 
harto  hingga  saat  ini,  yang  betul-betul  me- 
miliki  sufficient  power  untuk  menang  se- 
cara mutlak.  Kaum  reformis  dan  kelas  me- 
nengah  memiliki  kekuatan  moral  dan  ke- 
benaran  argumen.  Tetapi  mereka  terpecah, 
tanpa  organisasi,  dan  dengan  jumlah  yang 
relatif  kecil  ~  jika  kaum  reformis  tidak  me- 
miliki kelemahan  semacam  ini,  maka  jelas 
situasi  kita  akan  sangat  berbeda  dari  saat 
ini.  Demikian  pula  dengan  kaum  yang  se- 
lama  ini  menjadi  bagian  dari  the  ancient 
regime:  mereka  memiliki  dukungan  organi- 
sasi dan  uang,  tetapi  mereka  pun  terpecah 
dan,  yang  terpenting,  mereka  mcngalami 
proses  demoralisasi  yang  dahsyat. 

Karcna  ketiadaan  sufficient  power  untuk 
menang  secara  mutlak  itulah  maka  scmua 
pihak,  baik  kaum  reformis  maupun  dari  pa- 
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ra  penjaga  status  quo,  hanya  menang  seba- 
gian  (atau  kalah  sebagian,  tergantung  dari 
mana  kita  memandangnya)  —  sebagian  tun- 
tutan  kaum  reformis  dipenuhi  (Soeharto  tu- 
nin),  tetapi  sebagian  lagi  terlupakan;  seba- 
gian keinginan  pemerintah  terpenuhi,  teta- 
pi sebagian  lagi  dikritik  habis-habisan. 

Karena  perimbangan  kekuatan  semacam 
itulah  maka  transisi  politik  kita  bisa  dise- 
but  sebagai  reforma  pactada,  reformasi 
yang  harus  dinegosiasikan,  seperti  yang 
terjadi  di  Spanyol  di  tahun  1970-an  misal- 
nya.  Dalam  transisi  ini,  karena  masing-ma- 
sing  hanya  memiliki  "setengah"  dari  ke- 
kuatan yang  dibutuhkan  untuk  memenang- 
kan  pertaningan  politik,  maka  masing-ma- 
sing  pihak  yang  bermain  dalam  arena  po- 
litik, baik  kaum  reformis  yang  terdiri  da- 
ri berbagai  macam  kelompok  itu  maupun 
kaum  yang  memegang  kekuasaan,  harus 
sanggup  melakukan  negosiasi  (yaitu  tawar- 
menawar)  untuk  mencapai  tahap  reformasi 
yang  lebih  lanjut,  yaitu  tahap  pelembagaan. 

Karena  itulah,  sebagaimana  yang  pe- 
nulis  katakan  di  atas  tadi,  keinginan  dan  ke- 
mampuan  bernegosiasi  saat  ini  merupakan 
syarat  mutlak  untuk  mendorong  proses  tran- 
sisi politik  kita  setahap  lebih  maju. 

Kita  harus  mengerti  bahwa  consolidated 
democracy  adalah  sebuah  tujuan  politik.  Da- 
lam reforma  pactada,  tujuan  politik  ini  ha- 
nya dapat  dicapai  melalui  negosiasi.  Hal 
ini  kelihatannya  sederhana,  tetapi  buat  pe- 
nulis  justru  pada  aspek  inilah  kita  bisa  me- 
lihat  satu  hal  yang  sangat  mengkhawatir- 
kan.  Kita  sudah  terlalu  lama  tidak  terlatih 
untuk  berkompromi,  mencari  litik  temu  ~ 
bukan  perbedaan  ~  kepentingan.  Semua  pi- 
hak, termasuk  kaum  reformis  sendiri,  sering- 
kali  menuntut  suatu  hal  yang  menyempitkan 
ruang-ruang  untuk  melakukan  kompromi. 
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Selain  itu,  kemungkinan  untuk  melaku- 
kan negosiasi  hanya  mungkin  terbuka  jika 
ada  semacam  rasa  percaya  {trust)  di  antara 
pihak-pihak  yang  bermain  di  arena  yang  sa- 
ma,  yaitu  antara  kelompok-kelompok  kaum 
reformis  dan  faksi-faksi  dalam  pemerintah. 
Sayangnya,  yang  justru  meluas  sekarang 
adalah  chronic  mistrust,  sebuah  rasa  tidak 
percaya  pada  siapa  saja,  termasuk  di  an- 
tara kaum  reformis  itu  sendiri  (misalnya  an- 
tara Gus  Dur-Megawati  di  satu  pihak,  dan 
Amien  Rais  di  pihak  lain). 

Prasyarat  yang  berikutnya  adalah  ke- 
mampuan  untuk  menciptakan  prioritas  re- 
formasi atau  agenda  politik  yang  sederha- 
na dan  realistis.  Dalam  hal  ini  kaum  refor- 
mis "di  luar  sistem"  maupun  simpatisan 
ide-ide  reformasi  "di  dalam  sistem"  harus 
mampu  melihat  dengan  jelas  bahwa  priori- 
tas terpenting  yang  harus  dilakukan  dalam 
tahap  transisi  saat  ini  adalah  penciptaan 
pemilu  yang  bersih,  jujur,  dan  adil  sehing- 
ga  lembaga  legislatif  yang  akan  menjadi 
produknya  dianggap  sebagai  lembaga  yang 
legitimate.  Hanya  lembaga  inilah  yang  da- 
pat  mengupayakan  terjadinya  pelembagaan 
reformasi  sebagaimana  yang  disinggung  di 
atas  tadi.  Pemilu  yang  bersih,  dengan  kata 
lain,  adalah  jembatan  untuk  mencapai  tahap 
reformasi  lebih  lanjut. 

Seperti  juga  pada  aspek  negosiasi  tadi, 
soal  pemilihan  prioritas  ini  kelihatannya 
sederhana  dan  sepele.  Tetapi  kalau  kita 
membaca  koran  dan  mengikuti  berita  serta 
ulasan  televisi  saat  ini,  kita  justru  akan  me- 
lihat bahwa  di  semua  kalangan  sense  of 
priority  ini  belum  tampak  ~  sebelum  21 
Mei  1998,  prioritas  kaum  reformis  jelas, 
yaitu  tumbangnya  Soeharto;  sekarang,  ada- 
kah  yang  bisa  memberi  penjelasan  seder- 
hana tentang  hal  apa  yang  terpenting  yang 
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hams  dilakukan?  Kita  membaca,  mende- 
ngar  dan  melihat  terlalu  banyak  hal  yang 
ingin  diperjuangkan  atau  dilakukan  secara 
serempak.  Kita  kebanjiran  agenda  reforma- 
si.  Hal  ini  memang  bisa  dimengerti,  tetapi 
sebagai  akibatnya  proses  reformasi  kehi- 
langan  fokus  yang  jelas. 

Dengan  memilih  pemilu  yang  bersih 
sebagai  prioritas  dalam  agenda  reformasi, 
kita  mungkin  terpaksa  harus  melupakan 
untuk  sementara  beberapa  hal  yang  mung- 
kin menarik  tetapi  tidak  mendesak  jika  di- 
lihat  dari  perspektif  yang  lebih  luas  (mi- 
salnya,  tuntutan  perombakan  kabinet).  Da- 
lam hal  ini  kita  memang  hams  memilih  ~ 
kita  hendaknya  tidak  melupakan  bahwa 
politik  pada  dasarnya  adalah  sebuah  seni 
untuk  menentukan  pilihan  dalam  situasi 
yang  terbatas. 

Mengembalikan  Kedaulatan  di 
Tangan  Rakyat 

J.  Kristiadi 

Pendekatan  pragmatis  yang  dilakukan 
oleh  Orde  Bam  dalam  mengelola  kekuasa- 
an  telah  mengakibatkan  masyarakat  poli- 
tik kehilangan  visi  yang  menjadi  cakrawala 
acuan  dalam  membangun  masyarakat  yang 
demokratis.  Perpolitikan  nasional  terjebak 
pada  agenda-agenda  mtinitas  disertai  de- 
ngan jargon-jargon  politik  yang  palsu  dan 
penuh  kebohongan  sehingga  demokrasi 
Pancasila  justm  secara  sistemik  membuat 
pilar-pilar  demokrasi  menjadi  lumpuh  total. 
Pemilihan  umum  yang  dilaksanakan  de- 
ngan penuh  kecurangan,  dianggap  sebagai 
perwujudan  demokrasi.  Kekuasaan  yang  se- 
harusnya  menjadi  sarana  menyelenggara- 
kan  pemerintahan  untuk  mewujudkan  ke- 


sejahteraan  rakyat,  telah  bembah  sekadar 
menjadi  alat  penguasa  yang  ampuh  untuk 
menindas  rakyat.  Anarki  kekuasan  yang  me- 
rebak  secara  vertikal  dan  horisontal  sela- 
ma  tiga  puluh  tahun  telah  menutup  mang 
publik  yang  mengkibatkan  iklim  politik 
menjadi  sumpeg,  dan  karena  itu  sangat  ra- 
wan  bagi  timbulnya  anarki  sosial.  Oleh  ka- 
rena itu,  agar  di  masa  datang  tidak  mengu- 
lang  tragedi  politik  yang  berlangsung  se- 
lama  tiga  puluh  tahun,  diperlukan  visi  po- 
litik bam  yang  pada  dasamya  menempatkan 
rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan  ter- 
tinggi.  Pada  garis  besamya  visi  politik  bam 
yang  dimaksudkan  adalah  sebagai  berikut. 

Pertama,  secara  prinsipul  konsep  kekua- 
saan hams  dipahami  sebagai  sarana  penye- 
lenggaraan  kehidupan  negara  untuk  mewu- 
judkan kesejahteran  masyarakat  lahir  dan 
batin.  Dalam  kaitan  ini  kekuasaan,  selain 
harus  dibagi  secara  horisontal  sehingga 
menciptakan  interaksi  saling  kontrol  di  an- 
tara  lembaga-lembaga  politik,  secara  vertikal 
hams  didistribusikan  ke  daerah  sehingga 
tidak  terjadi  ketimpangan  pembagian  kekua- 
saan antara  pemerintah  pusat  dan  daerah. 
Dalam  wawasan  yang  demikian,  tidak  ada 
sesuatu  yang  mutlak  asalkan  berorientasi 
kepada  terbentuknya  masyarakat  yang  adil 
dan  makmur,  termasuk  bentuk  negara  yang 
selama  Orde  Bam  tabu  diucapkan,  yaitu 
bentuk  negara  federal.  Kalau  bentuk  negara 
semacam  itu  yang  diyakini  rakyat  sebagai 
cara  yang  dianggap  dapat  menjawab  tan- 
tangan  jaman  dalam  rangka  mencapai  tuju- 
an  nasional,  tidak  ada  salahnya  mulai  men- 
jadi wacana  publik.  Atau,  alternatif  Iain, 
meningkatkan  pelaksanaan  desentralisasi. 
Namun  konsep  desentralisasi  tidak  hanya 
terbatas  bempa  pemberian  wewenang  ad- 
ministrasi  melainkan  bempa  pemberian  we- 
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wenang  (sebagian  kekuasaan  pusat)  kepada 
daerah.  Proporsi  kewenangan  yang  diberi- 
kan  oleh  pusat  kepada  daerah  perlu  diatur 
sedemikian  nipa  sehingga  distribusi  keka- 
yaan  menjadi  lebih  adil  dan  proporsional. 
Sementara  itu  kewenangan  pemerintah  pu- 
sat dikonsentrasikan  kepada  urusan-urusan 
yang  berkenaan  dengan  penyelenggaraan 
pertahanan  dan  keamanan,  hubungan  inter- 
nasional,  pengadilan  dan  moneter.  Dalam 
negara  yang  sedemikian  besar  dengan  ma- 
syarakat  yang  sangat  majemuk,  pemberian 
otonomi  yang  seluas-luasnya  (atau  bentuk 
negara  federal)  menipakan  salah  satu  cara 
yang  efektif  untuk  menjaga  integrasi  bangsa. 

Kedua,  posisi  ABRI  dalam  struktur  po- 
litik  yang  demokratis  mempunyai  hak  dari 
kewajiban  yang  sama  dengan  kekuatan-ke- 
kuatan  sosial  politik  lainnya.  Hal  itu  ber- 
arti  ABRI  mempunyai  kewajiban  memberi- 
kan  pertanggungjawaban  publik  atas  peran 
politik  yang  dilakukannya.  Selain  itu,  un- 
tuk menghindari  distorsi-distorsi  dari  peran 
politik  ABRI,  posisi  ABRI  hams  diberikan 
pada  tempat  yang  sejauh  mungkin  meng- 
hindarkan  ABRI  dari  godaan  kekuasaan. 
Siapa  pun  tidak  akan  membantah  bahwa 
ABRI  merupakan  aset  bangsa  Indonesia 
yang  harus  dijaga  wibawa,  integritas  dan 
independensinya  terhadap  kekuasaan.  Oleh 
sebab  itu  ABRI  perlu  menjaga  jarak  dengan 
kekuasaan  agar  tidak  menjadi  partisan  po- 
litik yang  memihak  kepada  golongan  ter- 
tentu.  Selama  tiga  puluh  tahun  terakhir  ini 
posisi  ABRI  dalam  peta  politik  telah  di- 
jungkirbalikkan  oleh  Soeharto.  ABRI  yang 
mempunyai  posisi  dan  prinsip  sebagai  pem- 
bela  rakyat,  telah  direduksi  sedemikian  rupa 
oleh  Soeharto  sehingga  perilaku  politik 
ABRI  sangat  mudah  dikesankan  sebagai  alat 
pembela  kekuasaan  Soeharto.  Untuk  mence- 


gah  terulangnya  kembali  kejadian  semacam 
itu  ABRI  harus  kembali  kepada  khitahnya, 
yaitu  ABRI  harus  kembali  sebagai  alat  ne- 
gara yang  berpihak  kepada  rakyat,  bukan 
alat  pemerintah.  Lebih-lebih  ABRI  bukan  alat 
perorangan  untuk  mempertahankan  kekua- 
saan. Oleh  karena  itu  posisi  ABRI  seyog- 
yanya  berada  pada  tempat-tempat  di  mana 
pengambilan  keputusan-keputusan  politik 
strategis  diproses  dan  diputuskan.  Wilayah- 
wilayah  tersebut  antara  lain  di  MPR,  serta 
lembaga-lembaga  pengkajian  ABRI  seperti 
Lemhanas,  Wanhankamnas,  Sesko-ABRI  dan 
Iain-lain.  Dengan  demikian  posisi  ABRI  da- 
lam politik  tidak  lagi  pada  peran  langsung 
tetapi  memberikan  kontribusi  pemikiran-pe- 
mikiran  strategis  sebagai  masukan  bagi  para 
pengambil  keputusan.  Melalui  penyesuai- 
an  posisi  ABRI  pada  tempat  strategis,  ABRI 
dapat  lebih  memusatkan  diri  pada  tugas 
lain  yang  tidak  kalah  pentingnya  yaitu  tu- 
gas pertahanan  dan  keamanan  negara.  Wi- 
layah  negara  Indonesia  yang  sangat  luas, 
serta  kompleksnya  permasalahan  keamanan 
domestik  memerlukan  ABRI  yang  profesio- 
nal,  sigap  dan  tangguh  dalam  menghadapi 
persoalan  tersebut. 

Ketiga,  birokrasi  pemerintahan  harus 
netral  dari  pengaruh  politik.  Prinsip  netrali- 
tas  birokrasi  terhadap  partai  politik  dimak- 
sudkan  agar  birokrasi  dapat  menjadi  pela- 
yan  masyarakat  tanpa  membedakan  golong- 
an mana  yang  harus  dilayani.  Mengenai  hak 
politik  pegawai  negeri  tetap  dijamin  dalam 
bentuk  mereka  tetap  diperbolehkan  memilih 
dalam  pemilihan  umum,  tetapi  tidak  boleh 
menjadi  pengurus  salah  satu  partai  poli- 
tik. Pengalaman  telah  membuktikan  bahwa 
keterlibatan  birokrasi  dalam  politik  telah 
mengakibatkan  birokrasi  menjadi  ajang  per- 
tarungan  pengaruh  kekuatan  sosial  politik 
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(pada  masa  Orde  Lama),  atau  menjadi  alat 
penguasa  untuk  melakukan  intervensi  poli- 
tik  yang  memandulkan  organisasi  sosial  po- 
litik  (pada  masa  Orde  Baru).  Pengaruh  biro- 
krasi  yang  sedemikian  besar  telah  mencipta- 
kan  lembaga-lembaga  yang  seharusnya  me- 
lakukan kontrol  terhadap  kebijakan  publik 
(DPR,  partai  politik,  dan  Iain-lain)  tidak  le- 
bih  dari  kepanjangan  birokrasi. 

Keempat,  kontrol  sosial  terhadap  kekua- 
saan  perlu  disertai  dengan  eksistensi  lem- 
baga  oposisi  yang  dapat  melakukan  korek- 
si  terhadap  kebijakan-kebijakan  publik  dan 
penyalahgunaan  kekuasaan,  tanpa  takut  ba- 
las  dendam.  Selain  itu  partai  (kelompok)  opo- 
sisi diharapkan  dapat  memberikan  pemikir- 
an  dan  gagasan  alternatif  mengenai  hal-hal 
yang  berkenaan  dengan  kebijakan  publik. 
Oleh  karena  itu  mulai  sekarang  masyarakat 
perlu  dibiasakan  berbeda  pendapat  secara 
terbuka  dan  membiasakan  mengalami  konflik 
tanpa  hams  rusak-rusakan.  Perbedaan  pen- 
dapat dan  konflik  merupakan  bagian  yang 
tidak  terpisahkan  dengan  proses  demokrati- 
sasi.  Sementara  itu  idiom-idiom  lama  seper- 
ti  harmoni,  keselarasan,  terpadu,  persatuan 
dan  kesatuan,  hams  ditafsirkan  sebagai  ba- 
sil dari  suatu  dinamika  konflik  masyarakat 
yang  telah  dewasa  dalam  menerima  keme- 
nangan  dan  kekalahan. 


Menuju  Politik  yang  Kongkret, 
Meninggalkan  Politik  yang  Simbolis 

Ulil  Abshar-Abdalla 

Ada  watak  yang  begitu  menonjol  pada 
politik  di  zaman  rezim  Soeharto.  Politik  pa- 
da zaman  itu  adalah  sesuatu  yang  tidak 
nil,  tetapi  simbolik.  Tidak  nyata,  tetapi  semu. 


Politik  kita  tidak  kongkret  karena  justm  ti- 
dak hendak  menyelesaikan  pelbagai  prob- 
lem yang  dihadapi  oleh  masyarakat.  Seba- 
liknya,  politik  lebih  menyempai  "akal-akal- 
an"  untuk  menyembunyikan  problem  itu. 
Politik  di  dalam  rezim  Soeharto  lebih  ba- 
nyak  "menyembunyikan"  ketimbang  "me- 
nyingkap",  lebih  banyak  membuat  rakyat 
"lupa"  ketimbang  "ingat".  Segala  hal  hen- 
dak dipaksakan  untuk  "selaras"  dan  meng- 
ikuti  suatu  harmoni.  Perbedaan  dianggap  se- 
bagai suatu  anomali  yang  mengancam  ke- 
selarasan. Social  progress  yang  kemudian 
diterjemahkan  dalam  istilah  "pembangun- 
an"  adalah  sesuatu  yang  dianggap  semata- 
mata  dihasilkan  oleh  unsur-unsur  yang  kon- 
vergen,  seolah-olah  unsur-unsur  yang  ber- 
beda tidak  bisa  menyumbangkan  sesuatu 
buat  kemajuan  dan  pembangunan.  Yang  di- 
vergen  dan  berbeda,  oleh  karena  itu,  hams 
"diculik"  atau  dibuang  jauh-jauh. 

Ancaman  Kemajemukan  dan  Ideologi 
Harmoni 

Nafsu  untuk  harmoni,  di  zaman  Orde 
Bam  itu,  begitu  besamya,  sehingga  menye- 
babkan  komunikasi  politik  dalam  pelbagai 
tingkatannya  mengalami  distorsi  dan  men- 
jadi tidak  rasional.  Oposisi,  sebagai  syarat 
vital  untuk  membina  iklim  berpolitik  yang 
sehat  dan  wajar,  tidak  bisa  tumbuh  seba- 
gaimana  mestinya.  Ada  banyak  alasan  me- 
ngapa  nafsu  untuk  harmoni  itu  begitu  ber- 
kuasa  atas  rezim  Orba.  Sebagian  besar  dari 
alasan  itu  mempunyai  akar-akarnya  dalam 
pengalaman  sejarah  masa  lampau  negeri 
ini.  Alasan-alasan  itu,  bagi  penulis,  telah 
menyerupai  mitos  yang  disebar-sebarkan 
ke  pelbagai  lapisan  masyarakat,  sehingga 
menjadi  semacam  kesadaran  semu.  Alasan 
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pertama  adalah  berhubungan  dengan  mitos 
tentang  negara  kesatuan  yang  menyimpan 
dalam  dirinya  rasa  was-was  akan  disinte- 
grasi.  Alasan  kedua  berhubungan  dengan 
mitos  tentang  pluralitas  yang  menyimpan 
dalam  dirinya  ancaman  anarki. 

Kekhawatiran  akan  disintegrasi  dan  anar- 
ki ini,  selama  rezim  Orba,  telah  dimanfaat- 
kan  untuk  mengesahkan  pelbagai  tindak 
"kekerasan  negara"  ( state  violence)  yang 
melanggar  hak  asasi  manusia.  Meskipun  ke- 
majemukan  dan  keragaman  seringkali  dira- 
yakan  oleh  pejabat  sebagai  "berkah"  yang 
menjadi  ciri  khas  negara  kita,  sebagaimana 
ditampilkan  dalam  semboyan  Bhirmeka  Tung- 
gal  Dca,  akan  tetapi  dengan  jujur  hams  di- 
akui  bahwa  para  pejabat,  mungkin  juga  se- 
bagian  besar  masyarakat  yang  tertular  oleh 
retorika  mereka,  menghadapi  kemajemukan 
itu  dengan  rasa  gundah  dan  was-was.  Penu- 
lis  menangkap,  dalam  pelbagai  retorika  res- 
mi  yang  seringkali  menonjolkan  kemajemuk- 
an itu,  sebenamya  terselip  perasaan  khawa- 
tir  akan  ancaman  yang  ditimbulkan  oleh 
keragaman  tersebut.  Dengan  kata  lain,  mes- 
kipun keragaman  itu  diakui  sebagai  kenya- 
taan  yang  riil,  namun  sedapat  mungkin  ke- 
ragaman itu  diseragamkan  kembali. 

Penulis  menduga,  bahwa  ideologi  Orba 
di  bawah  Soeharto  itu  bukanlah  Pancasila, 
tetapi  harmoni.  Pancasila  hanyalah  sarana 
saja  untuk  menuju  kepada  harmoni.  Bah- 
kan  Pancasila  yang  mengandung  pelbagai 
ragam  penafsiran  pun  sebenamya  bukan  se- 
suatu  yang  menyenangkan  bagi  pemerin- 
tah  Orba,  tetapi  justm  mempakan  ancaman. 
Maksudnya,  dalam  Pancasila  sendiri,  terda- 
pat  unsur-unsur  divergen  yang  tidak  selu- 
mhnya  selaras  dengan  tujuan-tujuan  praktis 
rezim  Orba.  Oleh  karena  itu,  Pancasila  juga 
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harus  "diharmonikan"  begitu  mpa  sehing- 
ga  unsur-unsur  divergen  itu  bisa  disingkir- 
kan.  Begitulah,  rezim  Orba  bemsaha  untuk 
meresmikan  jenis  tafsir  tertentu  atas  Panca- 
sila, serta  menepiskan  segala  kemimgkinan 
untuk  tafsir-tafsir  lain.  Pancasila,  akhimya, 
menjadi  sebuah  ideologi  yang  tertutup. 

Politik  yang  Simbolis 

Akibat  dari  politik  yang  menekankan 
harmoni  itu  adalah  munculnya  suata  keter- 
tiban  yang  sifatnya  semu  dan  permukaan. 
Keragaman  yang  biasanya  mengandung  ba- 
nyak  soal  dan  problem,  tidak  diselesaikan 
secara  wajar  dengan  cara  yailg  lemah-lem- 
but,  tetapi  diredam  ke  bawah  karpet  atau  di- 
singkirkan  jauh-jauh  dari  wilayah  perhati- 
an  publik.  Pemandangan  politik  pada  zaman 
Orba  persis  dengan  kota  Jakarta.  Jakarta  bu- 
kan saja  ibukota  dalam  pengertian  admi- 
nistratif,  tetapi  juga  perwujudan  nyata  dari 
politik  Orba  yang  menjunjung  tinggi  asas 
harmoni  itu.  Di  jalan-jalan  utama  dan  ka- 
wasan  elite  kota  ini,  kita  melihat  suatu  ke- 
tertiban  yang  mewah  dan  mahal,  akan  te- 
tapi di  halaman  belakangnya,  terdapat  ka- 
wasan-kawasan  kumuh  yang  tak  enak  di- 
pandang.  Artinya,  pemandangan  kota  Ja- 
karta yang  mewah  dan  luks  itu  mengan- 
dung ancaman  yang  gawat.  Saya  kira,  begi- 
tulah nasib  politik  yang  bertunjang  pada 
asas  harmoni  di  bawah  rezim  Orba. 

Oleh  karena  setiap  soal  tidak  pemah  atau 
jarang  diselesaikan  dengan  tuntas,  maka  po- 
litik dijalankan  bukan  atas  dasar  kenyataan 
kongkret  yang  dihadapi  oleh  masyarakat 
di  bawah,  tetapi  disesuaikan  dengan  sim- 
bol-simbol  palsu  yang  disusun  secara  sepi- 
hak  oleh  para  pejabat.  Beberapa  contoh  soal 
bisa  disebut  di  sini.  Yang  paling  menonjol 
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adalah  politik  pemerintah  dalam  menghadapi 
buruh.  Politik  Orba  dalam  bidang  perbu- 
rahan  didasarkan  pada  apa  yang  sering  di- 
sebut  sebagai  hubungan  industrial  Panca- 
sila  yang  menekankan  keserasian  antara  ke- 
pentingan  pemodal,  buruh  dan  pihak  peme- 
rintah. Politik  perburuhan  semacam  itu  se- 
benarnya  hanyalah  selubung  untuk  kolusi 
antara  pemerintah  dan  pemilik  modal,  dan 
sama  sekali  bukan  suatu  politik  yang  ber- 
tujuan  untuk  membela  kepentingan  kaum 
buruh.  Politik  semacam  itu  juga  tidak  per- 
nah  secara  sungguh-sungguh  bermaksud 
untuk  menyelesaikan  persoalan  buruh  yang 
ditindas  hak-haknya,  tetapi  dengan  sengaja 
meredam  persoalan  itu,  menunda  untuk  me- 
nyelesaikannya,  atau  malah  menghapusnya 
sama  sekali.  Setiap  kali  muncul  pemogokan 
buruh,  maka  tindakan  pemerintah  pertama- 
tama  bersifat  "simbolis":  bahwa  itu  berla- 
wanan  dengan  konsep  hubungan  industrial 
Pancasila,  tidak  sesuai  dengan  budaya 
bangsa,  atau  ~  paling  tidak  ~  ditunggangi 
oleh  oknum.  Mestinya,  tindakan  pemerin- 
tah adalah  bersifat  "empiris":  yakni  mene- 
liti  apa  yang  secara  nyata  terjadi,  sehingga 
buruh  mogok.  Akan  tetapi,  tindakan  yang 
empiris  semacam  itu  sengaja  dihindari,  se- 
bab  jika  itu  dilakukan  maka  akan  merusak 
prinsip  harmoni.  Seperti  kita  tahu,  kenyata- 
an  empiris  tidak  sepenuhnya  bisa  diringkus 
atau  diseragamkan.  Kenyataan  selalu  lebih 
kuat  daripada  (dan  karena  itu  mengandung 
ancaman  atas)  ideologi,  kata  seorang  no- 
velis  dari  Ceko. 

Contoh  lain  yang  sering  diperbincang- 
kan  adalah  soal  SARA  (Suku,  Agama,  Ras 
dan  Antargolongan).  Penulis  tidak  tahu, 
mengapa  perbincangan  yang  terbuka  dan 
jujur  tentang  SARA  itu  dilarang,  padahal 
hanya  dengan  cara  seperti  itulah  soal-soal 


yang  semula  berada  di  bawah  karpet  dan 
sulit  dikontrol,  bisa  diangkat  ke  permuka- 
an.  Penulis  menduga,  lagi-lagi  alasannya 
adalah  berkaitan  dengan  soal  harmoni. 
SARA,  bagi  penulis,  adalah  wujud  yang 
paling  kongkret  dari  kemajemukan  sosial 
yang  sering  disinggung-singgung  oleh  para 
pejabat.  Kemajemukan,  dalam  pandangan 
rezim  Orba,  bukanlah  soal  yang  kongkret, 
tetapi  suatu  ideologi  persis  seperti  harmo- 
ni itu  sendiri.  Oleh  karena  merupakan  ideo- 
logi, maka  kemajemukan  menurut  Orba  sama 
sekali  tidak  ada  hubungannya  dengan  ke- 
nyataan yang  kongkret.  Oleh  karena  itu, 
kenyataan  yang  majemuk  tidak  bisa  diper- 
bincangkan  dengan  terbuka  di  dalamnya. 
Berkali-kali  teqadi  kerusuhan  yang  meng- 
ancam  etnis  Cina  serta  golongan  Kristen 
atau  Katolik,  namun  jarang  ada  upaya  yang 
sungguh-sungguh  dari  pemerintah  untuk 
membukanya  ke  dalam  perbincangan  publik. 
Sebaliknya,  masalah  itu  dibenam  ke  bawah 
permukaan,  sehingga  akhimya  menggumpal 
dan  selalu  mengandung  ancaman  eksplosif 
dari  waktu  ke  waktu.  Setiap  diskusi  di  seki- 
tar  soal  itu  biasanya  akan  distop,  dengan 
alasan  SARA.  Problem  tidak  diselesaikan, 
tetapi  ditunda. 

Hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan 
daerah  adalah  problem  lain  lagi  yang  tidak 
pernah  secara  sungguh-sungguh  diselesai- 
kan. Di  sini  kita  melihat  contoh  yang  me- 
malukan  dari  politik  harmoni  yang  senga- 
ja menghindar  dari  soal  yang  kongkret.  Su- 
dah  menjadi  rahasia  umum,  bahwa  hubung- 
an antara  pusat  dan  daerah  ~  katakan  saja: 
Jakarta  and  the  rest  ~  mengandung  perlaku- 
an-perlakuan  yang  sama  sekali  tidak  adil. 
Atas  nama  ide  tentang  negara  kesatuan,  pe- 
merintah menguras  sumber  daya  alam  yang 
dimiliki  oleh  pemerintah  daerah.  Yang  le- 
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bih  celaka  tentunya  adalah,  bahwa  pengu- 
rasan  yang  disahkan  atas  dalih  untuk  ke- 
makmuran  rakyat  banyak  itu  akhirnya  ha- 
nya  digunakan  untuk  kepentingan  golong- 
an  kecil  masyarakat.  Protes-protes  yang 
muncul  dari  daerah  sulit  sekali  muncul  ke 
permukaan  karena  akan  berhadapan  dengan 
luduhan  separatisme.  Artinya,  problem  pu- 
sat-daerah  tidak  pernah  ~  sekali  lagi:  tidak 
pernah!  ~  dihadapi  pemerintah  secara  "em- 
piris",  tetapi  secara  ideologis  dan  simbolis. 
Jika  sekarang  banyak  orang  berbicara  ten- 
tang  ancaman  akan  disintegrasi,  penulis 
beranggapan  bahwa  hal  itu  lebih  disebab- 
kan  oleh  penggunaan  "ideologi"  (atau  da- 
lih?) negara  kesatuan  yang  melenceng  dan 
keliru,  ketimbang  oleh  alasan-alasan  yang 
nyata  tentang  kehendak  untuk  memisahkan 
diri  dari  pusat.  Dengan  kata  lain,  harmoni 
yang  dipaksakan  dan  dangkal  pada  akhir- 
nya justru  berujung  pada  ketidakselarasan. 
Sebab,  pada  kenyataannya,  masyarakat  le- 
bih berurusan  dengan  kenyataan-kenyataan 
yang  timpang,  dengan  pengalaman-penga- 
laman  yang  divergen,  ketimbang  dengan 
ide  tentang  harmoni  atau  kesatuan  yang 
romantis. 

Demokrasi:  Menuju  Politik  yang 
Kongkret 

Selama  tiga  puluh  dua  tahun  hidup  di 
bawah  rezim  Orba,  masyarakat  politik  di  In- 
donesia tidak  mempunyai  cukup  kesempat- 
an  untuk  belajar  membina  praktik  politik 
yang  bersendi  pada  upaya  penyelesaian 
problem-problem  kongkret  yang  mereka  ha- 
dapi.  Sementara  proses  induslrialisasi  telah 
kian  memperumit  serta  memperluas  pelbagai 
dimensi  soal  yang  muncul  dalam  masyara- 
kat, wadah  dan  tempat  untuk  menyelesaikan 
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soal-soal  itu  sudah  kian  usang  dan  tak  men- 
cukupi  lagi.  Dengan  kata  lain,  lembaga  po- 
litik yang  mestinya  menjadi  tempat  un- 
tuk menyelesaikan  pelbagai  problem  so- 
sial-ekonomi  sama  sekali  tidak  memadai. 
Salah  satu  soalnya  adalah  karena  asas  yang 
dianut  dalam  penyusunan  lembaga-lemba- 
ga  politik  itu  bukan  untuk  membuat  so- 
lusi  atas  kenyataan  yang  kongkret,  tetapi 
untuk  menyingkirkannya.  Jika  mau  meng- 
ambil  contoh  yang  kongkret,  lembaga  ke- 
partaian  yang  mestinya  menjadi  sarana  un- 
tuk mencapai  solusi  atas  problem,  direka- 
yasa  begitu  nipa  hingga  akhirnya  hanya 
menjadi  sarana  untuk  mengesahkan  dalih 
negara  untuk  menyembunyikan  problem  itu. 

Akibatnya  adalah  adanya  kesulitan  yang 
dihadapi  oleh  masyarakat  untuk  menyu- 
sun  kekuatan-kekuatan  sosial  yang  bergu- 
na  untuk  mencapai  solusi  atas  soal-soal 
mereka  sendiri.  Lembaga-lembaga  masyara- 
kat sengaja  dihancurkan,  atau  setidaknya 
dilemahkan,  oleh  pemerintah  sehingga  ma- 
syarakat tidak  bisa  melakukan  agregasi 
politik  secara  rasional  dan  sistematis  untuk 
memperjuangkan  kepentingan-kepentingan 
mereka.  Akhirnya,  masyarakat  mengguna- 
kan  sarana-sarana  "simbolis"  yang  memang 
masih  tersisa  buat  mereka,  yakni  agama  atau 
suku.  Kerusuhan-kerusuhan  yang  terjadi 
akhir-akhir  ini  adalah  salah  satu  contoh 
saja  dari  kebingungan  masyarakat  dalam 
menemukan  cara  yang  tepat  untuk  menye- 
lesaikan problem-problem  yang  mereka  ha- 
dapi  secara  rasional,  karena  tak  adanya  lem- 
baga untuk  itu.  Dengan  kata  lain,  kerusuh- 
an  itu  adalah  akibat  dari  politik  harmoni 
yang  simbolis  dan  semu,  dan  tak  adanya 
suatu  politik  yang  kongkret. 

Jika  kita  tak  segcra  mengakhiri  politik 
"akal-akalan"  gaya  Orba  itu,  serta  masih  te- 
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tap  percaya  akan  mitos  tentang  harmoni, 
kesatuan,  kepentingan  nasional,  budaya 
bangsa  dan  sebagainya,  maka  kemacetan- 
kemacetan  politik  yang  menimbulkan  ke- 
rusuhan  itu  akan  terulang  kembali  terus- 
menerus.  Artinya,  toh  setiap  problem  da- 
lam  masyarakat  tidak  akan  pernah  bisa  di- 
tunda.  Jika  tidak  dengan  cara  A,  maka  ma- 
syarakat pasti  akan  mencari  alternatif  B 
untuk  menyelesaikannya.  Jika  tidak  de- 
ngan cara  yang  demokratis,  pasti  masya- 
rakat akan  menempuh  jalan  anarkis  untuk 
memecahkan  permasalahan  yang  mereka 
hadapi.  Jadi,  jalan  demokratis  bukan  saja 
tidak  bemjung  kepada  anarki,  seperti  dita- 
kutkan  oleh  pejabat  rezim  Orba  (juga  se- 
bagian  pejabat  di  zaman  reformasi  ini),  te- 
tapi  justru  menangkalnya.  Anarki  bukan- 
lah  penerusan  atau  ekstensi  dari  demokra- 
si,  tetapi  lawan  daripadanya.  Dalam  ung- 
kapan  lain,  menghadapi  persoalan  secara 
empiris  dan  praktis  (dan  di  situlah  terle- 
tak  esensi  demokrasi)  adalah  cara  yang  te- 
pat  buat  memecahkannya,  sementara  meng- 
hadapinya  secara  ideologis  dan  simbolis 
justru  akan  membuat  persoalan  itu  kian  ru- 
wet  dan  rumit. 

Berbeda  dengan  pandangan  para  ak- 
tivis  prodemokrasi  di  negeri  ini,  penulis 
menganggap  demokrasi  bukan  pertama-tama 
sebagai  sebuah  prinsip  atau  esensi  mulia 
yang  harus  diperjuangkan  tanpa  menghu- 
bungkannya  dengan  kenyataan  yang  kong- 
kret.  Dengan  kata  lain,  demokrasi  bukan- 
lah  suatu  ideologi,  tetapi  a  way  of  dealing 
with  problem,  cara  menyelesaikan  soal;  ca- 
ra memecahkan  teka-teki,  dalam  ungkapan 
Thomas  S.  Kuhn.  Ini  untuk  membedakan 
dengan  dua  sikap  yang  kurang  ideal  bah- 
kan  buruk  dampaknya  terhadap  pembina- 
an  kehidupan  yang  demokratis.  Pertama, 


sikap  pemerintah  Orba  yang  mencoba  me- 
naruh  perbedaan  atas  kata  demokrasi  itu: 
demokrasi  Pancasila.  Sikap  seperti  itu  ada- 
lah contoh  bagaimana  demokrasi  diperla- 
kukan  sebagai  sebuah  ideologi,  dan  bukan 
sebagai  alat  untuk  mencari  solusi.  Tak  ada 
manfaat  yang  diperoleh  dari  sikap  sema- 
cam  itu,  justru  mudarat  yang  datang,  baik 
bagi  demokrasi  itu  sendiri  sebagai  konsep, 
juga  bagi  masyarakat  yang  hendak  meng- 
gunakannya  untuk  memecahkan  persoal- 
an mereka.  Kedua,  sikap  sebagian  aktivis 
prodemokrasi  sendiri  yang  memandang  de- 
mokrasi sebagai  suatu  "esensi"  yang  adi-^» 
luhung,  tetapi  tidak  dikaitkan  dengan  ke^ 
nyataan  yang  kongkret.  Kasarnya,  demo- 
krasi hanya  sebagai  sebuah  konsep,  bu- 
kan praksis.  Kesulitan-kesulitan  yang  di- 
hadapi  oleh  pelbagai  kelompok  dalam  ge- 
rakan  prodemokrasi  untuk  melakukan  "ne- 
gosiasi"  dan  kompromi  antarmereka  sen- 
diri, adalah  suatu  petunjuk  bahwa  demo- 
krasi di  mata  mereka  masih  sebatas  koii- 
sep,  bukan  alat  buat  suatu  tujuan  yang  le- 
bih  praktis.  Kedua  sikap  tersebut  tidak  cb- 
cok  untuk  membangun  apa  yang  penulis 
sebut  sebagai  politik  yang  kongkret. 

Pendekatan  Praktis  atas  Demokrasi 

Bagaimana  mendekati  demokrasi  seca- 
ra praktis  dan  empiris,  sebagai  prasyarat 
awal  untuk  membina  suatu  politik  yang 
lebih  kongkret?  Pertama,  menyangkut  pra- 
sangka  mengenai  penghuni  lembaga  atau 
ruang  politik,  yakni  manusia.  Prasangka  ini 
penting,  karena  akan  menentukan  hal-hal 
yang  lebih  praktis  berikutnya.  Tidak  seba- 
gaimana  diktum  dalam  ajaran  agama  atau 
filsafat  moral,  manusia  dalam  demokrasi  (se- 
bagai suatu  alat)  dianggap  cenderung  terus- 
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menerus  melakukan  kesalahan.  Konsekuen- 
sinya,  lembaga  politik  juga  dianggap  cen- 
derung  melakukan  kesalahan.  Demokrasi 
yang  praktis,  dengan  demikian,  mengikuti 
adagium  yang  terkenal  dari  Lord  Acton, 
politics  tends  to  corrupt,  absolute  politics 
corrupts  absolutely.  Implikasi  pokok  dari 
prasangka  ini  adalah  bahwa  tindakan  po- 
litik yang  demokratis  "sejatinya"  lebih  ter- 
letak  pada  upaya  terus-menerus  untuk  me- 
nyingkirkan  kesalahan  itu,  ketimbang  me- 
mupuk  "kebenaran-kebenaran".  Jika  ingin 
diterjemahkan  dalam  nomenklatur  Islam 
tradisional,  politik  itu  sejatinya  adalah  le- 
bih merupakan  dar'ul  mafsadah,  meng- 
hindari  kerusakan,  ketimbang  jalbul  mash- 
lahah,  mengupayakan  suatu  maslahat  atau 
keuntungan. 

Kedua,  konsekuensi  dari  prasangka  per- 
tama  di  atas  adalah  bahwa  suatu  kontrol 
atas  tindakan  politik  mutlak  diperlukan. 
Kontrol  biasanya  tidak  bisa  berjalan  de- 
ngan baik  jika  tidak  ada  transparansi.  De- 
ngan demikian  kontrol  dan  transparansi 
adalah  dua  hal  yang  paling  vital  di  dalam 
membangun  politik  yang  kongkret;  arti- 
nya  membangun  demokrasi  yang  sebenar- 
nya.  Kontrol  dan  transparansi  tidak  dimung- 
kinkan  jika  tiga  hal  berikut  ini  tidak  ter- 
capai;  (1)  dihapusnya  wibawa  auratik  yang 
selama  ini  menyelubungi  para  pejabat  ne- 
gara.  Pejabat,  dan  lebih  umum  lagi  nega- 
ra,  adalah  semacam  pengurus  atau  panitia 
kesejahteraan  umum,  sebagaimana  digam- 
barkan  oleh  Bung  Hatta  dulu.  Mereka  bu- 
kanlah  makhluk  keramat  yang  sulit  di- 
jangkau  oleh  kontrol  politik  serta  terlin- 
dung  dari  caci-maki  masyarakal  luas;  (2)  pe- 
misahan  yang  tegas  antarlembaga  ekscku- 
tif,  legislatif  dan  yudikatif.  Mitos  tentang 
"negara  kekeluargaan"  (baca:  negara  inte- 
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gralistik)  yang  mengayomi  masyarakat  dan 
menolak  pemilahan  yang  tegas  antara  ke- 
tiga  lembaga  itu,  hams  diakhiri.  Mitos  ini 
telah  membutakan  pemerintah  dan  rakyat 
dari  persoalan-persoalan  nyata;  dan  (3)  ada- 
nya  oposisi  yang  dapat  terus  mengontrol 
kesalahan-kesalahan  yang  dilakukan  oleh 
pemerintah  yang  sedang  berkuasa. 

Ketiga,  mengakui  kemajemukan  dan  ke- 
ragaman  sebagai  fakta  politik,  bukan  seka- 
dar  fakta  sosial,  kultural,  apalagi  demogra- 
fis.  Bukti  pengakuan  itu  adalah  jika  peme- 
rintah mengarahkan  setiap  kebijakan  yang 
dibuatnya  guna  memperluas  ruang  gerak 
masyarakat,  bukan  membatasinya.  Kata 
kunci  dalam  pengakuan  atas  pluralisme 
adalah  memperluas  ruang  publik,  bukan 
mengkerutkannya.  Memperluas  ruang  ge- 
rak masyarakat  yang  plural  berarti  mena- 
ruh  kepercayaan  atas  segi  positif  dari  ke- 
majemukan di  dalamnya.  Sebaliknya,  mem- 
persempit  ruang  itu  berarti  menaruh  rasa 
curiga  dan  was-was  terhadap  kemajemuk- 
an tersebut.  Oleh  karena  itu,  perlindungan 
atas  hak  berpendapat,  berkumpul  dan  ber- 
serikat  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal 
28  UUD  1945,  adalah  syarat  mutlak  untuk 
berfungsinya  suatu  politik  yang  kongkret. 
Selama  rezim  Orba  berkuasa,  politik  tidak 
pemah  bisa  kongkret  dan  nyata  karena  hak 
berserikat  ditolak,  sehingga  yang  muncul 
adalah  organisasi-organisasi  ciptaan  peme- 
rintah yang  semu:  tidak  mencerminkan  de- 
nyut  politik  nyata  dalam  masyarakat.  Ke- 
kuatan-kekuatan  yang  kongkret  tercampak- 
kan  semua  ke  pinggir,  dan  hanya  menjadi 
semacam  hidden  transcript  dalam  istilah 
James  Scott. 

Keempat,  politik  dikerjakan  dengan  asum- 
si  pokok  tentang  partial  functioning  of 


VISI  BARU  UNTUK  INDONESIA 


117 


ideas,  suatu  istilah  yang  sangat  baik  dari 
Talcott  Parson.  Politik  adalah  pelaksanaan 
"sebagian  saja"  dari  suatu  blue  print.  Poli- 
tik, dengan  demikian,  bukanlah  semacam 
agama  atau  ajaran  moral  yang  melihat  du- 
nia  atau  kehidupan  sebagai  objek  yang  ha- 
ms "dikerjakan"  secara  menyeluruh  dan  to- 
taliter.  Politik  semacam  itu  hanya  ada  di 
negeri  fasis,  dan  untuk  tingkat  tertentu  te- 
lah  kita  alami  sepanjang  rezim  Orba.  Se- 
bab,  jika  politik  dikerjakan  secara  totali- 
ter,  oposisi  tidak  dimungkinkan,  kompromi 
dan  negosiasi  sebagai  kegiatan  yang  lum- 
rah  dalam  berpolitik  juga  ditabukan.  Hanya 
ada  dua  pilihan  dalam  politik  yang  totali- 
ter,  dan  dua-duanya  bertentangan  dengan 
prinsip-prinsip  demokrasi:  atau  menghan- 
curkan  lawan-lawan  politik  hingga  ke  akar- 
akarnya,  atau  dihancurkan.  Bagi  yang  ti- 
dak siap  untuk  terlibat  di  dalamnya,  hanya 
ada  satu  pilihan:  berhenti  atau  mundur  da- 
ri politik.  Artinya,  politik  tidak  mungkin 
di-share.  Politik  yang  semacam  itu  jelas  ti- 
dak kongkret,  karena  ternyata  masyarakat 
memang  majemuk,  dan  tidak  bisa  didekati 
dengan  suatu  politik  yang  menyeluruh. 
Politik  yang  kongkret  hanya  bisa  dilaku- 
kan  dengan  kesadaran  yang  ironis  bahwa 
suatu  ide  atau  cetak  biru  sosial  mengan- 
dung  kemungkinan  salah,  sehingga  hanya 
bisa  dilaksanakan  sebagian  saja.  Kesadaran 
yang  ironis  semacam  itu  yang  memungkin- 
kan  adanya  kontrol,  oposisi,  pembagian  ke- 
kuasan  serta  sirkulasi  wewenang  (authority) 
secara  berkala. 

Dengan  pendekatan-pendekatan  yang 
praktis  semacam  itu,  penulis  berpendapat 
bahwa  akan  terbuka  luas  kemungkinan  un- 
tuk mcmbangun  kehidupan  politik  yang  le- 
bih  schat  dan  segar  di  masa  mendatang. 


Negara  dan  Visi  Sosial  Baru  dari 
Sudut  Kepentingan  Perempuan 

Smita  Notosusanto 

Dalam  pengertian  konsep  negara  kese- 
jahteraan,  negara  memiliki  tanggung  jawab 
atas  pengadaan  kesejahteraan  sosial  dasar 
bagi  setiap  warganya.  Ini  antara  lain  ter- 
masuk  pengadaan  public  goods  seperti 
kesehatan,  pendidikan,  pemeliharaan  ling- 
kungan  hidup,  serta  perlindungan  terha- 
dap  mereka  yang  lemah  dan  tidak  mampu. 

Pengadaan  kesejahteraan  sosial  tidak  sa- 
ja mengambil  bentuk  pengeluaran  publik 
untuk  kebutuhan-kebutuhan  sosial,  tetapi 
juga  menyangkut  pengadaan  perangkat  hu- 
kum  serta  diciptakannya  sistem  politik  dan 
ekonomi  yang  kontributif  terhadap  berba- 
gai  kepentingan  sosial  warga. 

Bobot  tanggung  jawab  negara  dalam 
menyelenggarakan  kebutuhan  minimum  so- 
sial warganya  bervariasi  sesuai  dengan  ta- 
rik-menarik  antara  berbagai  kekuatan  so- 
sial politik  di  negara  tersebut.  Sebelum  ber- 
akhimya  Perang  Dingin,  negara-negara  So- 
sialis  cenderung  meletakkan  bobot  yang 
besar  pada  negara  sebagai  aktor  utama  pe- 
nyelenggara  kesejahteraan  umum  warganya. 
Namun  di  negara-negara  non-Komunis  atau 
yang  dapat  dikategorikan  sebagai  negara- 
negara  Kapitalis,  peran  negara  kesejahte- 
raan seringkali  dihadapkan  pada  kepenting- 
an kapital  yang  menginginkan  peran  ne- 
gara yang  minimal. 

Perempuan  sebagai  suatu  kelompok  ma- 
syarakat yang  memiliki  kepentingan-kepen- 
tingan  khusus  sangat  mengandalkan  pe- 
menuhan  kepentingan-kepentingannya  pa- 
da kapabilitas  negara  kesejahteraan.  Dalam 
suatu  struktur  sosial  yang  secara  universal 
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cenderung  diskriminatif  terhadap  kepen- 
tingannya,  kelompok  perempuan  sangat 
mengandalkan  kapabilitas  negara  dalam 
menyelenggarakan  dan  memenuhi  kepen- 
tingan-kepentingannya.  Hal  ini  antara  lain 
dapat  diselenggarakan  oleh  negara  dalam 
bentuk  berbagai  perangkat  hukum  yang 
melindungi  hak-hak  dan  kepentingan  pe- 
rempuan maupun  berbagai  lembaga  dan  la- 
yanan  sosial  yang  dipemntukkan  bagi  pe- 
rempuan seperti  tempat  penitipan  anak,  kli- 
nik  yang  terjangkau  bagi  perempuan  ke- 
las  ekonomi  rendah  dan  sebagainya.  Be- 
gitu  besar  ketergantungan  perempuan  pa- 
da  kemampuan  negara  kesejahteraan  untuk 
memenuhi  kepentingannya  sehingga  para 
perempuan  di  Rusia  kini  mengeluh  bahwa 
pemerintahan  Komunis  pada  era  Uni  Soviet 
ternyata  lebih  menguntungkan  bagi  para 
perempuan  daripada  pemerintahan  Yeltsin 
yang  kapitalis. 

Seperti  di  banyak  negara  berkembang 
lain,  selama  ini  kepentingan  perempuan  In- 
donesia seringkali  didefinisikan  secara  tra- 
disional  dalam  kaitannya  dengan  fiingsi- 
nya  sebagai  ibu.  Hal  ini  menyangkut  kese- 
hatan  reproduksinya,  kepentingannya  dalam 
memelihara  nutrisi  dan  pengasuhan  anak- 
anak.  Kepentingan  perempuan  minimal  ini- 
lah  yang  selalu  menjadi  acuan  dari  negara 
dalam  merumuskan  dan  melaksanakan  ke- 
bijakan  yang  ditujukan  untuk  memajukan 
kaum  perempuan  selama  ini.  Kepentingan 
perempuan  yang  lebih  strategik  yang  men- 
cerminkan  pengakuan  adanya  ketimpangan 
gender  antara  perempuan  dan  laki-laki  jus- 
tru  cenderung  diabaikan. 

Ketiadaan  pengakuan  akan  adanya  ke- 
timpangan gender  cenderung  mengabaikan 
adanya  diskriminasi  sistematik  terhadap  pe- 
rempuan yang  hidup  dalam  masyarakat  dan 
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justru  dilembagakan  oleh  negara  dalam  ber- 
bagai perangkat  hukum  maupun  kebijakan 
sosial,  politik  dan  ekonominya. 

Lebih  jauh  lagi,  negara  mensubordinasi- 
kan  kepentingan  perempuan  kepada  kepen- 
tingan pembangunan  nasional  yang  ber- 
tumpu  pada  pertumbuhan  ekonomi  yang 
pesat  dan  mensyaratkan  adanya  stabilitas 
politik.  Akibatnya,  berbagai  biaya  sosial 
yang  hams  dipikul  oleh  perempuan  Indo- 
nesia akibat  diskriminasi  sistematik  dalam 
segala  bidang  tidak  terdeteksi  atau  cende- 
rung diabaikan  demi  kepentingan  pertum- 
buhan ekonomi.  Data  statistik  masih  me- 
nunjukkan  ketimpangan  yang  cukup  ber- 
arti  antara  perempuan  dan  laki-laki  misal- 
nya  dalam  hal  pencapaian  tingkat  pendi- 
dikan  dan  perbedaan  pendapatan. 

Struktur  kabinet  pemerintahan  yang  me- 
nempatkan  kebijakan  bagi  kaum  perem- 
puan pada  Kantor  Menteri  Negara  Urusan 
Peranan  Wanita  semakin  menyudutkan  ke- 
pentingan perempuan  dalam  konteks  tra- 
disional  di  atas.  Akibatnya  kepentingan 
perempuan  dianggap  sudah  terpenuhi  de- 
ngan adanya  kantor  tersebut  dan  tidak  per- 
lu  lagi  diintegrasikan  dalam  perumusan 
kebijakan  di  departemen-departemen  lain  da- 
lam kabinet. 

Sistem  politik  Indonesia  yang  non-de- 
mokrasi  semakin  mempertajam  ketimpang- 
an antara  perempuan  dan  laki-laki.  Para  pe- 
rempuan tidak  pernah  dapat  menyalurkan 
aspirasi  dan  kepentingannya  sebagai  suatu 
kelompok  kepentingan  yang  diperhitung- 
kan  karena  pembatasan  yang  diterapkan 
oleh  negara  atas  kegiatan  sosial-politik  ke- 
lompok masyarakat. 

Dalam  konteks  seperti  ini  negara  bukan- 
lah  merupakan  lembaga  yang  dapat  diandal- 
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kan  untuk  memenuhi  kepentingan  strate- 
gik  perempuan.  Bahkan  dalam  situasi  krisis 
ekonomi  yang  kini  dialami  oleh  Indonesia, 
negara  tidak  mampu  lagi  memenuhi  kepen- 
tingan tradisional  perempuan  yang  paling 
mendasar  sekalipun. 

Krisis  ekonomi  dikombinasikan  dengan 
warisan  sistem  politik  yang  represif  juga  me- 
nutup  kemungkinan  adanya  aktor-aktor  non- 
pemerintah  yang  dapat  mengambil  alih  tang- 
gung  jawab  negara  dalam  memenuhi  kese- 
jahteraan  masyarakat  pada  umumnya  dan  ke- 
sejahteraan  perempuan  pada  khususnya. 

Dalam  masa  transisi  sekarang  ini,  ke- 
pentingan perempuan  justru  semakin  dipo- 
jokkan  dengan  adanya  perkosaaan  serta  ke- 
kerasan  massal  terhadap  perempuan  etnis 
Tionghoa  yang  terjadi  di  beberapa  kota 
besar  di  Indonesia  selama  kerusuhan  Mei 
1998  yang  lalu.  Perkosaan  yang  bersifat  sis- 
tematik  ini  bukan  pertama  kalinya  terjadi 
di  Indonesia.  Perempuan  Aceh  telah  meng- 
alaminya  sejak  tahun  19  80 -an.  Hal  yang 
sama  juga  dialami  oleh  perempuan  di  Irian 
dan  Timor  Timur. 

Perkosaan  sistematik  seperti  ini  merupa- 
kan  cerminan  atas  subordinatifnya  kepen- 
tingan perempuan  dalam  suatu  sistem  po- 
litik yang  represif  dan  didominasi  oleh  ke- 
pentingan keamanan.  Insiden-insiden  terse- 
but  juga  mencerminkan  pemanfaatan  perem- 
puan sebagai  alat  represi  politik. 

Reaksi  yang  lamban  bahkan  cenderung 
skeptis  dari  pemerintah  berikut  aparat  ke- 
amanan terhadap  insiden  tersebut  menun- 
jukkan  bahwa  meskipun  era  reformasi  telah 
dicanangkan,  kepentingan  dan  hak-hak  pe- 
rempuan, seperti  pada  masa  pra-reformasi, 
masih  diabaikan. 


Posisi  seperti  ini  terbukti  sangat  mcrugi- 
kan  dalam  situasi  krisis  ekonomi  sekarang 
ini  karena  semakin  mengikis  kepercayaan 
domestik  maupun  internasional  terhadap  ka- 
pabilitas  negara  untuk  menyelenggarakan 
pemerintahan  yang  kondusif  bagi  pertum- 
buhan  ekonomi  sekaligus  mampu  menye- 
lenggarakan kesejahteraan  bagi  warganya. 

Oleh  karena  itu  dalam  masa  transisi  se- 
karang ini,  penting  kiranya  bagi  kita  untuk 
mulai  merombak  cara  pandang  kita  dalam 
melihat  peran  negara  dalam  menyelengga- 
rakan kesejahteraan  warga,  temtama  dari 
sudut  pandang  kepentingan  perempuan. 

Beberapa  hal  yang  penulis  usulkan  ada- 
lah  sebagai  berikut: 

1.  Tidak  memisahkan  aspek  kebijakan  po- 
litik, ekonomi  dan  sosial  dalam  kotak- 
kotak  yang  rigid.  Sebaliknya  ketiga  spek- 
trum  kebijakan  tersebut  hams  dilihat  se- 
bagai aspek  yang  saling  terkait  dan  ti- 
dak dapat  dipisahkan  satu  sama  lain. 

2.  Memperkokoh  tumbuhnya  civil  society 
yang  mampu  menjadi  kekuatan  alterna- 
tif  terhadap  negara  baik  dalam  menye- 
lenggarakan kesejahteraan  dasar  bagi 
warga  maiupun  dalam  mencegah  tum- 
buhnya kekuatan  negara  yang  otoriter. 
Hal  ini  membutuhkan  perombakan  struk- 
tur  politik  era  pra-reformasi  seperti  peng- 
hapusan  Dwifungsi  ABRI,  penghapus- 
an  perangkat  hukum  yang  membeleng- 
gu  aktivitas  sosial  dan  politik  masyara- 
kat, pemberdayaan  sistem  legislatif  dan 
yudikatif  yang  mandiri  dari  pemerin- 
tah, sistem  kepartaian  yang  efektif  da- 
lam menyalurkan  aspirasi  masyarakat 
dan  Iain-lain. 

3.  Memperhitungkan  aspek  kesejahteraan 
sosial  sebagai  investasi  sosial  dalam 
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merumuskan  segala  kebijakan  nasional, 
baik  ekonomi,  politik,  keamanan,  dan  so- 
sial.  Hal  ini  juga  akan  mendorong  kon- 
tribusi  dari  aktor-aktor  non-pemerintah 
maupun  swasta  untuk  turut  memikul 
tanggung  jawab  penyelenggaraan  kese- 
jahteraan  sosial  bagi  warga.  Di  lain  pi- 
hak  kegagalan  untuk  memenuhi  kese- 
jahteraan  minimum  bagi  warga,  terma- 
suk  kepentingan  strategik  perempuan  ha- 
ms mulai  diperhitungkan  sebagai  biaya 
politik,  ekonomi  dan  sosial  yang  harus 
dibayar  oleh  bangsa  secara  keseluruhan. 

4.  Mengakui  adanya  ketimpangan  gender 
yang  merugikan  kepentingan  perem- 
puan sebagai  warga  negara  serta  mema; 
hami  dampak  ketimpangan  tersebut  ter- 
hadap  kualitas  kehidupan  perempuan. 
Hal  ini  tidak  saja  penting  bagi  pemenuh- 
an  hak-hak  para  perempuan  sebagai  war- 
ga negara  tetapi  juga  harus  dilihat  se- 
bagai suatu  kepentingan  nasional. 

5.  Berangkat  dari  pengakuan  di  atas,  maka 
negara  dalam  era  reformasi  akan  harus 
melakukan  perombakan  total  terhadap 
berbagai  perangkat  hukum  maupun  struk- 
tur  kelembagaan  yang  cenderung  diskri- 
minatif  terhadap  perempuan  termasuk 
perangkat  hukum  yang  mengatur  tindak 
kekerasan  terhadap  perempuan. 

Ekonomi  Kerakyatan:  Visi  Pereko- 
nomian  Indonesia  di  Masa  Depan 

Hetifah  Sjaifudian 

Refleksi:  Empat  Kelemahan  dalam  Stra- 
tegi  Pemhangunan  Ekonomi  Orde  Baru 

Pertama,  strategi  pembangunan  ekonomi 
Indonesia  selama  ini  telah  mcngabaikan  dan 


memarjinalkan  sektor  usaha  tradisionai 

yang  sesungguhnya  merupakan  basis  ke- 
giatan  ekonomi  rakyat.  Banyak  usaha  rak- 
yat  di  sektor  pertanian  maupun  sektor  usa- 
ha lain  seperti  kerajinan,  industri  kecil,  pe- 
dagang  kecil,  transportasi  alternatif  seper- 
ti becak,  yang  tidak  dapat  berkembang  atau 
tersingkirkan.  Sistem  ekonomi  yang  ada  di 
masa  Orde  Baru  terbukti  tidak  menjamin  ke- 
langsungan  hidup  dan  perkembangan  me- 
reka.  Berbagai  penelitian  yang  dilakukan 
AKATIGA  menunjukkan  bahwa  usaha  tra- 
disionai termarjinalisasi  utamanya  bukan 
karena  kelemahan  internalnya,  tetapi  justru 
oleh  situasi  di  luar  dirinya.  Kondisi  per- 
saingan  yang  tidak  fair,  keserakahan  usa- 
ha besar  yang  merambah  ke  segala  bidang 
usaha  termasuk  di  sektor-sektor  yang  tadi- 
nya  identik  dengan  usaha  rakyat,  serta  ke- 
bijakan pemerintah  pusat  maupun  daerah 
yang  kurang  memihak  pada  usaha  rakyat, 
adalah  beberapa  faktor  yang  telah  mem- 
percepat  proses  marjinalisasi  usaha  rakyat. 
Akibatnya,  usaha  rakyat  semakin  terdorong 
dan  terpusat  pada  kegiatan-kegiatan  eko- 
nomi "pinggiran"  yang  berisiko  tinggi,  de- 
ngan skala  usaha  yang  kecil,  segmentasi 
pasar  yang  semakin  terbatas,  profit  margin 
yang  rendah  dan  kualitas  produk  yang  se- 
makin tidak  terjamin.  Situasi  ini  diperbu- 
ruk  dengan  berkembangnya  praktik-praktik 
korupsi,  kolusi,  dan  monopoli  yang  telah 
menimbulkan  distorsi  dalam  peluang  dan 
kesempatan  berusaha.  Di  masa  Orde  Baru, 
upaya  untuk  menerbitkan  UU  Anti  Mono- 
poli mengalami  banyak  hambatan  politis. 

Kedua,  pengabaian  sektor  pertanian  vis 
a  vis  industri  komcrsial  dan  sektor  usaha 
kccil  vis  a  vis  sektor  usaha  besar.  Kebijak- 
an sektor  pertanian  sangat  tidak  mengun- 
tungkan  petani  utamanya  yang  berskala 
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kecil.  Sektor  pertanian  banyak  dikorbankan 
untuk  mensubsidi  sektor  industri.  Pertum- 
buhan  kota  yang  pesat  telah  menyerap  sum- 
ber  daya  desa,  pembangunan  non-pertanian 
telah  menyingkirkan  para  petani  dari  tanah 
mereka  tanpa  imbalan  yang  layak  (untuk 
kawasan  industri,  kota  bam,  lapangan  golf, 
dan  Iain-lain).  Petani  beralih  menjadi  buruh- 
buruh  dengan  upah  rendah,  nelayan  kehi- 
langan  mata  pencarian  karena  tak  mampu 
bersaing  dengan  pengusaha  besar  yang 
menggunakan  pukat  besar.  Lebih  jauh  la- 
gi,  karakteristik  industri  yang  berkembang 
adalah  mereka  yang  menghasilkan  barang- 
barang  dan  jasa  yang  mewah  (untuk  kebu- 
tuhan  negara  maju  atau  orang-orang  kaya 
saja)  yang  tidak  atau  kurang  menguntung- 
kan  mayoritas  rakyat.  Padahal  orientasi  in- 
dustri demikian  jelas  membutuhkan  banyak 
komponen  impor  termasuk  mesin,  suku  ca- 
dang  dan  bahan  baku.  Semestinya  produk- 
si  digeser  pada  barang-barang  kebutuhan 
pokok  mayoritas  rakyat  seperti  makanan, 
pakaian,  pemmahan  murah,  perlengkapan 
kesehatan  dan  sanitasi,  fasilitas  pendidikan 
dan  transportasi  rakyat  yang  secara  lang- 
sung  akan  meningkatkan  standar  hidup 
masyarakat  berpendapatan  rendah.  Kema- 
juan  sektor  usaha  besar  selama  ini  ternya- 
ta  hanya  menguatkan  daya  beli  segelintir 
orang.  Padahal  bagi  negara  besar  seperti 
Indonesia,  perkembangan  yang  merata  dari 
daya  beli  yang  sejalan  dengan  pertumbuh- 
an  ekonomi  merupakan  suatu  modal  pen- 
ting  untuk  perluasan/keberlanjutan  pasar. 

Ketiga,  strategi  pembangunan  ekonomi 
selama  ini  telah  memperparah  ketimpangan 
faktor-faktor  strukturai  seperti  timpangnya 

pemilikan  tanah,  timpangnya  akses  terha- 
dap  modal/kredit,  eksploitasi  pekerja  perem- 
puan  dan  anak,  terjadinya  kooptasi  produ- 


sen  kecil  melalui  berbagai  program  TRI, 
PIR,  Bapak-Anak  Angkat,  dan  Iain-lain. 
Eksploitasi  sumber  daya  alam  dan  ling- 
kungan  hidup  terjadi  secara  membabi  buta. 
Pembangunan  terutama  rente  ekonomi  un- 
tuk mengelola  sumber  daya  alam  yang  di- 
berikan  tidak  sesuai  dengan  hasil/penda- 
patan  yang  diperoleh  negara  bahkan  meng- 
hasilkan dampak  negatif  terhadap  kondisi 
sosial  dan  lingkungan.  Undang-undang  Pe- 
ngelolaan  Lingkungan  Hidup  masih  dapat 
dimanipulasi,  sehingga  efek  externalities 
sulit  dicegah.  Alokasi  sumber  daya  pun  di- 
lakukan  tanpa  melalui  proses  pertukaran 
yang  riil.  Kasus  properti,  misalnya,  seolah 
mencerminkan  rasionalnya  keputusan  yang 
diambil  swasta,  tetapi  bukan  rasional  free 
market.  Penguasaan  lahan-lahan  strategis 
diperoleh  melalui  proses  monopoli,  mela- 
lui penciptaan  image  maupun  melalui  me- 
kanisme  pemberian  ijin  lokasi.  Demikian 
pula  sumber  daya  finansial  seperti  pin- 
jaman  perbankan,  tersalurkan  melalui  pro- 
ses yang  menyalahi  prinsip  dasar  dari 
pasar  bebas. 

Keempat,  terjadinya  penghancuran  dan 
pengkerdilan  institusi-institusi  ekonomi 
masyarakat.  Segala  upaya  untuk  memben- 
tuk  collective  bargaining  di  kalangan  ma- 
syarakat kecil  dicegah.  Terjadi  penyera- 
gaman  organisasi  seperti  organisasi  buruh, 
pengusaha,  petani  dan  nelayan.  Institusi- 
institusi  yang  biasa  dipakai  sebagai  pe- 
nunjang  pelayanan  ekonomi  kerakyatan 
seperti  koperasi,  skema  kredit  usaha  kecil, 
pelatihan,  pemmahan  rakyat,  dan  Iain-lain 
umumnya  dikooptasi  menjadi  alat  perpan- 
jangan  tangan  pemerintah  atau  kepenting- 
an  politik  tertentu  serta  dijalankan  secara 
tidak  profesional.  Partisipasi  masyarakat  da- 
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lam  pengambilan  keputusan  utamanya  ber- 
kaitan  dengan  kebijakan  ekonomi  sangat  di- 
batasi.  Institusi  penyalur  kepentingan  eko- 
nomi rakyat  dalam  sistem  yang  demokra- 
tis  seperti  asosiasi  usaha  kecil,  asosiasi  pe- 
tani,  asosiasi  pemilik  tanah  kecil,  dan  Iain- 
lain  yang  mandiri  belum  terbentuk  dan  be- 
lum  membudaya.  Sebagian  besar  asosiasi 
bisnis  yang  ada  saat  ini  dipandang  ku- 
rang  mewakili  dan  kurang  memberikan  man- 
faat  bagi  pengembangan  ekonomi  rakyat. 
Pengurus  umumnya  tergolong  pengusaha 
besar,  sehingga  kurang  memahami  aspira- 
si  usaha  rakyat  umumnya.  Beberapa  aso- 
siasi bahkan  hanya  disibukkan  dengan 
vested  interest  para  pengurus  yang  cukup 
tinggi  dan  kurang  mampu  mempengaruhi 
kebijakan  pemerintah. 

Dengan  ciri-ciri  seperti  itulah  Indone- 
sia pernah  dikategorikan  sebagai  negara 
yang  termasuk  the  Newly  Industrializing 
Economies  yang  memiliki  kinerja  ekonomi 
yang  sangat ,  mengesankan  yang  dicirikan 
antara  lain  oleh  tingginya  pertumbuhan 
ekonomi  dan  nilai  ekspor.  Belakangan  baru 
disadari  bahwa  pertumbuhan  yang  terjadi 
adalah  pertumbuhan  palsu  {false  growth). 
Competitiveness  untuk  menggenjot  ekspor 
selama  ini  dicapai  sesungguhnya  bukan 
dengan  meningkatkan  kualitas  manajemen 
produksi  dan  efisiensi  (yang  sangat  sulit 
ketika  pungutan  dan  korupsi  sangat  me- 
rajalela)  tetapi  dengan  menekan  upah  bu- 
ruh  serta  mempertahankan  nilai  semu  ru- 
piah  terhadap  US$  atau  dengan  mencipta- 
kan  berbagai  hambatan  masuk  ke  dalam 
pasar.'  Singkat  kata,  efisiensi  yang  ada  juga 
adalah  efisiensi  palsu.  Berbagai  kelemah- 
an  tersebutlah  yang  telah  membuat  kon- 
disi  ekonomi  Indonesia  sangat  rapuh. 
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Pengembangan  Ekonomi  Kerak- 
yatan  :  Visi  Perekonomian  Indonesia 
di  Masa  Depan 

Selama  pemerintahan  Orde  Baru,  bukan 
berarti  tak  ada  upaya  pemerintah  untuk  me- 
ngembangkan  kegiatan  ekonomi  rakyat. 
Berbagai  kebijakan  yang  berjiwa  "kerak- 
yatan"  seperti  program  pengembangan  ko- 
perasi,  himbauan  kepada  konglomerat  un- 
tuk mengalihkan  sahamnya,  program  kre- 
dit  usaha  kecil,  pengembangan  pola  keter- 
kaitan  melalui  Bapak-Anak  Angkat,  penyi- 
sihan  laba  BUMN,  pengembangan  pola 
PIR,  kebijakan  tata  niaga  dan  program 
pengentasan  kemiskinan  banyak  mengan- 
dung  kelemahan  daripada  menguntungkan 
usaha  rakyat. 

Beberapa  alasan  ketidakberhasilan  pro- 
gram-program tersebut  di  atas  adalah  ka- 
rena  umumnya  program  dikeluarkan  hanya 
sebagai  reaksi/koreksi  atau  tanggapan  ter- 
hadap keresahan  sosial  yang  ditimbulkan 
dari  strategi  pembangunan  yang  diambil, 
sehingga  lebih  tepat  disebut  sebagai  tin- 
dakan  politis  daripada  strategi  pengem- 
bangan ekonomi  rakyat.  Pemihakan  nyata 
pemerintah  dalam  pengembangan  ekono- 
mi rakyat  belum  dapat  dibuktikan  karena 
program-program  sangat  sporadis,  tidak 
mendasar  dan  pada  pelaksanaannya  tidak 
mendapatkan  prioritas  yang  tinggi.  Apa- 
lagi  nilai  kedermawanan  sangat  ditekan- 
kan  hingga  BUMN  dan  swasta  papan  atas- 
lah  yang  mendapat  nilai  tambah  sebagai 
"pihak  yang  membantu".  Terbatasnya  atur- 


Ekonomi  Kcrakyatan  adalah  perekonomian 
yang  melibatkan  partisipasi  rakyat  banyak,  yang 
merupakan  mata  pencaharian  rakyat  banyak,  yang 
memberikan  manfaat  bagi  rakyat  banyak,  scrta  yang 
pemilikan  dan/atau  pemilikamya  oleh  rakyat  banyak. 
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an  pelaksanaan  dan  tidak  konsistennya  pe- 
laksanaan  bahkan  membuat  beberapa  pro- 
gram seperti  kredit  usaha  kecil  justru  di- 
manfaatkan  oleh  pihak  lain  (usaha  besar). 
Pada  dasarnya  anggapan  bahwa  ekonomi 
rakyat  itu  maijinal  dan  bahwasanya  negara 
hams  dibangun  oleh  ekonomi  besar,  masih 
sangat  kuat  dan  menjadi  salah  satu  keterba- 
tasan  dalam  pengembangan  ekonomi  rakyat. 

Visi  ekonomi  Indonesia  ke  depan  akan 
dimulai  dengan  kondisi  objektif  yang  mem- 
prihatinkan  akibat  krisis  berkepanjangan. 
Namun  demikian,  sesungguhnya  Indonesia 
masih  memiliki  potensi  yang  sangat  besar 
untuk  dapat  bersikap  lebih  mandiri.  Asal- 
kan  aset-aset  produktif  dapat  dikelola  seca- 
ra  optimal  dan  adil,  kita  masih  memiliki  ha- 
rapan  besar  mituk  bangkit  dari  kesakitan. 
Pada  dasarnya,  apabila  tidak  ada  distorsi 
ke  arah  impor  dan  sektor  besar,  ekonomi 
bisa  lebih  bersandar  pada  kekuatan  sendiri 
dan  lebih  fleksibel. 

Membangun  ekonomi  berdasarkan  ke- 
kuatan kita  sendiri  bukan  berarti  kita  anti 
pada  investasi  asing,  karena  pandangan  se- 
perti itu  bukan  eranya  lagi.  Yang  penting, 
aliran  investasi  merupakan  konsekuensi  lo- 
gis  dari  adanya  aliran  produk  dan  jasa 
yang  seimbang  yang  dihasilkan  oleh  ma- 
sing-masing  kegiatan  yang  tidak  semu. 
Yang  penting,  visi  pembangunan  ekonomi 
hams  dapat  secara  lebih  baik  menjawab  per- 
soalan  rakyat  banyak.  Prinsip-prinsip  yang 
perlu  dipegang  adalah: 

•  Terciptanya  kemandirian  dan  gerakan 
"sadar  potensi"  sehingga  pembangun- 
an melihat  inisiatif  dan  kreativitas  rak- 
yat sebagai  sumber  daya  utama.  Kesa- 
daran  akan  kemampuan  rakyat  jelata  un- 
tuk menjawab  persoalan  pembangunan 


sangat  penting,  sehingga  ada  keperca- 
yaan  bahwa  semua  tenaga  kerja  dapat 
berkontribusi  dalam  kegiatan  ekonomi. 
Konsekuensinya,  sistem  pelayanan  pub- 
lik  hams  lebih  bersifat  partisipatif  dan 
terdesentralisasi. 

•  Terjadinya  peningkatan  daya  beli  ma- 
syarakat  banyak  melalui  sektor  usaha 
kecil  sebagai  penggerak  munculnya  da- 
ya beli.  Sektor  riil  akan  didominasi  oleh 
usaha  kecil  dan  menengah  yang  lebih 
tangguh  dan  mandiri.  Usaha  kecil  dan 
menengah  tidak  lagi  dimanipulasi  men- 
jadi bemper  saja,  tetapi  bisa  menjadi 
lokomotif  yang  produktif  dalam  ekono- 
mi. Pada  awalnya  bisa  dimulai  dari  sek- 
tor yang  secara  tradisional  sudah  men- 
jadi andalan  ekspor  seperti  perkebunan: 
teh,  kopi,  rempah-rempah,  coklat,  dan 
Iain-lain;  industri  kerajinan,  garmen, 
wearing  apparel,  dan  Iain-lain;  serta 
aqua  culture  seperti  udang  dan  ikan. 

•  Adanya  berbagai  dukungan  kongkret 
bagi  pelaku  ekonomi  rakyat  baik  dalam 
membuka  peluang  pasar,  membuka  akses 
terhadap  bahan  baku,  meningkatkan  ke- 
mampuan produksi,  meningkatkan  penge- 
tahuan  dan  keterampilan,  pengembang- 
an teknologi  tepat  guna,  maupun  hal-hal 
lain  yang  strategis  dan  dapat  mengatasi 
permasalahan  mendasar  yang  dihadapi 
pelaku  ekonomi  rakyat  di  masa  krisis. 

•  Surplus  diekstraksi  tanpa  hams  meng- 
gunakan  metode  yang  bmtal,  sehingga 
sumber  daya  yang  ada  dapat  dimanfaat- 
kan  secara  bijaksana,  produktif,  merata 
dan  lestari  dalam  rangka  melalui  kebu- 
tuhan  selumh  anggota  masyarakat.  Kon- 
trol  dan  pengelolaan  sumber  daya  lokal 
menjadi  pusat  perhatian.  Pembangunan 
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sumber  daya  manusia  menjadi  sasaran 
utama  pembangunan. 

Pemerintah  tidak  boleh  terlalu  mendo- 
minasi  dan  mengintervensi  bidang-bi- 
dang  yang  sebenarnya  bisa  dilakukan 
oleh  rakyat.  Fungsi  pemerintah  adalah 
memperkuat  peran  rakyat  banyak.  Fung- 
si  dunia  usaha  adalah  sebagai  pendo- 
rong  proses  integrasi  sosial  yang  dapat 
didorong  melalui  keterkaitan  ekonomi 
(antara  pelaku  ekonomi  yang  berbeda  po- 
sisi  harus  disertai  dengan  membangun 
kesetaraan  dalam  interaksinya,  yang  da- 
pat  dibangun  melalui  penguatan  kelem- 
bagaan).  Pranata  sosial  yang  bertumpu 
pada  kekuatan  masyarakat  bisnis  sendi- 
ri  melalui  penguatan  asosiasi  usaha  dan 
koperasi  merupakan  syarat  mutlak  dan 
peran  katalis  baik  LSM,  lembaga  studi 
independen,  maupun  perguruan  tinggi 
menjadi  unsur  kunci. 

Diperkirakan  adanya  reformasi  aset-aset 
produksi  dan  sumber  daya  ekonomi  baik 
tanah,  modal,  maupun  sumber  daya  lain- 
nya.  Penyaluran  sumber  daya  yang  le- 
bih  langsung  kepada  kelompok  miskin 
perlu  ditetapkan  mekanismenya  (Persoal- 
an  yang  dihadapi  Indonesia  saat  ini  bu- 
kanlah  memberi  ikan  atau  kail  kepada 
masyarakat  miskin,  tetapi  siapa  yang 
memiliki  atau  menguasai  kolam  ikan?) 

Berbeda  dengan  banyak  negara  Afrika, 
Sri  Lanka,  dan  Iain-lain,  perbankan  dan 
jasa-jasa  perdagangan  ekspor  tidak  di- 
kuasai  oleh  multinasional  melainkan  di- 
miliki  oleh  berbagai  pihak  secara  lebih 
merata.  Dengan  meratanya  pemilikan  dan 
penguasaan  faktor  ekonomi  dan  pemba- 


gian  nilai  tambah  yang  diperoleh,  daya 
beli  masyarakat  banyak  akan  sedikit 
demi  sedikit  meningkat  dan  mendorong 
konsumsi  atas  barang-barang  yang  ju- 
ga  diproduksi  oleh  usaha  rakyat. 

•  Penarik  arus  modal  tidak  lagi  dengan 
bunga  bank  yang  tinggi  (yang  menarik 
pemodal  spekulatif  jangka  pendek)  te- 
tapi dengan  keterbukaan  sektor  swas- 
ta  dan  efisiensi  sektor  riil,  yang  lebih 
menarik  penanam  modal  langsung  dan 
berjangka  lebih  panjang.  Daya  tarik  ini 
juga  ditimbulkan  dari  penguatan  daya 
beli  masyarakat  Indonesia  secara  lebih 
merata. 

Singkat  kata,  buatlah  ekonomi  Indone- 
sia menjadi  lebih  baik  dan  menarik  dari- 
pada  keadaan  dulu,  maka  masyarakat  inter- 
nasional  pun  akan  yakin  bahwa  Indonesia 
memang  menarik  dan  untuk  itu  hams  di- 
buktikan  bahwa  kita  sungguh-sungguh. 
Sungguh-sungguh  apa?  Sungguh-sung- 
guh melakukan  perbaikan  perbankan  yang 
konsisten  dan  transparan,  sungguh-sung- 
guh menghapuskan  KKN,  sungguh-sung- 
guh memfasilitasi  inisiatif  rakyat  untuk 
melakukan  kegiatan  berusaha  dan  mencari 
penghasilan  (tetapi  tidak  dengan  memberi- 
kan  kemudahan  berlebihan  pada  segelintir 
orang),  sungguh-sungguh  memperkuat  sek- 
tor usaha  kecil,  dan  sebagainya,  yang  se- 
mua  ini  harus  didukung  dengan  kebijakan 
publik  yang  nyata  memperhatikan  kepen- 
tingan  rakyat  banyak  terutama  dalam  pe- 
nyediaan  jasa  pelayanan  publik.  Semua  ini 
pada  akhirnya  akan  mempercepat  timbul- 
nya  kepercayaan  publik  terhadap  kesehatan 
ekonomi  bangsa  kita. 
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Visi  dan  persepsi  ABRI  di  dalam  menyikapi  reformasi  dinyatakan  di  dalam  tiga  agen- 
da yang  mencakup:  Peran  ABRI  dalam  reformasi,  Reformasi  Internal  dan  Komitmen  ABRI 
di  dalam  menyelamatkan  bangsa  dan  negara.  Peran  ABRI  dalam  Reformasi  dijabarkan  di 
dalam  fungsi  melindungi,  memajukan  kesejahteraan  umum  serta  ikut  melaksanakan  keter- 
tiban  dunia.  Dalam  konteks  ini,  peran  sosial  politik  ABRI  akan  makin  surut  seiring  dengan 
makin  berdayanya  masyarakat  madani  dan  pada  akhirnya  ABRI  akan  meninggalkan  poli- 
tik prakiis.  Adapun  reformasi  internal  dilakukan  berdasarkan  tuntutan  obyektif  terhadap 
tantangan  masa  depan.  Hal  ini  akan  mencakup  reformasi  struktural  dan  kultural  yang  di- 
lakukan secara  terarah  tanpa  menimbulkan  ekses.  


Pendahuluan 

SEBUAH  pergumulan  argumentasi 
dalam  wacana  reformasi  yang  hing- 
ga  kini  belum  sepenuhnya  mencapai 
titik  temu  adalah  mengenai  di  mana  posisi 
ABRI  dalam  reformasi.  Munculnya  perbeda- 
an  visi  dan  persepsi  dalam  menyikapi  po- 
sisi dan  peran  ABRI  lebih  disebabkan  oleh 
framework  dan  cara  pandang  yang  berbeda. 

Kemasan  dan  titik  tolak  pemahaman  ter- 
utama  di  kalangan  kritisi  terhadap  peran 
ABRI  dalam  kehidupan  kebangsaan  di  sam- 
ping  karena  latar  belakang  pendidikan,  ju- 
ga  munculnya  peran  politik  ABRI  yang  do- 
minan  di  masa  lalu  itu  dianggap  distortif. 
Sangat  dipahami  bahwa  ketika  reformasi  ber- 
gulir,  sorotan  kedua  setelah  suksesi  adalah 
ABRI. 

Dalam  konteks  itu  apa  yang  sebenar- 
nya  terjadi  dalam  diri  ABRI?  Adakah  ABRI 
tidak  mengambil  peran  dalam  reformasi? 
Ataukah  ABRI  justru  menjadi  penghalang 
reformasi  dan  ingin  mempertahankan  status 
quol  Pertanyaan  itu  memang  bukan  seba- 
tas  pertanyaan  kritis,  tetapi  merupakan  per- 


tanyaan besar  yang  hams  dijawab.  Sebab 
ABRI  sebagai  kekuatan  nasional  tentu  tidak 
mungkin  diabaikan  dalam  reformasi.  ABRI 
sebagai  kekuatan  nasional  merupakan  sa- 
lah  satu  komponen  bangsa  yang  juga  men- 
jadi salah  satu  variabel  utama  yang  akan 
memberikan  andil  bagi  sukses  tidaknya  ge- 
rakan  reformasi. 

Yang  menjadi  persoalan  pada  dasamya 
bukan  siapa  yang  pro-  dan  anti-reformasi. 
ABRI  berpendapat  bahwa  yang  menjadi 
persoalan  besar  bangsa  ini  dalam  melaksa- 
nakan reformasi  adalah  bagaimana  reforma- 
si yang  kita  laksanakan  di  tengah-tengah 
bangsa  yang  sedang  mengalami  krisis  ini 
dapat  berlangsung  aman  dan  terselamatkan. 
ABRI  sadar,  ketika  menemui  berbagai  pe- 
nilaian  dan  sorotan  akan  posisi  dan  peran 
ABRI  dalam  reformasi  sehingga  ABRI  pirn 
berupaya  merespons  dan  mencermatinya. 
Komitmen  ABRI  sebagai  bhayangkari  nega- 
ra itulah  yang  menempatkan  sikap  bahwa 
ABRI  tidak  boleh  kehilangan  kearifan  dan 
kendali,  meskipun  banyak  masalah  dan  pi- 
lihan  yang  sangat  sulit  dan  pelik  yang  ha- 
ms dihadapi  dan  diselesaikan. 
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Berangkat  dari  pemahaman  dasar  itulah 
maka  untuk  menjawab  pertanyaan  kritis  se- 
putar  posisi,  komitmen,  dan  peran  ABRI  da- 
lam  reformasi  serta  bagaimana  paradigma 
baru  peran  ABRI  dalam  kehidupan  kebang- 
saan  di  masa  depan,  ada  tiga  agenda  yang 
ingin  penulis  kedepankan  dalam  tulisan  ini. 
Tiga  agenda  itu  meliputi:  Pertama,  posisi 
ABRI  dalam  reformasi.  Kedua,  reformasi 
internal  ABRI  dan  refleksi  kritis  terhadap 
realitas  reformasi.  Ketiga,  komitmen  ABRI 
dalam  menyelamatkan  bangsa  dan  negara. 

Posisi  ABRI  dalam  Reformasi 

Banyak  kalangan  menaruh  harapan  be- 
sar  akan  posisi  ABRI  dalam  reformasi.  Se- 
bagai  salah  satu  institusi  yang  memiliki  le- 
gitimasi  stniktural  dan  kultural  dalam  ke- 
hidupan kebangsaan,  posisi  ABRI  sangat 
strategis  dalam  menggerakkan  reformasi. 
Tetapi  kemudian  muncul  sikap  pesimis  dan 
skeptis  terhadap  ABRI.  ABRI  dinilai  tidak 
mengambil  posisi  dalam  reformasi.  ABRI 
dikesankan  tetap  menjadi  bagian  dari  for- 
mat politik  masa  lalu. 

Bagi  ABRI  penilaian  subjektif  itu  sa- 
ngat dipahami  benar.  Situasi  yang  terjadi 
pada  saat  itu  ketika  euphoria  reformasi  te- 
ngah  berlangsung  penilaian  terhadap  po- 
sisi ABRI  sangat  beragam.  Ada  yang  ber- 
pendapat  bahwa  ABRI  sebagai  bhayangkari 
negara  telah  mengambil  posisi  yang  tepat 
dan  proporsional.  Ada  pula  yang  berpen- 
dapat  bahwa  ABRI  terlambat  mengambil 
posisi.  Bahkan  yang  lebih  ekstrem  menga- 
takan  bahwa  ABRI  sama  sekali  tidak  meng- 
ambil posisi  dan  peran  dalam  reformasi. 
ABRI  dinilai  tidak  pro-reformasi,  bahkan 
cenderung  mempertahankan  status  quo. 
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Beragamnya  penilaian  terhadap  posisi 
ABRI  dalam  reformasi  menandakan  bahwa 
seluruh  bangsa  ini  sangat  berkepentingan 
terhadap  ABRI.  Tidak  ada  satu  institusi 
mana  pun  yang  mendapat  perhatian  be- 
sar,  disorot  dan  dikritik  bertubi-tubi  selain 
ABRI.  Bagi  ABRI  semua  sorotan  dan  kri- 
tikan  itu  dicermati,  dipilih  dan  dipilah.  Ter- 
nyata  tidak  seluruh  kritikan  yang  disam- 
paikan  kepada  ABRI  itu  jujur  dan  fair.  Ti- 
dak pula  memberikan  solusi  dan  alternatif. 
Bila  ada  kritikan  dan  saran  yang  sangat 
konstruktif,  ABRI  pasti  akan  menerima  de- 
ngan  tangan  terbuka.  Sebaliknya  jika  kri- 
tikan itu  tanpa  saran  dan  solusi,  ABRI 
tentu  akan  berpikir  keras  apa  yang  hams 
dan  akan  dilakukan  dengan  kritikan  itu. 
Sebaliknya  jika  kritikan  itu  hanyalah  mani- 
festasi  dan  peluapan  dendam  masa  lalu, 
maka  ABRI  akan  mengarifi  tanpa  hams  ber- 
tindak  over  productive.  Namun  yang  jus- 
tru  paling  banyak  terkomunikasikan  ke 
tengah-tengah  masyarakat  adalah  berbagai 
sorotan  dan  kritikan  dari  sisi  negatifnya 
saja. 

Berbicara  masalah  posisi  dan  peran 
ABRI  dalam  reformasi  hamslah  dilihat  se- 
cara  jernih  dan  utuh,  bagaimana  posisi 
dan  peran  ABRI  dalam  kehidupan  kebang- 
saan. Sebagai  bhayangkari  negara  tidak  bi- 
sa  lain  posisi  ABRI  adalah  sebagai  kom- 
ponen  bangsa  yang  ikut  bertanggung  ja- 
wab  mengamankan  negara  ini  sebagaimana 
yang  diamanatkan  oleh  para  pendiri  bangsa 
{the  founding  fathers),  yaitu  untuk  memikul 
tugas  dan  tanggung  jawab:  Pertama,  melin- 
dungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  selu- 
mh  tumpah  darah  Indonesia;  kedua,  mema- 
jukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  ke- 
hidupan bangsa  dan;  ketiga,  ikut  melaksa- 
nakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan 
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kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadil- 
an  sosial. 

Inilah  sebenaraya  yang  melatarbelakangi 
dan  menjadi  dasar  pemikiran  dalam  meli- 
hat  apa  dan  bagaimana  posisi  dan  peran 
ABRI  dalam  kehidupan  kebangsaan.  Bagi 
ABRI  keselamatan  bangsa  merupakan  ta- 
nihan  yang  tidak  memiliki  pilihan.  Oleh  se- 
bab  itu  ABRI  sebagai  bagian  dari  sebuah 
sistem  nasional  hams  mengamankan  sis- 
tem  itu.  Sebaliknya  jika  sistem  nasional 
itu  berubah  ABRI  pasti  hams  bembah.  Te- 
tapi  satu  hal  yang  tetap  menjadi  fokus  per- 
hatian  ABRI  adalah  bahwa  pembahan  sis- 
tem sama  sekali  tidak  boleh  mengancam 
integrasi  dan  integritas  bangsa. 

Ketika  reformasi  tengah  kita  gulirkan, 
kemudian  muncul  ancaman  disintegrasi,  ada- 
kah  fenomena  itu  boleh  dianggap  sebatas 
wacana  reformasi?  Jika  kemudian  gerakan 
untuk  memisahkan  diri  dari  republik  terns 
mengalir  dan  gencar,  apakah  kita  tetap  sa- 
ja  dapat  mengatakan  itu  sebagai  bagian 
dari  demokrasi?  Bagi  ABRI,  bicara  soal  ke- 
daulatan  adalah  bicara  hidup  dan  mati.  Mak- 
nanya  adalah  bahwa  kedaulatan  Negara  Ke- 
satuan  Republik  Indonesia  yang  telah  di- 
proklamasikan  tanggal  17  Agustus  1945  ha- 
ms diamankan  dan  diselamatkan. 

Dalam  konteks  itulah,  ABRI  sejak  se- 
mula  secara  konsisten  menyikapi  dan  me- 
respons  bagaimana  reformasi  ini  dilaksana- 
kan.  Prinsip  dasar  yang  melandasi  sikap  ter- 
sebut  adalah  jangan  sampai  reformasi  yang 
kita  gulirkan  salah  dipahami  dan  salah  di- 
artikan.  Adakah  kita  bersepakat  untuk  mem- 
beri  toleransi  jika  karena  berbeda  kepen- 
lingan  dan  pendapat  kemudian  ada  pemak- 
saan  kehendak  dengan  melakukan  tindak- 
an  melawan  hukum.  Bagi  masyarakat  luas 


fenomena  itu  yang  saat  ini  mereka  pahami. 
Jangan  heran  bahwa  pembakaran  kantor 
Polsek,  penyerangan,  perampasan  tanah  dan 
tindakan  anarki  misalnya,  disikapi  masya- 
rakat sebagai  bagian  dari  reformasi. 

Di  tengah  kesulitan  akibat  krisis  yang 
belum  sepenuhnya  dapat  kita  pulihkan,  ri- 
siko  dan  ekses  reformasi  yang  dilaksanakan 
tanpa  mengindahkan  hukum  akan  menim- 
bulkan  ancaman  terhadap  ketenangan  dan 
keselamatan  rakyat.  Itulah  sebabnya  sejak 
semula  sikap  dan  pandangan  politik  ABRI 
tentang  reformasi  ini  sangat  tegas: 

Reformasi  adalah  sebuah  keharusan  untuk 
memperbaiki  kelemahan  dan  kesalahan,  dalam 
pelaksanaan  kehidupan  berbangsa  dan  ber- 
negara.  Reformasi  hams  dilaksanakan  secara 
konstitusional,  konseptual,  dan  terkendali. 

Sikap  dan  pandangan  politik  ABRI  se- 
perti  itu  secara  resmi  telah  disampaikan  ke- 
pada  selumh  rakyat  Indonesia  dalam  SU 
MPR  bulan  Maret  1998  yang  lalu.  Dari 
sini  ABRI  menyadari  bahwa  dihadapkan 
pada  tuntutan  dan  tantangan  masa  depan 
serta  pengaruh  pembahan  lingkungan  stra- 
tegis,  reformasi  merupakan  sebuah  kebu- 
tuhan.  Dari  sikap  dan  pandangan  politik 
ABRI  seperti  itulah  ABRI  mengambil  po- 
sisi yang  tepat  mengenai  bagaimana  me- 
laksanakan  reformasi. 

Reformasi  Internal  ABRI  dan  Re- 
fleksi  Kritis  terhadap  Realitas 
Reformasi 

Konsistensi  ABRI  dalam  melaksanakan 
reformasi  tidak  semata-mata  didasari  oleh 
desakan  apalagi  tekanan  eksternal  yang 
bertubi-tubi.  Bagi  ABRI,  kehamsan  melak- 
sanakan reformasi  lebih  didasari  pada 
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realitas  tuntutan  objektif  terhadap  tantang- 
an  dan  perubahan  masa  depan.  Itulah  se- 
babnya  mengapa  reformasi  yang  dilaksa- 
nakan  ABRI  berdimensi  internal  dan  eks- 
ternal,  mencakup  reformasi  struktural  dan 
kultural. 

ABRI  melakukan  perhitungan  dengan 
cermat  agar  reformasi  tidak  salah  arah  dan 
menimbulkan  ekses  yang  dapat  membaha- 
yakan  eksistensi  bangsa.  Berkali-kali  ABRI 
mengingatkan  bahwa  reformasi  hendaknya 
dilaksanakan  secara  konstitusional,  konsep- 
tual,  jelas  agenda  dan  prioritasnya,  serta 
dikendalikan,  sehingga  tidak  menimbulkan 
ekses  dan  risiko  bagi  keselamatan  bangsa. 
Reformasi  jelas  merupakan  proses  dan 
memerlukan  waktu.  Atas  dasar  itu  pulalah 
reformasi  internal  ABRI  dilaksanakan  dan 
akan  terus  berjalan  sebagai  bagian  dari 
pelaksanaan  reformasi  nasional. 

Selama  satu  tahun  sejak  bulan  Maret 
1998  lalu,  reformasi  internal  ABRI  secara 
kualitatif  dan  kuantitatif  telah  menghasil- 
kan  perubahan  besar  dan  mendasar.  Menu- 
rut  penilaiaa  ABRI  apa  yang  telah  dan  te- 
ngah  dilakukan  ABRI  dalam  mereformasi 
diri  boleh  dikatakan  sebuah  perubahan  yang 
sangat  dramatis.  Hanya  dalam  rentang  wak- 
tu satu  tahun  perubahan  mendasar  telah 
berhasil  dilaksanakan.  Ada  14  (empat  belas) 
perubahan  mendasar  yang  telah  dihasilkan 
(lihat  Lampiran  1).  Secara  kuantitatif  jum- 
lah  itu  akan  terus  bertambah,  karena  pro- 
ses reformasi  terus  berjalan. 

Didasari  oleh  kesadaran  perlunya  melak- 
sanakan  perubahan  paradigma  terhadap  pe- 
ran  ABRI  selama  ini,  ABRI  telah  berhasil 
menimuskan  paradigma  baru  peran  ABRI 
abad  XXI.  Paradigma  baru  peran  ABRI 
abad  XXI  inilah  yang  akan  mendasari  se- 
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luruh  kebijakan  dan  pelaksanaan  reformasi 
internal  ABRI.  Di  sana  dijelaskan  bahwa 
paradigma  baru  peran  ABRI  yang  didasar- 
kan  pada  visi  ABRI  ke  depan  adalah  bahwa: 

ABRI  merupakan  kekuatan  pertahanan  ke- 
amanan  yang  profesional,  efektif,  efisien  dan 
modem  yang  senantiasa  siap  mengamankan 
dan  memberikan  sumhangan  darma  bakti  ba- 
gi kelancaran  pembangunan  bangsa  (nation 
building)  dan  pembangunan  nasional  (na- 
tional development). 

Dari  pengertian  dasar  ini  selanjutnya  di- 
jabarkan  ke  dalam  6  (enam)  peran  utuh  ABRI 
yang  meliputi:  (1)  mempertahankan  kedau- 
latan  tanah  air  dari  ancaman  ekstemal;  (2) 
menjaga  keamanan  dalam  negeri  dari  an- 
caman internal;  (3)  memberikan  sumbangan 
aktif  kepada  pembangunan  bangsa  (nation 
building);  (4)  mendorong  pengembangan 
demokrasi  dan  masyarakat  madani;  (5)  mem- 
bantu  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat 
dalam  arti  seluas-luasnya;  dan  (6)  berperan 
aktif  dalam  tugas-tugas  pemeliharaan  perda- 
maian  dalam  rangka  up  ay  a  mewujudkan 
perdamaian  dunia. 

Inilah  rumusan  utuh  peran  ABRI  yang 
tidak  lagi  bersifat  dikotomis.  Sebagaimana 
paradigma  lama  yang  memisahkan  antara 
peran  sebagai  kekuatan  hankam  dan  ke- 
kuatan sosial  politik.  Sebagai  konsekuensi 
logis  untuk  menjabarkan  peran  utuh  ABRI 
yang  tidak  lagi  dikotomis,  di  mana  ABRI 
pada  akhimya  tidak  akan  terlibat  dalam  po- 
litik praktis  (day  to  day  politics)  maka  di- 
rumuskan  empat  paradigma  baru  peran  so- 
sial politik  ABRI.  Paradigma  baru  peran 
sosial  politik  ABRI  merupakan  dasar  kebi- 
jakan pimpinan  ABRI  untuk  segera  dapat 
mengambil  langkah-langkah  strategis  dalam 
menata  kembali  peran  sosial  politik  ABRI 
yang  disesuaikan  dengan  paradigma  baru 
peran  ABRI  abad  XXI. 
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Jika  kita  cermati  paradigma  bam  peran 
sosial  politik  ABRI,  esensinya  adalah  bah- 
wa  peran  sosial  politik  ABRI  akan  sunit  se- 
iring  makin  berdayanya  masyarakat  madani, 
di  mana  pada  akhirnya  ABRI  meninggal- 
kan  kegiatan  politik  praktis.  Untuk  menuju 
ke  arah  itu  tentunya  tidak  mungkin  seke- 
tika  dan  saat  ini  juga.  Ada  proses  dan  ta- 
hapannya.  Yang  jelas  komitmen  ABRI  un- 
tuk melaksanakan  reformasi  intemalnya  te- 
rns berjalan.  Suara  sumbang  dan  skeptis 
yang  tetap  meragukan  niat  baik  dan  ko- 
mitmen ABRI  dalam  reformasi  tidak  akan 
pemah  mengecilkan  semangat  ABRI.  ABRI 
senantiasa  melakukan  refleksi  atas  pelaksa- 
naan  reformasi  dan  senantiasa  mengingat- 
kan  kepada  seluruh  komponen  bangsa  un- 
tuk jangan  sekadar  merombak  dan  mengu- 
bah,  tanpa  menyadari  adakah  kita  masih 
pada  jalur  yang  benar.  Diperlukan  pula  se- 
buah  perenungan  atau  refleksi  untuk  me- 
nilai  apa  yang  sudah  kita  kerjakan. 

Selama  ini  orang  hanya  berpikir  bagai- 
mana  menjebol,  mengganti  dan  mengubah 
tatanan  yang  ada.  Tidak  lagi  berpikir  apa- 
kah  tatanan  itu  masih  sesuai  atau  tidak, 
masih  dapat  dipertahankan  atau  tidak.  Ti- 
dak pula  secara  cerdas  menyikapi  ekses  dan 
limbah  yang  ditimbulkan  akibat  orang  be- 
bas  berkehendak  melakukan  apa  saja  tan- 
pa  mengindahkan  hukum  yang  berlaku. 

Kita  harus  melakukan  sebuah  refleksi 
atas  pelaksanaan  reformasi  selama  ini.  Be- 
berapa  kriteria  atau  parameter  dapat  kita 
pergunakan.  Dengan  parameter  itu  paling 
tidak  kita  dapat  menilai  adakah  reformasi 
yang  kita  laksanakan  telah  sesuai  dengan 
harapan  kita  bersama.  Pemahaman  yang  ha- 
rus kita  bangun  bersama  dalam  menilai  re- 
formasi adalah:  Perlama,  reformasi  bukan 
rcvolusi.  Kedua,  reformasi  adalah  proses 


dan  perlu  waktu.  Ketiga,  reformasi  ada- 
lah perubahan  dan  berkesinambungan.  Ke- 
empat,  reformasi  berdimensi  struktural  dan 
kultural.  Kelima,  reformasi  harus  memiliki 
agenda,  prioritas  dan  tahapan  yang  kong- 
kret  dan  jelas.  Keenam,  reformasi  hams  kita 
kendalikan  supaya  tidak  keluar  dari  tujuan 
dan  sasaran  serta  arah  yang  kita  kehendaki. 

Dari  keenam  kriteria  itu  kita  dapat  me- 
nilai adakah  reformasi  yang  telah  berjalan 
hampir  satu  tahun  ini  telah  memenuhi  kri- 
teria tersebut.  Bagi  ABRI  kriteria  itu  pen- 
ting  untuk  dijadikan  acuan  nasional  da- 
lam menilai  dan  mengukur  pelaksanaan  re- 
formasi. Karena  dengan  tems-menems  ber- 
upaya  melakukan  perenungan,  kita  akan  ter- 
hindar  dari  kemungkinan  menyimpang  dari 
arah  dan  tujuan  semula. 

Dengan  kriteria  itu  pula  ABRI  secara 
konsisten  tems  berusaha  memantapkan  pe- 
laksanaan reformasi  internal  dalam  mena- 
tap  masa  depannya  yang  penuh  tantang- 
an  dan  ketidakpastian.  Melalui  keteguhan 
sikap  seperti  itulah  ABRI  tems  berusaha 
menjaga  komitmeimya  sebagai  bhayangkari 
negara. 

Komitmen  ABRI  dalam  Menye- 
lamatkan  Bangsa  dan  Negara 

Tantangan  utama  yang  dihadapi  ABRI 
sebagai  bhayangkari  negara  adalah  bagai- 
mana  ABRI  dan  selumh  komponen  bang- 
sa dapat  tems  menjaga  dan  menyelamat- 
kan  kedaulatan  Negara  Kesatuan  Republik 
Indonesia  dari  ancaman  eksternal  maupun 
internal.  Karena  sejarahnya  yang  tidak  ter- 
pisahkan  dengan  rakyat  dalam  mendiri- 
kan  republik  ini,  maka  posisi  dan  peran 
ABRI  sebagai  bhayangkari  negara  hams 
dilerjemahkan  memiliki  posisi  dan  peran 
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yang  sama  dengan  seluruh  rakyat  Indone- 
sia. Dari  prinsip  dasar  ini,  ABRI  tidak  mam- 
pu  memahami  adanya  pemikiran  dan  ke- 
hendak  segelintir  pihak  yang  ingin  memi- 
sahkan  ABRI  dari  rakyat. 

Menyadari  betapa  tantangan  tugas  ke 
depan  yang  makin  berat  dan  kompleks,  su- 
dah  sepatutnya  langkah  kongkret  yang  ki- 
ta  bangun  adalah  bagaimana  kita  menyatu- 
kan  langkah  bersatu  menghadapi  persoalan 
bangsa  ini.  Bukan  bagaimana  caranya  me- 
misahkan  ABRI  dari  rakyat.  Karena  salah 
satu  hasil  nyata  dari  upaya  pemisahan  itu 
saat  ini  dapat  dilihat  bagaimana  rakyat 
menjadi  tidak  percaya  lagi  kepada  ABRI. 
Lepas  dari  semua  kelemahan  dan  bahkan 
kesalahan  ABRI  atas  perannya  pada  masa 
lain,  tentu  tidak  adil  jika  solusi  yang  diper- 
lukan  adalah  mengisolasi  ABRI  dari  rakyat. 

Rakyat  sebagai  kekuatan  dasar  bhayang- 
kari  negara  menjadi  faktor  penentu  bagi 
keberhasilan  tugas  ABRI  dalam  menjaga 
dan  menjamin  keamanan  dan  keselamatan 
bangsa.  Tanpa  dukungan  rakyat,  ABRI  jelas 
tidak  akan  mampu  berbuat  banyak.  Saat 
ini  yang  diperlukan  masyarakat  adalah  ja- 
minan  rasa  aman  untuk  melakukan  semua 
aktivitas  kegiatan  sehari-hari.  Tentu  semua 
pihak  hams  menyadari  bahwa  jika  ada  per- 
soalan yang  muncul  baik  ekonomi,  politik 
dan  sosial  budaya,  limbahnya  tidak  dapat 
dihindarkan  pasti  akan  mengalir  kepada 
aspek  keamanan.  Oleh  sebab  itu  jika  kon- 
disi  keamanan  saat  ini  dinilai  tidak  dapat 
memberikan  rasa  aman  kepada  masyarakat, 
jawabannya  tidak  sepenuhnya  terserah  pa- 
da  ABRI.  Hal  ini  bukan  berarti  ABRI  meng- 
elak  dari  tanggung  jawab.  ABRI  justru 
mengajak  untuk  menyadari  bahwa  keadaan 
aman  dan  rasa  aman  merupakan  kepenting- 
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an  nasional.  Berbicara  soal  keamanan  tidak 
identik  dengan  ABRI.  Keamanan  sebagai 
kepentingan  nasional  adalah  hak  dan  ke- 
wajiban  seluruh  rakyat  (pasal  30  UUD  1945). 
Itulah  sebabnya  jangan  pisahkan  ABRI  da- 
ri rakyat  dalam  mengamankan  seluruh  ke- 
pentingan dan  agenda  nasional. 

Khusus  menghadapi  Pemilu  dan  SU 
MPR  mendatang  sebagai  salah  satu  agen- 
da nasional  yang  sangat  strategis,  kunci 
keberhasilannya  terletak  kepada  kita  se- 
mua. Adakah  kita  berkehendak  untuk  me- 
nyukseskannya  atau  sebaliknya.  Bagi  ABRI 
Pemilu  memiliki  arti  dan  makna  yang  sa- 
ngat strategis.  Pemilu  bulan  luni  1999  me- 
rupakan pintu  gerbang  utama  untuk  me- 
wujudkan  cita-cita  reformasi.  Oleh  karena 
itu  Pemilu  hams  berjalan  jujur,  adil,  aman 
dan  demokratis. 

Sukses  Pemilu  hams  memenuhi  paling 
tidak  tiga  kriteria,  yaitu:  yuridis,  politis  dan 
keamanan.  Dilihat  dari  aspek  yuridis,  Pe- 
milu hams  sesuai  dengan  UU  Pemilu  dan 
Peraturan  Pemerintah  yang  terkait,  tidak  ada 
distorsi  dan  cacat  secara  yuridis. 

Dilihat  dari  aspek  politik  Pemilu  ha- 
ms dilaksanakan  secara  luber  (langsung, 
umum,  bebas  dan  rahasia)  dan  Jurdi I  (jujur 
dan  adil).  Keseluruhan  proses  penyelengga- 
raan  Pemilu  dilaksanakan  secara  transpa- 
ran  dan  dapat  dipertanggungjawabkan,  se- 
cara sadar  dan  bertanggung  jawab.  Warga 
negara  yang  telah  memiliki  hak  pilih  meng- 
gunakan  hak  politiknya,  kampanye  ber- 
kualitas  yang  bersifat  mendidik  dan  etis, 
semua  partai  politik  peserta  Pemilu,  pcman- 
lau  dan  masyarakat  menerima  hasil  Pemilu. 
Dilihat  dari  aspek  keamanan,  maka  kegiat- 
an kampanye  dan  pemungutan  suara  ber- 
langsung  secara  aman  tertib  dan  lancar.  Ti- 
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dak  terjadi  benturan  fisik  antarkontestan 
maupun  tindakan  kerusuhan  lainnya. 

Untuk  mendukung  pelaksanaan  Pemilu 
yang  aman  itulah  ABRI  dan  seluruh  kom- 
ponen  masyarakat  serta  partai  politik  pe- 
serta  Pemilu  harus  dengan  sungguh-sung- 
guh  berusaha  mengamankan  seluruh  ta- 
hapan  Pemilu.  Sementara  itu  untuk  menja- 
min  agar  Pemilu  berlangsung  jujur,  adil 
dan  demokratis  ABRI  secara  konsisten  dan 
konsekuen  bersikap  netral. 

Sikap  politik  ABRI  tentang  netralitas 
ABRI  dalam  Pemilu  dinyatakan:  Pertama, 
ABRI  tidak  akan  melakukan  upaya  dan 
rekayasa  untuk  membantu  memenangkan 
salah  satu  partai.  Kedua,  ABRI  tidak  ber- 
pihak,  dan  mengambil  jarak  yang  sama 
dengan  partai  politik  manapun.  Ketiga, 
ABRI  memberikan  perlakuan  yang  sama 
secara  adil  dan  proporsional  kepada  se- 
mua  partai  politik  yang  ada.  Keempat,  ti- 
dak ada  keharusan  dan  larangan  bagi  ang- 
gota  KBA  (Keluarga  Besar  ABRI)  dalam 
menentukan  pilihan  politiknya.  Semua  di- 
serahkan  pada  otoritas  politik  individu  ma- 
sing-masing. 

Dari  keseluruhan  sikap,  langkah  dan 
tindakan  ABRI  dalam  merespons  dan  me- 
laksanakan  reformasi,  ABRI  menyadari  se- 
penuhnya  bahwa  melaksanakan  reformasi 
tidak  semudah  membalikkan  telapak  ta- 
ngan,  apalagi  sekadar  menjebol  dan  me- 
rombak.  Jika  kekuatan  menjebol  dan  me- 
rombak  jauh  lebih  besar  daripada  kekuatan 
untuk  memperbaiki  dan  membangun,  maka 
bangsa  ini  akan  terus  mengalami  kesulitan 


yang  berkepanjangan.  Saat  ini  justru  ke- 
kuatan untuk  memperbaiki  dan  membangun- 
lah  yang  diperlukan.  Dalam  konteks  itulah 
sebenarnya  pemahaman  ABRI  sebagai  bha- 
yangkari  negara  diberi  pemaknaan. 

Lampiran  1 

EMPAT  BELAS  PERUBAHAN  MENDASAR 
AGENDA  REFORMASI  YANG  TELAH 
DIHASILKAN  ABRI 

1.  Sikap  dan  pandangem  politik  ABRI  tentang 
paradigma  baru  peran  ABRI  abad  XXI. 

2.  •  Sikap  dan  pandangan  politik  ABRI  tentang 
paradigma  baru  peran  sosial  politik  ABRI. 

3.  Pemisahan  Polri  dari  ABRI  yang  telah  men- 
jadi  keputusan  pimpinan  ABRI  mulai  1 
April  1999  sebagai  transformasi  awal. 

4.  Penghapusan  Wansospolpus  dan  Wansos- 
polda/Tingkat  I. 

5.  Perubahan  Staf  Sosial  Politik  menjadi  Staf 
Tentorial. 

6.  Likuidasi  Syawan  ABRI,  Kamtibmas  ABRI 
dan  Babinkar  ABRI. 

7.  Penghapusan  Sospoldam,  Babinkardam, 
Sospolrem  dan  Sospoldim. 

8.  Penghapusan  kekaryaan  ABRI  melalui  ke- 
putusan pensiun  atau  alih  status. 

9.  Pengurangan  jumlah  fraksi  ABRI  di  DPR, 
DPRD  i/n. 

10.  ABRI  tidak  akan  pemah  lagi  terlibat  da- 
lam politik  praktis  atau  day  to  day  politic. 

11.  Pemutusan  hubungan  organisatoris  dengan 
partai  Golkar  dan  mengambil  jarak  yang 
sama  dengan  semua  partai  politik  yang  ada. 

12.  Komitmen  dan  konsistensi  netralitas  ABRI 
dalam  Pemilu. 

13.  Perubahan  paradigma  hubungan  ABRI  dan 
Keluarga  Besar  ABRI  (KBA). 

14.  Revisi  piranti  lunak  berbagai  doktrin  ABRI 
disesuaikan  dengan  era  reformasi  dan  pe- 
ran ABRI  abad  XXI. 


Partai  Politik  dan  Kemampuan 
Kompetisi  Menggalang  Dukungan* 

J.  Kristiadi 


Maraknya  partai-partai  politik  sekarang  ini  mengisyaratkan  terjadinya  situasi  kebe- 
hasan  politik  yang  luar  biasa  dari  berbagai  kalangan  masyarakat.  Hampir  tidak  ada  kenda- 
la  politik  yang  berarti  untuk  mendirikan  sebuah  partai  politik  baru.  Apakah  sebuah  partai 
politik  itu  merupakan  partai  tandingan  atau  penggembosan  partai  yang  sudah  ada,  nam- 
paknya  tidak  terlalu  bermasalah.  Pemerintah  pun  tidak  melakukan  pembatasan  dan  pe- 
larangan-pelarangan  seperti  pada  masa  pemerintahan  Orde  Baru.  Tampaknya  kebebasan 
itu  menjadi  suatu  kondisi  politik  tersendiri  bagi  tegaknya  kedaulatan  partai  politik.  Kekuat- 
an  riil  politik  yang  dimiliki  partai-partai  politik  tertentu  saat  ini  jauh  lebih  besar  daripada 
kekuatan  riil  politik  yang  ada  pada  pemerintah  dan  DPR  sekalipun. 

Trend  ini  dapat  dilihat  dari  kekuatan  daya  tekan  politiknya  kepada  pemerintah  dan  ke- 
bijakannya  yang  cenderung  melebihi  daya  tekan  politik  DPR  yang  mestinya  berfungsi 
untuk  itu.  Dukungan  massa  partai  tertentu  walaupun  belum  teruji  dalam  sebuah  pemilu 
yang  jurdil  adalah  menjadi  kenyataan  politik  yang  tidak  bisa  dinafikan.  Dukungan  riil 
politik  massa  inilah  yang  sementara  menjadi  ukuran  kekuatan  partai  politik  dalam  masa- 
masa  transisi  ini.  Kendati  kekuatan  itu  baru  mencerminkan  bagian  terkecil  saja  dari  wu- 
jud  kedaulatan  rakyat  sebenarnya  yang  secara  de  facto  baru  menyentuh  sisi  politiknya 
saja,  namun  hal  itu  mempunyai  arti  bagi  kedaulatan  rakyat  secara  menyeluruh. 


Pendahuluan 

PEMILU  yang  rencananya  diseleng- 
garakan  pada  tanggal  7  Juni  1999 
merupakan  peristiwa  penting.  Se- 
bab  bila  dapat  berlangsung  secara  demo- 
kratis,  pemilu  akan  menjadi  titik  awal  dari 
suatu  proses  panjang  tidak  saja  bagi  ter- 
wujudnya  masyarakat  yang  demokratis,  te- 
tapi  juga  secara  bertahap  dapat  mengatasi 
kemelut  bangsa  ini.  Namun  demikian  ha- 
rapan  besar  ini  tidak  pula  menutup  kemung- 
kinan  kegagalan  pemilihan  umum  mengi- 
ngat  konflik-konflik  komunal  yang  merebak 
di  berbagai  daerah  dikuatirkan  berkembang 

*Makalah  pada  Seminar  Pemilu  1999  dan  Pe- 
luang  Demokratisasi  yang  diselcnggarakan  olch 
CSIS,  25  Maret  1999,  di  Jakarta. 


menjadi  kerusuhan  sosial  yang  semakin  me- 
luas  sejalan  dengan  meningkatnya  suhu  po- 
litik menjelang  pemilihan  umum. 

Sementara  itu  kegairahan  rakyat  menyam- 
but  era  baru  antara  lain  diwujudkan  dari 
banyaknya  jumlah  partai  politik  yang  didi- 
rikan  oleh  masyarakat.  Melalui  Tim  Sebelas 
empat  puluh  delapan  partai  politik  diang- 
gap  memenuhi  syarat  untuk  mengikuti  pe- 
milihan umum  yang  akan  datang.  Dalam 
waktu  yang  sangat  singkat  mereka  hams 
berlaga  di  arena  pemilihan  umum.  Persoal- 
annya  adalah  bagaimanakah  kemampuan 
partai  politik  dalam  menggalang  dukung- 
an masyarakat?  Bagaimanakah  potensi  dan 
kendala  bagi  terwujudnya  kompetisi  demo- 
kratis terutama  ditinjau  dari  sisi  kesiapan 
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partai  politik?  Sejauh  mana  hal  tersebut 
berimplikasi  pada  pembaruan  dan  kemaju- 
an  budaya  politik  masyarakat. 

Sekilas  Mengenali  Perilaku  Pemilih 

Pemilihan  umum  adalah  mekanisme  pe- 
rebutan  kekuasaan  secara  damai  di  antara 
kelompok-kelompok  masyarakat  yang  mem- 
punyai  perbedaan  kepentingan  yang  ber- 
aneka  ragam.  Oleh  sebab  itu  Pemilu  juga 
merupakan  arena  adu  kekuatan  di  antara 
partai  politik  dalam  memperebutkan  kekua- 
saan melalui  dukungan  masyarakat.  De- 
ngan  demikian  pemilu  adalah  kompetisi 
memperebutkan  sesuatu  fenomena  politik 
yang  sangat  menakjubkan  dan  menggoda, 
yaitu  kekuasaan.  Disebutkan  menakjubkan 
karena  siapa  pun  akan  terpesona  dengan 
dahsyatnya  kekuasaan.  Dikatakan  menggo- 
da karena  kalau  kekuasaan  tidak  dikelola 
dengan  baik,  ia  akan  merayu  yang  meng- 
genggamnya  sehingga  mabuk  kepayang, 
lupa  daratan  dan  berperilaku  serta  berta- 
biat  yang  tidak  saja  sewenang-wenang,  te- 
tapi  juga  kehilangan  segala  kontrol  atas 
dirinya,  termasuk  rasa  malu.  Siapa  pun  yang 
telah  mencicipi  nikmatnya  madu  kekuasaan, 
mempunyai  kecenderungan  mengerahkan  se- 
gala cara  unluk  mempertahankan  dan  mem- 
pcrbcsar  kekuasaan  yang  telah  diperoleh- 
nya.  Oleh  karena  itu  pemilu  sebagai  instru- 
men  yang  dapat  mengatur  perebutan  dan 
pergantian  kekuasan  secara  damai  hanya 
akan  terwujud  dan  menghasilkan  tertib  po- 
litik yang  demokratis  kalau  diselenggarakan 
dengan  berpedoman  kcpada  prinsip-prinsip 
kejujuran  dan  keadilan. 

Enam  kali  pemilihan  umum  telah  dise- 
lenggarakan selama  Orde  Baru.  Sebanyak 
itu  pula  pemilihan  umum  hanya  merupakan 


bagian  dari  seremoni  politik  yang  meng- 
hasilkan struktur  kekuasaan  yang  berten- 
tangan  secara  diametral  dengan  maksud  di- 
selenggarakannya  pemilihan  umum.  Lem- 
baga  perwakilan  tidak  merupakan  repre- 
sentasi  dari  rakyat,  melainkan  kepanjangan 
tangan  dari  penguasa.  Segala  sepak  terjang 
lembaga  perwakilan  tidak  mempunyai  hu- 
bungan  dengan  kepentingan  rakyat,  terma- 
suk memilih  seorang  presiden  yang  telah 
lama  ditolak  oleh  rakyat.  Hal  itu  telah  me- 
nimbulkan  perlawanan  rakyat  baik  secara 
diam-diam  maupun  secara  terbuka.  Puncak 
keberhasilan  perlawanan  rakyat  adalah  ja- 
tuhnya  kekuasaan  otoriter  yang  telah  ber- 
tengger  selama  tiga  puluh  tahun.  Jatuhnya 
penguasa  otoriter  telah  memberikan  kemung- 
kinan  dan  kesempatan  bagi  tumbuhnya  de- 
mokrasi  melalui  suatu  pemilihan  umum  yang 
demokratis. 

Dalam  sejarah  ilmu  politik  belum  per- 
nah  dikemukakan  grand  theory  mengenai 
perilaku  pemilih  {voter).  Namun  dewasa  ini 
dikenal  tiga  macam  teori  perilaku  pemilih 
yang  dapat  dikelompokkan  ke  dalam  tiga 
mazhab  besar  sebagai  berikut  (Kristiadi,  1996 
sebagaimana  dapat  dilihat  dalam  Prisma, 
No.  3/1996).  Pertama,  teori  perilaku  pemilih 
dari  mazhab  sosiologis  oleh  Columbia's 
University  Bureau  of  Applied  Social  Sci- 
ence. Kedua,  teori  perilaku  dari  mazhab 
psikologis  yang  dikembangkan  oleh  Uni- 
versity of  Michigan 's  Survey  Reasearch 
Centre. 

Berbeda  dengan  pendekatan  sosiologis 
yang  deterministik,  pemikiran  mazhab  ini 
menekankan  bahwa  voting  ditentukan  oleh 
tiga  aspek  yaitu  keterikatan  seseorang  ke- 
pada  partai  politik  tertentu,  orientasi  sese- 
orang kepada  seorang  presiden  atau  ang- 
gota  parlemen  serta  orientasinya  terhadap 
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isu-isu  politik.  Dengan  demikian  identifi- 
kasi  kepartaian  adalah  inti  mazhab  psiko- 
logis  untuk  menjelaskan  perilaku  seseorang 
memberikan  suara  dalam  pemilihan  umum. 

Teori  ketiga  merupakan  penolakan  terha- 
dap  kedua  teori  tersebut.  Teori  ini  mengem- 
bangkan  teori  bam  dengan  pendekatan  eko- 
nomi  atau  rasional  yang  menekankan  bahwa 
pemberian  suara  ditentukan  berdasarkan  per- 
hitungan  untung  rugi. 

Ketiga  teori  tersebut  meskipun  dapat  di- 
gunakan  sebagai  bahan  perbandingan  da- 
lam memahami  perilaku  pemilih  dalam  ne- 
gara  yang  lebih  mapan  kehidupan  demo- 
krasinya,  tidak  dapat  sepenuhnya  dijadikan 
acuan  dalam  memahami  perilaku  pemilih  di 
Indonesia  dengan  alasan  sebagai  berikut. 
Pertama,  mazhab  sosiologis  terlalu  menekan- 
kan kepada  peran  kelas  (aliran  Marx  dan 
Weber),  sebagai  faktor  yang  menentukan 
preferensi  politik.  Mazhab  ini  juga  percaya 
bahwa  kelas  merupakan  basis/landasan  pe- 
ngelompokan  politik,  sebab  partai-partai  po- 
litik tumbuh  dan  berkembang  berdasarkan 
kelompok-kelompok  masyarakat  yang  ber- 
lainan  karena  kepentingan  tertentu.  Hal  itu 
jelas  tidak  dikenal  di  Indonesia.  Kalaupun 
terdapat  kelas-kelas  dalam  masyarakat,  me- 
reka  lebih  merupakan  pemilahan  dari  kelom- 
pok  yang  berkuasa  (birokrat)  dan  kelompok 
yafig  dikuasai  (rakyat),  serta  pengelompokan 
berdasarkan  primordial. 

Kedua,  mazhab  psikologis  menitikberat- 
kan  pada  identifikasi  kepartaian.  Ini  pun  ku- 
rang  relevan  karena  kehidupan  politik  Indo- 
nesia belum  memungkinkan  berkembangnya 
isu-isu  politik  yang  menjadi  pilihan  alterna- 
tif.  Selama  puluhan  tahun  isu-isu  politik  di- 
dominasi  oleh  partai  politik  tertentu. 
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Ketiga,  mazhab  ekonomis  atau  rasional 
yang  mengandalkan  rasionalitas  perilaku  pe- 
milih kurang  realistis  mengingat  bahwa  se- 
bagian  besar  masyarakat  belum  mengenal 
dengan  baik  calon-calon  anggota  parlemen 
dan  isu-isu  politik  yang  berkembang.  De- 
ngan demikian  tidak  mungkin  melakukan 
penelitian  tentang  keuntungan  dan  kerugi- 
an  yang  diperoleh  karena  pemilu  dipusatkan 
kepada  pilihan  tanda  gambar. 

Simbol  Primordial  sebagai  Daya 
Pikat 

Nampaknya  kompetisi  partai  politik  da- 
lam memperebutkan  dukungan  rakyat  tidak 
dapat  mengacu  kepada  pengalaman-penga- 
laman  empiris  dari  negara-negara  lain  se- 
bagaimana  ditunjukkan  oleh  teori  di  atas. 
Hal  itu  terutama  karena  jarak  waktu  berdi- 
rinya  partai  politik  dengan  pemilihan  umum 
yang  akan  datang  sangat  sempit,  sehingga 
masing-masing  partai  politik  sangat  sibuk 
dengan  urusan  teknis  organisatoris  seperti 
mendirikan  cabang  di  daerah,  konsolidasi 
organisasi,  membentuk  kepengurusan,  meng- 
galang  dana,  menyelesaikan  kepengurusan 
kembar,  melakukan  seleksi  calon-calon  ang- 
gota parlemen  dan  Iain-lain.  Oleh  karena 
itu  partai  politik  tidak  mempunyai  waktu 
lagi  untuk  melakukan  sosialisasi  platform 
politik  mereka  kepada  masyarakat  dengan 
sebaik-baiknya.  Bahkan  mensosialisasikan 
tanda  gambar  partai  pun  bukan  persoalan 
yang  sederhana  mengingat  waktu  yang  sa- 
ngat terbatas  dan  jumlah  partai  yang  ti- 
dak sedikit.  Lebih-lebih  terdapat  beberapa 
partai  politik  yang  mempunyai  gambar  sa- 
ngat mirip  satu  dengan  lainnya.  Akibatnya 
mereka  tidak  dapat  mengemas  gagasan-ga- 
gasan  spesifik  yang  dianggap  baik  dan  kc- 
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mudian  dijual  kepada  mayarakat  sebagai 
tawaran  rasional  atas  persoalan-persoalan 
yang  dihadapi  oleh  bangsa  ini. 

Mencermati  kenyataan  tersebut  diperki- 
rakan  partai  politik  dalam  menggalang  du- 
kungan  massa  akan  dilakukan  dengan  cara- 
cara  sebagai  berikut.  Pertama,  pemanfaatan 
simbol-simbol  primordial.  Pemanfaatan  sim- 
bol-simbol  primordial  dalam  kampanye  su- 
dah  mulai  nampak  jelas  pada  identitas  pu- 
luhan  partai  politik  yang  memilih  ikat- 
an  primordial  sebagai  identitas  partai.  Pa- 
dahal,  sejarah  telah  banyak  memberikan 
pelajaran  bahwa  pemanfaatan  sentimen  pri- 
mordial untuk  kepentingan  politik  menga- 
kibatkan  luka  sosial  dalam  masyarakat.  Pe- 
ngalaman  historis  pada  masa  orde  baru, 
pemilu  banyak  diwarnai  konflik-konflik 
sosial  yang  dipicu  oleh  kampanye  yang 
menggunakan  simbol  agama.  Misalnya, 
perang  ayat  pernah  terjadi  pada  bebera- 
pa  kali  pemilu  pada  masa  orde  bam. 

Kedua,  mengandalkan  tokoh-tokoh  sen- 
tral  mereka.  Tiadanya  isu-isu  rasional  juga 
akan  mendorong  partai-partai  politik  untuk 
memanfaatkan  tokoh-tokoh  mereka  dalam 
menyedot  dukungan  massa,  mengingat  ti- 
dak  terdapat  iklim  politik  yang  cukup  fa- 
vourable melakukan  wacana  publik  tentang 
isu  politik  yang  lebih  rasional.  Cara  mem- 
peroleh  dukungan  massa  semacam  ini  juga 
mengandung  tingkat  konflik  sosial  yang 
tinggi  karena  akan  menjebak  partai-partai 
untuk  melakukan  kampanye  dengan  mela- 
kukan serangan  terhadap  masalah-masalah 
pribadi  lawan  politiknya. 

Jelas  bahwa  kompetisi  memperebutkan 
dukungan  massa  dengan  mengandalkan  so- 
lidaritas  primordial  dan  karisma  tokoh-to- 
koh partai  Jikan  merugikan  perkembangan 


demokrasi.  Lebih-lebih  masyarakat  Indone- 
sia mewarisi  kultur  politik  feodalistik  yang 
tidak  kondusif  bagi  perkembangan  demo- 
krasi. Dominasi  kultur  politik  yang  pater- 
nalistik  terjadi  karena  masyarakat  terlalu 
sedikit  memperoleh  pengalaman  belajar  de- 
mokrasi. Sejak  kemerdekaan,  bangsa  Indo- 
nesia telah  mencoba  bergulat  dengan  ber- 
bagai  sistem  demokrasi,  namun  belum  mam- 
pu  melakukan  transformasi  budaya  pater- 
nalistik  menjadi  budaya  egalitarian.  Prak- 
tis  demokrasi  hanya  terbatas  pada  pemben- 
tukan  struktur  politik  tanpa  disertai  oleh 
proses  transformasi  budaya  demokratis  yang 
memadai.  Cara  memperoleh  dukungan  de- 
ngan memanfaatkan  sentimen  primordial  dan 
mengandalkan  karisma  tokoh-tokohnya  akan 
mendorong  terjadinya  konflik-konflik  so- 
sial yang  eksplosif  Selain  itu  cara-cara  se- 
perti  itu  tidak  mendukung  terjadinya  pen- 
dewasaan  kultur  politik  yang  demokratis. 
Oleh  sebab  itu  pemilihan  umum  sangat  mu- 
dah  menjadi  instrumen  penguasa  untuk 
mempertahankan  kekuasaan. 

Budaya  politik  demokrasi  yang  belum 
mapan  dimanifestasikan  pula  dalam  bentuk 
keengganan  menerima  kekalahan.  Tidak  le- 
gowo  kalau  orang  lain  memperoleh  keme- 
nangan.  Idiom-idiom  dalam  kompetisi  ma- 
sih  diwarnai  oleh  kultur  perang  atau  sa- 
ling  merusak.  Kultur  kompetisi  yang  ber- 
kembang  adalah  lebih  baik  mati  daripada 
kalah.  Atau,  kalau  dalam  memperebutkan 
sesuatu  namun  kecil  kemungkinan  memper- 
oleh barang  tersebut,  lebih  baik  dirusak  da- 
ripada orang  lain  yang  mendapatkannya. 
Kebiasaan  ini  sudah  diperoleh  sejak  kecil, 
antara  lain  dalam  memperebutkan  layang- 
layang  putus.  Pedomannya,  lebih  baik  la- 
yang-layang  rusak  daripada  diambil  oleh 
orang  lain.  Singkatnya  pepatah  //  ji  ti 
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beh  kependekan  dari  mati  siji  mati  kabeh 
(mati  satu  mati  semua)  masih  hidup  dalam 
masyarakat.  Oleh  sebab  itu  tidak  menghe- 
rankan  kalau  pada  tingkat  grass  root  si- 
kap  itu  akan  mendorong  terjadinya  pro- 
ses radikalisasi  dan  militansi  para  pendu- 
kung  masing-masing  partai  politik.  Ben- 
trokan  di  beberapa  daerah  di  antara  pengi- 
kut  partai-partai  politik  mengindikasikan 
bahwa  proses  radikalisasi  telah  terjadi  da- 
lam masyarakat.  Bahkan  pesanan  senjata 
yang  diduga  akan  digunakan  pada  masa 
pemilihan  umum  telah  pula  dilakukan  (li- 
hat,  antara  lain,  Tempo  edisi  9-15  Maret 
1999).  Selain  itu  latihan-latihan  ilmu  ka- 
nuragan  (ilmu  memperkebal  tubuh)  telah 
terjadi  di  beberapa  daerah. 

Politik  Uang  dan  Kekuasaan 

Permainan  uang  dalam  politik,  khusus- 
nya  dalam  pemilihan  umum,  akan  sangat 
berbahaya  bagi  terselenggaranya  pemilih- 
an umum  yang  jujur  dan  adil  dalam  masya- 
rakat yang  dililit  kesulitan  hidup.  Rakyat 
yang  miskin  akan  sangat  tergoda  oleh  bu- 
jukan  pemberian  uang  karena  desakan  ke- 
butuhan  sehari-hari.  Pilihan  terhadap  isu- 
isu  politik  rasional  menjadi  suatu  hal  yang 
terlalu  mewah.  Oleh  sebab  itu  penyeleng- 
garaan  pemilu  yang  disertai  dengan  per- 
mainan uang  dalam  masyarakat  yang  me- 
ngalami  kemiskinan  akan  membuka  kemung- 
kinan  gagalnya  proses  demokratisasi.  Mo- 
mentum ini  secara  terbuka  dikemukakan  oleh 
salah  seorang  pimpinan  partai  politik  bah- 
wa ia  akan  mempergunakan  dananya  yang 
berlebihan  untuk  memenangkan  pemilu  yang 
akan  datang. 

Bentuk  permainan  money  politics  da- 
pat  berwujud  mulai  dari  yang  sangat  seder- 
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hana,  yaitu  memberikan  uang  atau  bahan 
keperluan  sehari-hari  kepada  rakyat  sam- 
pai  dengan  cara-cara  yang  cukup  canggih, 
yaitu  pendomplengan  program-program  pe- 
merintah  oleh  partai  politik  tertentu.  Pada 
masa  orde  bam  cara-cara  tersebut  dilakukan 
secara  bersama-sama,  bahkan  seringkali  di- 
lakukan secara  terbuka.  Mereka  mengiden- 
tifikasikan  program  pemerintah  dengan  pro- 
gram golongan  karya  (Golkar).  Nampak- 
nya  pada  pemilu  yang  akan  datang  per- 
mainan seperti  itu  masih  akan  dilakukan 
pula  oleh  beberapa  birokrat  untuk  mendu- 
kung  kekuatan  politik  tertentu,  terutama 
Golkar.  Misalnya  pembagian  uang  yang 
dilakukan  oleh  tokoh  Golkar  di  Sulawesi 
Selatan,  A.  A.  Baramuli,  dan  di  beberapa  wi- 
layah  di  Indonesia  Timur  sangat  sulit  un- 
tuk tidak  dikatakan  telah  memasuki  wila- 
yah  permainan  uang  untuk  tujuan  politik.^ 
Kalau  tindakan  itu  dibantah  sebagai  pem- 
berian sumbangan,  mengapa  mesti  dilaku- 
kan dengan  mengatasnamakan  Golkar,  ti- 
dak melalui  yayasan  sosial  misalnya.  Se- 
lain itu  permainan  uang  dilakukan  pula  de- 
ngan memanfaatkan  program  jaringan  pe- 
ngamanan  sosial  serta  pungutan  dua  per- 
sen  dari  keuntungan  BUMN  untuk  Gol- 

2 

kar.  Protes  terhadap  permaman  uang  an- 

'Kesus  ini  mendapatkan  liputan  luas  oleh  me- 
dia massa.  Lihat  antara  lain,  Media  Indonesia,  21 
Januari  1999. 

Kesepakatan  tersebut  tcrtuang  dalam  dokumcn 
kerja  sama  antara  Asosiasi  Pondok  Pesantrcn  (APP) 
dengan  BUMN  tertanggal  29  Descmber  1998  de- 
ngan Nomor  S08/D2/PBBUMN/1988,  Dalam  do- 
kumcn tersebut  dinyatakan  bahwa  sctiap  pondok  pe- 
santren  memperolch  pinjaman  50  juta  rupiah  tanpa 
bunga  dari  Kantor  Mcntcri  Ncgara  BUMN  yang 
berasal  dari  dana  yang  disisihkan  dari  keuntungan 
sebcsar  2  person.  Golkar  bcrtugas  mcmonitor  rcali- 
sasi  penggunaan  dana  tersebut.  Program  ini  mcn- 
•dapat  liputan  cukup  luas  oleh  media  massa  karena 
kcbijakan  ini  diangap  kontroversial  dan  tidak  adil 
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tara  lain  dikemukakan  oleh  Santosa,  Wakil 
Ketua  Partai  Amanat  Nasional  (PAN),  Jawa 
Barat  {_DR,  No.  26/XXX/8-13  Februari  1999). 

Permainan  politik  uang  tidak  hanya 
dilakukan  oleh  partai-partai  politik,  tetapi 
dilakukan  pula  oleh  penguasa  lama  (Soe- 
harto)  dengan  berbagai  macam  cara.  Misal- 
nya  dukungan  keuangan  Probosutedjo  ke- 
pada  salah  satu  partai  PNI  (versi  Maruli 
Pardede)  yang  kemudian  memilih  Probo- 
sutedjo sebagai  ketua  PNI  (Gatra,  No.  13 
Tahun  V,  edisi  13  Februari  1999),  diang- 
gap  oleh  sementara  kalangan  sebagai  salah 
satu  bentuk  manuver  politik  penguasa  la- 
ma. Anggapan  yang  sama  ditujukan  pula 
terhadap  Ibnu  Hartomo,  adik  Ny.  Tien  Soe- 
harto  mengumpulkan  beberapa  partai  po- 
litik yang  diduga  diajak  bergabung  di  ba- 
wah  naungannya.  Sementara  itu  Prof.  Dr. 
Amien  Rais  (Ketua  Partai  Amanat  Nasional/ 
PAN)  menyatakan  secara  terbuka  kepada 
media  massa  bahwa  ia  ditawari  bantuan  se- 
besar  sebelas  milyar  rupiah  oleh  keluarga 
dekat  Soeharto. 

Permainan  uang  dalam  pemilu  sema- 
cam  itu  tentu  akan  menyebabkan  pemilu 
gagal  sebagai  instrumen  yang  diharapkan 


dalam  arti  tidak  memberikan  akses  yang  sama  ke- 
pada partai  politik  lain  untuk  melakukan  mon- 
itoring program  tersebut.  Lihat  antara  lain,  tabloid 
Tekad,  No.  15/Tahun  I  edisi  8-14  Februari  1999. 

^Forum  No.  23  Tahun  VII,  edisi  22  Februari 
1999,  dan  Tempo,  edisi  9-15  Februari  1999,  me- 
nyebutkan  beberapa  partai  politik  yang  dikoop- 
tasi  oleh  Ibnu  Hartomo,  yaitu  antara  lain  Partai 
Pembangunan  Kesejahteraan,  Partai  Tani  dan  Ne- 
layan  (pernah  mengusulkan  Soeharto  sebagai  Ba- 
pak  Tani  dan  Nelayan),  Partai  Solidaritas  Pekerja  Se- 
luruh  Indonesia  (PSPSI),  Partai  Republik,  Partai 
Aliansi  Kcbangkitan  Sunny  Indonesia  (AKAMSI), 
Partai  Demokrat  Liberal  (PDL),  Partai  Gema  Ma- 
syarakat  Indonesia  dan  Iain-lain. 


menjadi  tonggak  awal  bagi  pembangun- 
an demokrasi  di  Indonesia.  Bahkan  yang 
lebih  mengkhawatirkan,  politik  uang  mem- 
punyai  potensi  mengembalikan  tangan-ta- 
ngan  penguasa  lama  mendominasi  lagi  per- 
politikan  nasional.  Dominasi  penguasa  lama 
tidak  hams  diartikan  tampilnya  penguasa 
lama  secara  fisik,  melainkan  melalui  kroni- 
kroni  yang  kini  masih  bertebaran  di  ling- 
kungan  birokrasi  baik  sipil  maupun  mili- 
ter,  serta  dalam  masyarakat.  Dengan  memi- 
liki  jumlah  dana  yang  besar,  permainan  po- 
litik uang  penguasa  lama  kalaupun  tidak 
mengembalikan  perpolitikan  nasional  ke 
pola  rezim  orde  baru,  setidak-tidaknya  mem- 
perlambat  atau  mempersulit  proses  demo- 
kratisasi.  Sekiranya  terdapat  partai  politik 
yang  bersedia  dibiayai  atau  mendapat  du- 
kungan dana  dari  penguasa  lama  Soehar- 
to, mudah-mudahan  hanya  diterima  bantu- 
annya  tetapi  tidak  perlu  diikuti  nasihatnya. 
Oleh  karena  itu  diperlukan  aturan  main  po- 
litik uang  yang  lebih  operasional  oleh  Ko- 
misi  Pemilihan  Umum  (KPU). 

Meskipun  telah  diputuskan  bahwa  biro- 
krasi sipil  dan  militer  tidak  lagi  memihak 
kepada  salah  satu  partai  politik,  namun  da- 
lam pelaksanaannya  hal  itu  perlu  tetap  di- 
waspadai  karena  beberapa  alasan.  Pertama, 
kemenangan  Golkar  dalam  setiap  pemilih- 
an umum  selalu  mengandalkan  dukungan 
dari  kedua  lembaga  tersebut.  Oleh  karena 
itu  dari  pihak  Golkar  sendiri  dewasa  ini 
masih  ingin  tetap  mengandalkan  dukung- 
an itu,  meskipun  dengan  cara-cara  yang 
lebih  canggih.  Indikasi  mengenai  hal  itu 
cukup  jelas,  antara  lain  dapat  dibaca  dari 
beberapa  hal  seperti:  (1)  tertundanya  pe- 
nyampaian  RUU  Pemilu  oleh  Mensesneg 
ke  DPR  karena  terdapat  pasal  yang  me- 
nyatakan netralitas  birokrasi.  Setelah  terja- 
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di  kompromi  bahwa  pasal  tcrsebut  di-cimp, 
dan  kemudian  akan  diatur  dcngan  pcra- 
turan  pemerintah  sesuai  dengan  konsen- 
sus  tiga  OPP,  peraturan  pemerintah  yang 
terbit  pertama  ternyata  menyimpang  dari 
kesepakatan  bersama.  Bam  setelah  dipro- 
tes  oleh  PPP,  peraturan  pemerintah  direvi- 
si  sesuai  dengan  konsensus;  (2)  batalnya 
janji  It.  Akbar  Tandjung  mengundurkan  diri 
seandainya  terpilih  menjadi  Ketua  Umum 
Golkar  pada  Munaslub  tahun  1998  lalu 
menunjukkan  bahwa  jabatan  sebagai  Men- 
sesneg  masih  dianggap  efektif  untuk  men- 
dukung  kiprah  sebagai  ketua  Golkar.  Alih- 
alih  mundur,  malahan  ia  mengajak  bebe- 
rapa  rekan  menteri  untuk  menjadi  pengu- 
rus  Golkar;  (3)  pernyataan  presiden  yang 
mengijinkan  menteri  melakukan  kampanye, 
kecuali  empat  menteri  dan  jaksa  agung, 
menunjukkan  bahwa  Golkar  masih  akan  te- 
tap  mengandalkan  kekuatan  birokrasi  dalam 
pemilihan  umum  yang  akan  datang.  Da- 
lam kasus  ini  sehanisnya  KPU  yang  berwe- 
nang  menyelenggarakan  kampanye  harus 
membuat  pengaturan  yang  sangat  ketat 
disertai  kontrol  yang  efektif  agar  bilamana 
menteri  memang  diijinkan  berkampanye  ha- 
rus berhenti  menjadi  menteri  dalam  arti  ka- 
ta  yang  sesungguhnya.  Jangan  sampai  ter- 
jadi  lagi  praktek-praktek  penyalahgunaan 
jabatan  kenegaraan  untuk  kepentingan  go- 
longan  sebagaimana  dilakukan  oleh  bekas 
ketua  Golkar  yang  merangkap  menjadi  men- 
teri. Setiap  kampanye  pemilihan  umum  me- 
lakukan sandiwara  dengan  menyatakan  pa- 
gi  hari  sebagai  menteri  pada  waktu  meres- 
mikan  proyek,  dan  kemudian  beberapa  jam 
berikutnya  berpidato  sebagai  kader  Golkar. 
Permainan  seperti  itu  sudah  harus  diakhiri 
kalau  memang  pcmilu  diharapkan  menjadi 
awal  dari  penyelesaian  kcmelut  bangsa  yang 
sudah  terlaiu  parah  ini. 


Kedua,  mulai  tcrcium  bahwa  putusan 
nctralitas  birokrasi  masih  diragukan  sendiri 
oleh  aparat  birokrasi  terutama  yang  jauh 
dari  pusal-pusat  reformasi.  Mereka,  sete- 
lah puluhan  tahun  harus  mcmihak  kepada 
Golkar  dan  kemudian  harus  bcrsikap  nc- 
tral,  nampaknya  masih  sulit  mcmpcrcayai 
bahwa  mereka  harus  lidak  mcmihak  lagi. 
Hal  itu  karena  penetrasi  campur  tangan  bi- 
rokrasi dalam  kehidupan  politik  telah  ter- 
laiu lama  dan  terlaiu  mendalam,  tidak  saja 
masuk  ke  dalam  tulang  sumsum  birokrasi, 
bahkan  sudah  menguasai  pikiran  bawah 
sadar  mereka.  Protes  Mari'e  Muhammad  pa- 
da acara  KKI  (Komite  Kemanusiaan  Indo- 
nesia) di  Jakarta  Utara  terhadap  Golkar  se- 
tempat  merupakan  salah  satu  contoh  di 
mana  Golkar  di  Ibukota  pun  secara  terang- 
terangan  berani  melakukan  hal-hal  yang 
dianggap  kurang  fair,  yaitu  memasang 
rambu-rambu  dan  bendera-bendera  Golkar 
di  sekitar  kegiatan  KKI  {Suara  Pe'mba- 
ruan,  Sabtu,  19  Maret  1999).  Kalau  di  Jakar- 
ta di  mana  semua  mata  dengan  tingkat  ke- 
waspadaan  yang  tinggi  Golkar  berani  ne- 
kad  melakukan  hal  itu,  di  daerah-daerah 
yang  jauh  dari  pengawasan,  ke  berani  an 
itu  pasti  akan  lebih  besar.  Sementara  itu 
program  KTP  gratis  yang  dimaksudkan 
agar  masyarakat  dapat  mendaftarkan  diri 
sebagai  pemilih,  dapat  menjadi  salah  satu 
tugas  dari  para  aktivis  pemantau  pemilu 
mengenai  apakah  program  itu  bebas  dari  pe- 
san-pesan  politik  yang  dilakukan  oleh  bi- 
rokrat  setempat. 

Keraguan  birokrasi  bersikap  nctral  da- 
lam pemilu  akan  sangat  menguntungkan 
Golkar.  Oleh  karena  itu  dapat  dimengcrli 
pernyataan  bcrbau  arogan  dari  salah  satu 
tokoh  Golkar  yang  menyebutkan  Golkar  di 
luar  Jawa  akan  mcmperoleh  70  pcrsen  dan 
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di  Jawa  sekitar  40  persen.  Sasaran  itu  tidak 
mustahil  tercapai,  lebih-lebih  bila  mereka 
berhasil  mendistorsi  pengertian  reformasi 
dengan  keributan,  kekacauan,  terganggunya 
keamanan,  mahalnya  harga-harga  kebutuh- 
an  pokok  sehari-hari,  dan  segala  hal  yang 
menyengsarakan  hidup  rakyat.  Sementara 
itu  Golkar  menjanjikan  kembalinya  kemak- 
muran,  kestabilan  politik,  keamanan  serta 
janji-janji  yang  empuk-empuk  sebagaimana 
biasa  dilakukan  pada  pemilu-pemilu  sebe- 
lumnya.  Bagi  masyarakat  yang  sederhana 
dan  jauh  dari  pusat  komunikasi  akan  de- 
ngan mudah  menerima  janji-janji  semacam 
itu.  Oleh  karena  itu  sebaiknya  partai-par- 
lai  politik  lain  jangan  underestimate  de- 
ngan kehebatan  Golkar.  Sikap  meremeh- 
kan  lawan  bertanding  akan  membuat  le- 
ngah  dan  kurang  waspada.  Ujung-ujung- 
nya  akan  mengecewakan  pada  akhir  per- 
tandingan. 

Penutup 

Kemampuan  partai  dalam  berkompetisi 
memperebutkan  dukungan  massa  akan  le- 
bih  banyak  mempergunakan  simbol-simbol 
primordial  dan  karisma  tokoh-tokohnya  da- 
ripada  menjual  isu-isu  yang  rasional.  Hal 
itu  terutama  bukan  karena  semata-mata  kem- 
balinya politik  aliran,  tetapi  lebih  disebab- 
kan  oleh  karena  partai  politik  terdesak  oleh 
sempitnya  waktu  untuk  mempersiapkan  diri 
dengan  baik  dalam  pcmilihan  umum.  Ke- 
nyataan  ini  tentu  sangat  disayangkan  ka- 
rena akan  mendorong  perpolitikan  dido- 
minasi  oleh  isu-isu  yang  tidak  rasional.  Se- 


lain  itu  perebutan  pengaruh  yang  didasar- 
kan  atas  kesetiaan  primordial  akan  mem- 
buat luka  masyarakat  sulit  diobati.  Lebih- 
lebih  bila  perbedaan  didorong  menjadi  pra- 
sangka  atau  rasa  curiga  yang  dimanfaat- 
kan  demi  agenda  politik  sempit  dan  sesaat. 
Oleh  sebab  itu  partai  politik  yang  salah 
satu  fungsinya  adalah  melakukan  pendi- 
dikan  politik  rakyat  diharapkan  secara  ber- 
tahap  dapat  menyajikan  pilihan-pilihan  po- 
litik rasional  kepada  rakyat.  Dengan  demi- 
kian  rakyat  memilih  partai  politik  bukan  ka- 
rena ikatan  primordial  tetapi  lebih  didasar- 
kan  atas  kejelasan  dari  political  platform 
partai-partai  politik  yang  berkompetisi  da- 
lam pemilihan  umum.  Secara  ideal,  mengi- 
ngat  pluralitas  masyarakat  Indonesia,  stra- 
tegi  menggalang  dukungan  rakyat  menun- 
tut  sikap  keterbukaan  dan  inclusiveness 
dari  semua  partai  politik.  Sebab,  dalam  ma- 
syarakat yang  heterogen,  hanya  partai  po- 
litik yang  inklusif,  terbuka  dan  mengako- 
modasi  semua  warga  tanpa  membatasi  di- 
ri pada  semangat  primordial  adalah  partai 
yang  secara  teoretis  akan  menjadi  partai 
masa  depan. 

Selain  itu  penggunaan  uang  dan  ke- 
kuasaan  masih  akan  mewarnai  pemilihan 
umum  yang  akan  datang.  Birokrasi  yang 
telah  sedemikian  lama  disalahgunakan  se- 
bagai  alat  politik  penguasa,  tidak  terlalu 
mudah  melepaskan  diri  dari  kcpentingan 
yang  melekat  kepada  mereka.  Dikhawatir- 
kan  kemenangan  partai  politik  tertentu 
yang  masih  mengandalkan  pola-pola  lama 
akan  mcnyerct  jalannya  reformasi  berbalik 
arah  kepada  kembalinya  politik  otoriter. 


Peluang  Partai  Politik  dalam 
Pemilu  1999:  Tinjauan  Menurut 
Konsep  Manajemen  Bisnis 

Djoko  Susanto 


Pemilu  pada  tanggal  7  Juni  1999  merupakan  tolok  ukur  demokrasi  di  Indonesia  dan 
arah  reformasi  yang  diinginkan.  Lahirnya  banyak  partai  politik  dan  kebebasan  pers  meru- 
pakan sisi  positif  dari  kebijakan  pemerintahan  transisi  Habibie,  di  samping  sisi  negatif- 
nya  yang  aniara  lain  berupa  ketidakjelasan  dalam  penuntasan  beberapa  kasus  nasional 
mulai  dari  masalah  dukun  santet  di  Banyuwangi  Jawa  Timur,  kasus  Ketapang,  kasus  Tri- 
sakti,  penculikan  aktivis  pro-demokrasi,  pengusutan  Soeharto  (mantan  Presiden  RI  kedua) 
sampai  kasus  Ambon.  Apakah  lahirnya  beberapa  di  antara  banyak  partai  itu  merupakan 
"diversifikasi  produk"  dari  suatu  partai  induk,  yang  sengaja  diciptakan  oleh  pemerintah 
karena  tidak  rela  apabila  massu  Golkar  beralih  suara  ke  partai  lain  mengingat  Golkar 
sudah  me  rasa  bersalah  di  inasa  lalu? 

Sehagaimana  diramalkan  oleh  banyak  pihak,  kemungkinan  akan  berkembang  lima 
partai  besar  dalam  pemilu  mendalang.  Kelima  partai  inilah  yang  akan  dicoba  untuk  di- 
analisis  peluang  pasarnya  berdasarkan  pendekatan  manajemen  termasuk  analisis  manaje- 
men strategi  dan  slrategi  pemasarannya  guna  memenangkan  kursi  mayoritas  dalam  pemilu 
mendalang.  Dalam  hal  ini,  partai  politik  dianggap  sebagai  perusahaan  bisnis  yang  sedang 
hersaing  dalam  persaingan  yang  sangat  keras  dan  kemungkinan  mendapat  suara  terba- 
nyak  dari  konsumennya  yaitu  masyarakat. 


Pendahuliian 

PADA  tanggal  21  Mci  1998  yang 
lalu  terjadi  pcrisliwa  pcnting  da- 
lam scjarah  pcrjuangan  bangsa  In- 
donesia, yaitu  tumbangnya  rczim  Orde  Ba- 
ru  yang  ditandai  dcngan  turunnya  H.M. 
Soeharto  dari  jabatannya  sebagai  Presiden 
RI  dan  digantikan  oleh  B.J.  Habibie  (saat 
itu  sebagai  Wapres).  Namun  hingga  saat 
ini  banyak  tantangan  berat  yang  hams  di- 
atasi  oleh  pemerintahan  Habibie,  antara 
lain  krisis  ekonomi  yang  tak  kunjung  ber- 
akhir,  serta  masaiah-masalah  sosial-politik 
dan  hukum  yang  merupakan  efek  lanjutan 
dari  transisi  kepemimpinan  nasional  yang 


masih  tidak  normal.  Legitimasi  politik  pe- 
merintahan Habibie  masih  lemah,  yang  ter- 
cermin  dari  fenomena  ketidakpatuhan  ma- 
syarakat maupun  anarki  sosial  serta  mun- 
culnya  berbagai  bentuk  gerakan  oposisi  aki- 
bat  ketidakseriusan  pemerintahan  Habibie 
dalam  memberantas  KKN  (kolusi,  korupsi 
dan  nepotisme)  dan  pengusutan  kesalahan 
H.M.  Soeharto  sesuai  yang  diamanatkan  da- 
lam Tap  MPR  1998. 

Meskipun  demikian.  patut  pula  dikemu- 
kakan  beberapa  segi  positif  yang  sudah  di- 
perbuat  oleh  pemerintahan  Habibie,  yaitu 
antara  l?iin:  kebebasan  pcrs.  kebebasan  mul- 
tipartai  dan  Iain-lain.  Selanjutnya  menyikapi 
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kebcbasan  multiparlai  dan  untuk  mcngha- 
dapi  Pcmilu  tanggal  7  Juni  1999  yang  akan 
datang  di  mana  hasil  pcnyaringan  kelom- 
pok  sebelas  yang  dikctuai  olch  Nurcholish 
Madjid  menghasilkan  48  parlai  pcscrta 
Pemilu,  pada  tanggal  12  Maret  1999  peme- 
rintah  membentuk  KPU  (Komite  Pemilihan 
Umum)  yang  diketuai  oleh  Rudini  (man- 
tan  KSAD  dan  mantan  Mendagri).  Lerabaga 
ini  beranggotakan  5  orang  wakil  pemerin- 
tah  ditambah  dengan  48  orang  wakil  partai, 
dan  bertugas  untuk  mengatur  tata  cara 
dan  proses  pemilihan  umum. 

Lahirnya  multipartai  merupakan  aspek 
kebijakan  politik  pemerintah  yang  handal 
untuk  menciptakan  ruang  politik  yang  le- 
bih  luas  di  era  reformasi  dan  demokratisa- 
si  ini.  Tulisan  ini  akan  membahas  peluang 
partai  politik  dalam  bersaing  dan  menga- 
lahkan  pesaingnya  ditinjau  dari  sisi  ma- 
najemen  strategi  dan  manajcmcn  pcmasar- 
an.  Dalam  hal  ini,  partai  politik  diibarat- 
kan  sebagai  sebuah  pcrusahaan  jasa  dan 
masyarakat  adalah  konsumcnnya. 

Perkembangan  Berbagai  Kekuatan 
Politik 

Masa  Ordc  Baru  adalah  masa  yang  pa- 
ling gcmilang  bagi  Golkar.  Terlcpas  dari 
rasa  scnang  atau  tidak  scnang,  keberada- 
an  Golkar  di  pcntas  politik  Indonesia  pada 
waktu  itu  sangat  dominan,  sctidaknya  dari 
bcsarnya  simpatisan  yang  dimilikinya.  Se- 
bagai functional  group  yang  tcrbentuk  ta- 
hun  1964  dengan  dukungan  utama  ABRI, 
pada  awalnya  Golkar  diarahkan  untuk 
mcngimbangi  kekuatan  Partai  Komunis  In- 
donesia (PKI)  yang  sangat  kuat  ketika  itu. 

Sclama  tiga  dasawarsa  Golkar  telah  mcn- 
jalankan  fungsinya  sesuai  petunjuk  dari 


Presiden  Soeharto  dan  menjadi  partai  ma- 
yoritas  tunggal  selama  Ordc  Baru.  Bahkan 
ABRI  secara  jelas  menyalakan  dukungan- 
nya  bahwa  secara  historis  ABRI  tidak  per- 
nah  terpisahkan  dari  Golkar  dan  sctiap  ang- 
gota  ABRI  adalah  kader  Golkar  {Kompas, 
18  Maret  1996).  Hal  ini  merupakan  refleksi 
pengaruh  yang  besar  dari  ABRI  di  tubuh 
Golkar.  Kondisi  ini;pu,n  tcrcermin  dengan 
dicalonkannya  Jenderal  TNI  Wiranto  (Men- 
hankam/Pangab)  sebagai  calon  Presiden 
dari  tubuh  Golkar,  di  samping  beberapa 
calon  lainnya  seperti  Habibie,  Sri  Sultan 
Hamengkubuwono  X  dan  Akbar  Tandjung. 

Mundurnya  H.M.  Soeharto  dari  jabatan- 
nya  sebagai  Presiden  dan  H.  Harmoko  seba- 
gai Ketua  Umum  Golkar  ternyata  membuat 
konflik  internal  yang  semakin  menajam  dan 
akhirnya  pecah  sehingga  banyak  tokoh  Gol- 
kar yang  kemudian  menyatakan  keluar  dari 
partai  tersebut  dan  mendirikan  partai-partai 
baru.  Pertanyaan  yang  menarik  sekarang 
adalah,  apakah  partai-partai  ini  merupakan 
"diversifikasi  produk"  dari  Partai  Golkar? 
Dalam  politik  segalanya  memang  mungkin. 

Semangat  baru  reformasi  rupanya  se- 
dang  tumbuh  di  semua  parpol  peserta  pe- 
milu termasuk  Golkar.  Golkar  memiliki  du- 
kungan materiil  dan  infrastruktur  partai 
yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  pe- 
saingnya, dan  mencoba  menawarkan  sua- 
tu  Golkar  bam  dengan  visi  baru  guna  me- 
narik simpati  masyarakat  pemilih.  Namun, 
banyak  pihak  meragukan  kesungguhan  Gol- 
kar dalam  menjalarikan  visi  baru  tersebut 
dan  memperkirakan  bahwa  perolehan  suara 
partai  ini  akan  turun  drastis  pada  Pemilu 
mendatang. 

Sementara  itu,  kekuatan  parpol  lain  ti- 
dak bisa  diremehkan  karena  mempunyai 
manajemen  dan  kepemimpinan  yang  demo- 
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kratis,  seperti  PDI  Perjuangan  pimpinan 
Megawati,  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB) 
yang  dilahirkan  oleh  Nahdlatul  Ulama  (NU), 
Partai  Amanat  Nasional  (PAN)  yang  dike- 
tuai  oleh  Amien  Rais  yang  berbasiskan  Is- 
lam moderat  dan  liberal  dari  Muhammadi- 
yah  serta  Partai  Bulan  Bintang  (PBB)  yang 
didirikan  oleh  masyarakat  dan  tokoh  Islam 
senior  dari  Masyumi  dan  lain-lainnya.  De- 
mikian  pula  halnya  dengan  PPP  (Partai'  Per- 
satuan  Pembangunan). 

PDI  Perjuangan  yang  mempunyai  ke- 
unggulan  kharisma  dari  mendiang  ayah 
sang  Ketua  Umumnya,  masih  mempunyai 
pendukung  yang  kuat  dan  fanatik.'  Ma- 
najemen  organisasinya  cukup  solid  atau 
team  work-nya  sangat  bagus  dan  stabii 
serta  strategi  pemasarannya  selama  ini 
juga  tampil  cukup  meyakinkan  sehingga 
unggul  dibandingkan  dengan  pesaing- 
nya.  Demikian  pula  PAN  yang  reformis, 
PKB  yang  mayoritas  warga  NU  dan  PBB 
masing-masing  tentu  mempunyai  keung- 
gulan.  Dari  48  partai  peserta  pemilu,  berda- 
sarkan  pengamatan  di  lapangan  dan  ada- 
nya  kemungkinan  bahwa  beberapa  parpol 
merupakan  diversifikasi  produk  dari  par- 
tai induknya,  maka  tinggal  lima  partai  ung- 
gulan  yang  dianggap  mempunyai  cukup 
peluang  untuk  menarik  simpatisannya.  Par- 
tai tersebut  adalah  Partai  Golkar,  PAN,  PDI 
Perjuangan,  PKB  dan  PPP. 

Pendekatan  Politik  dengan  Konsep 
Manajemen  Bisnis 

Partai  politik  yang  menyusun  strategi- 
nya  dengan  gaya  revolusi  tidak  sekadar 

'Scbagaimana  kita  kctahui,  Megawati  Sockarno- 
putri  adalah  putri  sulung  Prcsiden  RI  yang  pcrta- 
ma,  Soekarno. 
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mempertanyakan  atau  bersikap  kritis,  krea- 
tif,  tetapi  membuat  sesuatu  yang  barn.  Tuju- 
annya  bukan  revolusi  itu  sendiri,  melainkan 
inovasi  unggul  yang  diharapkan  bisa  menja- 
di  revolusi  di  bidangnya.  Dalam  pertempur- 
an  atau  peperangan  biasanya  dimenangkan 
oleh  Jenderal  yang  pandai  bersiasat,  dengan 
taktik  dan  strategi  yang  matang,  kemudian 
ia  dapat  mengalahkan  lawan-lawannya  de- 
ngan cepat,  tepat  dan  dengan  korban  yang 
sesedikit  mungkin.  Hal  serupa  berlaku  pula 
bagi  dunia  bisnis,  jadi  bisnis  identik  de- 
ngan suatu  peperangan.  Itulah  sebabnya, 
analisis  dalam  tulisan  ini  menggunakan  pen- 
dekatan manajemen  bisnis,  terutama  mana- 
jemen strategi  dan  strategi  pemasaran. 

Pada  dasarnya  manajemen  strategi  di- 
bagi  ke  dalam  tiga  tahap,  yaitu:  pemmus- 
an  strategi,  penerapan  strategi,  dan  eva- 
luasi  strategi.  Ketiga  tahap  tersebut  dida- 
sarkan  pada  analisis  pasar  dan  riset  peri- 
laku  konsumen  yang  selalu  berubah-ubah 
yang  tentunya  diawali  dengan  metode  STP 
(segmentation,  targeting,  dan  positioning). 
Perumusan  strategi  mencakup  penyusunan 
misi  bisnis,  identifikasi  peluang  dan  an- 
caman  ekstemal,  penilaian  kekuatan  dan  ke- 
lemahan  internal,  menetapkan  sasaran,  me- 
nyusun strategi  altematif  dan  memilih  stra- 
tegi yang  hendak  dijalankan.  Agar  strate- 
gi yang  sudah  dipilih  dapat  dieksekusi 
dan  diimplementasikan  maka  dituntut  di- 
siplin,  komitmen  dan  pengorbanan  priba- 
di.  Keberhasilan  tahap  ini  sangat  tergan- 
tung  pada  manajer  untuk  memotivasi  ang- 
gotanya.  Tahap  terakhir  dari  manajemen 
strategi,  yaitu  evaluasi  strategi,  adalah  di 
mana  para  pemimpin  ingin  mengelahui 
apakah  strategi  yang  diterapkan  kurang 
lancar,  atau  perlu  modifikasi  strategi  karena 
faktor  eksternal  ataupun  internal  yang  se- 
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lalu  berubah.  Dalam  evaluasi  strategi  terda- 
pat  tiga  hal  yang  hams  dibahas,  yaitu:  per- 
tama,  meninjau  kembali  faktor-faktor  eks- 
ternal  dan  internal  yang  mendasari  strategi 
dan  dirumuskan;  kedua,  mengukur  prestasi; 
dan  ketiga,  melakukan  tindakan-tindakan 
koreksi.  Evaluasi  strategi  diperlukan  karena 
keberhasilan  hari  ini  bukanlah  jaminan  suk- 
ses  di  hari  esok.  Keberhasilan  selalu  me- 
nimbulkan  problem  bam  yang  berbeda-beda. 

Tuntutan  masyarakat  dan  kehendak  ams 
bawah  tidak  bisa  dilawan,  ini  sama  keada- 
annya  dengan  melawan  hukum  alam.  Se- 
bab,  pasar  dan  masyarakat  terbentuk  seca- 
ra  alamiah  dengan  kebutuhan  riil  dan  ra- 
sional  yang  dirasakan.  Arie  de  Geus  penu- 
lis  The  Living  Company  mengatakan  bahwa 
yang  bisa  bertahan  di  abad  mendatang  ha- 
nyalah  pihak-pihak  yang  melakukan  adap- 
tasi  strategis.  Langkah-langkah  strategis 
selanjutnya  adalah  sampai  seberapa  jauh 
analisis  manajemen  bisnis  dapat  diaplika- 
si  dengan  analisis  partai  politik  saat  ini. 

Segmentasi  Pasar 

Analisis  segmentasi  pasar  memperlihat- 
kan  sifat  dasar  keberadaan  dan  keinginan 
pembeli  yang  bervariasi  di  pasar.  Analisis 
ini  memberikan  peluang  bagi  organisasi  un- 
tuk  memadukan  kemampuan  bisnis  dengan 
permintaan  dari  satu  atau  lebih  kelompok 
konsumen  secara  selektif.  Tiap  segmen  me- 
miliki  karakteristik  yang  sangat  berbeda  un- 
tuk  segmen  pasar  produk.  Posisi  suara  ang- 
gota  MPR  dapat  dibedakan  menjadi  dua 
yaitu:  pertama,  wakil  partai  yang  dipilih  da- 
lam pemilu  berjumlah  462  orang  (66  persen 
dari  total);  kedua,  anggota  yang  diangkat 
berjumlah  238  orang  (34  persen  dari  jum- 
lah  total)  yang  terdiri  dari:  ABRI  =  38  orang 
(5,4  persen),  Utusan  Daerah  =  135  orang 


(19,3  persen)  dan  Utusan  Golongan  =  65  orang 
(9,3  persen).  Selanjutnya  untuk  memenang- 
kan  pemilu  maka  kekuatan  politik  harus 
mengumpulkan  mayoritas  suara  51  persen 
atau  351  kursi  di  MPR.  Berdasarkan  hal  ini 
maka  pada  pemilu  mendatang  mayoritas 
di  MPR  hanya  bisa  diraih  melalui  koalisi. 

Perkiraan  perolehan  suara  secara  kese- 
luruhan  menunjukkan  bahwa  Golkar  akan 
mengalami  kemerosotan  terutama  di  Pulau 
Jawa.  Keuntungan  bagi  partai  ini  adalah 
bahwa  segmen  pasar  Golkar  bersifat  maje- 
muk,  artinya  berasal  dari  berbagai  golong- 
an. Sementara  PAN,  PBB  dan  PPP  akan  ber- 
saing  karena  membidik  segmen  pasar  yang 
sama  dalam  memperebutkan  Islam  moderat 
di  perkotaan.  Sedangkan  PKB  akan  banyak 
berkutat  dengan  massa  NU-nya  yang  tradi- 
sional  dan  dulu  pernah  digiring  untuk  ma- 
suk  ke  Golkar.  Kemudian  PDI  Perjuangan 
akan  menarik  segmen  pasar  yang  berjiwa 
nasionalis,  dan  dulu  banyak  juga  yang  ber- 
naung  di  bawah  Golkar.  Faktor  keuntungan 
segmen  pasar  PDI  Perjuangan  adalah  me- 
layani  pasar  yang  majemuk  namun  mem- 
punyai  visi  yang  sama,  yaitu  nasionalis 
dan  demokrasi.  Pengalanian  pada  pemilu 
masa  silam  menunjukkan  bahwa  peroleh- 
an suara  PDI  menunjukkan  kenaikan  suara 
yang  cukup  bagus  yaitu:  tahun  1982  (7,9 
persen),  1987  (10,9  persen),  1992  (14,9  per- 
sen). Berbagai  survei  menjelang  Pemilu 
1997  menunjukkan  bahwa  popularitas  PDI 
setelah  dipegang  oleh  Megawati  mening- 
kat  sangat  pesat.  Terlebih  mengingat  bah- 
wa partai  ini  banyak  dipandang  sebagai 
suatu  simbol  perlawanan  rakyat  menentang 
status  quo.  Apabila  Pemilu  1997  dilaksa- 
nakan  secara  jurdil,  bukan  tidak  mungkin 
perolehan  suara  PDI  melewati  perolehan 
suara  Golkar.  Temuan  yang  sangat  meri- 
saukan  itu  kemudian  ditindaklanjuti  de- 
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ngan  manuver  merontokkan  Megawati,  se- 
hingga  pada  Pemilu  1997  perolehan  suara 
PDI  yang  dipimpin  oleh  Surjadi  cs.  hanya 
sebesar  3  persen. 

Pada  tahun  1997,  perpecahan  yang  ada 
di  tubuh  PDI  membuat  tokoh  PPP  dari 
Solo,  Mudrick  Sangidoe,  mencoba  menarik 
konsumen  yang  aspirasinya  tidak  tertam- 
pung  di  PDI.  Maka  muncullah  kreativitas- 
nya  dengan  istilah  "Mega  Bintang".  Rupa- 
nya  move  tersebut  cukup  merisaukan  Ke- 
tua  Umum  PB  NU  Abdurrahman  Wahid 
yang  kemudian  menggandeng  Ketua  DPP 
Golkar,  Siti  Hardiyanti  Rukmana  (Mbak 
Tutut),  untuk  berkeliling  ke  kantong-kan- 
tong  NU.  Namun  perolehan  suara  Pemilu 
1997  menunjukkan  bahwa  Gus  Dur  tidak 
berhasil  dengan  move-nya  tersebut  karena 
12  persen  suara  PDI  tersebut  exodus  ke 
PPP  9  persen  dan  ke  Golkar  3  persen.  De- 
ngan gambaran  di  atas,  khususnya  meng- 
ingat  bahwa  Ketua  Umum  PPP  Hamzah 
Haz  berasal  dari  NU,  maka  diperkirakan 
suara  warga  NU  akan  terpecah  ke  PKB 
dan  PPP  di  samping  juga  kemungkinan  ke 
partai  Islam  lainnya. 

Analisis  Eksternal-Internal 

Data  variabel  dalam  analisis  ini  diambil 
dengan  cara  hasil  kuesioner  di  mana  res- 
ponden  adalah  tingkat  usia  antara  24  sam- 
pai  dengan  45  tahun,  jumlah  responden 
100  orang  (kelompok  pria  80  orang  dan 
kelompok  wanita  20  orang),  tingkat  pendi- 
dikan  di  bawah  S-1  =  35  persen,  S-1  =40 
persen;  S-2  =  15  persen  dan  S-3  =  10  persen. 
Selanjutnya  variabel  data  diolah  berdasar- 
kan  nilai  eksternal  dan  internal  di  mana 
analisis  eksternal  dimaksudkan  untuk  me- 
ngetahui  peluang  dan  ancaman  dan  anali- 
sis internal  dimaksudkan  untuk  mengeta- 
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hui  kekuatan  dan  kelemahan  dari  masing- 
masing  partai  politik. 

Dari  hasil  penilaian  di  atas  terlihat  bah- 
wa kekuatan  dan  kelemahan  kelima  partai 
politik  hampir  seimbang  namun  demikian 
PDI-P  temyata  mempunyai  keunggulan.  Da- 
lam hal  ini,  Pemimpin  Pasar  sebenarnya 
adalah  Golkar  namun  PDI-P  akan  mampu 
menggeser  dominasi  Golkar  jika  dilihat 
dari  masing-masing  sejarah  partai,  walau- 
pun  kemungkinan  itu  kelihatannya  sangat 
tipis.  Sedangkan  peluang  dan  ancaman  ter- 
lihat bahwa  PAN  dan  PDI-P  mempunyai 
peluang  yang  sama  disusul  PKB  dan  PPP, 
sedangkan  peluang  untuk  Golkar  sangat 
buruk,  karena  sesungguhnya  masyarakat  su- 
dah  kurang  menaruh  simpati  dan  kurang 
merespons  eksistensi  Golkar.  Namun  demi- 
kian Golkar  akan  menjadi  partai  yang  sa- 
ngat berbahaya  jika  menerapkan  strategi 
deep  pocket-nya.  yaitu  dengan  keunggulan 
keuangannya. 

Menurut  konsep  manajemen  bisnis,  the 
ruler  maker  adalah  Pemimpin  Pasar  atau  ke- 
kuatan dominan  pada  industri  yang  sama. 
Mereka  menciptakan  dan  melindungi  orto- 
doksi  dan  dengan  demikian  berusaha  mem- 
pertahankan  status  quo  serta  akan  selalu 
membuat  barrier  to  entry  bagi  pesaingnya. 
The  ruler  taker  terpatok  untuk  mengalah- 
kan  Pemimpin  Pasar  dengan  mengikuti  atur- 
an-aturan  yang  justru  berasal  dari  Pemim- 
pin Pasar;  selalu  mencoba  lebih  keras  mc- 
rupakan  slogan  mereka.  Tetapi  fakta  me- 
nunjukkan bahwa  sangat  sulit  bagi  mereka 
untuk  melampaui  Pemimpin  Pasar.  Michael 
Porter  membagi  empat  struktur  pasar  bcr- 
dasarkan  pangsa  pasar,  yaitu  jika  mengua- 
sai  40  persen  pangsa  pasar  adalah  Pemim- 
pin Pasar,  30  persen  adalah  Pcnaniang  Pa- 
sar, 20  persen  Pengikut  Pasar  dan  10  per- 
sen Pengambil  Ceruk  Pasar. 
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ANALISIS.  INTERNAL  DAN  EKSTERNAL 


ANALISIS  INTERNAL 


No. 

Uraian 

Golkar 

PDI-P 

PKB 

PAN 

PPP 

1 

Kecakapan  Pemimpin  Partai 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

Manajemen/Jeam  Work 

1 

3 

2 

2 

1 

3 

Kondisi  Keuangan  Partai 

3 

3 

2 

2 

2 

4 

Strategi  Pemasaran 

2 

3 

2 

2 

1 

5 

Dukungan  Massa 

3 

3 

3 

3 

2 

6 

Kemampuan  melihat  Potensi  Pasar 

2 

3 

2 

2 

1 

7 

Keunggulan  Infrastruktur  Partai 

3 

3 

2 

2 

3 

8 

Kualitas  dan  Citra  Jurkam 

3 

3 

2 

3 

1 

9 

Kinerja  dan  Kualitas  Program 

2 

2 

2 

3 

1 

10 

Cepat  Tanggap  terhadap  Anis  Reformasi 

1 

3 

2 

3 

2 

TOTAL  , 

22  =  2,2 

28=2,8 

21  =2,1 

24  =  2,4 

16  =  1,6 

ANALISIS  EKSTERNAL 

No. 

Uraian 

Golkar 

PDI-P 

PKB 

PAN 

PPP 

1 

Indikasi  Intervensi  Pemerintah 

-2 

1 

1 

1 

-1 

2 

Indikasi  Money  Politics 

-3 

1 

1 

1 

-1 

3 

Besamya  Segmen  Pasar 

3 

3 

2 

2 

1 

4 

Kecepatan  Reaksi  terhadap  Pesaing 

3 

3 

2 

3 

2 

5 

Basis  Massa  Mumi 

3 

2 

3 

2 

6 

Organisasi  yang  Berfokus  Konsumen 

2 

2 

2 

1 

7 

Kesamaan  Visi-Misi/Koalisi 

3 

2 

3 

1 

8 

Hubungan  dengan  LSM  Luar  Negeri 

3 

2 

3 

2 

9 

Sejarah  Partai 

3 

2 

2 

2 

10 

Keterkaitan  dengan  ABRI 

-2 

2 

2 

3 

2 

4  =  B,4 

24  =  2,4 

18  =  1,8 

23  =  2,3 

11  =  1,1 

ANALISIS  PERHTTUNGAN 

Nilai  1  =  Rendah,  Nilai  2  =  Sedang,  dan  Nilai  3  =  Tinggi 

Kekuatan  Bisnis/Intemal  Daya  Tank  Industri 

Tinggi  Sedang  Rendah 

(T)  (S)  (R)_ 

Tinggi  (T)  -  PDI.p 

Sedang  (S)  -  pan  =  PKB  Golkar 

Rendah  (R)  .  ppp 

Keterangan: 

T-T,  T-S,  S-T  =  Investasi  Maksimum 

T-R,  S-S.  R-T  =  Hati-hati 

S-R,  R-R,  R-S  =  Divestasi 
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Alternatif  Strategi  Pemecahan 
Masalah 

Dalam  suasana  hypercompetitive  bisnis 
dan  dalam  era  reformasi  ini  konsep  mana- 
jcmcn  bisnis  akan  diterapkan  dalam  per- 
golakan  politik  menjelang  Pemilu  1999. 
Mcnurut  D'Aveni,  apabila  suatu  perusa- 
haan  dapal  menerapkan  strategi  empat 
arena  persaingan  dengan  baik  maka  peru- 
sahaan  terscbut  akan  keluar  sebagai  peme- 
nang.  Strategi  empat  arena  persaingan  dari 
D'Aveni  tersebut  meliputi:  Deep  Pocket, 
Timing  &  Know  How,  Strong  Holds,  dan 
Cost  &  Quality.  Pemenang  yang  akan  me- 
menangkan  persaingan  tersebut  adalah 
mereka  yang  memandang  perubahan  seba- 
gai peluang  dan  bersikap  proaktif  dalam 
menyikapi  kondisi  yang  serba  kacau,  dan 
mclihat  bahwa  kekacauan  adalah  sumber 
peliLiang  yang  harus  digarap  secara  serius 
dan  dianggap  sebagai  keunggulan  pasar. 
Customer  oriented  harus  digunakan  oleh 
partai  politik  yang  menghargai  adanya  re- 
formasi sehingga  keinginan  rakyat  sebagai 
konsumen  diutamakan  dan  partai  politik 
sebagai  pemain  atau  perusahaan  memberi- 
kan  produknya  sesuai  dengan  selera  kon- 
sumen pada  segmen  pasar  masing-masing. 

Pengevaluasian  strategi,  kekuatan,  kele- 
mahan  dan  rencana  para  pesaing  juga  me- 
rupakan  aspek  penting  dalam  analisis  si- 
tuasi.  Evaluasi  ini  menjadi  penting  untuk 
identifikasi  pesaing  yang  sudah  ada  dan 
potcnsial.  Produk  baru  diperlukan  untuk 
menggantikan  produk  lama  yang  penjualan 
dan  labanya  sudah  menurun.  Strategi  pe- 
ngembangan  dan  penentuan  posisi  untuk 
memasuki  pasar  melibatkan  semua  fungsi 
bisnis.  Mendengar  apa  kata  konsumen  me- 
rupakan  hal  penting  dalam  mengidentifika- 
sikan  penampilan  produk  dan  mcmpenga- 
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ruhi  kepuasan  konsumen.  Dalam  kaitan  ini, 
partai  politik  yang  cepat  mampu  merespons 
angin  reformasi  akan  mendapat  dukungan 
massa  yang  kuat  untuk  saat  ini. 

PDI  Perjuangan  memiliki  peluang  dan 
kekuatan  internal  yang  cukup  bagus  untuk 
dapat  mengungguli  partai  politik  lainnya 
karena  partai  ini  mempunyai  kekuatan  in- 
ternal yang  tinggi.  Situasi  saat  ini  adalah 
tinggal  merealisasikan  strategi  pemecahan 
masalahnya  dengan  mendengar  apa  kata 
konsumen  karena  sebenarnya  konsumen 
sudah  menunggu  lama  peluncuran  produk 
baru  tersebut  yang  dapat  menampung  as- 
pirasi  politiknya.  Partai  ini  harus  tetap  kon- 
sisten  dengan  komitmen  awalnya  untuk  me- 
muaskan  pelanggannya  dan  jangan  sampai 
pelanggan  dikecewakan  sehingga  harus 
menjaga  Customer  Service  ditempatkan  di 
lini  depan  sementara  Brand  Positioning  su- 
dah dipunyainya. 

PAN  dan  PKB,  mempunyai  peluang  yang 
sama  dan  akibat  adanya  reformasi  dan  peru- 
bahan diharapkan  kedua  partai  politik  ini 
mampu  menangkap  peluang  yang  ada.  Ten- 
tunya  suara  Golkar  yang  akan  exodus  ke- 
luar dapat  ditampung  sebagian  karena  se- 
suai dengan  segmen  pasarnya  masing-ma- 
sing. Pilihan  strategi  yang  sesuai  untuk 
kondisi  seperti  ini  (posisi  produk  baru  dan 
pasar  lama)  adalah  strategi  pengembangan 
produk.  Implementasi  strategi  misalnya  de- 
ngan meningkatkan  mulu  produknya  dan 
mencoba  mengembangkan  segmen  pasar 
baru.  Namun  sumber  kcuangan  dan  sumber 
daya  lainnya  juga  harus  ditingkatkan  se- 
hingga konsumen  merasa  Icbih  yakin  tcr- 
hadap  komitmen  dan  kualitas  produknya. 
Apabila  akan  mengembangkan  segmen  pa- 
sar baru  maka  pasar  potcnsial  yang  bcrsi- 
fat  ceruk  pasar  dapat  dibidik  khususnya 
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di  daerah  pelosok-pelosok  pedesaan,  dan 
bahkan  di  luar  Pulau  Jawa  khususnya  di 
Indonesia  Timur. 

PPP,  posisi  bisnis  partai  ini  sedang  ber- 
ada  pada  tahap  kemunduran  karena  mun- 
culnya  pesaing-pesaing  bam  yang  masuk  ke 
dalam  segmen  pasarnya.  Apalagi  para  pen- 
datang  bam  tersebut  mampu  langsung  me- 
rebut  minat  konsumen  untuk  membeli  pro- 
duk  bamnya.  Pilihan  st'rategi  untuk  partai 
ini  adalah  bertahan  dan  implementasi  stra- 
teginya  dapat  melakukan  konsolidasi  intern, 
atau  jika  mungkin  melakukan  merger/koalisi 
dengan  parpol  lain  yang  mempunyai  per- 
sepsi  yang  sama  terhadap  tujuan  bisnis. 

Partai  Golkar,  berdasarkan  analisis  ini 
maka  posisinya  pun  tidak  jauh  berbeda 
dari  PPP  sehingga  strategi  yang  diterap- 
kan  adalah  bertahan  atau  turn  around.  Ar- 
tinya  kekuatan  internal  di  dalam  tubuh  Gol- 
kar sebenarnya  masih  cukup  besar  tetapi 
peluangnya  dalam  kondisi  saat  ini  sudah 
kecil  karena  persepsi  di  benak  pembeli  su- 
dah turun  sehingga  perlu  mengadakan 
repositioning  yang  diikuti  dengan  reseg- 
mentation  dan  retargeting.  Posisi  Golkar 
saat  ini  sangat  kritis.  Di  balik  peluang 
yang  sebenarnya  sudah  tipis  ini  maka  stra- 
tegi dalam  kondisi  pasar  yang  sudah  je- 
nuh  ini  adalah  membuat  persepsi  bahwa 
produk  lamanya  tersebut  seolah-olah  men- 
jadi  produk  bam. 

Penutup 

Gemumhnya  politik  dan  naiknya  suhu 
politik  menjelang  pemilu  adalah  sesuatu 
yang  wajar,  namun  makna  Pemilu  1999  ada- 
lah lain  dari  pemilu  sebelumnya.  Dcmokra- 
si,  pemilu  yang  jurdil,  reformasi  adalah  tu- 
juan akhir  yang  diharapkan  pada  pemilu 


saat  ini.  Terjadinya  kerusuhan  di  hampir 
seluruh  bumi  pertiwi  Indonesia  dan  yang 
terakhir  di  Sambas,  Kalimantan  Barat  mem- 
pakan  prediksi  pertamngan  elite  politik  di 
negeri  ini  dan  menunjukkan  bahwa  suhu 
politik  sudah  benar-benar  meningkat.  Gol- 
kar yang  pada  pemilu-pemilu  sebelumnya 
selalu  menguasai  pangsa  pasar  dan  suara 
mayoritas  serta  disebut  sebagai  Pemimpin 
Pasar,  pada  pemilu  mendatang  eksistensi- 
nya  sedang  diuji  karena  masyarakat  seba- 
gai konsumen  menilai  bahwa  suara  Golkar 
pada  pemilu-pemilu  yang  lalu  adalah  hasil 
yang  tidak  jurdil.  Suara  hati  nurani  seba- 
gian  besar  masyarakat  konsumen  menga- 
takan  bahwa  suara  yang  diberikan  tersebut 
adalah  tidak  demokratis.  Di  samping  itu, 
berkembang  pula  isu  tentang  KKN  yang 
memang  segala  fasilitas  dan  infrastruktur 
untuk  itu  telah  diciptakannya.  Akibat  le- 
bih  lanjut  yang  paling  parah  adalah  ja- 
tuhnya  rezim  Orde  Bam  pada  tanggal  21 
Mei  1998  yang  lalu  sehingga  pada  pe- 
milu mendatang  Golkar  diperkirakan  me- 
nempati  posisi  "bertahan"  atau  bahkan 
turn  around.  Selanjutnya,  untuk  menghi- 
langkan  krisis  yang  berkembang  pada  saat 
ini,  dibutuhkan  figur  pemimpin  yang  bi- 
sa  mengembalikan  citra  dan  membangun 
negara  Indonesia  bam  dan  dijiwai  oleh  si- 
fat  kerakyatan,  yaitu  "takhta  untuk  rakyat". 

Menjelang  Pemilu  1997  yang  lalu  ter- 
lihat  bahwa  kemungkinan  perolehan  suara 
PDI  pimpinan  Megawati  Soekarnoputri  akan 
meningkat  tajam.  Oleh  karena  itu,  dengan 
segala  rekayasa  yang  terlihat  agak  kasar, 
pemerintah  pada  waktu  itu  membuat  entry 
barrier  dengan  menggusur  secara  paksa 
Megawati  Soekarnoputri  dari  pucuk  pim- 
pinan PDI  dan  diganlikan  oleh  Surjadi.  Tu- 
juannya  adalah  agar  suara  Golkar  tctap  me- 
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rupakan  suara  mayorilas  dan  dianggap  se- 
bagai  Pemimpin  Pasar.  Namun  tindakan 
yang  kurang  didasarkan  pada  teori  mana- 
jemen  tersebut  berakibat  fatal  dan  menjadi 
"bumerang"  sendiri  bagi  Golkar  di  mana 
kredibilitasnya  mulai  jatuh.  Saat  ini  PDI-P 
pimpinan  Megawati  dapat  membuat  hattrick 
di  mana  sebagian  besar  suara  Golkar  yang 
lari  akan  diserap  oleh  partai  ini.  Dengan 
demikian,  berdasarkan  analisis  maka  partai 
PDI-P  akan  menjadi  saingan  terberat  bagi 
Golkar  karena  akan  menjadi  Pemimpin  Pasar 
untuk  kondisi  saat  ini  dengan  catatan  apa- 
bila  pemilu  dilaksanakan  secara  "jurdil". 

keinginan  masyarakat  Indonesia  seba- 
gai  konsumen  adalah  menginginkan  peru- 
bahan  dalam  dunia  politik  namun  masih 
menjunjung  tinggi  adat  ketimuran,  mereka 
menginginkan  pembauran  etnis,  dihilang- 
kannya  KKN  dari  semua  birokrasi  peme- 
rintahan,  menjunjung  tinggi  keadilan,  ser- 
ta  negara  yang  demokratis  berdasarkan 
UUD'45  dan  Pancasila.  Untuk  merespons 
hal  tersebut  kiranya  partai  politik  baru, 
apakah  partai  tersebut  merupakan  diferen- 
siasi  produk  ataupun  diversifikasi  produk 
dari  partai  induknya,  sebaiknya  melakukan 
koalisi  atau  menurut  istilah  manajemen  ada- 
lah merger.  Diharapkan  bahwa  dengan  de- 
mikian aspirasi  sebagian  besar  masyarakat 
Indonesia  terserap  sehingga  pada  giliraimya 
dapat  tercipta  Customer  Satisfication.  Da- 
lam hal  ini,  konsumen  puas,  stake  holders 
puas,  selanjutnya  perusahaan  pun  untung 
yang  pada  gilirannya  dunia  internasional 
dapat  membuka  diri  lagi  dengan  kondisi 
Indonesia  yang  baru. 

Namun  demikian  bagi  yang  kalah  dalam 
pemilu  yang  jurdil  nanti  diharapkan  mampu 
menerima  kekalahan  tersebut  dengan  lapang 
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dada  dan  berjiwa  ksatria  atau  "sportif.  Pada 
kondisi  seperti  saat  ini  elite  politik  hams 
menyadari  bahwa  rakyat  sudah  sangat  men- 
derita  sehingga  diharapkan  pertarungan  se- 
lama  ini  dapat  dibuat  peluang  untuk  ber- 
sama-sama  membangun  Indonesia  yang  su- 
dah sangat  terpuruk  ini.  Apabila  kondisi 
politik  dan  keamanan  sudah  normal  kem- 
bali  maka  penataan  keuangan,  yaitu  suku 
bunga,  dapat  ditekan  turun  sehingga  selan- 
jutnya sektor  riil  dan  roda  perekonomian 
akan  berputar  kembali.  Dalam  percaturan 
politik,  konsep  manajemen  bisnis  sangat 
tepat  diterapkan  sehingga  setiap  tahapan 
strateginya  dapat  dipersiapkan  dan  dikon- 
trol  serta  antisipasinya  dipersiapkan  sam- 
pai  kemungkinan  yang  paling  buruk  akan 
dapat  terdeteksi  secara  dini. 
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Peran  KPU,  Pengawasan  Pemilu, 
Pemerintah  dan  Birokrasi 
dalam  Menjamin  Pemilu  yang 
Bebas,  Jujur  dan  Adil 

Ramlan  Surhakti 


Pemilu  yang  akan  berlangsung  tanggal  7  Juni  1999  mendatang  mempunyai  arti  pen- 
ting  sekaligus  krusial  sebagai  langkah  awal  bagi  pemulihan  krisis  di  Indonesia.  Harapan 
masyarakat  dari  pemilu  mendatang  adalah  berjalan  secara  demokratis  sehingga  dihasil- 
kan  pemerintahan  yang  legitimate.  Namun  demikian  arah  dari  pelaksanaan  pemilu  yang 
demokratis  masih  penuh  dengan  masalah.  Berbagai  ketidakpuasan  dan  kritik  masih  me- 
warnai  berita  di  berbagai  media  massa  yang  berkaitan  dengan  proses  pemilu  ataupun 
aturan-aturan  hukum  dari  pelaksanaan  pemilu  itu  sendiri. 

Oleh  karena  itu  proses  pemantauan  pemilu  menjadi  penting  baik  sebelum  pemilu,  pa- 
da  saat  pemilihan,  sampai  dengan  tahapan  sesudah  pemilu.  Sebab  pelaksanaan  pemilu 
punya  potensi  untuk  berlangsung  tidak  jurdil,  manipulasi  kekuasaan,  money  politics  mau- 
pun  ancaman  kekerasan.  Secara  komprehensif,  proses  pemantauan  meliputi  pemantauan 
UU  Politik  yang  menjadi  landasan  pelaksanaan  pemilu,  pemantauan  pendaftaran  partai 
politik,  pemantauan  pendaftaran  colon  anggota  DPR/DPRD,  sosialisasi  dan  penyuluhan 
masyarakat,  pemantauan  pendaftaran  pemilih,  pemantauan  kampanye,  pemantauan  pe- 
mungutan  suara,  perhitungan  suara,  proses  pelanggaran  pemilu  serta  pemantauan  sesudah 
pemilu  sampai  dihasilkannya  pemerintahan  yang  baru. 


Pendahuluan 

KOMISI  Pemilihan  Umum  (KPU), 
Pengawasan  Pemilu,  pemerintah 
dan  birokrasi  macam  apakah  yang 
dapat  menjamin  pelaksanaan  pemilu  yang 
bebas,  jujur  dan  adil  {free  and  fair  elec- 
tion)! Apakah  UU  Pemilu  yang  baru  dan 
peraturan  lain  yang  relevan  mampu  mela- 
hirkan  KPU,  Pengawasan  Pemilu,  pemerin- 
tah dan  birokrasi  semacam  itu?  Apakah  se- 
mua  ini  dapat  terlaksana  dalam  kenyataan 
mengingat  pengalaman  politik  Orde  Baru 


selama  lebih  dari  tiga  dekade?  Pertanyaan 
inilah  yang  hendak  diuraikan  di  sini. 

Secara  normatif  sekurang-kurangnya  ter- 
dapat  lima  faktor  dalam  UU  Pemilu  dan  per- 
aturan lain  yang  terkait  yang  dapat  menja- 
min pelaksanaan  pemilu  yang  bebas,  jujur 
dan  adil.  Pertama,  pemilu  tidak  lagi  dise- 
lenggarakan  secara  monopolistik  oleh  pe- 
merintah tetapi  oleh  wakil  pemerintah  ber- 
sama-sama  dengan  wakil  partai  politik  pe- 
serta  pemilu  dalam  posisi  yang  setara  dan 
suara  yang  berimbang  mulai  dari  pusat 
sampai  ke  TPS.  Menurut  UU  Pemilu  ini, 
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partai  politik  peserta  pemilu  tidak  hanya 
berhak  diwakili  dalam  setiap  panitia  pe- 
milu mulai  dari  KPU/PPI  sampai  KPPS/TPS 
tetapi  juga  berhak  mengirim  seorang  Saksi 
Partai  kepada  semua  Panitia  Pemilu  yang 
melakukan  penghitungan  suara  (dari  TPS 
sampai  PPI).  Kedua,  walaupun  pasal  ten- 
tang  netralitas  pegawai  negeri  dikeluarkan 
dari  UU  Kepartaian,  netralitas  pegawai  ne- 
geri tetap  dijamin  dengan  Peraturan  Peme- 
rintah  (PP  No.  5  Tahun  1999  yang  disempur- 
nakan  dengan  UU  No.  12  Tahun  1999).  De- 
ngan tidak  menjadi  anggota  atau  pengurus 
suatu  partai  politik,  pegawai  negeri  ditun- 
tut  bertindak  netral  dan  tidak  memihak  ter- 
hadap  semua  partai  politik  dan  pelaksana- 
an  pemilu. 

Ketiga,  UU  Pemilu  (dan  juga  UU  Kepar- 
taian) telah  mengatur  siapa  saja  yang  dapat 
memberi  sumbangan,  berapa  jumlah  mini- 
mal yang  harus  dilaporkan,  berapa  jumlah 
maksimalnya,  dan  bagaimana  mekanisme 
audit  dan  pertanggungjawabannya  sehing- 
ga  hal  ini  dianggap  dapat  mengendalikan 
money  politics.  Walaupun  demikian,  UU 
Pemilu  dan  UU  Kepartaian  temyata  belum 
mengatur  semua  kemungkinan  money  pol- 
itics, seperti  clientelism  politik,  dan  penggu- 
naan  anggaran  negara  demi  kepentingan 
suatu  partai. 

Keempat,  bila  pada  masa  lalu,  pengawas- 
an  pemilu  hanya  dilakukan  oleh  Panwaslak, 
maka  kini  tidak  hanya  keanggotaan  Pani- 
tia Pengawas  mengalami  perubahan  (dari 
jaksa  dan  OPP  menjadi  hakim,  unsur  pergu- 
ruan  tinggi  dan  masyarakat)  tetapi  penga- 
wasan  juga  dilakukan  oleh  kalangan  masya- 
rakat domestik  dan  internasional.  Bila  pada 
masa  lalu  pemantauan  yang  dilakukan  ma- 
syarakat (seperti  KIPP)  dicurigai  dan  dite- 
ror,  maka  kini  hak  kalangan  masyarakat  un- 
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tuk  memantau  pemilu  dijamin  oleh  UU  Pe- 
milu. Kelima,  penghitungan  suara  setelah 
TPS  tidak  lagi  dilakukan  terhadap  surat 
suara  yang  diangkut  dengan  kotak  suara 
dari  TPS/PPS/PPK  dan  seterusnya  melain- 
kan  dilakukan  terhadap  data  hasil  perhi- 
tungan  suara  yang  tercantum  dalam  Serti- 
fikat  Hasil  Perhitungan  Suara  TPS  dan  Ser- 
tifikat  Rekapitulasi  Hasil  Perhitungan  Suara 
di  PPS  sampai  PPD  I  yang  ikut  ditanda- 
tangani  oleh  setiap  saksi  partai  politik.  De- 
ngan demikian,  salah  satu  sumber  manipu- 
lasi  suara  pada  masa  lalu  dapat  ditiadakan, 
sehingga  pemilu  diperkirakan  akan  berlang- 
sung  dengan  bebas,  langsung,  jujur  dan 
adil. 

Walaupun  demikian  UU  Pemilu  ini  ma- 
sih  mengandung  kelemahan  dan  lubang- 
lubang  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  pi- 
hak  tertentu  demi  keuntungan  partainya. 
Selain  itu  sejumlah  keputusan  yang  sudah 
dibuat  oleh  beberapa  lembaga  ini  dapat  me- 
ngarah  pada  pelaksanaan  pemilu  yang  ku- 
rang  ideal. 

Komisi  Pemilihan  Umum 

Komposisi  KPU  yang  terdiri  atas  wakil 
pemerintah  dan  wakil  partai  politik  peserta 
pemilu  tetapi  tidak  melibatkan  unsur  ma- 
syarakat (LSM  misalnya)  menunjukkan  be- 
tapa  pemilu  diselenggarakan  oleh  mereka 
yang  secara  potensial  memiliki  kecenderung- 
an  partisan.  Seandainya  usul  Tim  Tujuh/ 
Pemerintah  dalam  RUU  agar  unsur  masya- 
rakat terwakili  di  KPU  secara  seimbang  de- 
ngan wakil  pemerintah  dan  wakil  partai  po- 
litik peserta  pemilu,  maka  keccnderungan 
partisan  itu  dapat  dikendalikan  oleh  unsur 
LSM.  Keputusan  KPU  yang  memperboleh- 
kan  anggotanya  melakukan  kampanye  dan 
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menjadi  calon  anggota  DPR  merupakan  ke- 
putusan  yang  melanggar  prinsip  yang  men- 
dasari  keberadaan  Komisi  Pemilu,  yaitu  non- 
partisan. UU  Pemilu  memang  tidak  mela- 
rang  secara  eksplisit  tetapi  keputusan  itu 
tetap  melanggar  prinsip  nonpartisan  dan 
pemisahan  pelaksana  dengan  pemain  pemi- 
lu. Barangkali  KPU  Indonesia-lah  satu-satu- 
nya  KPU  di  dunia  ini  yang  anggotanya  da- 
pat  melakukan  kampanye  dan  menjadi  ca- 
lon anggota  badan  legislatif  atau  dapat  men- 
jadi pelaksana  dan  pemain  pemilu  sekaligus. 

Kewenangan  suara  yartg  seimbang  an- 
tara  pemerintah  dan  partai  peserta  pemilu, 
sedangkan  jumlah  partai  peserta  pemilu  sa- 
ngat  banyak  (48  partai)  dan  lima  orang  wa- 
kil  pemerintah,  maka  proses  pengambilan  ke- 
putusan politik  sedikit  banyak  akan  terham- 
bat  dan  melambatkan  proses  pembuatan  ke- 
putusan. Suara  yang  seimbang  yang  ditaf- 
sirkan  KPU  sebagai  45  suara  wakil  pemerin- 
tah dan  48  suara  wakil  partai  politik,  me- 
mang menunjukkan  kesetaraan  tetapi  pada 
pihak  lain  justru  menunjukkan  betapa  pem- 
buatan keputusan  akan  memakan  waktu  la- 
ma. Keikutsertaan  tokoh-tokoh  partai  dalam 
KPU  dan  Panitia  Pemilihan  pada  satu  pihak 
akan  menjamin  legitimasi  keputusan  yang 
dibuatnya  tetapi  isi  keputusan  yang  dibuat 
beserta  pelaksanaannya  belum  tentu  meme- 
nuhi  persyaratan  profesionalisme.  Tetapi  ka- 
rena  keputusan  politik  sudah  dibuat,  maka 
yang  dapat  dilakukan  ialah  mengambil  pe- 
ngalaman  terbaik  dari  pelaksanaan  Pemilu 
1999  untuk  kemudian  menggunakannya  se- 
bagai bahan  perbaikan  pada  Pemilu  2004. 

Tugas  dan  kewenangan  KPU  yang  be- 
gitu  besar  baik  dalam  membuat  sejumlah 

'Scbagaimana  diketahui,  1  orang  wakil  peme- 
rintah mempunyai  9  suara  sedangkan  1  orang  wakil 
partai  politik  mempunyai  1  suara  (Red.). 


tata  cara  dan  format  dokumen  maupun  me- 
rencanakan  dan  mengkoordinasi  seluruh  ta- 
hap  pelaksanaan  pemilu  tetapi  keanggota- 
annya  lebih  banyak  berasal  dari  tokoh  par- 
tai dan  tidak  didukung  oleh  sejumlah  ahli 
profesional  dalam  bidang  pemilu  sesung- 
guhnya  merupakan  suatu  hambatan.  Sejum- 
lah tata  cara  itu  seharusnya  dinimuskan  da- 
lam UU  oleh  DPR  sedangkan  petunjuk  pe- 
laksanaan dan  teknisnya  ditangani  oleh 
KPU.  KPU  sebagaimana  diamanatkan  UU 
Pemilu  pada  dasarnya  mengambil  alih  se- 
bagian  tugas  DPR.  Karena  DPR  sekarang 
masih  merupakan  produk  Orde  Bam  dan 
belum  melibatkan  partai-partai  bam  hasil 
reformasi,  maka  KPU  seperti  ini  mungkin  te- 
pat  tetapi  lianya  untuk  masa  transisi. 

Secara  ideal,  KPU  hendaknya  beranggo- 
takan  beberapa  orang  (kurang  dari  10  orang) 
yang  memiliki  sikap  dan  perilaku  indepen- 
den  dan  nonpartisan,  dan  memiliki  kredi- 
bilitas  dalam  penilaian  warga  masyarakat 
umum.  Mereka  dapat  berasal  dari  kalangan 
akademis,  yudikatif  ataupun  cendekiawan 
yang  karena  profesinya  cendemng  nonpar- 
tisan tetapi  tidak  boleh  berasal  dari  kalang- 
an politisi  baik  itu  dari  partai  politik  mau- 
pun dari  pemerintah.  Sebab  yang  disebut- 
kan  terakhir  ini  karena  fimgsinya  memang 
cendemng  partisan.  Anggota  Komisi  ini 
diusulkan  oleh  Presiden  kepada  DPR  untuk 
mendapat  persetujuan  sehingga  KPU  akan 
bertanggung  jawab  kepada  Presiden  dan 
DPR.  Berbagai  prosedur  dan  tata  cara  pe- 
milu sudah  dimmuskan  dalam  UU  (yang 
berarti  melibatkan  partai  politik  peserta  pe- 
milu yang  duduk  di  DPR)  sehingga  KPU 
tinggal  menjabarkannya  secara  teknis  ke 
dalam  Petunjuk  Pelaksanaan  dan  Petunjuk 
Teknis.  Di  bawah  Komisi  ini  direkmt  sejum- 
lah ahli  profesional  dalam  bidang  sistem 
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pemilu  dan  segala  aspek  yang  berkaitan  de- 
ngan  pelaksanaan  pemilu,  seperti  Voter's 
Education,  pemantauan  dan  evaluasi  pemi- 
lu, statistik  kependudukan,  logistik  dan  ke- 
uangan,  teknologi  informasi,  metode  dan 
mekanisme  pemberian,  penghitungan  dan 
validasi  suara  dan  ahli  hukum.  Mereka  ini 
diangkat  oleh  KPU  untuk  memimpin  sejum- 
lah  divisi  dalam  organisasi  KPU,  mengaju- 
kan  rekomendasi  kebijakan  dan  prosedur 
kepada  KPU  untuk  diputuskan,  dan  melak- 
sanakan  apa  yang  telah  diputuskan  oleh 
KPU.  Dengan  jumlah  dan  kualifikasi  ang- 
gota  KPU  seperti  itu,  dan  dengan  dukung- 
an  ahli  profesional  seperti  itu,  maka  pro- 
ses pembuatan  keputusan  akan  berlang- 
sung  cepat  dan  dengan  bobot  keputusan 
teknis  yang  tinggi  pada  satu  pihak  dan  le- 
gitimasi  dari  masyarakat  pada  pihak  lain. 

Netralitas  Birokrasi  dan  Pemerintah 

Kehanisan  bagi  pegawai  negeri  sipil  un- 
tuk memilih  tetap  menjadi  PNS  ataukah  te- 
tap  menjadi  anggota  atau  pengums  partai 
yang  diperintahkan  oleh  PP  No.  5  dan  No. 
12  Tahun  1999  tidaklah  cukup  menjamin 
netralitas  birokrasi  terhadap  partai  dan  pe- 
milu karena  tanpa  keanggotaan  pun  seorang 
PNS  dapat  memihak  salah  satu  partai  da- 
lam pemilu.  Karena  itu  PP  No.  5  dan  PP  No. 
12  itu  seharusnya  dilengkapi  dengan  Kode 
Etik  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  berisi  keha- 
nisan dan  larangan  beserta  sanksinya.  Da- 
lam melaksanakan  tugas  dan  kewenangan- 
riya  sebagai  pelaksana  kebijakan,  memberi 
pelayanan  publik,  menegakkan  hukum  dan 
memberi  masukan  dan  informasi  kepada 
atasannya,  setiap  pegawai  negeri  sipil,  poli- 
si  dan  militer  wajib  memperlakukan  setiap 
warga  negara  secara  sama  dan  selara  tanpa 
memandang  asal-usul  suku  bangsa,  agama, 
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ras,  pelapisan  sosial  dan  ekonomi,  jenis  ke- 
lamin,  status  perkawinan,  cacat  tubuh  atau- 
pun  preferensi  politiknya.  Di  samping  itu, 
selumh  jajaran  birokrasi  ini  wajib  menggu- 
nakan  kewenangan  dan  milik  publik  demi 
kepentingan  masyarakat  umum,  bukan  demi 
kepentingan  pribadi,  keluarga,  teman,  kelom- 
pok,  golongan  ataupun  partai  politik  ter- 
tehtu!  Untuk  menjamin  pelaksanaan  ke- 
empat  tugas  dan  kewenangan  itu,  menja- 
min perlakuan  yang  sama  dan  setara  terha- 
dap setiap  warga  negara,  dan  menjamin 
penggunaan  kewenangan  dan  milik  publik 
demi  kepentingan  umum,  maka  seluruh  ja- 
jaran pegawai  negeri  sipil,  polisi  dan  mili- 
ter (birokrasi)  mulai  dari  pusat  sampai  dae- 
rah  dan  pedesaan  hams  menampilkan  sikap 
dan  perilaku  netral  (ketidakberpihakan)  se- 
cara politik,  walaupun  sudah  barang  tentu 
sebagai  warga  negara  para  pegawai  nege- 
ri sipil  ini  mempunyai  hak  dan  kebebasan 
politik,  seperti  hak  pilih  dalam  pemilu,  ber- 
kumpul  dan  berserikat  dalam  organisasi  pro- 
fesinya,  dan  menyatakan  pendapat  sepan- 
jang  tidak  mengganggu  sikap  dan  perilaku 
netral  tersebut,  dan  sepanjang  tidak  meng- 
ganggu sikap  dan  perilaku  profesionalisme 
dan  ketidakberpihakannya  sebagai  pegawai 
negeri. 

Mulai  dari  pangkat  tertinggi  IVE  sampai 
lA  atau  dari  Eselon  I  sampai  V  dalam  jajar- 
an birokrasi  sipil,  dari  Jenderal/Laksamana/ 
Marsekal  sampai  Prajurit  dalam  jajaran  biro- 
krasi tentara/polisi,  pada  instansi  pusat  atau- 
pun daerah,  BUMN  ataupun  BUMD,  semua- 
nya  termasuk  birokrasi  yang  wajib  mempcr- 
lihatkan  sikap  dan  perilaku  netral  terhadap 
partai  politik  dan  pemilu.  Yang  termasuk 
kategori  birokrasi  sipil,  polisi  dan  icntara 
ialah  jajaran  birokrasi  di  daerah,  yaitu  mu- 
lai jabatan  Gubernur,  Pangdam,  Kapolda,  dan 
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Panglima  unsur  ABRI  lainnya  sampai  Dan- 
rem,  Kapolwil,  Bupati/Walikota,  Dandim, 
Kapolres,  Camat,  Koramil,  Polsek,  Kepala 
Desa/Lurah  dan  Babinsa,  dari  tingkat  pro- 
pinsi,  kabupaten/kotamadya,  kecamatan  sam- 
pai desa/kelurahan,  yang  mencakup  pe- 
gawai  Pusat  dan  Daerah,  pegawai  BUMN 
ataupun  BUMD.  Karena  masih  produk  ta- 
tanan  lama  (Orde  Baru),  maka  Gubernur/ 
Kepala  Daerah  dan  Bupati/Walikota  Kepala 
Daerah  masih  dikategorikan  sebagai  biro- 
krasi  karena  menurut  tatanan  lama  kedua 
jabatan  itu  masih  lebih  banyak  bertindak 
sebagai  aparat  pusat  di  daerah  daripada 
aparat  daerah  otonom. 

Untuk  mewujudkan  sikap  netral  terse- 
but,  dan  berdasarkan  prinsip  (nilai  publik) 
yang  mendasari  tugas  dan  kewenangan  bi- 
rokrasi,  maka  sekurang-kurangnya  lima  be- 
las  TIDAK  BOLEH  berikut  hams  dihin- 
dari  oleh  setiap  aparat  birokrasi. 

1.  Menggunakan  program  dan  anggaran 
pembangunan  dari  APBN/APBD,  dan 
program  dan  anggaran  pemerintahan 
lainnya  yang  bukan  dari  APBN/D,  demi 
kepentingan  salah  satu  partai  politik; 

2.  Menyerahkan  satu  atau  lebih  aspek  pe- 
nyelenggaraan  suatu  program  pemerin- 
tah,  pelaksana  ataupun  pemantauan,  ke- 
pada  suatu  partai  politik; 

3.  Menggunakan  waktu  kerja  (jam  dinas), 
fasilitas  kantor,  dan  anggaran  kantor  de- 
mi  kepentingan  suatu  partai  politik; 

4.  Memasang  satu  atau  lebih  atribut  suatu 
partai  politik  pada  kantor,  gedung  dan 
kendaraan  milik  pemerintah; 

5.  Memberikan  pernyataan  secara  terbuka 
kepada  umum  tentang  suatu  partai  po- 
litik, baik  yang  berupa  dukungan  atau- 
pun kritik; 


6.  Memakai  atribut  suatu  partai  politik,  se- 
perti  jaket,  emblem,  bendera,  tanda  gam- 
bar,  dan  gambar  tokoh  dan  kandidat  par- 
tai pada  jam  kerja  (jam  dinas); 

7.  Menggunakan  atribut  pegawai  negeri 
sipil,  polisi,  dan  tentara  atau  atribut  bi- 
rokrasi dan  pejabat  pemerintah,  seperti 
pakaian  seragam  dan  kelengkapannya, 
emblem,  topi,  dan  tanda  identitas  diri, 
ketika  menghadiri  kegiatan  kampanye 
suatu  partai  politik  kecuali  ketika  te- 
ngah  menjalankan  tugas  pemerintahan, 
seperti  pengamanan  ataupun  memenuhi 
undangan  resmi; 

8.  Memberikan  atau  menolak  memberikan 
suatu  jenis  pelayanan  publik  kepada  se- 
orang  warga  negara  karena  yang  ber- 
sangkutan  mendukung  suatu  partai  po- 
litik dan/atau  memusuhi  suatu  partai 
politik; 

9.  Memberi  keistimewaan  kepada  atau  me- 
lakukan  diskriminasi  terhadap  suatu  par- 
tai politik  dalam  pemberian  izin  dan  pe- 
layanan administratif  lairmya; 

10.  Memberi  keistimewaan  kepada  atau  me- 
lakukan  diskriminasi  terhadap  suatu  par- 
tai politik  dalam  penegakan  hukum  dan 
peraturan  perundang-undangan  yang 
berlaku; 

11.  Memberi  keistimewaan  kepada  atau  me- 
lakukan  diskriminasi  terhadap  suatu  par- 
tai politik  dalam  memberikan  perlindung- 
an  dan  pengayoman  keamanan  dan  ke- 
tertiban; 

12.  Menggunakan  celah-celah  yang  terkan- 
dung  dalam  peraturan  perundang-un- 
dangan yang  berlaku  demi  kepentingan 
suatu  partai  politik  dan/atau  untuk  me- 
musuhi suatu  partai  politik; 

13.  Memberi  keistimewaan  kepada  atau  me- 
lakukan  diskriminasi  terhadap  anggota 
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atau  aktivis  suatu  partai  politik  ketika 
melaksanakan  tugas  mendapatkan  dan 
mengolah  informasi; 

14.  Menggunakan  jabatan  dan  kewenangan 
yang  disandangnya  untuk  mempenga- 
ruhi  bawahan  atau  koleganya  di  dalam 
jajaran  birokrasi  untuk  mendukung/me- 
milih  suatu  partai  politik  dan/atau  me- 
nentang/tidak  memilih  suatu  partai  po- 
litik; 

15.  Menggunakan  otoritas  jabatan  yang  di- 
sandangnya untuk  mempengaruhi,  men- 
janjikan  suatu  barang  ataupun  jasa,  me- 
mobilisasi  atau  mengintimidasi  seorang 
anggota  masyarakat  atau  suatu  kelom- 
pok  masyarakat  untuk  mendukung/me- 
milih  suatu  partai  politik  dan/atau  me- 
musuhi/tidak  memilih  suatu  partai  politik. 

Pelanggaran  terhadap  kode  etik  ini  su- 
dah  barang  tentu  hams  dikenai  sanksi  baik 
sanksi  moral,  seperti  pengakuan  bersalah  dan 
meminta  maaf  secara  terbuka  kepada  umum 
(sehingga  menimbulkan  rasa  malu  kepada- 
nya  dan  bagi  partai  yang  dianakemaskan), 
maupun  sanksi  administratif,  mulai  dari  pe- 
ringatan  tertulis  dari  atasan  sampai  pada 
pemecatan  sebagai  pegawai  dan/atau  sanksi 
hukum  kurungan  atau  denda,  seperti  yang 
dikenakan  oleh  UU  Anti  Korupsi  dan  UU 
Pemilu. 

Karena  presiden,  wakil  presiden,  para 
menteri,  dan  pejabat  setingkat  menteri  seba- 
gai unsur  pemerintah  merupakan  jabatan 
politik,  maka  mereka  memang  tidak  mung- 
kin  netral  dalam  politik.  Karena  jabatan  po- 
litik itu,  maka  para  menteri  itu  sudah  ba- 
rang tentu  dapat  berkampanye  dalam  pe- 
milu tetapi  tidak  sebagai  menteri  melain- 
kan  sebagai  pribadi  yang  pohtisi.  Akan  te- 
tapi harus  ada  pemisahan  yang  jelas  anta- 


ra  ranah  publik  dari  ranah  pribadi.  Arti- 
nya,  kewenangan  publik  (jabatan  presiden, 
wakil  presiden,  menteri  dan  pejabat  seting- 
kat) tidak  boleh  digunakan  untuk  kepen- 
tingan  partai,  golongan  atau  pribadi  me- 
lainkan  hanya  dapat  digunakan  demi  ke- 
pentingan  publik,  dan  milik  publik  (ang- 
garan,  mobil,  fasilitas  kantor,  gedung,  dan 
sebagainya)  tidak  dapat  digunakan  demi 
kepentingan  partai,  golongan  dan  pribadi 
melainkan  hanya  dapat  digunakan  demi 
kepentingan  publik.  Untuk  menjamin  pemi- 
sahan ranah  publik  dari  ranah  pribadi  dan 
partai,  maka  presiden,  wakil  presiden  dan 
para  menteri  TIDAK  BOLEH: 

1.  Menggunakan  jam  dinas  dan  fasilitas 
kantor  seperti  telepon  dan  ruang  rapat 
untuk  menangani  urusan  kepartaian; 

2.  Menggunakan  program  dan/atau  anggar- 
an  departemen  untuk  kepentingan  partai; 

3.  Menggunakan  acara  kunjungan  dinas 
ke  daerah  sekaligus  untuk  kepentingan 
partai; 

4.  Meminta  atau  menggunakan  aparat  dae- 
rah atau  Kanwil  di  daerah  untuk  membia- 
yai  dan/atau  melayani  kunjungan  ke  dae- 
rah dalam  rangka  urusan  partai; 

5.  Menggunakan  pelayanan  protokoler  res- 
mi  ,untuk  menyambut  kedatangannya  ke 
daerah  dalam  rangka  tugas  partai; 

6.  Menggunakan  atribut  jabatan  menteri  ke- 
tika melaksanakan  tugas  kepartaian;  dan 

7.  Berbicara  dengan  kapasitas  menteri  ke- 
tika melaksanakan  tugas  kepartaian. 

Untuk  mencegah  konflik  kepentingan 
publik  sebagai  menteri  dengan  kepentingan 
partai  sebagai  politisi  diperlukan  suatu  pe- 
ngaturan  yang  mewajibkan  seorang  pengu- 
.rus  partai  yang  terpilih  sebagai  presiden, 
atau  sebagai  wakil  presiden  atau  sebagai 
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menteri  untuk  mengundurkan  diri  dari  ja- 
batan  kepengurusan  dalam  partai  politik 
walaupun  dia  tetap  menjadi  anggota  suatu 
partai.  Ketujuh  TIDAK  BOLEH  ini  beserta 
mekanisme  mencegah  konflik  kepentingan 
tersebut  hendaknya  dituangkan  ke  dalam 
Keputusan  Presiden  (Keppres)  yang  disertai 
sanksi  bagi  pelanggarnya  sehingga  partai 
politik,  BPK,  kalangan  pers,  pengawas  pe- 
milu  dan  warga  masyarakat  pada  umumnya 
dapat  mengawasi  pelaksanaan  Keppres  ter- 
sebut. 

Karena  selama  lebih  dari  30  tahun  biro- 
krasi  di  Indonesia  menjadi  salah  satu  tu- 
lang  punggung  pendukung  dan  penentu 
Golongan  Karya,  maka  diperlukan  suatu 
pengawasan  yang  ketat  dari  berbagai  pi- 
hak  terhadap  sikap  dan  perilaku  birokrasi 
sipil  dan  ABRI.  Selain  itu  karena  selama  le- 
bih dari  tiga  dekade,  presiden/wakil  presi- 
den, para  menteri  menggunakan  kewenang- 
annya  demi  kepentingan  Golkar,  dan  para 
pejabat  pemerintah  sekarang  ini  sebagian 
besar  masih  berasal  dari  Golkar,  maka  tidak- 
lah  mengherankan  bila  masih  banyak  yang 
tidak  percaya  kalau  pemerintah  dapat  me- 
misahkan  ranah  publik  dari  ranah  pribadi. 
Karena  pihak  yang  memiliki  komitmen  akan 
birokrasi  yang  netral  dan  pemerintah  yang 
tidak  memisahkan  ranah  publik  dari  ranah 
pribadi  hanya  terdapat  di  daerah-daerah 
yang  telah:  (1)  terjangkau  media  massa  yang 
beraneka,  (2)  terbentuk  suatu  struktur  ma- 
syarakat dengan  sistem  peran  yang  ter- 
spesialisasi  dan  kompleks,  dan  (3)  terben- 
tuk dan  hadir  sejumlah  partai  politik;  ma- 
ka diperlukan  suatu  upaya  prioritas  penga- 
wasan di  daerah-daerah  yang  belum  memi- 
liki banyak  pihak  yang  mempunyai  komit- 
men yang  kuat  akan  birokrasi  yang  netral, 
yaitu  daerah-daerah  yang  jauh  dari  pusat- 


pusat  kekuasaan.  Di  samping  itu  karena  de- 
wasa  ini  telah  muncul  banyak  lembaga  pe- 
mantau  dan  telah  muncul  keberanian  mela- 
porkan  segala  bentuk  penyimpangan,  maka 
tindakan  tidak  netral  dari  birokrasi  dan  tin- 
dakan  menteri  yang  menggunakan  milik 
publik  demi  suatu  partai  akan  semakin  ha- 
lus  dan  kurang  vulgar.  Faktor  yang  positif 
dalam  birokrasi  ialah  bahwa  ternyata  seba- 
gian aparat  birokrasi  sendiri  memang  meng- 
hendaki  sikap  dan  tindakan  netral  terhadap 
partai  dan  dalam  pemilu  sehingga  mereka 
sendiri  dapat  menjadi  sumber  informasi  ke- 
tidaknetralan  pejabat  birokrasi. 

Pengawasan  Pemilu 

Dalam  UU  Pemilu,  tugas  pengawasan 
terhadap  pelaksanaan  pemilihan  umum  di- 
berikan  kepada  Panitia  Pengawas  Pemilu 
yang  dibentuk  oleh  jajaran  lembaga  yudi- 
katif,  dan  kepada  berbagai  lembaga  peman- 
tau  pemilu  dalam  dan  luar  negeri.  Tugas  dan 
kewenangan  yang  diberikan  kepada  Pan- 
waslu  ialah: 

1.  Mengawasi  semua  tahap  pelaksanaan 
pemilu; 

2.  Menyelesaikan  sengketa  atau  perseli- 
sihan; 

3.  Menindaklanjuti  temuan,  sengketa  atau 
perselisihan  yang  tidak  dapat  diselesai- 
kan  dengan  melaporkannya  kepada  pe- 
negak  hukum; 

4.  Memberi  pertimbangan  terhadap  kemung- 
kinan  pemilu  ulang  di  suatu  tempat  bi- 
la terdapat  kesalahan  atau  penyimpang- 
an yang  menghambat  proses  pemungut- 
an  suara. 

Kualifikasi  personil  yang  diangkat  men- 
jadi Panitia  Pengawas  tentu  juga  ikut  mem- 
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pengaruhi  kemampuan  melaksanakan  Pani- 
tia  ini  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Da- 
lam  UU  Pemilu  belum  diatur  bagaimana 
Mahkamah  Agung,  Pengadilan  Tinggi  dan 
Pengadilan  Negeri  akan  merekrul  dan  meng- 
angkat  personil  dari  unsur  perguruan  ting- 
gi (dosen  dan  mahasiswa)  dan  dari  unsur 
masyarakat  (tokoh  masyarakat,  pemuka  aga- 
ma,  pemuka  adat,  budayawan).  Apakah  lem- 
baga  yudikatif  ini  akan  menggunakan  ja- 
lur  institusional  melalui  pimpinan  perguru- 
an tinggi  setiap  propinsi  dan  ketua  organi- 
sasi  kemasyarakatan  ataukah  melalui  jalur 
individual  dengan  melakukan  kontak-kon- 
tak  secara  pribadi.  Bila  melakukan  jalur  in- 
stitusional, maka  proses  rekrutmennya  akan 
berlangsung  cepat  tetapi  belum  tentu  men- 
dapatkan  personil  yang  berkualitas  ting- 
-  gi.  Sebaliknya,  bila  melalui  jalur  individu, 
maka  prosesnya  akan  berlangsung  lambat 
tetapi  mungkin  lebih  menjamin  personil 
yang  berkualitas  tinggi. 

Menurut  UU,  untuk  menjamin  sikap  dan 
tindakan  nonpartisan,  anggota  suatu  par- 
tai  politik  atau  pejabat  pemerintah  tidak 
boleh  menjadi  anggota  Panitia  Pengawas 
Pemilu.  Tetapi  kualifikasi  Panitia  Pengawas 
Pemilu  seyogyanya  tidak  hanya  soal  ke- 
anggotaan  ini  melainkan  juga  berikut  ini: 

1 .  Mcmahami  dan  mampu  mengikuti  seluruh 
proses  penyelenggaraan  pemilihan  umum; 

2.  Memahami  dan  menguasai  tolok-ukur 
pemilu  yang  bebas,  jujur  dan  adil  seba- 
gaimana  dirumuskan  dalam  UU  Pemilu 
dan  bcrbagai  Tata  Cara  yang  ditetap- 
kan  KPU; 

3.  Mcmiliki  komilmcn  yang  tinggi  untuk 
mcnciptakan  pemilu  yang  bebas  dan 
jujur-adil; 
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4.  Berdasarkan  komitmen  itu,  mampu  me- 
milih  dan  melakukan  tindakan  penga- 
wasan  yang  tepat. 

Menurut  penilaian  beberapa  pihak  be- 
lum semua  dari  30  orang  anggota  Panwas- 
lu  yang  diangkat  Ketua  Mahkamah  Agung 
memenuhi  persyaratan  dan  kualifikasi  di 
atas. 

Pada  pihak  lain,  Panwaslu  tidak  diberi 
kewenangan  untuk  mengadili  kasus  pelang- 
garan,  tidak  memiliki  kewenangan  untuk 
memberi  sanksi  bagi  pelanggar,  dan  tidak 
diberi  kewenangan  untuk  ikut  menentukan 
apakah  pemilu  itu  bebas,  jujur  dan  adil 
atau  tidak.  Di  samping  itu,  UU  Pemilu  juga 
tidak  mengatur  bagaimana  hubungan  fimg- 
sional  antara  lembaga  pemantau  pemilu  de- 
ngan Panwaslu.  Karena  itu,  sejumlah  pihak 
menilai  keberadaan  Panwaslu  tidak  memi- 
liki "gigi"  sehingga  efektivitasnya  untuk 
menjamin  pelaksanaan  pemilu  yang  bebas, 
jujur  dan  adil  juga  diragukan. 

Secara  ideal,  tidak  perlu  membentuk  sua- 
tu Panitia  Pengawas  Pemilu  tersendiri  ka- 
rena fungsinya  dapat  dilakukan  oleh  pihak 
lain.  Tugas  pertama  misalnya  hams  dilaku- 
kan oleh  DPR  dan  pemerintah  dan  oleh  bcr- 
bagai lembaga  pemantau  pemilu;  tugas  ke- 
dua  ditangani  oleh  KPU;  dan  tugas  ketiga. 
yaitu  menegakkan  peraturan  perundang-un- 
dangan  mengenai  Pemilu,  dilakukan  oleh 
penegak  hukum  (Polisi,  Jaksa  dan  Penga- 
dilan) berdasarkan  masukan  dari  bcrbagai 
pihak.  Yang  penting  dikcmbangkan  ialah 
pengawasan  yang  dilakukan  oleh  warga 
masyarakat  pemilih,  khususnya  lembaga 
pemantau  pemilu,  dan  media  massa  cctak 
dan  clcktronik. 

Dewasa  ini  telah  muncul  sejumlah  lem- 
baga pemantau  pemilu.  scpcrti  Forum  Rck- 
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tor,  UNFREL,  KIPP,  WALHI,  dan  peman- 
tau  pemilu  lainnya  di  setiap  daerah.  Ber- 
kat  bantuan  dana  dan  bantuan  teknis  da- 
ri  berbagai  lembaga  internasional,  seperti 
UNDP,  The  Asia  Foundation,  Ford  Founda- 
tion, ACILS,  dan  USAID,  berbagai  lembaga 
pemantau  pemilu  ini  telah  melakukan  pe- 
latihan  bagi  para  mahasiswa  dan  aktivis 
LSM  sebagai  relawan  pemantau  pemilu  dan 
Voter's  Education,  telah  menyusun  Format 
dan  Modul  Pemantauan,  dan  telah  melaku- 
kan koordinasi  di  antara  lembaga  pemantau 
pemilu. 

Sejumlah  kendala  dihadapi  oleh  berba- 
gai lembaga  pemantau  pemilu  ini.  Pertama, 
tidak  memiliki  waktu  yang  memadai  untuk 
melatih  ratusan  ribu  pemantau  yang  diper- 
lukan  untuk  seluruh  wilayah  Indonesia 
yang  diperkirakan  akan  mencapai  lebih  da- 
ri  300.000  TPS.  Kedua,  komitmen  mencipta- 
kan  pemilu  yang  bebas,  jujur  dan  adil  be- 
lumlah  merata  di  antara  para  pemantau  ka- 
rena  ada  sebajgian  pihak  yang  terlibat  da- 
lam  pemantauan  pemilu  lebih  didorong 
oleh  motivasi  lain.  Ketiga,  karena  tugas  pe- 
ngawasan  mencakup  lebih  dari  10  proses 
pelaksanaan  pemilu,  hams  menjangkau  wi- 
layah yang  sangat  luas,  dan  sumber  daya 
manusia  dan  dana  yang  terbatas,  maka  di- 
perlukan  pembagian  kerja  dan  penentuan 
prioritas  di  antara  berbagai  lembaga  peman- 
tau pemilu.  Egoisme  dan  ambisi  lembaga 
pemantau  pemilu  merupakan  kendala  un- 
tuk mewujudkan  pembagian  kerja  dan  pe- 
nentuan prioritas  ini.  Keempat,  kedudukan 
lembaga  pemantau  pemilu  memang  sudah 
diakui  oleh  UU  Pemilu  tetapi  hak  dan  ke- 
wenangannya  belum  dijamin,  seperti  hak 
untuk  menyampaikan  protes  akan  pelang- 
garan  kepada  Panitia  Pemilihan  (menurut 
UU  Pemilu  hanya  dapat  dilakukan  melalui 


Saksi  Utusan  Partai),  hak  untuk  mendapat- 
kan  salinan  Sertifikat  Hasil  Penghitung- 
an  Suara  (hak  ini  hanya  diberikan  kepada 
Saksi  Utusan  Partai),  dan  hak  perlindung- 
an  dari  aparat  penegak  hukum  ketika  me- 
lakukan pemantauan.  Mudah-mudahan  ke- 
tiga hak  ini  dapat  dijamin  dalam  Tata  Ca- 
ra  Pemantauan  yang  akan  ditetapkan  oleh 
KPU.  Kelima,  hubungan  fungsionalnya  de- 
ngan  Panwaslu  belum  diatur  padahal  ke- 
duanya  sama-sama  melaksanakan  penga- 
wasan  tetapi  hanya  Panwaslu-lah  yang  me- 
miliki kewenangan  menyelesaikan  sengke- 
ta  dan  meneruskan  kasus  pelanggaran  ke- 
pada penegak  hukum.  Mudah-mudahan  hu- 
bungan fungsional  ini  dapat  ditetapkan 
bersama  oleh  Panwaslu  dengan  berbagai 
lembaga  pemantau  pemilu. 

Sejumlah  lembaga  internasional,  seperti 
The  Asia  Foundation  dan  The  Freedom 
Forum  Asian  Centre,  Hong  Kong  juga  te- 
lah melakukan  pelatihan  bagi  para  warta- 
wan  media  cetak  dan  elektronika  tentang 
pemantau  proses  pelaksanaan  pemilu  dan 
pendidikan  bagi  para  pemilih  sehingga  pa- 
ra wartawan  juga  dapat  melakukan  penga- 
wasan  terhadap  pelaksanaan  pemilu  menu- 
rut  cara  kerja  mereka.  Para  wartawan  dapat 
melakukan  penyelidikan  empiris  dan  men- 
dalam  terhadap: 

1.  Tindakan  pejabat  pemerintah  yang  meng- 
gunakan  kewenangan  publik  demi  ke- 
pentingan  partai  (melaksanakan  satu  atau 
lebih  dari  7  TIDAK  BOLEH  di  atas); 

2.  Tindakan  tidak  netral  dari  birokrasi  si- 
pil  dan  ABRI  dalam  pelaksanaan  pe- 
milu (melakukan  satu  atau  lebih  dari  15 
TIDAK  BOLEH  di  atas); 

3.  Tindakan  partai  politik  pescrta  pemilu 
yang  mclanggar  peraturan  dan  tala  ca- 
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ra  tentang  kampanye  yang  sudah  diru- 
muskan  dalam  UU  dan  Keputusan  KPU; 

4.  Tindakan  KPU  dan  Panitia  Pemilihan 
yang  partisan,  tidak  transparan,  tidak 
efisien  dan  tidak  dapat  dipertanggung- 
jawabkan  kepada  publik; 

5.  Tindakan  Panwaslu  yang  berpihak,  lam- 
ban,  kurang  sigap  merespons,  dan  ku- 
rang  tegas  dalam  melaksanakan  tugas 
pengawasan; 

6.  Tindakan  lembaga  pemantau  pemilu  yang 
partisan  dan  kurang  profesional  dalam 
melakukan  tugasnya;  dan 

7.  Tindakan  sesama  media  yang  berpihak 
dan  tidak  seimbang,  yang  lebih  melapor- 
kan  fakta  opini  daripada  fakta  empiris. 

Yang  belum  banyak  dilakukan  ialah  pen- 
didikan  bagi  para  pemilih  (Voter's  Educa- 
tion). Pendidikan  bagi  para  pemilih  tentu  ti- 
dak sama  dengan  penerangan  mengenai  ba- 
gaimana  mendaflarkan  diri  sebagai  pemilih 
dan  bagaimana  menggunakan  hak  pilih 
yang  benar.  Pendidikan  bagi  para  pemilih 
tidak  hanya  berisi  bagaimana  tetapi  juga 
mengapa  demikian  sehingga  hasil  pendi- 
dikan bagi  para  pemilih  ini  tidak  hanya 
benipa  warga  pemilih  yang  kritis  berdasar- 
kan  persamaan  hak  tetapi  juga  dapat  mela- 
kukan pengawasan  terhadap  pelaksanaan 
pemilu  dan  melaporkannya  kepada  Panwas- 
lu, lembaga  pemantau  pemilu  atau  kepada 
media  massa. 


DAFTAR  SINGKATAN  (RED.) 

KPU         =    Komisi  Pemilihan  Umum 
TPS  =    Tempat  Pemungutan  Suara 

PPI  =    Panitia  Pemilihan  Indonesia 

KPPS  =  Kelompok  Penyelenggara  Pemu- 
ngutan Suara 

Panwaslak  =  Panitia  Pengawas  Pelaksanaan 
Pemilu 

OPP  =    Organisasi  Peserta  Pemilu 

KIPP  =  Komite  Independen  Pemantau 
Pemilu 

PPS  =    Panitia  Pemungutan  Suara 

PPK  =    Panitia  Pemilihan  Tingkat  Ke- 

camatan 

PPD  I  =  Panitia  Pemilihan  Daerah  Ting- 
kat I 

LSM         =    Lembaga  Swadaya  Masyarakat 

Panwaslu    =    Panitia  Pengawas  Pemilu 

BUMN      =    Badan  Usaha  Milik  Negara 

BUMD      =    Badan  Usaha  Milik  Daerah 

UNFREL  =  University  Network  for  Free  and 
Fair  Elections/ Jaxingan  Perguruan 
Tinggi  Pemantau  Pemilu 

WALED[      =    Wahana  Lingkungan  Hidup 

UNDP  -  United  Nations  Development  Pro- 
gram 

ACILS  =  American  Center for  International 
Labour  Solidarity 

ITS  ATP  =  UnitedStates  Aid  for  International 
Development 

APBN  =  Anggaran  Pendapatan  dan  Be- 
lanja  Negara 

APBD  =  Anggaran  Pendapatan  dan  Be- 
lanja  Daerah 


Peran  Militer  dalam  Menjamin 
Pemilu  yang  Jujur  dan  Adil* 


Saiyud  Kerphol** 


Pertanyaan  periling  yang  mengemuka  menjelang  Pemilu  di  Indonesia  bulan  Juni  1999 
ini  adalah,  apakah  militer  perlu  memiliki  peran  dalam  demokrasi,  atau  khususnya  dalam 
transisi  menuju  demokrasi?  Jawaban  singkatnya  adalah:  militer  Jelas  tidak  memiliki  peran 
dalam  pemerintahan  dan  dengan  demikian  harus  "menjauhkan  diri  dari  segala  urusan 
politik".  Pihak  militer  sebaiknya  tetap  bersikap  netral.  Sebab,  keberpihakan  militer  pada 
salah  satu  partai  politik  tidak  akan  menyelesaikan,  melainkan  justru  semakin  memperu- 
mit,  berbagai  masalah  politik  yang  ada.  Pengalaman  Thailand  membuktikan  bahwa  tidak 
ada  yang  perlu  ditakutkan  bagi  militer  untuk  "kembali  ke  barak". 


SEBAGAIMANA  sektor-sektor  lain, 
militer  juga  memiliki  bagian  tersen- 
diri  di  dalam  masyarakat.  Di  bebe- 
rapa  negara  yang  belum  lama  menikmati  de- 
mokrasi, seperti  Thailand,  masyarakat  sipil 
bekerja  sama  dan  mengandalkan  militer  un- 
tuk membentuk  suatu  pemerintahan  yang 
bertanggung  jawab. 

Apakah  militer  perlu  memiliki  dan  me- 
mainkan  peran  dalam  demokrasi,  atau  khu- 
susnya dalam  transisi  menuju  demokrasi? 
Jawaban  singkatnya  adalah:  militer  jelas  ti- 
dak memiliki  peran  dalam  pemerintahan 
{governance)  dan  dengan  demikian  harus 


Makalah  yang  disampaikan  dalam  ceramah 
di  CSIS,  Jakarta,  8  April  1999.  Alih  bahasa:  Lilies 
Achmadi. 

*  • 

Dalam  kcsempatan  ini,  penulis  -mcnyampai- 
kan  terima  kasih  kepada  the  Asmrrl^etyvork  for  Free 
and  Fair  Elections  (ANFRBC)  yang  telah  melibat- 
kan  penulis  untuk  memimpin  sebuah  tim  pengamat 
yang  bertugas  melakukan  langkah-langkah  guna  me- 
mastikan  Pemilu  yang  jujur  dan  adil  di  Thailand. 
ANFREL  dibentuk  berdasarkan  kcrja  sama  LSM- 
LSM  di  ASEAN,  tcrmasuk  bcberapa  LSM  dari  In- 
donesia. 


"menjauhkan  diri  dari  segala  urusan  poli- 
tik". Tetapi,  tulisan  berikut  ini  akan  mem- 
bahas  isu  tersebut  dari  sisi  yang  berbeda, 
yakni  militer  dapat  dan  seharusnya  memain- 
kan  peran  positif  dengan  cara  bekerja  sa- 
ma dengan  sektor-sektor  lain  dalam  masya- 
rakat guna  mewujudkan  pemilihan  umum 
(pemilu)  yang  jujur  dan  adil.  Hubungan  an- 
tara  militer  dan  politik  sipil  sebenarnya  mi- 
rip  dengan  hubungan  antara  "ayam  dan 
telur". 

Jika  militer  dilatih  untuk  melindungi  ideo- 
logi  dan  keamanan  negara,  dengan  demi- 
kian adalah  tugas  militer  pula  untuk  beker- 
ja sama  dengan  masyarakat  guna  menjamin 
terwujudnya  pemilihan  umum  yang  bebas. 
Tulisan  berikut  ini  didasarkan  pada  penga- 
laman penulis  yang  telah  menghabiskan  se- 
bagian  besar  waktunya  untuk  terlibat  da- 
lam pelaksanaan  pemilihan  umum  yang  ju- 
jur dan  adil  di  Thailand,  yang  diharapkan 
akan  memberikan  sumbangan  positif  bagi 
proses  pemilu  yang  sedang  berlangsung  di 
Indonesia. 
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Pengalaman  Thailand 

Situasi  di  Thailand  beberapa  tahun  yang 
lalu  sangat  berbeda  dengan  situasi  pada 
saat  ini.  Ada  dua  faktor  yang  menyebabkan 
perbedaan  tersebut.  Pertama,  pada  waktu 
itu  Thailand  berada  di  bawah  pemerintahan 
seorang  diktator  militer  yang  sangat  kuat. 
Kedua,  Thailand  menghadapi  pemberontak- 
an  komunis  dari  tahun  1965  hingga  1985. 
Dengan  adanya  pemberontakan  komunis 
tersebut,  Thailand  menghadapi  tantangan 
untuk  mempertahankan  integritas  bangsa 
terhadap  ancaman  dari  luar  dalam  bentuk 
ideologi,  pola  pikir  dan  model  negara  asing 
dalam  mengatur  masyarakat. 

Ada  dua  kejadian  menyedihkan  yang 
mengingatkan  situasi  pada  saat  itu:  (1) 
pembunuhan  massal  terhadap  para  maha- 
siswa  yang  terlibat  demonstrasi  menentang 
rezim  pada  tahun  1972  dan  1974;  dan  (2) 
akibat  dari  teijadinya  pembunuhan  massal 
tersebut,  banyak  yang  melarikan  diri  ke  da- 
lam hutan  belantara.  Sebagian  elite  intelek- 
tual  yang  tidak  puas  memutuskan  untuk 
tinggal  bersama  penduduk  desa  yang  sa- 
ngat miskin.  Sementara  itu.  Raja  memutus- 
kan untuk  menunjuk  Perdana  Menteri  se- 
mentara {ad  interim)  untuk  memimpin  peme- 
rintahan yang  sedang  terguncang.  Pada  saat 
itu  tidak  dapat  dihindari  terjadinya  kude- 
ta  militer  yang  dipimpin  oleh  figur-figur 
"baru"  dalam  militer.  Seriusnya  kekacauan 
yang  terjadi  di  pinggiran  kota  pada  waktu 
itu  telah  mendorong  penulis  untuk  mem- 
perjuangkan  demokrasi  dan  partisipasi  ma- 
syarakat bawah.  Sebagai  seorang  perwira 
muda  berusia  43  tahun,  pada  tahun  1965 
penulis  ditugaskan  untuk  merencanakan  dan 
mengatur  suatu  serangan  balasan  terhadap 
pemberontak  komunis  di  Thailand.  Tugas 
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tersebut  ternyata  menjadi  pengalaman  yang 
sangat  berharga  dan  sangat  mempengamhi 
kehidupan  penulis.  Karena  penyelesaian 
secara  militer  sudah  menjadi  pilihan  yang 
biasa  sejak  1960,  penulis  beranggapan  bah- 
wa  semua  persoalan  yang  terjadi  sifatnya 
adalah  politis,  yang  dengan  demikian  per- 
lu  diselesaikan  secara  politis  pula.  Penyele- 
saian masalah  secara  militer  hanya  akan  men- 
dorong semakin  meningkatnya  popularitas 
kaum  pemberontak  sehingga  memungkinkan 
mereka  untuk  semakin  meningkatkan  perla- 
wanan  bersenjata. 

Pada  saat  itu  muncul  propaganda  anti- 
pemerintah  yang  disebarkan  oleh  para  pem- 
berontak. Propaganda  tersebut  difokuskan 
pada  dua  isu,  yakni  kediktatoran  dan  impe- 
rialisme.  Pemerintah  Thailand  pada  saat  itu 
dituduh  tidak  demokratis  dan  lebih  meru- 
pakan  diktator  militer.  Pada  saat  yang  sama, 
pemerintah  Thailand  dituduh  tergantung 
pada  bantuan  kekuatan  imperialis,  teruta- 
ma  Amerika  Serikat.  Ini  mempakan  jargon 
yang  biasa  digunakan  selama  masa  Perang 
Dingin.  Masyarakat  pedesaan,  yang  memang 
kurang  berpendidikan  dan  kurang  informa- 
si,  mempercayai  propaganda  tersebut,  teru- 
tama  karena  pemerintah  lebih  memilih  pe- 
nyelesaian secara  militer  daripada  politis.  Tu- 
gas penulis  pada  waktu  itu  adalah  meya- 
kinkan  penduduk  bahwa  pemerintah  lebih 
demokratis  dan  nasionalistis  daripada  kaum 
pemberontak. 

Untuk  mengatasi  situasi  tersebut  dipcr- 
lukan  perhatian  serius  terhadap  hak-hak  si- 
pil,  ekonomi,  dan  sosial  guna  meningkatkan 
kualitas  kehidupan  pedesaan.  Selain  itu,  di- 
perlukan  pula  perbaikan  hukum  dan  kcter- 
liban  dengan  disertai  tindakan  militer.  Thai- 
land berhasil  menunjukkan  adanya  sinergi 
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antara  pihak  militer,  kepolisian,  dan  sipil. 
Oleh  karena  itu,  militer  sangat  membantu 
dalam  mengembangkan  infrastruktur  negara 
yang  meliputi  akses  pasar,  prasarana  umum, 
dan  pendidikan.  Pada  saat  yang  sama,  ber- 
bagai  proyek  Kerajaan  turut  meningkatkan 
perbaikan  situasi.  Salah  satu  contohnya  ada- 
lah  proyek  penyediaan  kebutuhan  untuk  me- 
ngembangkan agrobisnis  berupa  sayuran  dan 
buah-buahan  di  daerah  pedesaan  sebagai 
pengganti  pembudidayaan  opium.  Contoh 
lainnya  adalah  memberikan  kemudahan  ba- 
gi  para  pemberontak  yang  menyerahkan 
diri  dan  sedang  menjalani  proses  rehabili- 
tasi  untuk  mendapatkan  lahan  dan  berba- 
gai  fasilitas  lainnya. 

Dengan  demikian  militer  telah  memain- 
kan  peran  penting  guna  mengakhiri  pembe- 
rontakan  dan  menciptakan  stabilitas  yang 
diperlukan  bagi  penyelenggaraan  pemilu 
untuk  membentuk  pemerintah  bam.  Meski- 
pun  demikian,  militer  tidak  ikut  terlibat  da- 
lam penyelenggaraan  pemilihan  umum  ter- 
sebut.  Karenanya,  dapat  disimpulkan  bah- 
wa  sebenarnya  tentara  dapat  bekerja  sama 
dengan  anggota  masyarakat  lainnya  un- 
tuk mewujudkan  demokrasi.  Sesungguhnya- 
lah,  militer  Thailand  justru  merasa  senang 
kembali  ke  barak,  dan  upaya  kudeta  tahun 
1992  diyakini  merupakan  perang  saudara 
yang  terakhir  di  negara  itu. 

Di  Thailand  dikenal  pula  istilah  "demo- 
krasi terpimpin"  {guided  democracy)  di 
mana  ada  satu  partai  politik  yang  domi- 
nan  didukung  oleh  kekuatan  militer  dan 
sebagainya.  Pemerintahan  yang  demikian 
itu  biasanya  tidak  didasarkan  pada  ke- 
pcntingan  "dari  rakyat  dan  untuk  rakyat" 
(mengutip  pernyataan  Presiden  Abraham 
Lincoln),  karena  pemilihan  umum  yang 
terselenggara  biasanya  tidak  berlangsung 


jujur  dan  adil  serta  tidak  kredibel.  Untuk 
memuluskan  jalannya  transisi  menuju  de- 
mokrasi, masyarakat  perlu  diberi  kebebas- 
an  untuk  mengekspresikan  pendapat  me- 
reka  serta  kebebasan  untuk  memberikan 
suara  berdasarkan  pilihan  mereka  sendiri 
dalam  pemilu  yang  jujur  dan  adil.  Pada 
waktu  itu,  dalam  pemilu  yang  berlang- 
sung di  Thailand  berlaku  pula  pembelian 
suara,  pemaksaan,  dan  cara-cara  lain  yang 
tidak  sah.  Pemilu-pemilu  tersebut  banyak 
diwarnai  kecurangan.  Orang-orang  yang 
terpilih  dengan  cara  demikian  pada  akhir- 
nya  akan  mengharapkan  memperoleh  kem- 
bali segala  ongkos  yang  telah  mereka  ke- 
luarkan.  Untuk  menghindari  lingkaran  se- 
tan  tersebut,  sebenarnya  belum  terlalu  ter- 
lambat  untuk  mencoba  mempersiapkan  ne- 
gara-negara  agar  beijalan  pada  jalur  yang 
benar.  Tidak  pernah  ada  kata  terlambat  un- 
tuk mencoba. 

Meski  kedengarannya  klise,  setiap  per- 
soalan  pasti  ada  pemecahannya.  Apabila 
persoalan  utama  yang  ada  adalah  kurang- 
nya  kebebasan  dan  partisipasi  rakyat  da- 
lam penyelenggaraan  negara,  maka  salah 
satu  jalan  keluarnya  adalah  menciptakan 
lingkungan  yang  memungkinkan  berlang- 
sungnya  pemilu  yang  jujur  dan  adil  yang 
dengan  demikian  seluruh  masyarakat  da- 
pat berpartisipasi  secara  aktif.  Ini  semua 
merupakan  gambaran  situasi  di  Thailand. 
Selanjutnya,  bagaimana  relevansinya  de- 
ngan situasi  di  Indonesia  pada  saat  ini? 


Beberapa  Relevansi  Masalah  di 
Thailand  dan  Indonesia 

Thailand  dan  Indonesia  sama-sama  me- 
ngalami  krisis  ekonomi  dan  bcrbagai  tin- 
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dak  kekerasan.  Tidak  mengherankan  bahwa 
runtuhnya  perekonomian  dan  meningkat- 
nya  kemiskinan  menyebabkan  semakin  ba- 
nyaknya  kekerasan  apabila  tuntutan  rakyat 
diabaikan.  Pihak  militer  di  Indonesia  tam- 
paknya  memahami  hal  ini  dan  telah  ber- 
sedia  memainkan  peran  dalam  membantu 
baik  masyarakat  sipil  maupun  kelompok 
politik  dalam  usaha  memenuhi  keinginan 
rakyat.  Dalam  hal  ini  ,penulis  menyadari 
adanya  isu  sensitif  mengenai  alokasi  kur- 
si  bagi  ABRI  di  lembaga  legislatif  yang 
telah  menimbulkan  konflik  kepentingan 
dari  sisi  keterlibatan  ABRI  dalam  kehi- 
dupan  politik  di  Indonesia.  Kritik  terha- 
dap  hal  ini  selalu  dikumandangkan  dalam 
berbagai  kesempatan. 

Meskipun  demikian,  pemerintah  Indo- 
nesia telah  mengambil  langkah  positif  me- 
lalui  pemisahan  kepolisian  dengan  mili- 
ter. Dengan  kata  lain,  untuk  saat  ini  su- 
dah  ada  pemisahan  yang  jelas  antara  ang- 
katan  perang  (combatant  defence  forces) 
dan  angkatan  non-perang  {non-combatant 
forces)  yang  bemrusan  dengan  persoalan 
kemasyarakatan.  Oleh  karena  itu,  perlu  di- 
pahami  bahwa  kepolisian  hams  memain- 
kan peran  dalam  penegakan  hukum  dan 
ketertiban,  dan  dalam  usaha  memperjuang- 
kan  tercapainya  atmosfir  kebebasan  yang 
memungkinkan  berlangsungnya  pemilu 
yang  jujur  dan  adil.  Demikian  pula,  ada- 
lah  tugas  kepolisian  untuk  menjaga  te- 
gaknya  hukum  dan  ketertiban  pada  masa 
sesudah  pemilu.  Dalam  hal  ini,  kehadiran 
militer  tentu  saja  tetap  penting  terutama 
dalam  situasi  di  mana  kehadiran  militer 
memang  benar-benar  sangat  dibutuhkan. 
Ini  merupakan  salah  satu  langkah  bagi 
tercapainya  peran  militer  yang  tepat  me- 
nuju  masyarakat  demokratis  di  masa  men- 


datang.  Situasi  politik  Indonesia  saat  ini 
memberikan  kesempatan  terbaik  bagi  mili- 
ter untuk  memberikan  kontribusinya.  Ka- 
lau  saja  akibat-akibat  dari  keterlambatan 
dalam  bertindak  sudah  diketahui  sebelum- 
nya,  kemungkinan  kerusuhan,  pertumpah- 
an  darah,  kompsi,  dan  runtuhnya  pereko- 
nomian yang  terjadi  di  Indonesia  dapat 
dihindari.  Berdasarkan  pengalaman  Thai- 
land, tidak  ada  yang  perlu  ditakutkan  bagi 
militer  untuk  "kembali  ke  barak".  Militer 
Indonesia  tampaknya  sudah  mulai  mene- 
rapkan  tujuan  tersebut  dengan  memberi  ke- 
sempatan kepada  masyarakat  untuk  meng- 
ekispresikan  keinginan-keinginan  mereka 
melalui  pemilu  yang  diharapkan  akan  ber- 
langsung  jujur  dan  adil. 

Pelajaran  lain  yang  dapat  dipetik  dari 
pengalaman  Thailand  adalah  kemampuan 
tentara  profesional  Thailand,  baik  yang  re- 
guler  maupun  yang  berasal  dari  wajib  militer 
(wamil),  untuk  memberikan  keterampilan 
melalui  pelatihan  yang  meliputi  pemberan- 
tasan  buta  huruf,  kepemimpinan,  manaje- 
men,  dan  berbagai  macam  pendidikan  keju- 
ruan.  Dalam  hal  ini,  militer  dapat  menjadi 
sumber  daya  kegiatan  ekonomi,  yang  pada 
akhimya  akan  mengarah  pada  peningkat- 
an  standar  hidup  masyarakat.  Militer  di 
Thailand  banyak  memberikan  sumbangan 
bagi  berbagai  kegiatan  sosial  dan  ekono- 
mi di  wilayah-wilayah  tertentu,  misalnya 
pendidikan,  karang  taruna,  pelayanan  ke- 
sehatan,  konstruksi,  penyediaan  air  ber- 
sih,  periindungan  hutan,  dan  bantuan  ter- 
hadap  korban  bencana  alam.  Sebagian  be- 
sar  dari  keterampilan  itu  dapat  dimanfaat- 
kan  oleh  masyarakat  sepeninggal  para  ten- 
tara dari  wilayah  tersebut.  Sebagai  contoh, 
sebagian  besar  tentara,  yang  umumnya  ber- 
asal dari  dacrah  pedesaan  yang  miskin,  te- 
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lah  dipercaya  untuk  menjadi  pemimpin  di 
lingkungan  masyarakat  masing-masing. 
Kenyataan  ini  dapat  dipakai  untuk  menga- 
rahkan  masyarakat  menuju  perubahan  po- 
sitif  dan  demokratisasi. 

Generasi  pimpinan  militer  Thailand  saat 
ini  di  masa  lalu  merupakan  prajurit  dan 
perwira  muda  yang  terlibat  dalam  operasi 
melawan  pemberontakan,  yang  dengan  ce- 
pat  mampu  mengembangkan  dukungan 
yang  kuat  terhadap  demokrasi.  Dukungan 
mereka  terhadap  demokrasi  terus  berlan- 
jut  hingga  saat  ini.  Penulis  tidak  mera- 
gukan  bahwa  hal  ini  juga  berlaku  bagi 
ABRI  meskipun  dilatarbelakangi  dengan 
pengalaman  yang  berbeda. 

Demokrasi,  Politik,  dan  Militer: 
Sebuah  Pandangan  Pribadi 

Sejak  pensiun  dari  dinas  militer,  berda- 
sarkan  pengalaman  dan  keyakinan  pribadi, 
penulis  telah  mengabdikan  diri  sebagai 
penasihat  dalam  urusan  demokrasi  dan  pe- 
milihan  umum  yang  bebas  sebagai  salah 
satu  cara  untuk  menyumbangkan  diri  ba- 
gi kesejahteraan  Thailand  dan  bagi  Raja. 
Gagasan  mengenai  kedisiplinan,  kepemim- 
pinan,  dedikasi,  dan  tanggung  jawab  yang 
merupakan  bagian  dari  kemiliteran  dapat 
dijadikan  dasar  dari  sumbangan  bagi  ke- 
sejahteraan bangsa.  Dalam  pelaksanaan  pem- 
bangunan  demokrasi  dan  pemilu  yang  ju- 
jur  dan  adil,  pihak  militer  sebaiknya  te- 
tap  bersikap  netral.  Sebab,  keberpihakan 
pada  salah  satu  partai  politik  tidak  akan 
menyelesaikan,  tetapi  justru  semakin  mem- 
perumit,  berbagai  masalah  politik  yang  ada. 

Kelompok  netral  yang  digeluti  penulis 
saat  ini  dalam  bahasa  Thailand  disebut 
Asa  Pracha  Mutti  yang  berarti  Amanat 


Rakyat.  Kelompok  yang  tugas  utamanya 
memantau  pemilu  ini  memulai  kegiatan- 
nya  dengan  memantau  pemilu  di  Thailand 
pada  tahun  1986  dan  terus  berlanjut  de- 
ngan kegiatan  yang  sama  hingga  saat 
ini.  Selain  memantau  pemilu,  Asa  Pracha 
Mutti  juga  terlibat  dalam  berbagai  aspek  de- 
mokratisasi. Kelompok  ini  kemudian  meng- 
ganti  namanya  menjadi  Ong  Korn  Klang 
yang  berarti  Pengamat  Jajak  Pendapat 
iB>oll  Watch).  Selanjutnya,  nama  tersebut 
diganti  lagi  menjadi  PNET  {the  People 's 
Network  for  Free  and  Fair  Elections  in 
Thailand)  atau  Jaringan  Rakyat  Pemantau 
Pemilu  di  Thailand.  Keberadaan  kelompok 
ini  telah  didukung  oleh  perangkat  perun- 
dang-undangan  dan  saat  ini  sedang  dalam 
proses  penyelesaian.  Ini  berarti  bahwa  rak- 
yat mendapat  kesempatan  untuk  berparti- 
sipasi  secara  aktif  dan  tidak  hanya  seka- 
dar  memberikan  pandangan. 

Pendidikan  dan  latar  belakang  militer 
telah  menjadikan  penulis  mampu  memo- 
bilisasi  dan  mengelola  "pasukan"  suka- 
relawan  di  seluruh  tanah  air  untuk  me- 
mantau pemilu  dan  menjamin  bahwa  pe- 
milu berlangsung  jujur  dan  adil.  Penulis 
dapat  membuktikan  bahwa  kehidupan  se- 
telah  melewati  masa  pengabdian  di  dunia 
militer  tetap  merupakan  kehidupan  yang 
tidak  lepas  dari  kepemimpinan  dan  peng- 
abdian. Pengertian  ini  perlu  dikembangkan 
secara  luas,  terutama  di  kawasan  ASEAN, 
guna  menghindarkan  rakyat  dari  pemikir- 
an  sektarian,  perpecahan  etnik,  dan  keke- 
rasan,  serta  mendorong  rakyat  untuk  me- 
nerapkan  nilai-nilai  yang  terkandung  da- 
lam Pancasila.  Tetapi,  ini  semua  tergantung 
dari  bagaimana  cara  kita  memandang  per- 
soalan,  dan  yang  terlebih  penting  bagai- 
mana kita  memilih  untuk  bertindak. 
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Apakah  Politik  Berlaku  Bagi  Semua 
Orang? 

"Manusia  adalah  makhluk  politik"  me- 
rupakan  ungkapan  lama  yang  sudah  ba- 
nyak  dikenal.  Manusia  telah  memiliki  dua 
keahlian  mendasar,  yakni:  (1)  bagaimana  hi- 
dup  bersama  (kemampuan  politis);  dan  (2) 
bagaimana  memperoleh  makanan  dan  me- 
ningkatkan  kondisi  kehidupan  mereka  (ke- 
mampuan ekonomi).  Keduanya  merupakan 
ying  dan  yang  dalam  kehidupan  bersama. 
Sistem  ekonomi  dan  politik  hams  saling 
melengkapi,  jika  tidak  keduanya  akan  sa- 
ling menghancurkan.  Pohon  demokrasi  da- 
pat  tumbuh  dengan  baik  di  atas  lahan 
ekonomi  pasar.  Dalam  hal  ini,  politik  — 
baik  partisan  maupun  non-partisan  —  me- 
mang  berlaku  bagi  semua  orang,  baik  mi- 
liter  maupun  sipil,  dan  tidak  hanya  berla- 
ku bagi  politikus  profesional.  Baik  politik 
partisan  maupun  non-partisan  keduanya 
saling  mempengaruhi  dan  masing-masing 
memiliki  dinamika  dan  tanggung  jawab 
sendiri.  Untuk  lebih  jelasnya,  yang  dimak- 
sud  politik  partisan  adalah  politik  bagi 
mereka  yang  terlibat  langsung  dalam  ber- 
bagai  kegiatan  politik;  sedangkan  politik 
non-partisan  adalah  politik  bagi  militer 
maupun  masyarakat  sipil  pada  umumnya. 

Kelompok  non-partisan  mendukung  usa- 
ha-usaha  menuju  masyarakat  yang  lebih 
baik.  Mereka  tidak  menganggap  tugas  ini 
sebagai  profesi  atau  usaha  memperoleh  ke- 
untungan  pribadi.  Kelompok  ini  tidak  me- 
ngacu  kepada  manifesto  atau  garis  partai 
melainkan  pada  komitmen  sosial  dan  rasa 
tanggung  jawab.  Keterlibatan  mereka  le- 
bih ditujukan  pada  keuntungan  bagi  se- 
luruh  bangsa,  misalnya  kelompok  Rotary 
atau  Lions  Club.  Keanggotaan  mereka  men- 
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cakup  tentara  dan  mereka  yang  memiliki 
tujuan  yang  sama,  yaitu:  menyumbang  bagi 
pembangunan  masyarakat  dan  turut  ber- 
usaha  menghapus  ketidakadilan,  kemiskin- 
an,  dan  kompsi.  Sasaran  utama  dari  tuju- 
an tersebut  adalah  bekerja  untuk  menca- 
pai  masyarakat  yang  adil  dan  beradab,  di 
mana  keadilan  dan  standar  hidup  yang 
memadai  dapat  dirasakan  oleh  semua 
orang.  Sasaran  tersebut  akan  sangat  sulit 
dicapai  apabila  para  pemuka  masyarakat, 
kaum  profesional,  LSM,  masyarakat  yang 
turut  prihatin,  dan  tentara  tidak  bekerja 
sama  dalam  usaha  yang  bersifat  sukarela 
ini.  Tugas  ini  hams  diakui  dan  diberi  peng- 
hargaan  setinggi-tingginya  sebagai  tugas 
dari  masyarakat  non-partisan.  Dengan  cara 
ini,  the  silent  majority  pada  akhimya  akan 
mampu  menghasilkan  standar  nilai  dan 
tanggung  jawab  yang  berbeda  di  antara 
wakil-wakil  yang  dipilih  yang  memang 
dibayar  untuk  melaksanakan  tugas-tugas 
politiknya.  Tetapi,  apabila  politikus  par- 
tisan mencapai  standar  nilai  dan  tang- 
gung jawab  tersebut,  gaji  yang  ia  terima 
memang  merupakan  honorarium  dan  bu- 
kan  sebagai  keuntungan  pribadi  atas  posisi 
yang  diperolehnya. 

Pada  akhirnya,  politik  ~  baik  partisan 
maupun  non-partisan  --  memang  mempa- 
kan  bagian  dari  hidup  dan  harus  dimak- 
sudkan  untuk  melayani  rakyat.  Dengan 
demikian,  perlu  digarisbawahi  bahwa  po- 
litik memang  berlaku  bagi  semua  orang. 
Oleh  karena  itu,  baik  militer  maupun  sipil 
hams  duduk  bersama  dan  saling  menye- 
tujui  arti  dan  makna  dari  gagasan  bahwa 
"militer  sehamsnya  memang  tidak  teriibat 
dalam  politik".  Kalaupun  militer  tidak  di- 
anjurkan  untuk  terlibat  dalam  politik  par- 
tisan, tetapi  anggotanya  tetap  memiliki  hak 


PERAN  MILITER  DALAM  MENJAMIN  PEMILU 


165 


yang  sama  dengan  warga  negara  lainnya, 
yaitu  berpartisipasi  aktif  dalam  kegiatan 
politik  non-partisan. 

Kesimpulan 

Pengalaman  Thailand  menunjukkan  bah- 
wa  kelompok  militer  dapat  bekerja  sama 
dengan  kelompok  sipil  tidak  hanya  da- 
lam menghadapi  pemberontakan,  tetapi 
juga  dalam  membangun  jalan  menuju  de- 
mokrasi.  Untuk  mengatasi  persoalan  yang 
dihadapi  oleh  Indonesia,  pertama-tama 


perlu  ada  pembedaan  yang  jelas  antara 
politik  partisan  dan  politik  non-partisan. 
Kalau  perbedaan  ini  dimengerti  dan  dite- 
rima  dengan  baik,  maka  militer  akan  men- 
dapat  kesempatan  untuk  memainkan  peran 
positif  dalam  menjamin  terlaksananya  pe- 
milu  yang  jujur  dan  adil.  Pemilu  yang  akan 
berlangsung  dalam  waktu  dekat  ini  tam- 
paknya  memberikan  peluang  bagi  terwu- 
judnya  kerja  sama  antara  militer  dengan 
lapisan  masyarakat  yang  lain  guna  men- 
capai  tujuan  yang  mulia  tersebut.  Untuk 
mewujudkan  tujuan-tujuan  yang  mulia,  se- 
galanya  bisa  saja  terjadi. 


Aparatur  Negara  pada  Era  Reformasi 

Prijono  Tjiptoherijanto 


Salah  satu  penyebab  munculnya  krisis  ekonomi  di  Indonesia  adalah  buruknya  kualitas 
sumber  daya  manusia,  termasuk  yang  berada  di  sektor  pemerintahan.  Dalcan  menghadapi  era 
reformasi  dan  globalisasi,  peningkatan  dan  pengembangan  aparatur  negara  baik  dalam  segi 
kelembagaan  maupun  aparat  merupakan  suatu  keharusan.  Pembenahan  yang  paling  uta- 
ma  diarahkan  untuk  menangani  persoalan  ketidaksesuaian  antara  pendidikan  dan  jenis 
pekerjaan.  Kemudian  efektivitas  dan  efisiensi  kerja  perlu  ditingkatkan  antara  lain  melalui 
pengaturan  penjenjangan  kepegawaian,  pengaturan  rasio  pegawai  dan  sistem  pengga- 
jian  yang  lebih  baik.  Selain  itu  upaya  perbaikan  kualitas  aparatur  dilakukan  sejak  tahap 
penerimaan  dengan  menerapkan  sistem  seleksi  yang  ketat.  Pendidikan  dan  pelatihan  ser- 
ta  kemampuan  akan  digunakan  sebagai  kriteria  utama  dalam  setiap  promosi  jabatan 
di  samping  diterapkannya  sistem  reward  and  punishment  yang  lebih  adil.  Secara  keselu- 
ruhan  usaha  perbaikan  atau  pendayagunaan  aparatur  negara  akan  menyangkut  aspek 
kelembagaan,  kepegawaian,  ketatalaksanqan  dan  pengawasan.  Di  samping  untuk  memberi- 
kan  pelayanan  yang  terbaik  kepada  masyarakat,  pendayagunaan  aparatur  negara  juga  di- 
perlukan  untuk  mendukung  sistem  pemerintahan  yang  lebih  terdesentralisasi. 


Pendahuluan 

PENGEMBANGAN  sumber  daya  ma- 
nusia diyakini  merupakan  jawaban 
dari  setiap  masalah  yang  terjadi 
dalam  suatu  organisasi.  Demikian  pula  hal- 
nya  di  sektor  pemerintahan.  Pengembang- 
an sumber  daya  manusia  dalam  suatu  or- 
ganisasi formal  atau  birokrasi  sudah  me- 
rupakan suatu  keharusan.  Terlebih  lagi  se- 
laku  unsur  pelaku  pembangunan  yang  me- 
rupakan ujung  tombak  pemerintahan.  Se- 
bab,  keterbatasan  kemampuan  sumber  daya 
manusia  dan  tingkat  profesionalitas  yang 
rendah  pada  gilirannya  hanya  akan  membe- 
rikan  sumbangan  yang  lerbatas  bagi  pen- 
capaian  tujuan  organisasi  pemerintahan. 

Krisis  ekonomi  yang  bcrkepanjangan  de- 
wasa  ini  merupakan  salah  satu  bukti  bah- 
wa  kualitas  sumber  daya  manusia  Indonesia 
kalah  bersaing  dengan  negara  Asia.  Kuali- 


tas sumber  daya  manusia  di  sini  bukan  se- 
mata  dalam  arti  sempit  yaitu  derajad  kese- 
hatan,  tingkat  pendidikan,  ataupun  status 
gizi,  namun  dalam  arti  luas.  Di  samping 
berbagai  hal  di  atas  ditambah  pula  dengan 
aspek  kreativitas,  daya  juang,  bebas  dari 
rasa  takut,  kebebasan  menyampaikan  pen- 
dapat  yang  bertanggung  jawab,  moralitas, 
dan  lain  sebagainya.  Dengan  demikian  pe- 
ngertian  kualitas  sumber  daya  manusia  ju- 
ga menyangkut  kedewasaan  dalam  berpo- 
litik.  Pada  saat  beberapa  negara  tetangga 
yang  juga  mengalami  krisis,  seperti  Thai- 
land, Korea  Selatan  maupun  Filipina,  telah 
berhasil  mengatasi  krisis  tersebut,  Indone- 
sia masih  terus  "  berkutat"  dengan  perbe- 
daan  pendapat  mcngenai  berbagai  agenda 
reformasi  ekonomi  dan  persoalan  politik 
yang  mendasar.  Bahkan  masih  hangat  da- 
lam ingatan  bagaimana  berbagai  agenda  re- 
formasi baik  ekonomi  maupun  politik  yang 
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telah  disepakati,  secara  tiba-tiba  diubah  ka- 
rena  adanya  desakan  atau  tekanan  dari  sua- 
tu  kelompok.  Semua  itu  menunjukkan  ma- 
sih  rendahnya  tingkat  kedewasaan  berne- 
gara  pada  sebagian  besar  birokrasi  Indo- 
nesia. 

Demikian  pula  birokrasi  pemerintah  yang 
dipandang  sebagai  agen  pembangunan  dan 
pembaruan,  belum  dapat  menjalankan  pe- 
rannya  secara  optimal.  Walaupun  diakui 
bahwa  peran  birokrasi  cukup  bermakna  da- 
lam  membawa  Indonesia  mencapai  kema- 
juan  yang  menakjubkan  sampai  sebelum 
terjadinya  krisis,  namun  "gugatan"  terha- 
dap  buruknya  kinerja  birokrasi  pemerintah 
tidak  kalah  gaungnya  baik  dari  dalam  ne- 
geri  maupun  luar  negeri.  Di  dalam  negeri, 
keluhan  masyarakat  maupun  sektor  swasta 
terhadap  birokrasi  pemerintahan  masih  ber- 
langsung  sampai  saat  ini,  walaupun  dewa- 
sa  ini  agenda  reformasi  sedang  dijalankan, 
termasuk  dalam  sektor  pemerintahan.  Demi- 
kian pula,  di  luar  negeri  birokrasi  pemerin- 
tahan Indonesia  dipandang  sebagai  biro- 
krasi yang  tidak  efisien,  lamban,  serta  korup. 

Berkaitan  dengan  sumber  daya  manu- 
sia  di  sektor  pemerintahan,  tantangan  yang 
kini  dihadapi  adalah  bagaimana  melakukan 
penyempurnaan  birokrasi  terutama  dalam 
melakukan  efisiensi  dan  meningkatkan  ki- 
nerja birokrasi  untuk  mengantisipasi  era 
globalisasi.  Hal  ini  akan  berkaitan  erat  de- 
ngan peran  birokrasi  sebagai  agen  pem- 
bangunan. Peran  birokrasi  di  sini  adalah 
sebagai  katalisator  dan  penggerak  partisi- 
pasi  masyarakat.  Dan  untuk  merangsang 
gerakan  partisipasi  masyarakat  terutama 
melalui  pembangunan  kegiatan  ekonomi, 
perlu  mengubah  perilaku  aparatur  yang 
mengandalkan  kekuasaan  menjadi  penga- 


yom,  pelayan  dan  hanya  berpihak  pada 
kepentingan  masyarakat  umum  semata,  bu- 
kan  kelompok-kelompok  tertentu  untuk  ke- 
pentingan segelintir  orang.  Diharapkan  bah- 
wa pada  akhirnya  dapat  tercipta  keadilan 
yang  merata  bagi  selumh  rakyat  Indonesia. 
Upaya  penyempurnaan  diri  dalam  biro- 
krasi menjadi  sangat  penting,  terutama  agar 
birokrasi  mampu  melanjutkan  cita-cita  pen- 
diri  bangsa  (founding  father)  yaitu  men- 
ciptakan  suatu  masyarakat  yang  sejahtera, 
adil,  dan  makmur  melalui  tahapan-tahapan 
pembangunan  yang  telah  ditetapkan  seca- 
ra sistematis. 

PNS  di  Era  Reformasi  dan  Globalisasi 

Menghadapi  tugas-tugas  yang  sema- 
kin  luas  dan  semakin  kompleks  di  masa- 
masa  yang  akan  datang  yang  disertai  de- 
ngan era  globalisasi,  era  yang  tidak  lagi 
mengenal  batas  ruang/wilayah,  ekonomi, 
politik  maupun  budaya,  maka  pelaksanaan 
kebijakan  pendayagunaan  aparatur  negara 
haruslah  dilakukan  secara  cermat  dan  te- 
pat.  Pada  era  keterbukaan  ini,  aparatur  di- 
tuntut  untuk  lebih  kreatif,  disiplin,  berde- 
dikasi  dan  loyal.  Hal  ini  menyangkut  peru- 
bahan  yang  bukan  hanya  bersifat  meka- 
nistik  hubungan-hubungan  antarbangsa 
tetapi  lebih  mendasar  lagi  yaitu  proses 
universalisasi  nilai-nilai.  Beberapa  perma- 
salahan  utama  yang  merupakan  tantangan 
pada  era  ini  antara  lain  adalah: 

Pertama,  di  bidang  ekonomi  ditandai 
oleh  adanya  arus  informasi,  manusia,  ba- 
rang  dan  jasa,  modal  dan  investasi  yang 
bergerak  semakin  cepat.  Perkembangan  ter- 
sebut  mengubah  pola  hubungan  produksi, 
keuangan  dan  perdagangan  antarbangsa. 


168 

Persaingan  akan  semakin  ketat  karena  tum- 
bangnya  tembok-tembok  penghalang  ke- 
giatan  ekonomi  bangsa-bangsa. 

Kedua,  di  bidang  politik  ditandai  oleh 
surutnya  ideologi  dalam  agenda  dan  priori- 
tas  hubungan  politik  antarbangsa.  Globali- 
sasi  juga  meruntuhkan  sebuah  sistem  po- 
litik yang  lebih  dari  setengah  abad  dianut 
oleh  bangsa-bangsa.  Akibatnya,  potensi 
konflik  politik  akan  berkurang,  akan  teta- 
pi  potensi  konflik  lokal  dan  regional  akan 
meningkat.  Berdasarkan  kewilayahan  ne- 
gara-negara  ~  Barat  ~  ini  akan  memperluas 
pandangan  politik  yang  dianggap  benar 
kepada  bangsa-bangsa  lain,  dan  konflik 
ini  akan  mengambil  bentuk  lain  yaitu  me- 
lalui  instrumen  ekonomi. 

Ketiga,  di  bidang  sosial  budaya,  inter- 
aksi  antarbudaya  akan  semakin  intensif 
dan  menyebabkan  makin  intensifnya  pro- 
ses pembauran  nilai-nilai  yang  mengarah 
pada  budaya  internasional.  Hal  ini  akan 
berdampak  positif  apabila  interaksi  terse- 
but  mempercepat  proses  modernisasi  bu- 
daya yang  mendorong  kemajuan  ekonomi 
dan  penguasaan  teknologi.  Akan  berdam- 
pak negatif  apabila  nilai-nilai  budaya  luar 
tersebut  berbenturan  dengan  nilai  intrin- 
sik  kepribadian  bangsa. 

Untuk  dapat  menghadapi  tantangan  pa- 
da  era  global  ini,  maka  perlu  dicari  suatu 
jawaban  mengenai  bagaimana  pemerintah 
melakukan  pembenahan  maupun  peiiingkat- 
an  kuantitas  dan  kualitas  aparatur  negara, 
baik  dari  sisi  kelembagaan  maupun  aparat- 
nya  sendiri.  Beberapa  upaya  pembenahan 
maupun  peningkatan  kualitas  tersebut  akan 
diuraikan  dalam  pembahasan  selanjutnya. 
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Sumber  Daya  Manusia  dan  Kelem- 
bagaan 

Jumlah  dan  Komposisi  PNS  dari  Segi 
Pendidikan 

Menurut  Pasal  15  Undang-Undang  No. 
8  Tahun  1974  jumlah  dan  susunan  pang- 
kat  pegawai  negeri  sipil  ditetapkan  dalam 
formasi  untuk  jangka  waktu  tertentu  ber- 
dasarkan jenis,  sifat  dan  beban  kerja  yang 
hams  dilaksanakan.  Peningkatan  tugas-tu- 
gas  pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh 
pemerintah  membawa  konsekuensi  bagi 
penambahan  formasi  pegawai.  Akan  teta- 
pi  hal  ini  disesuaikan  dengan  prinsip-prin- 
sip  efisiensi  dan  rasionalitas  serta  memper- 
hitungkan  dengan  saksama  kemampuan  ke- 
uangan  negara.  Data  yang  dihimpun  dari 
BAKN  memperlihatkan  bahwa  jumlah  pe- 
gawai negeri  sipil  di  Indonesia  per  tang- 
gal  31  Maret  1997  adalah  4.094.346  orang 
(Tabel  1)  atau  sekitar  2  persen  dari  keselu- 
ruhan  jimilah  penduduk.  Sebagai  abdi  ne- 
gara dan  abdi  masyarakat,  PNS  melaksana- 
kan  tugas-tugas  pelayanan  terhadap  ma- 
syarakat dengan  tujuan  memperlancar  se- 
gala  kepentingan  para  anggota  masyara- 
kat. Dengan  jumlah  penduduk  Indonesia 
yang  mencapai  204  juta  jiwa  pada  tahun 
1998  maka  diperoleh  perbandingan  1:50. 
Hal  ini  berarti  bahwa  tiap  satu  orang  PNS 
bertugas  memberikan  pelayanan  bagi  50 
penduduk.  Dengan  berlakunya  perdagang- 
an  dan  investasi  bebas  di  kawasan  ASEAN, 
peran  aparatur  akan  bertambah  berat  yaitu 
turut  merangsang  kegiatan  ekonomi  ma- 
syarakat. Hal  ini  dilakukan  melalui  pencip- 
taan  dan  pelaksanaan  kebijakan  ekonomi 
makro,  sektoral  dan  regional  yang  bersifat 
memberikan  pengarahan,  bimbingan  dan  du- 
kungan  pada  kegiatan  ekonomi  masyarakat. 
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Kegiatan  ekonomi  masyarakat  ini  dapat  di- 
gairahkan  apabila  hambatan-hambatan  yang 
ada  dikurangi.  Dana-dana  yang  ada  hams 
lebih  diarahkan  pada  pelaksanaan  kegiatan- 
kegiatan  yang  produktif. 

Banyaknya  keluhan  yang  datang  dari 
masyarakat  menunjukkan  masih  adanya  ber- 
bagai  keterbatasan  pada  aparatur  pemerin- 
tah.  Kalau  melihat  rasio  antara  penduduk 
dan  PNS,  dapat  dikatakan  bahwa  angkanya 
tidak  terlalu  besar.  Akan  tetapi  sering  ter- 
dengar  keluhan  masyarakat,  temtama  ten- 
tang  pelayanan  para  aparat  pemerintah 
ini.  Ada  dua  hal  yang  perlu  diperhatikan 
dalam  peningkatan  pelayanan  masyarakat, 
yaitu:  pertama,  perluasan  pelayanan  agar 
dapat  menjangkau  selumh  lapisan  masya- 
rakat di  semua  wilayah;  dan  kedua,  pening- 
katan kualitas  pelayanan  mengingat  me- 
ningkatnya  permintaan-permintaan  bam  dari 
masyarakat  (rising  demand). 

Berbagai  keluhan  akan  kelambatan  pela- 
yanan tersebut  tidak  saja  disebabkan  oleh 
kuantitas  maupun  kualitas  aparatur,  tetapi 
juga  karena  masalah  kedisiplinan.  Dari  segi 
kualitas,  aspek-aspek  seperti  pengetahuan 
para  PNS  sangat  terbatas  hanya  pada  bi- 


dang  kerjanya,  sehingga  tidak  dapat  mem- 
bantu  penyelesaian  hal  lain  apabila  diper- 
lukan.  Demikian  pula  dengan  yang  ber- 
kaitan  dengan  informasi  di  sekitar  ling- 
kungan  kerja.  Keterlambatan  pelayanan  ter- 
hadap  masyarakat  juga  seringkali  disebab- 
kan oleh  masalah  disiplin.  PNS  seringkali 
tidak  berada  di  tempat  pada  saat  diperlu- 
kan  sehingga  pekerjaan  tersebut  hams  ter- 
tunda  penyelesaiannya.  Selain  masalah  pe- 
layanan dan  kedisiplinan,  permasalahan  lain 
yang  muncul  ke  permukaan  berkaitan  de- 
ngan adanya  pungutan-pungutan  ataupun 
kewajiban  "menyetor"  upeti  dan  penyalah- 
gunaan  wewenang. 

Keadaan-keadaan  tersebut  memerlukan 
penanganan  yang  serius.  Baik  dari  segi 
kualitas  mental  dan  disiplin  maupun  kuali- 
tas pengetahuan  dan  keterampilan.  Data 
tingkat  pendidikan  PNS  tidaklah  terlalu 
mengecewakan.  Lebih  dari  80  persen  pega- 
wai  negeri  di  Indonesia  berpendidikan  SLTA 
atau  lebih  tinggi  (Tabel  1).  Angka  terse- 
but jauh  di  atas  kondisi  pendidikan  masya- 
rakat pada  umumnya.  Dengan  demikian  se- 
cara  tidak  langsung,  data  tersebut  menun- 
jukkan bahwa  PNS  sebenarnya  orang-orang 


Tabel  1 

PNS  BERDASARKAN  TINGKAT  PENDIDIKAN  DAN  JENIS  KELAMIN,  31  MARET  1997 


Tingkat  Pendidikan   Pria     Wanita  Total  PNS 


Jumlah 

% 

Jumlah 

% 

Jumlah 

% 

SD 

404.638 

15,27 

30.283 

2,10 

434.921 

10,62 

SLTP 

197.120 

7,44 

57.104 

3,95 

254.224 

6,21 

SLTA 

1.423.514 

53,72 

.  1.037.007 

71,80 

2.460.521 

60,10 

D1-D3 

419.086 

15,81 

165.478 

11,46 

419.086 

10,24 

SI 

515.522 

19,45 

152.590 

10,56 

515.522 

12,59 

S2 

8.006 

0,30 

1.624 

0,11 

8.006 

0,20 

S3 

1.816 

0,07 

250 

0,01 

2.066 

0,08 

Total 

2.650.010 

100,00 

1.444.336 

100,00 

4.094.346 

100,00 

Sumber.  Data  dikumpulkan  dari  sistem  pclaporan  BAKN.. 
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yang  terpilih  dari  masyarakat.  Di  samping 
itu  pada  kenyataannya  memang  menunjuk- 
kan  bahwa  tidak  semua  pekerjaan  membu- 
tuhkan  kriteria  pendidikan  tinggi.  Persoal- 
an  yang  lebih  mendesak  adalah  banyaknya 
terjadi  ketidaksesuaian  (mismatch)  antara 
tingkat  pendidikan  dan  jenis  pekerjaan. 
Namun  demikian,  melihat  data  yang  ada 
dan  dengan  tugas-tugas  pemerintah  yang 
tentu  saja  akan  semakin  kompleks  dan  su- 
lit,  pendidikan  aparatur  sangat  perlu  di- 
perhatikan,  baik  dari  segi  pendidikan  for- 
mal, informal  maupun  nonformal.  Melalui 
pendidikan,  manusia  diharapkan  menjadi 
seseorang  yang  pandai  dan  berbudi  luhur. 
Dengan  semakin  baiknya  tingkat  pendi- 
dikan, nantinya  "armada"  aparatur  akan 
mempakan  armada  pekerja  yang  kreatif, 
tangguh,  loyal  dan  jujur.  Terlebih  lagi  di- 
tambah  dengan  tugas-tugas  pengelolaan 
dana  pembangunan  yang  sedikit  banyak 
menuntut  mereka  untuk  lebih  kreatif  meng- 
ekspresikan  diri  atau  mengaktualisasikan 
potensi-potensinya  dalam  karya-karya  nya- 
ta  pembangunan.  Selain  itu  peningkatan 
pendidikan  PNS  diharapkan  pula  dapat 
memberikan  tambahan  pendapatan.  Hal-hal 
yang  mempakan  peningkatan  kualitas  pen- 
didikan PNS  akan  diulas  tersendiri. 

Berdasarkan  jenis  kelamin,  komposisi 
jumlah  pekerja  pria  lebih  besar  dibanding- 
kan  dengan  jumlah  pekerja  wanita  di  sek- 
tor  pemerintahan.  Fakta  ini  menunjukkan 
situasi  yang  umum  terjadi  pada  berbagai 
sektor  kerja.  Pada  awalnya  rasio  partisipasi 
tenaga  kerja  pria  dan  wanita  adalah  0,54 
(54  tenaga  kerja  wanita  di  antara  100  te- 
naga kerja  pria).  Tabel  1  juga  memperlihat- 
kan  gambaran  PNS  pria  dan  wanita  berda- 
sarkan tingkat  pendidikan.  Secara  umum 
sebenarnya  kualitas  pendidikan  PNS  wa- 
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nita  tidak  terlalu  jauh  berbeda  dengan  PNS 
pria.  Dari  data  tersebut  nampak  bahwa 
persentase  PNS  wanita  yang  berpendidik- 
an  kurang  dari  SLTA  hanya  sekitar  6  per- 
sen.  Sedangkan  untuk  pria,  angka  tersebut 
mencapai  sekitar  22  persen.  Demikian  pula 
persentase  PNS  wanita  yang  berpendidik- 
an  SLTA  jauh  lebih  banyak  daripada  PNS 
pria.  Memang  persentase  PNS  pria  yang 
berpendidikan  tinggi  (di  atas  SLTA)  lebih 
tinggi  dibandingkan  dengan  wanita  namun 
jika  dilihat  secara  keselumhan  maka  jum- 
lah PNS  yang  berpendidikan  tinggi  per- 
sentasenya  tidak  terlalu  besar  dibandingkan 
dengan  jumlah  PNS  secara  keselumhan. 

Tingginya  persentase  PNS  pria  yang 
berpendidikan  rendah  (kurang  dari  SLTA) 
nampaknya  berkaitan  dengan  jenis-jenis 
pekerjaan  yang  memang  lebih  cocok  un- 
tuk dikerjakan  oleh  kaum  pria,  seperti  mi- 
salnya  penjaga  mercusuar,  gunung  berapi, 
suaka  margasatwa,  dan  lain  sebagainya. 
Alasan  lain  adalah  bahwa  para  wanita  de- 
ngan pendidikan  rendah  tidak  mau  masuk 
menjadi  PNS  karena  rendahnya  tingkat 
upah/gaji.  Karena  tingkat  gaji  yang  rendah 
tersebut,  para  pekerja  wanita  lebih  memi- 
lih  bekerja  di  sektor  swasta  dan  sektor  in- 
formal lainnya.  Sedangkan  pria  dengan 
tingkat  pendidikan  rendah  lebih  banyak 
menggantungkan  harapan  menjadi  pega- 
wai  negeri,  meskipun  dengan  tingkat  upah/ 
gaji  yang  relatif  sangat  rendah.  Ini  dise- 
babkan  oleh  adanya  pensiun,  hal  yang  di- 
anggap  aman  untuk  hari  tua.  Alasan  lain 
menyangkut  aspek  sosial-budaya.  Lebih 
banyaknya  wanita  dengan  tingkat  pendi- 
dikan rendah  memilih  sektor  informal  ka- 
rena mereka  merasa  lebih  leluasa  atau  mem- 
punyai  waktu  lebih  banyak  untuk  mengu- 
ms  anak  dan  keluarga. 
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Penjenjangan 

Pegawai  negeri  sipil  diangkat  dalam 
suatu  kepangkatan  dan  jabatan  tertentu. 
Pemberian  kenaikan  pangkat  dilaksanakan 
berdasarkan  sistem  kenaikan  regular  dan 
pilihan.  Kenaikan  pangkat  reguler  diberi- 
kan  apabila  pegawai  tersebut  sudah  meme- 
nuhi  persyaratan  yang  ditentukan,  sedang- 
kan  kenaikan  pangkat  pilihan  adalah  peng- 
hargaan  atas  prestasi  kerja  yang  dicapai. 
Hal  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan 
penghargaan  terhadap  pengabdian  yang 
telah  diberikan  dan  menjadi  dorongan  un- 
tuk lebih  meningkatkan  pengabdian  dan 
prestasinya. 

Selain  pemberian  kenaikan  pangkat, 
pengangkatan  dalam  suatu  jabatan  terten- 
tu juga  didasarkan  atas  prestasi  kerja,  di- 
siplin  kerja,  kesetiaan,  pengabdian,  penga- 
laman,  dan  berbagai  syarat  objektif  lain- 
nya.  Seperti  diketahui  bahwa  kebutuhan 
manusia  dalam  berorganisasi  tidak  hanya 
terbatas  pada  kebutuhan  finansial  dan  fi- 
sik  saja,  maka  kebutuhan  akan  nonfisik  se- 
perti penghargaan,  prestasi,  kepercayaan, 


tanggung  jawab  organisasi,  kewenangan 
dalam  mengambil  keputusan,  rasa  aman  dan 
Iain-lain,  juga  hams  dijadikan  pertimbangan. 

Untuk  meningkatkan  pembinaan  PNS 
diciptakan  suatu  sistem  pengangkatan  pe- 
gawai dalam  suatu  jabatan  struktural,  se- 
suai  dengan  PP  No.  15  Tahun  1994.  Tingkat- 
an  dalam  suatu  jabatan  struktural  adalah 
eselon,  dan  disusun  berdasarkan  berat-ri- 
ngannya  tugas,  tanggung  jawab,  wewe- 
nang  dan  hak.  Pemerintah  juga  telah  men- 
ciptakan  pola  karier  yang  menggambarkan 
jalur  pengembangan  karier  dan  menun- 
jukkan  keterkaitan  dan  keserasian  antar- 
jabatan,  pangkat,  pendidikan  dan  pelatih- 
an  struktural  serta  masa  jabatan  PNS  sejak 
pengangkatan  hingga  pensiun.  Jenjang 
karier  suatu  jabatan  struktural  dimulai  da- 
ri  yang  terendah  yaitu  eselon  Vb  hingga 
yang  tertinggi  yaitu  la  (lihat  Tabel  2). 

Selain  pengembangan  karier  secara  struk- 
tural, pemerintah  juga  menetapkan  suatu 
peraturan  tentang  pengembangan  karier  me- 
lalui  jalur  ftingsional.  Jabatan  ini  menun- 
jukkan  tugas,  tanggung  jawab,  wewenang 


Tabel  2 


JENJANG  PANGKAT  JABATAN  STRUKTURAL  PNS 


No. 

Tingkat 

Permulaan 

Gol. 

Lanjutan 

Gol. 

Tertinggi 

Gol. 

Eselon 

Ruang 

Ruang 

Ruang 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1, 

la 

Pembina  Utama  Madya 

IV/d 

Pembina  Utama 

IV/c 

2. 

lb 

Pembina  Utama  Muda 

IV/c 

Pembina  Utama  Madya 

IV/d 

Pembina  Utama 

IV/e 

3. 

Ila 

Pembina  Utama  Muda 

IV/c 

Pembina  Utama  Madya 

IV/d 

4. 

lib 

Pembina  Tingkat  I 

IV/b 

Pembina  Utama  Muda 

IV/c 

Pembina  Utama  Madya 

IV/d 

5. 

Ilia 

Pembina 

IV/a 

Pembina  Tingkat  I 

IV/b 

Pembina  Utama  Muda 

IV/c 

6. 

Illb 

Penata  Tingkat  I 

Ill/d 

Pembina 

IV/a 

Pembina  Tingkat  I 

IV/b 

7. 

IVa 

Penata 

III/c 

Penata  Tingkat  I 

Ill/d 

Pembina 

IV/a 

8. 

IVb 

Penata  Muda  Tingkat  1 

Ill/b 

Penata 

III/c 

Penata  Tingkat  I 

Ill/d 

9. 

Va 

Penata  Muda 

Ill/a 

Penata  Muda  tingkat  I 

Ill/b 

Penata 

III/c 

10. 

Vb 

Pcngatur  Tingkat  I 

Il/d 

Penata  Muda 

Ill/a 

Penata  Muda  Tingkat  I 

Ill/b 

Sumber.  Keputusan  Presiden  No.  15  Tahun  1994. 
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dan  hak  seorang  PNS  dalam  suatu  organi- 
sasi  yang  melaksanakan  tugasnya  berda- 
sarkan  pada  keahlian  dan/atau  keterampil- 
an  tertentu.  Suatu  keahlian  dan  keterampil- 
an  tertentu  tersebut  dibatasi  oleh  adanya 
norma-norma  atau  kaidah  yang  ditetapkan 
oleh  disiplin  ilmu  pengetahuan  dan  organi- 
sasi  profesi.  Jabatan  fungsional  dapat  ber- 
kembang  dari  suatu  spesialisasi  ke  sub-sub 
spesialisasi,  sehingga  akan  memperkaya  je- 
nis-jenis  jabatan  fungsional.  Seperti  misal- 
nya  ahli  pendidikan,  bisa  lebih  terspesi- 
fikasi  menjadi  ahli  perencana  kurikulum, 
ahli  pengujian  ataupun  pengajar.  Tidak 
saja  pada  jabatan  struktural  yang  diberi- 
kan  tunjangan  akan  tetapi  pada  beberapa 
jabatan  fungsional  telah  juga  diberikan 
tunjangan  jabatan,  antara  lain  hakim  yang 
dipekerjakan  pada  tugas-tugas  peradilan, 
panitera,  jaksa,  dosen,  peneliti,  widyaiswara 
dan  penyuluh.  Oleh  karena  ada  beberapa 
aparat  pemerintah  yang  menduduki  jabat- 
an struktural  dan  fungsional  pada  saat 


yang  bersamaan,  maka  pada  mereka  diper- 
kenankan  memilih  salah  satu  tunjangan 
jabatan  yang  dikehendakinya. 

Agaknya  dengan  jabatan  struktural 
yang  berlaku  pada  saat  ini  terjadi  suatu 
jalur  pendelegasian  wewenang  yang  pan- 
jang.  Sehingga  efisiensi  dan  efektivitas 
kerja  kurang  dapat  dicapai.  Untuk  itu  di 
masa  mendatang  jabatan  struktural  seper- 
ti jabatan  Kepala  Sub  Bagian,  Kepala  Sub 
Bidang  dan  Kepala  Seksi  yang  mempakan 
eselon  IV;  Kepala  Urusan  dan  Kepala  Sub 
Seksi  untuk  jabatan  eselon  V  akan  dihapus 
dan  diganti  dengan  jabatan  fungsional. 
Langkah-langkah  penghapusan  eselon  IV 
dan  V  baik  di  pusat  maupun  daerah  sudah 
mulai  dilakukan  yaitu  dengan  cara  menolak 
permohonan  jabatan  struktural  di  kedua 
eselon  tersebut.  Sampai  saat  ini  masih  ada 
sekitar  1.500  posisi  untuk  jabatan  eselon 
IV  dan  V.  Sedangkan  untuk  eselon  I,  II 
dan  III  tidak  akan  diganti  karena  masih 


Tabel  3 

TUNJANGAN  JABATAN  STRUKTURAL  DAN  FUNGSIONAL  PENELITI  DAN  WIDYAISWARA 

(dalam  Rp  000) 


No.   Eselon  Tunjangan/ 


Peneliti 


Tunjangan/ 


bulan 

bulan 

1. 

la 

500 

Ahli  Peneliti  Utama 

860 

2. 

lb 

400 

Ahli  Peneliti  Madya 

765 

3. 

Ila 

250 

Ahli  Peneliti  Muda 

670 

4. 

lib 

200 

Peneliti  Madya 

575 

5. 

Ilia 

150 

Peneliti  Muda 

480 

6. 

Illb 

125 

Ajun  Peneliti  Madya 

385 

7. 

IVa 

100 

Ajun  Peneliti  Muda 

290 

8. 

IVb 

75 

Asisten  Peneliti  Madya 

195 

9. 

Va 

60 

Asisten  Peneliti  Muda 

100 

10. 

Va 

50 

11. 

12. 

13. 

Widyaiswara 


Peneliti/ 
bulan 


Widyaiswara  Utama 
Widyaiswara  Utama  Madya 
Widyaiswara  Utama  Muda 
Widyaiswara  Utama  Pratama 
Widyaiswara  Madya 
Widyaiswara  Muda 
Widyaiswara  Pratama 
Ajun  Widyaiswara 
Ajun  Widyaiswara  Madya 
Ajun  Widyaiswara  Muda 
Asisten  Widyaiswara 
Asisten  Widyaiswara  Madya 
Asisten  Widyaiswara  Muda 


500 
450 
400 
350 
315 
250 
200 
175 
140 
115 
90 
80 
75 


Sumber:  Peraturan  Pemerintah  No.  15  Tahun  1993. 
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dirasakan  perlu  (lihat  Kompas,  17  April 
1996).  Jabatan  fungsional  dari  Pelita  I  sam- 
pai  sekarang,  semakin  meningkat  jumlah- 
nya.  Pada  Pelita  I  bam  terdapat  delapan  ja- 
batan fungsional,  sedangkan  pada  periode 
1989/1990  meningkat  menjadi  51  jabatan 
fungsional  (19  di  antaranya  diberikan  tun- 
jangan  jabatan).  Dari  ke-51  jabatan  fung- 
sional tersebut,  20  di  antaranya  telah  se- 
lesai  diproses  dan  31  masih  dalam  penye- 
lesaian  (lihat  Kantor  Menteri  Negara  Pen- 
day  agunaan  Aparatur  Negara,  1993). 

Banyak  keuntungan  yang  akan  dipero- 
leh  dengan  konsep  jabatan  fungsional. 
Kompetisi  antarpegawai  akan  menjadi  ma- 
kin  transparan,  objektif  dan  menarik.  Di 
samping  itu  penghasilan  juga  akan  lebih 
besar  (lihat  Tabel  3).  Pengetahuan  yang  di- 
miliki  akan  semakin  berkembang  dan  bah- 
kan  tidak  hilang  setelah  masa  pengabdi- 
an  selesai.  Dengan  ilmu  yang  dimiliki,  se- 
orang  pegawai  yang  sekaligus  pengajar 
ataupun  peneliti  dapat  memperpanjang  ma- 
sa pensiun  yaitu  sampai  usia  65  atau  bah- 
kan  70  tahun.  Selain  itu  yang  terpenting 
adalah  bahwa  jenjang  kepangkatan  lebih 
fleksibel  dibandingkan  dengan  jenjang  ke- 
pangkatan pada  jabatan  struktural. 


Gaji 

Sebagai  balas  jasa  atas  hasil  kerja,  ma- 
ka  gaji  PNS  ditetapkan  berdasarkan  atas 
pekerjaan  dan  besarnya  tanggung  jawab 
serta  dengan  tidak  melupakan  aspek  "ke- 
layakan"  untuk  hidup.  Untuk  itu  pemerin- 
tah  telah  menetapkan  sistem  penggajian 
dalam  sistem  skala  gabungan,  yaitu  ga- 
bungan  dari  dua  golongan  sistem,  sistem 


skala  tunggal  dan  sistem  skala  ganda.  Sis- 
tem skala  tunggal  adalah  suatu  sistem 
penggajian  dengan  memberikan  gaji  yang 
sama  kepada  pegawai  yang  berpangkat  sa- 
ma  dengan  tidak  atau  kurang  memperhati- 
kan  sifat  pekerjaan  dan  berat  tanggung  ja- 
wab yang  harus  dipikul.  Sedangkan  sis- 
tem skala  ganda  adalah  sistem  penggaji- 
an berdasarkan  sifat  pekerjaan  dan  beratnya 
tanggung  jawab  yang  dipikul  dalam  me- 
laksanakan  tugas. 

Sistem  skala  gabungan  menetapkan  ga- 
ji PNS  berdasarkan  atas  kepangkatan  dan 
memberikan  tunjangan  kepada  pegawai - 
pegawai  yang  memikul  beban  tanggung 
jawab  yang  besar  atau  yang  melakukan  pe- 
kerjaan dengan  risiko  tinggi.  Pengaturan 
gaji  pokok  ditetapkan  berdasarkan  PP  No. 
15  Tahun  1993  dengan  besaran  yang  se- 
suai  golongan  dan  masa  kerja.  Sistem  ke- 
naikan  gaji  dilakukan  secara  berkala,  dan 
diberikan  setelah  mencapai  masa  kerja  go- 
longan yang  ditentukan  dan  penilaian  pe- 
laksanaan  pekerjaan  rata-rata  "cukup".  Di 
samping  itu  juga  ada  sistem  kenaikan 
gaji  istimewa,  yaitu  kenaikan  yang  diberi- 
kan sebagai  penghargaan  atas  hasil  pelak- 
sanaan  kerja  dengan  kategori  "amat  baik". 
Kenaikan  gaji  istimewa  ini  hanya  diberi- 
kan kepada  pegawai  yang  telah  nyata-nya- 
ta  menjadi  teladan  bagi  pegawai  di  ling- 
kungan  kerjanya.  Selain  gaji  kepada  PNS 
juga  diberikan  tunjangan,  yang  berupa 
tunjangan  untuk  jabatan  struktural  dan 
fungsional.  Kedua  tunjangan  ini  diatur 
oleh  Keputusan  Presiden.  Tunjangan  lain 
yang  diberikan  antara  lain  tunjangan  kema- 
halan  daerah,  tunjangan  penyesuaian  in- 
deks  harga,  tunjangan  risiko  pekerjaan  dan 
Iain-lain. 
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Upaya  Pengembangan  Sumber  Daya 
Aparatur  Melalui  Pengembangan 
Kelembagaan 

Dalam  perannya  sebagai  pengayom,  pe- 
layan  masyarakat  dan  pencipta  iklim  yang 
kondusif  bagi  usaha  pembangunan,  pada 
Repelita  VI  telah  ditetapkan  tujuan  men- 
dayagunakan  aparatur  yaitu  dengan  mewu- 
judkan  aparatur  pemerintah  yang  berdi- 
siplin,  mampu,  produktif,  efektif,  efisien, 
bersih  dan  berwibawa  dengan  dilandasi  si- 
kap  tanggap  dan  semangat  mengabdi  pada 
masyarakat,  bangsa  dan  negara  sesuai  mak- 
na  yang  terkandung  dalam  Pancasila  dan 
UUD  1945.  Upaya-upaya  tersebut  sudah  di- 
mulai  sejak  awal  Pelita  I  melalui  pemben- 
tukan  Menteri  Negara  Penyempurnaan  dan 
Pembersihan  Aparatur  Negara.  Dengan  tu- 
gas-tugas  yang  ditetapkan  dalam  Keppres 
No.  19  Tahun  1968  meliputi  penertiban 
aparatur/administrasi  pemerintah  dan  pe- 
nyempurnaan aparatur  ekonomi  negara.  Pa- 
da Pelita  II,  Pelita  III  dan  Pelita  IV,  sebut- 
an  Menpan  berubah  menjadi  Menteri  Ne- 
gara Penertiban  Aparatur  Negara  dan  mu- 
lai  dengan  program  kegiatan  pendayagu- 
naan  aparatur  negara  serta  upaya-upaya 
penyempurnaan  kelembagaan.  Pada  Pelita 
V  dan  VI,  sebutan  Menpan  berubah  lagi 
menjadi  Menteri  Negara  Pendayagunaan 
Aparatur  Negara  dengan  tugas  pokok  me- 
liputi seluruh  segi  penyelenggaraan  admi- 
nistrasi  pemerintah  yaitu  melakukan  koor- 
dinasi  program-program  pendayagunaan 
aparatur  negara  pada  seluruh  instansi  dan 
anggota  pegawai  negeri.  Hal  ini  dimaksud- 
kan  agar  kehidupan  nasional  dan  tantang- 
an  akan  datangnya  era  globalisasi  yang 
diwujudkan  dengan  adanya  perdagangan 
dan  investasi  bebas  dapat  disongsong  de- 
ngan penuh  kesiapan. 
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Selama  Pelita  I  sampai  dengan  Pelita  VI 
telah  diselesaikan  berbagai  perundang-un- 
dangan  yang  bertujuan  mengatur  kelem- 
bagaan dan  kepegawaian  Pegawai  Negeri 
Sipil  (PNS).  Perundang-undangan  tersebut 
antara  lain:  UU  No.  8  Tahun  1974  yang  me- 
ngatur tentang  tata  kepegawaian,  PP  No. 
3  Tahun  1983  yang  mengatur  tentang  ke- 
hidupan lembaga  perekonomian  negara  dan 
Keppres  No.  44  dan  45  Tahun  1974  yang 
mengatur  tentang  tata  kelembagaan  instan- 
si-instansi  pemerintah.  Undang-Undang  No. 
12/1999  berkaitan  dengan  netralitas  PNS 
terhadap  partai  politik  juga  dapat  dipan- 
dang  sebagai  salah  satu  upaya  meningkat- 
kan  profesionalisme  PNS  sebagai  abdi  ne- 
gara. Selama  ini  keterlibatan  PNS  dalam 
kegiatan  politik  telah  turut  menyumbang 
pada  berkurangnya  perhatian  PNS  pada 
tugas  pokok  yang  harus  diemban,  yaitu 
sebagai  abdi  negara,  dan  lebih  banyak  me- 
mentingkan  kepentingan  partai  politik  ter- 
tentu. 

Meskipun  demikian,  masalah  pengatur- 
an  pendayagunaan  aparatur  negara  itu  sen- 
diri  tidaklah  sesederhana  yang  diatur  da- 
lam perundang-undangan  belaka.  Masalah 
pendayagunaan  aparatur  negara  akan  m6- 
nyangkut  keseluruhan  aspek  kelembagaan, 
kepegawaian,  ketatalaksanaan  dan  penga- 
wasan.  Aspek  yang  disebut  belakangan 
ini  kemudian  menjadi  salah  satu  program 
utama  pemerintah.  Hal-hal  yang  berkaitan 
dengan  seluruh  aspek  tersebut  menyebab- 
kan  pengelolaan  pendayagunaan  aparatur 
negara  perlu  dilakukan  secara  lerus-mene- 
rus,  berlanjut  dan  bertingkat  serta  harus 
pula  disesuaikan  dengan  tuntutan  kemaju- 
an  dan  pembangunan. 

Untuk  itu  pendayagunaan  aparatur  ne- 
gara, baik  aparatur  pemerintah  pusat  mau- 


APARATUR  NEGARA  PADA  ERA  REFORMASI 


175 


pun  pemerintah  daerah,  dilakukan  melalui 
berbagai  strategi,  antara  lain:  pertama,  pe- 
laksanaan  pembangunan  nasional  di  semua 
bidang;  kedua,  dilakukan  secara  terus-me- 
nerus;  ketiga,  dilakukan  secara  bertahap- 
bcrencana  dan  berdasarkan  prioritas  serta 
dimulai  dari  perbaikan  yang  telah  ada;  ke- 
empat,  menetapkan  asas  desentralisasi  da- 
lam  perumusan  kebijakan  dan  desentralisasi 
dalam  pelaksanaan  (lihat  Kristiadi,  1996). 

Selain  upaya  pendayagunaan  dalam  ber- 
bagai strateginya,  upaya  peningkatan  ke- 
mampuan  dan  kualitas  sumber  daya  "apa- 
ratur"  sudah  dimulai  sejak  penerimaan  pe- 
gawai  (recruitment).  Penyaringan  terhadap 
pegawai  baru  dilakukan  untuk  mendapat- 
kan  pegawai-pegawai  dengan  kualitas  ting- 
gi.  Keadaan  serupa  juga  dilakukan  di  bebe- 
rapa  negara  tetangga  seperti  Kprea,  Taiwan, 
Cina,  Jepang  dan  Malaysia.  Di  Korea,  mi- 
salnya,  untuk  meningkatkan  kualitas  pega- 
wainya,  pemerintah  setempat  mempunyai 
kebijakan  mengirimkan  pegawai  yang  ter- 
pilih  untuk  sekolah  ke  luar  negeri  setelah 
sebelumnya  harus  melalui  suatu  proses  se- 
leksi  yang  sangat  berat.  Setelah  kembali, 
mereka  diharapkan  dapat  memberikan  sum- 
bangan  karya-karya  besar  dan  tentu  saja 
berkualitas.  Upaya  tersebut  dimaksudkan 
untuk  meningkatkan  kinerja  lembaga-lem- 
baga  dan  instansi  teknis  negara  (World 
Bank,  1993).  Dalam  hal  ini,  Indonesia  juga 
telah  melakukan  hal  serupa.  Selain  itu,  ju- 
ga melakukan  strategi  peningkatan  kualitas 
sumber  daya  melalui  pendidikan  dan  pela- 
tihan.  Pendidikan  dan  pelatihan  selanjut- 
nya  merupakan  alat  untuk  promosi  dalam 
mengisi  tingkat  jabatan  yang  lebih  ting- 
gi,  maupun  alat  untuk  meningkatkan  ke- 
mampuan  masing-masing  individu  dalam 
kaitannya  dengan  penyclcsaian  beban  tu- 


gas  jabatannya.  Pengembangan  sumber  da- 
ya manusia  ini  menjadi  kegiatan  yang  me- 
nempati  prioritas  tinggi  dalam  suatu  or- 
ganisasi.  Hal  ini  terlihat  di  setiap  organi- 
sasi  di  negara-negara  maju  yang  menye- 
diakan  dana  pengembangan  untuk  kegiat- 
an ini  rata-rata  sekitar  15  persen  dari  to- 
tal biaya  keseluruhan  organisasi  tersebut 
(World  Bank,  1993). 

Kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerin- 
tah dalam  upaya  pengembangan  sumber 
daya  manusia,  khususnya  untuk  aparatur 
pemerintah,  adalah  melalui  pendidikan  dan 
pelatihan  pra-jabatan  (pre-service  training) 
dan  pendidikan  dan  pelatihan  dalam  jabat- 
an (in-service  training).  Selain  melalui  pen- 
didikan dan  pelatihan,  berbagai  kebijakan 
lain  untuk  menunjang  pengembangan  sum- 
ber daya  manusia  seperti  pengaturan  ja- 
batan, baik  struktural  maupun  fungsional 
dan  peningkatan  upah/gaji  pegawai  juga 
terus  diupayakan.  Dengan  pembaruan  ber- 
bagai kebijakan  tersebut,  diharapkan  da- 
pat  menunjang  dan  memberikan  bekal  bagi 
aparatur  pemerintah  dalam  menjalankan 
tugas-tugas  mulianya. 

Antisipasi  ke  Depan:  Mengembang- 
kan  Aparatur  yang  Bersih  dan  Ber- 
wibawa 

Saat  ini  tidak  ada  pilihan  lain  bagi  apa- 
ratur pemerintah  selain  berupaya  untuk  me- 
ningkatkan kinerja.  Ada  dua  alasan  utama 
mengapa  hal  itu  harus  dilakukan:  perta- 
ma, perubahan  konstelasi  politik  dewasa 
ini  mendorong  masyarakat  semakin  kritis 
dan  berani  untuk  menuntut  hak  mereka.  Sa- 
lah  satu  hak  tersebut  adalah  adanya  pela- 
yanan  yang  prima  dari  aparatur  pemerin- 
tah. Kedua,  globalisasi  menuntut  tingkat 
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efisiensi  dan  efektivitas  pelayanan  yang 
tinggi  di  semua  bidang  kehidupan  terma- 
suk  juga  fungsi  birokrasi  pemerintahan. 
Untuk  itu,  pengembangan  sumber  daya  ma- 
nusia,  terutama  aparatur  pemerintah  (PNS), 
merupakan  suatu  kehanisan  dan  mempakan 
prioritas  di  semua  sektor,  semua  bidang  dan 
semua  lapisan/golongan.  Peningkatan  kuali- 
tas  aparatur  negara  selanjutnya  diharapkan 
dapat  tercermin  dalam  wujud-wujud  pela- 
yanan dan  pengayoman  kepada  masyarakat 
dengan  baik. 

Pengembangan  sumber  daya  manusia 
"aparatur"  harus  dilakukan  sejak  awal 
yaitu  melalui  penentuan  formasi  yang  di- 
dahului  dengan  analisis  jabatan  dan  anali- 
sis  kebutuhan  pegawai,  sedangkan  peng'a- 
daannya  harus  dilaksanakan  secara  trans- 
paran  sehingga  dapat  merekmt  sebanyak- 
banyaknya  calon  pegawai  negeri  sipil  yang 
potensial  dan  berkualitas  melalui  suatu 
sistem  seleksi  yang  objektif.  Pengembang- 
an sumber  daya  manusia  PNS  ini  selanjut- 
nya tetap  akan  dilaksanakan  melalui  pendi- 
dikan  dan  pelatihan  pra-jabatan  dan  dalam 
jabatan.  Khusus  untuk  diklat  pra-jabatan 
yang  selama  ini  kurikulumnya  belum  me- 
muat  materi  dalam  pendidikan  dan  pelatih- 
an mental,  fisik  dan  disiplin  (MFD),  maka 
pada  Repelita  VI  kurikulum  dan  silabus 
serta  metodanya  diubah.  Perubahan  ini  di- 
kaitkan  dengan  kebutuhan  akan  perkem- 
bangan  pelaksanaan  tugas  dan  lingkungan 
strategis.  Sedangkan  diklat  non-penjenjang- 
an  untuk  meningkatkan  profcsi  dikembang- 
kan  scsuai  dengan  kcmajuan  tcknologi  yang 
cocok  dengan  lingkungannya. 

Selain  masalah  pendidikan  dan  pela- 
tihan bagi  para  PNS,  masalah  efisiensi  dan 
efektivitas  tenaga  kerja  harus  mcnjadi  fo- 
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kus  perhatian  yang  serius.  Di  sana-sini  ter- 
jadi  ketidakseimbangan  jumlah  pegawai; 
di  satu  pihak  ada  lembaga  yang  mempu- 
nyai  pegawai  sangat  banyak,  sedangkan  di 
lembaga  yang  lain  terjadi  kekurangan  pe- 
gawai. Kekurangan  atau  kelebihan  pega- 
wai tersebut  tidak  hanya  terjadi  antara  satu 
instansi  dengan  instansi  lain,  akan  teta- 
pi  juga  terjadi  dalam  sub-sub  bagian  da- 
lam suatu  instansi.  Keadaan  inilah  yang 
menyebabkan  terjadinya  pengangguran  ter- 
seiubung  (hanya  mempunyai  status  be- 
kerja).  Hal  ini  dapat  disebabkan  oleh  ba- 
nyaknya  jenis  pekerjaan  yang  seharusnya 
dapat  dilakukan  oleh  seorang  saja,  namun 
pada  kenyataannya  dikerjakan  oleh  banyak 
pegawai.  Keadaan-keadaan  seperti  ini  se- 
benarnya  tidak  perlu  terjadi  apabila  tena- 
ga kerja/PNS  tersebut  mampu  menciptakan 
pekerjaan  bagi  dirinya  sendiri.  Keterbatas- 
an  kemampuan  untuk  menciptakan  peker- 
jaan tidak  akan  dialami  oleh  orang-orang 
yang  mempunyai  etos  kerja  yang  tinggi 
dan  ditunjang  oleh  kemampuan  "otak". 
Terlebih  lagi  bila  para  PNS  menyadari  ke- 
wajiban  yang  harus  disumbangkannya  dan 
dipertanggungjawabkannya  kepada  negara 
dan  masyarakat.  Kesadaran  bahwa  dirinya 
abdi  negara  dan  abdi  masyarakat  akan  mem- 
bawa  segala  tindakan  yang  dilakukannya 
dalam  lingkup  kebenaran  dan  keadilan  yang 
bertanggung  jawab.  Hal  ini  sangat  bcrkait- 
an  erat  dengan  peran  dan  posisi  aparatur 
sebagai  "panutan". 

Sehubungan  dengan  peran  dan  posisi 
aparatur  sebagai  "panutan"  tersebut.  maka 
yang  paling  utama  dan  paling  banyak  mcn- 
jadi sorotan  adalah  aspek  "moralilas".  Mo- 
ralitas  di  sini  tidak  hanya  berarti  bahwa  sc- 
seorang  itu  mempunyai  pribadi  yang  baik, 
akan  tetapi  juga  tidak  mclakukan  penye- 
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Icwengan  atau  melakukan  hal  yang  berten- 
langan  dalam  mcnjalankan  tugas  maupun 
wcwcnangnya  (Magnis-Suscno,  1996).  Apa- 
ratur  harus  mengutamakan  kejujuran,  ber- 
tanggung  jawab,  mempunyai  integritas  dan 
rasa  kcadilan,  bckerja  tanpa  pamrih  serta  ke- 
bcranian.  Scringkali  penyclewengan  dalam 
tugas  dan  wewenang  dihubungkan  dengan 
tingkat  kesejahteraan  atau  sekadar  peme- 
nuhan  kcbutuhan.  Misalnya  disebabkan 
olch  masih  minimnya  gaji/upah  pegawai. 
Akan  tetapi  masalah  minimnya  gaji/upah 
PNS  sebenarnya  dapat  diminimalkan  de- 
ngan upaya  pemberian  bonus  atau  tun- 
jangan  dan  pemberian  fasilitas,  baik  pada 
saat  pegawai  tcrsebut  masih  aktif  bekerja 
maupun  pada  saat  sudah  tidak  lagi  aktif. 
Pemberian  bonus  pada  PNS  seperti  pem- 
berian gaji  ke-13  yang  diberikan  pada 
saat  akan  merayakan  hari  ray  a  memang  su- 
dah dilakukan,  akan  tetapi  konsistensinya 
tetap  perlu  dijaga.  Beberapa  hal  tersebut 
sangat  pcrlu  mendapat  perhatian  terutama 
dalam  upaya  menciptakan  pegawai  yang 
berdedikasi,  berkualitas  dan  bermoral. 

Telah  disadari  bahwa  aspek  pendidikan 
dan  pclatihan  merupakan  salah  satu  hal 
yang  penting  dalam  upaya  pengembang- 
an  sumber  daya  manusia.  Hal  lain  yang  ti- 
dak kalah  pcntingnya  untuk  diperhitung- 
kan  dalam  pengembangan  sumber  daya  ma- 
nusia adalah  tingkat  kesejahteraan  pega- 
wai. Efektivitas,  produktivitas  dan  kualitas 
pribadi  ikut  dipengaruhi  oleh  tingkat  ke- 
sejahteraan yang  ditawarkan  oleh  suatu 
organisasi,  baik  yang  berupa  gaji,  tun- 
jangan  maupun  fasilitas-fasilitas  lain  yang 
mendukung  kelancaran  tugas-tugas  jabat- 
an  maupun  jaminan  pada  hari  tua.  Upaya 
memenuhi  hal  tersebut  selanjulnya  dapat 
menciptakan  keamanan  dan  kenyamanan 


kerja,  sehingga  produktivitas  dan  kualitas 
hasil  kerja  pada  gilirannya  akan  meningkat 
pula.  Dan  yang  terpenting  adalah  kecen- 
derungan  untuk  melakukan  penyimpangan 
dalam  pekerjaannya  akan  semakin  kecil. 

Kalau  kita  melihat  gaji  pokok  PNS  ber- 
dasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  15 
Tahun  1993  bagi  Golongan  I/a  dengan  nol 
tahun  masa  kerja  adalah  hanya  sebesar 
Rp  78.000,-  atau  sekitar  Rp  2. 600, -/hari. 
Standar  gaji  PNS  yang  berlaku  umum  di 
setiap  propinsi  ini  sangat  kurang  mencu- 
kupi.  Sudah  tentu  akan  terjadi  kckurang- 
an  biaya  bila  PNS  harus  hidup  di  daerah 
dengan  standar  biaya  hidup  tinggi.  Belum 
lagi  kalau  ditambah  dengan  adanya  anak 
ataupun  istri,  karena  tunjangan  yang  dibe- 
rikan bagi  anak  dan  istri  sangat  kecil.  Sc- 
mentara  itu  gaji  PNS  tertinggi  adalah  go- 
longan IV/e  yaitu  sebesar  Rp  537.660,-  de- 
ngan masa  kerja  32  tahun.  Apabila  kita 
bandingkan  dengan  seorang  pegawai  bank 
maka  gaji  ini  bisa  dicapai  oleh  seorang 
teller  atau  customer  service  setelah  bekerja 
hanya  sekitar  2  atau  3  tahun. 

Secara  umum,  gaji  yang  diterima  PNS 
di  Indonesia  hanya  berkisar  antara  scpc- 
rempat  dan  sepertiga  dari  gaji  karyawan 
swasta  (lihat  Tabel  4).  Bandingkan  dengan 
di  negara-negara  ASEAN  lainnya  yang 
mencapai  lebih  dari  setengah  gaji  karya- 
wan swasta,  atau  bahkan  lebih  besar  dari- 
pada  gaji  karyawan  swasta  tersebut  (di  Si- 
ngapura).  Oleh  karenanya  tidak  mengheran- 
kan  bila  menjadi  pegawai  negeri  bukanlah 
"impian"  bagi  para  lulusan  terbaik  dari 
pendidikan  tinggi  terkemuka  di  negeri  ini; 

Dalam  pelaksanaan  tugasnya,  aparatur 
negara  dituntut  untuk  melakukan  pelayan- 
an  dan  pengayoman  dengan  baik  kepada 
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•l  abel  4 


RASIO  PENGHASILAN  SEKTOR  PEMERINTAH  DAN  SEKTOR  SWASTA  DI  ASEAN,  1993 


PDR  Dcr  Kcnala 

I, am  Inflasi 

P  ft  n  f>  h  fl  1 1  a  n 

(dollar  AS) 

(%) 

Tingkat  Atas 

Tingkat  Menengah 

Pemula 

(%) 

(%) 

(%) 

Singapura 

14.920 

2,4 

114 

115 

107 

Malaysia 

5.900 

3,6 

40 

34,3 

t.a.d. 

Thailand 

4.610 

3,3 

47,1 

37,2 

78,9 

Eilipina* 

2.320 

7,6 

27,7 

25 

62,5 

Indonesia** 

680 

9,7 

36 

18 

25 

Sumher     World  Bank  ( 1 993);  dan  The  Jakarta  Post,  January  1 5,  1994. 

Catalan:       *Data  untuk  Filipina  didapat  dari  keterangan  yang  tersedia  dan  diperoleh  dari  informasi  konsul- 
tan  lokal. 

**Data  untuk  Indonesia  diperoleh  berdasarkan  penghitungan  kasar  dari  berita  The  Jakarta  Post, 
January  15,  1994  dan  perkiraan  sendiri. 


masyarakat.  Dengan  demikian  aparatur  ini 
harus  mcnciptakan  cilra  "bersih  dan  ber- 
wibawa"  di  tengah-tengah  iklim  persaing- 
an  yang  mewarnai  kchidupan  nasional  de- 
wasa  ini.  Pada  pembangunan  mendatang 
kewajiban  aparatur  untuk  mewujudkan  ke- 
adilan  dan  pemerataan  dalam  masyarakat 
Icbih  ditingkatkan  melalui  suatu  birokrasi 
yang  profcsional,  terampil  dan  jujur.  Hal  ini 
bukanlah  suatu  tuntutan  yang  berlebihan. 

Dalam  menjalankan  sistem  birokrasi 
vang  bersih  dan  bcrwibawa  dengan  di- 
scrtai  kemampuan  profesional  para  per- 
sonilnya  dirasakan  perlu  dilakukan  eva- 
luasi  tcrhadap  hasil  kerja  aparatur  ini.  Ha- 
sil  evaluasi  ini  selanjutnya  akan  diguna- 
kan  sebagai  pegangan  guna  pengembang- 
an  aparatur  dalam  hal  jabatan  baik  jabat- 
an  struktural  maupun  jabatan  fungsional. 
Evaluasi  untuk  melakukan  seleksi  kenaik- 
an  jabatan  harus  ditata  sedemikian  rupa 
sehingga  memenuhi  kritcria  "adil  dan  se- 
suai".  Adil  dan  sesuai  yang  dimaksud  ada- 
lah  peningkatan  jabatan  atau  pencmpatan 
jabatan  yang  baru  berdasarkan  atas  kemam- 
puan pcrsonil  dalam  melaksanakan  tugas 


dalam  jabatan  dan  dianggap  mampu  meng- 
ikuti  arus  perubahan  yang  terjadi.  Hal  ini 
akan  menciptakan  suatu  semangat  kerja  ka- 
rena  kemampuan  kerja  dari  para  personil- 
nya  dihargai  secara  objektif.  Adil  dan  se- 
suai tidak  saja  berlaku  bagi  peningkatan  ja- 
batan akan  tetapi  juga  diberlakukan  terha- 
dap  gaji  dan  balas  jasa  sesuai  dengan  berat- 
ringannya  tugas  dan  tanggung  jawab  serta 
hasil  kerja  aparatur. 

Seiring  dengan  hal  tersebut  maka  pola 
karier  bagi  aparatur  pemerintah  haruslah 
jelas,  sehingga  setiap  personil  dapal  mc- 
ngerti  benar  perjalanan  karicrnya  dan  sya- 
rat-syarat  rasional  yang  harus  diraihnya 
bila  ingin  meningkatkan  diri  kc  jabatan 
yang  lebih  tinggi.  Syarat-syarat  rasional 
ini  menjelaskan  secara  rinci  tcntang  sasar- 
an  yang  harus  dicapai  oleh  setiap  pcr- 
sonil sehingga  apabila  terjadi  kcnaikan 
pangkat  atau  jabatan  yang  lebih  tinggi 
tidak  lagi  ada  rasa  iri,  dengki  dan  curiga 
dari  personil  yang  lain. 

Selain  aspek-aspck  tersebut,  aspek  pcm- 
binaan  juga  sangat  pcnting  bagi  pcmben- 
tukan  aparatur  yang  bersih  dan  benvibawa. 
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Pcmberian  reinforcement  termasuk  di  da- 
lamnya  promosi  dan  mutasi  ke  tempat  yang 
lebih  baik  berfiingsi  sebagai  hadiah  {re- 
ward) dan  sanksi  {punishment),  menjadi 
cambuk  bagi  para  personil  untuk  melaku- 
kan  lugas-tugas  jabatan  dengan  baik.  Di 
samping  itu,  perlu  pula  dipikirkan  lebih 
mendalam  usaha  pemberian  penghargaan 
kcpada  para  pegawai  pemerintah  dalam  me- 
masuki  masa-masa  pensiun  serta  tunjangan 
hari  tua.  Dengan  demikian  para  pegawai 
tidak  lagi  khawatir  akan  masa-masa  tua  di 
mana  mereka  lidak  lagi  produktif.  Hal  lain 
yang  perlu  dipertimbangkan  adalah  pembe- 
rian penghargaan  atas  pengabdian  pega- 
wai yang  pensiun  muda,  seperti  yang  te- 
lah  dilakukan  oleh  kalangan  swasta,  yaitu 
dengan  memberikan  pesangon  yang  cukup 
bcsar  {golden  shake-hand)  dan  berguna  ba- 
gi kehidupan  pegawai  tersebut  di  kemu- 
dian  hari.  Dalam  menerapkan  sanksi  dan 
hadiah  tersebut,  tentu  saja  tidak  akan  ter- 
Icpas  dari  aspek  pembinaan,  seperti  misal- 
nya  pemberian  contoh  dan  suri-tauladan 
yang  baik  dari  para  pimpinannya. 

Hal  pcnting  lain  yang  perlu  diperhati- 
kan  juga  adalah  upaya  menciptakan  biro- 
krasi  yang  memiliki  semangat  wirausaha, 
karcna  pcran  pemerintah  harus  makin  ter- 
fokus  untuk  menghasilkan  high  quality 
public  goods  and  services.  Bahkan,  dalam 
mcnghadapi  kcadaaan  yang  sedang  beru- 
bah,  yang  diperlukan  bukan  administrasi 
negara  yang  lemah,  tetapi  justru  a  vigor- 
ous, and  a  strong  and  very  active  govern- 
ment (lihat  Kartasasmita,  1995).  Mengha- 
dapi  ekonomi  yang  makin  terbuka  dan  ma- 
kin berorientasi  pasar,  sesungguhnya  peran 
pemerintah  melalui  aparat-aparatnya  lebih 
dituntut  untuk  melakukan  upaya-upaya 
pemerataan  {equal  access).  Lebih  dalam  la- 


gi, untuk  mewujudkan  seb'esar-besarnya  ke- 
makmuran  rakyat,  aparatur  dituntut  untuk 
lebih  mengutamakan  kepentingan  rakyat 
banyak  daripada  kepentingan  sendiri  atau 
kepentingan  sekelompok  orang.  Selain  itu 
aparatur  juga  mempunyai  tugas  menjamin 
mekanisme  persaingan  pasar  agar  berjalan 
seimbang.  Seperti  yang  dinyatakan  oleh 
ISEI  (Ikatan  Sarjana  Ekonomi  Indonesia), 
bahwa  hendaknya  pemerintah  menetapkan 
kebijakan  pembentukan/pengaturan  harga 
yang  wajar,  khususnya  untuk  bahan-bahan 
pokok  seperti  beras,  bahan  bakar  pada 
umumnya,  listrik,  angkutan,  semen,  pupuk 
dan  lain  sebagainya.  Di  samping  itu  peme- 
rintah juga  bertugas  melakukan  pengga- 
langan  kerja  sama  yang  sehat  antara  pela- 
ku  ekonomi  yaitu  para  pengusaha  kecil,  pe- 
ngusaha  besar  serta  koperasi,  untuk  mem- 
peroleh  keuntungan  yang  wajar  dan  tidak 
memgikan  masyarakat  (lihat  Tjiptoherijanto, 
1992). 

Berkaitan  dengan  hal  tersebut  pengem- 
bangan  birokrasi  yang  ramping  sangat 
mendesak  untuk  segera  dilaksanakan.  Pe- 
ngembangan  birokrasi  yang  ramping  terse- 
but harus  diimbangi  dengan  penciptaan  ja- 
batan-jabatan  fungsional  sehingga  PNS  ti- 
dak berlomba-lomba  untuk  memasuki  ja- 
batan-jabatan  struktural.  Sebaliknya,  mereka 
akan  berupaya  untuk  mengembangkan  ke- 
mampuannya  sendiri,  karena  pada  dasar- 
nya  dalam  jabatan  fungsional,  mereka  akan 
mendapatkan  balas  jasa  (gaji)  sesuai  de- 
ngan output  yang  mereka  hasilkan. 

Birokrasi  yang  Ramping  dalam 
Kaitan  dengan  Otonomi  Daerah 

Dalam  waktu  dekat  ini  pemerintah  ber- 
sama  dengan  DPR  akan  mengeluarkan  un- 
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dang-undang  mengenai  pemerintahan  dae- 
rah dan  undang-undang  mengenai  perim- 
bangan  keuangan  pusat-daerah.  Kedua  Un- 
dang-undang tersebut  berkaitan  dengan  ke- 
inginan  pemerintah  untuk  memberikan  oto- 
nomi  yang  lebih  besar  kepada  daerah.  Oto- 
nomi  secara  eksplisit  dan  implisit  berarti 
memberikan  kesempatan  dan  kebebasan  se- 
luas-luasnya  kepada  daerah  untuk  menga- 
tur  dan  menjalankan  herbagai  kebijakan 
yang  dirumuskan  sendiri  guna  peningkat- 
an  kesejahteraan  masyarakat  di  daerah  atau 
kawasan  yang  bersangkutan.  Melalui  oto- 
nomi  daerah,  atau  dengan  kata  lain  desen- 
tralisasi  pembangunan,  laju  pertumbuhan 
antardaerah  akan  makin  seimbang  dan  se- 
rasi  sehingga  pelaksanaan  pembangunan 
nasional  serta  hasil-hasilnya  semakin  me- 
rata  di  seluruh  Indonesia.  Otonomi  daerah 
mengandung  makna  pada  adanya  perenca- 
naan  yang  bersifat  bottom-up. 

Beberapa  kata  kunci  yang  perlu  diberi- 
kan  penekanan  pada  pembangunan  daerah 
adalah:  (1)  pembangunan  daerah  disesuai- 
kan  dengan  prioritas  dan  potensi  masing- 
masing  daerah,  dan  (2)  adanya  keseimbang- 
an  pembangunan  antardaerah.  Kata  kunci 
pertama  mengandung  makna  pada  kesadar- 
an  pemerintah  untuk  melakukan  desentrali- 
sasi  pembangunan  terutama  berkaitan  de- 
ngan beberapa  sektor  pembangunan  yang 
dipandang  sudah  mampu  dilaksanakan  di 
daerah  masing-masing.  Ini  berarti  bahwa 
pengambilan  keputusan  pembangunan  ber- 
ada  pada  tingkat  daerah. 

Kata  kunci  kedua  mengandung  makna 
adanya  kenyataan  bahwa  masing-masing 
daerah  memiliki  potensi,  baik  sumber  daya 
alam,  sumber  daya  manusia  maupun  kondi- 
si  geografis  yang  berbeda-beda,  yang  me- 
nyebabkan  ada  daerah  yang  memiliki  po- 
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tensi  untuk  berkembang  secara  cepat  dan 
sebaliknya  ada  daerah  yang  kurang  dapat 
berkembang  karena  berbagai  keterbatasan 
yang  dimilikinya.  Adanya  perbedaan  poten- 
si antardaerah  ini  menyebabkan  peran  pe- 
merintah pusat  sebagai  "pengatur  kebijak- 
an pembangunan  nasional"  tetap  diperlu- 
kan  agar  timbul  keselarasan,  keseimbangan 
dan  keserasian  perkembangan  semua  dae- 
rah, baik  yang  memiliki  potensi  yang  ber- 
lebihan  maupun  yang  kurang  memiliki  po- 
tensi. Dengan  demikian,  melalui  otonomi 
dalam  pengaturan  pendapatan,  sistem  pa- 
jak,  keamanan  warga,  sistem  perbankan  dan 
berbagai  pengaturan  lain  yang  diputuskan 
daerah  sendiri,  pembangunan  setempat  di- 
jalankan. 

Dengan  akan  dikeluarkannya  undang- 
undang  mengenai  otonomi  dan  perimbang- 
an  keuangan  pusat  dan  daerah  maka  pe- 
ranan  PNS  di  tingkat  daerah  khususnya 
Daerah  Tingkat  II  akan  menjadi  sangat  pen- 
ting.  Aparatur  pemerintahan  di  daerah  nan- 
tinya  tidak  saja  memiliki  beban  yang  le- 
bih besar  dalam  mengelola  administrasi  pe- 
merintahan namun  juga  administrasi  ke- 
uangan. Untuk  itu  upaya  peningkatan  kuali- 
tas  sumber  daya  manusia  PNS  di  Tingkat 
II  sangat  mendesak  untuk  dilakukan  sama 
halnya  dengan  pengembangan  institusi 
pemerintah  yang  sesuai  dengan  kondisi 
atau  kebutuhan  pada  masing-masing  dae- 
rah. Pengembangan  institusi  tersebut  hen- 
daknya  harus  tetap  mengacu  pada  biro- 
krasi  yang  ramping  terutama  dalam  kait- 
an  dengan  hubungan  antara  birokrasi  pu- 
sat dan  daerah.  Perlu  sejauh  mungkin  di- 
hindari  duplikasi  peran  dan  tanggung  ja- 
wab  antara  institusi  daerah  dengan  institu- 
si pusat  yang  ada  di  daerah  sebagaimana 
yang  terjadi  selama  ini.  Demikian  pula  in- 
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stitusi  yang  akan  dikembangkan  di  masing- 
masing  daerah  hendaknya  benar-benar  di- 
sesuaikan  dengan  kebutuhan  lokal  yang 
ada.  Dengan  demikian  tidak  tertutup  ke- 
mungkinan  adanya  perbedaan  jumlah  mau- 
pun  macam  institusi  antara  satu  daerah  de- 
ngan daerah  yang  lain. 

Dalam  kaitan  dengan  peningkatan  sum- 
ber  daya  manusia  di  daerah  masing-masing, 
aparat  perencana  dan  pelaksana  pembangun- 
an  di  daerah  dituntut  untuk: 

1.  Mampu  memberikan  masukan  kepada 
pemerintah  pusat  dalam  menyusun  pe- 
rencanaan  makro.  Pemerintah  Daerah  de- 
ngan berbagai  jajarannya  merupakan  in- 
stitusi yang  sangat  mengetahui  masa- 
lah  yang  dihadapi  oleh  daerah  masing- 
masing; 

2.  Mampu  membuat  perencanaan  yang  baik 
untuk  daerah  masing-masing  (yang  akan 
dituangkan  dalam  Repelita  Daerah  dan 
APBD)  mengenai  strategi  peningkatan 
sumber  daya  manusia  berdasarkan  pada 
analisis  SWOT  {Strength,  Weakness,  Op- 
portunity, and  Threat).  Ini  diperlukan 
untuk  mengetahui  kondisi,  kekuatan  serta 
kelemahan  yang  ada  atau  yang  dimiliki; 

3.  Mampu  mengimplementasikan  perenca- 
naan makro  yang  telah  disusun  secara 
nasional  dengan  melakukan  modifikasi 
sesuai  dengan  kebutuhan  dan  tuntutan 
lokal; 

4.  Menggalang  hubungan  dan  koordinasi 
yang  baik  dengan  pihak  swasta  dan  ma- 
syarakat  dalam  hal  peningkatan  sumber 
daya  manusia.  Dengan  keterbatasan  da- 
na  yang  dimiliki  oleh  pemerintah,  ma- 
ka  partisipasi  swasta  dan  masyarakat 
mutlak  diperlukan  dalam  melanjutkan 
proses  pembangunan; 


5.  Mengembangkan  sistem  pemantauan, 
pengawasan  dan  evaluasi  program  pe- 
ningkatan sumber  daya  manusia  yang 
sistematis  dan  terencana.  Perlu  dicatat 
di  sini  bahwa  sistem  pemantauan  dan 
evaluasi  dalam  suatu  siklus  organisasi 
merupakan  hal  yang  sering  dilupakan 
meskipun  sesungguhnya  hal  tersebut 
sangat  penting.  Tanpa  adanya  peman- 
tauan, pengawasan  dan  evaluasi  yang 
baik,  kemajuan,  kemunduran,  atau  pe- 
nyimpangan  program  sukar  untuk  di- 
ketahui.  Di  samping  itu  tanpa  adanya 
evaluasi  yang  baik,  maka  perencanaan 
berikutnya  akan  sulit  untuk  dilakukan 
dengan  baik. 

Penutup 

Dalam  era  globalisasi  dan  otonomi  dae- 
rah, aparatur  negara  terutama  pada  Dae- 
rah Tingkat  11  akan  menghadapi  tugas-tu- 
gas  berat.  Oleh  karena  itu  aparatur  ditun- 
tut untuk  lebih  meningkatkan  berbagai  as- 
pek,  karena  berbagai  kegiatan  pembangun- 
an akan  berkembang  lebih  luas.  Aparatur 
yang  pada  awalnya  sebagai  pengayom  dan 
pelayan  di  masa  mendatang  akan  lebih  ba- 
nyak  berfiingsi  sebagai  katalisator  dan  pen- 
dorong  peran  serta  masyarakat.  Selain  itu 
juga  menjamin  terciptanya  persaingan  yang 
sehat  dan  tidak  berpihak  pada  kelompok 
tertentu  sehingga  sebesar-besarnya  kemak- 
muran  rakyat  dapat  dicapai. 

Untuk  itu  agaknya  pembenahan  dan 
pembahan  birokrasi  perlu  dilakukan  tidak 
tanggung-tanggung.  Baik  yang  berupa  sis- 
tem birokrasi  ini  sendiri  maupun  dari  segi 
sumber  daya  manusianya.  Berbagai  upa- 
ya  pembenahan  dan  peningkatan  telah  di- 
lakukan. Mulai  dari  manajemen  sumber  da- 
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ya  manusia  yaitu  sejak  awal  penerimaan  pe- 
gawai  sehingga  dapat  diperoleh  calon  yang 
terbaik  bagi  suatu  posisi  pekerjaan  atau  ja- 
batan,  sampai  kepada  sistem  peningkatan 
kemampuan  dan  pembinaan  pegawai  hing- 
ga  menjelang  pensiun. 

Dalam  hal  penerimaan  pegawai  ~  mela- 
lui  proses  seleksi  ~  kebutuhan  pegawai  di- 
sesuaikan  dengan  kemampuan  dan  tingkat 
pendidikan  dari  para  calon  pegawai.  Selek- 
si harus  dilakukan  dengan  tepat  dan  baik. 
Setelah  calon  yang  tepat  didapat  maka  upa- 
ya  peningkatan  kemampuan  melalui  pendi- 
dikan dan  pelatihan  serta  pembinaan  pega- 
wai perlu  diberikan.  Hal  ini  dimaksudkan 
untuk  mendidik  para  pegawai  bam  baik  da- 
ri segi  pengetahuan  dan  keterampilannya 
maupun  aspek  mental  psikologis  pegawai. 

Diharapkan  dengan  adanya  pendidikan 
dan  pelatihan  serta  pembinaan  yang  ter- 
arah  tersebut  akan  diperoleh  pegawai  atau 
aparat  yang  mempunyai  kemampuan  yang 
tinggi,  pelayanan  yang  baik  dan  memberi- 
kan  pengayoman  kepada  masyarakat  yang 
menjadi  tugas  utamanya  sebagai  aparatur 
pemerintah.  Masyarakat  dengan  demikian 
akan  merasa  aman  sehingga  citra  pemerin- 
tah sebagai  pemberi  pelayanan  kepada  ma- 
syarakat akan  semakin  baik.  Untuk  dapat 
menciptakan  aparatur  yang  demikian  perlu 
pula  memberikan  imbalan  yang  sesuai  de- 
ngan apa  yang  telah  dikerjakan  dan  dihasil- 
kan.  Imbalan  tersebut  dapat  berbentuk  ma- 
teri  maupun  jenjang  jabatan  yang  lebih 
tinggi. 
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Hak  Asasi  Manusia  dan 
Politik  Luar  Negeri  Indonesia 

Ganewati  Wuryandari 


Sulit  dipungkiri  bahwa  masalah  HAM  (Hak  Asasi  Manusia)  telah  berkembang  menjadi 
salah  satu  titik  perhatian  utama  masyarakat  internasional  dalam  era  pasca  Perang  Dingin. 
Timbul  berbagai  kekhawatiran,  terutama  di  negara-negara  berkembang,  bahwa  masalah  HAM 
dapat  dijadikan  senjata  baru  dari  negara  maju  untuk  mengintervensi  negara  lain  dalam  soal 
manajemen  politik  dalam  negeri. 

Kendati  sejauh  ini  Indonesia  belum  pernah  mengeluarkan  buku  putih  mengenai  HAM, 
namun  dilihat  dari  perspektif  legal  formal  seperti  tertuang  dalam  beberapa  pasal  di  UUD 
1945  maupun  dari  pemyataan  penting  para  pejabat  tinggi  RI  dalam  bermacam  forum  inter- 
nasional, terlihat  jelas  bahwa  Indonesia  menyetujui  aspek  universal  dari  HAM.  Hanya  saja 
masalah  implementasi  konsep  HAM  tidaklah  dapat  dipaksakan,  melainkan  hendaknya  tum- 
buh  berkembang  selaras  dengan  konteks  nasional  dan  latar  belakang  sejarah  masing-ma- 
sing  negara  bangsa. 


Pendahuluan 

BERAKHIRNYA  era  Perang  Dingin 
telah  memunculkan  berbagai  ma- 
salah baru  dalam  hubungan  inter- 
nasional. Salah  satunya  adalah  mengenai 
Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Isu  ini  sema- 
kin  mengemuka  dalam  agenda  masyarakat 
internasional  dan  bahkan  menjadi  isu  yang 
legitimate  dalam  hubungan  antarbangsa. 
Oleh  karena  itu,  tidak  berlebihan  apabila 
HAM  dianggap  sebagai  salah  satu  "ideo- 
logi  baru  dunia"  menggantikan  relevansi 
konflik  antardua  ideologi  politik,  yaitu  ko- 
munis  vs.  liberal  demokrasi  pada  masa  Pe- 
rang Dingin  (Kausikan,  1993;  Tim  Peneli- 
ti  FISIP-UI,  1996/1997:  4).  Gejala  ini  terlihat 
dengan  makin  banyaknya  masalah  mau- 
pun konflik  antarnegara  yang  terkait  de- 
ngan isu  HAM.  Isu  ini  semakin  kompleks, 
manakala  negara-negara  maju  dengan  ke- 
kuatan  ekonomi  dan  politiknya  mengguna- 


kan  isu  HAM  sebagai  instrumen  untuk  me- 
nekan  negara-negara  lain  (biasanya  negara 
berkembang,  Red.)  agar  lebih  memperhati- 
kan  masalah  HAM.  Mereka  menggunakan 
isu  HAM  sebagai  ukuran  baru  dalam  mena- 
ta  hubungannya  dengan  negara  berkembang. 

Kepedulian  masyarakat  internasional  ter- 
hadap  masalah  HAM  di  Indonesia  menga- 
kibatkan  derajad  strategis  dan  bobot  poli- 
tik persoalan  itu  menjadi  semakin  besar  da- 
lam agenda  kebijakan  politik  luar  negeri 
Indonesia.  Ini  tidak  saja  karena  terkait  de- 
ngan persoalan  "tuntutan-tuntutan  perbaik- 
an  kebijakan",  namun  juga  dengan  persoal- 
an bantuan  luar  negeri  yang  dalam  batas 
tertentu  akan  berpengaruh  pada  kelangsung- 
an  pembiayaan  pembangunan  nasional. 

Tulisan  ini  akan  mengkaji  sejauh  mana- 
kah  sikap  dan  posisi  Indonesia  dalam  me- 
nanggapi  masalah  HAM  tersebut.  Tindakan- 
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tindakan  apa  yang  telah  diambil  dan  ba- 
gaimanakah  arah  yang  sebaiknya  ditempuh 
oleh  Indonesia  dalam  kebijakan  politik  luar 
negerinya,  terutama  dalam  menghadapi  kri- 
tik  dan  tekanan  negara-negara  maju  terha- 
dap  masalah  HAM. 

Isu  HAM  dalam  Agenda  Politik 
Internasional 

Sulit  dipungkiri  bahwa  masalah  HAM 
menipakan  salah  satu  agenda  yang  mendo- 
minasi  dan  telah  berkembang  menjadi  ba- 
han  perdebatan  yang  kontroversial  pada  pe- 
riode  pasca  Perang  Dingin,  meskipun  sebe- 
namya  isu  ini  telah  cukup  lama  menjadi  per- 
hatian  serins  dari  masyarakat  internasional. 
Ini  terlihat,  misalnya  ketika  HAM  dimasuk- 
kan  sebagai  masalah  internasional  oleh  pa- 
ra perumus  piagam  PBB  pada  pertengahan 
tahun  1940-an  dan  juga  pada  sejumlah  trak- 
tat  dan  perjanjian  internasional  yang  mem- 
pengaruhi  isu  kemanusiaan  sebelum  Perang 
Dunia  II  (Davidson,  1994:  1-32).  Hanya  saja 
sebagai  agenda  yang  mengemuka  secara  in- 
ternasional, memang  baru  berkembang  pada 
dekade  ini. 

Berkembang  pesatriya  agenda  mengenai 
HAM  ini  tentu  saja  tidak  terlepas  dari  per- 
geseran  konstelasi  politik  internasional  yang 
terjadi  setelah  berakhirnya  Perang  Dingin. 
Sebagaimana  kita  ketahui  ketika  Perang  Du- 
nia II  berakhir,  politik  internasional  yang 
mendasarkan  diri  pada  sistem  bipolar  te- 
lah memunculkan  dua  kekuatan  adikuasa, 
yaitu  Amerika  Serikat  dan  Uni  Soviet.  Dua 
negara  besar  yang  berbeda  secara  ideolo- 
gi  ini  kemudian  saling  berkompetisi  dalam 
rangka  membangun  jaringan-jaringan  ke- 
kuatan ekonomi  dan  sosial-politik  melalui 
aliansi  dengan  negara  sekutu  masing-ma- 
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sing.  Di  Eropa  Timur,  misalnya,  Uni  So- 
viet berhasil  menancapkan  kekuatannya 
melalui  rezim-rezim  yang  pro  dengan  mo- 
del pembangunan  komunis.  Kekuatan  Uni 
Soviet  di  Eropa  kemudian  ditandingi  oleh 
AS  melalui  kerja  sama  militer  dan  ekono- 
mi yang  kuat  dengan  negara-negara  Eropa 
Barat.  Model  aliansi  dengan  negara  lain 
yang  menjadi  mitra  ideologi  masing-ma- 
sing  negara  adikuasa  ini  kemudian  tidak 
saja  terkonsentrasi  di  benua  Eropa,  namun 
juga  merambah  pada  kawasan-kawasan 
lain  di  dunia. 

Konsentrasi  terhadap  permasalahan  ideo- 
logi politik,  ekonomi  dan  pertahanan-ke- 
amanan  dalam  upaya  membentuk  jaringan 
aliansi  dengan  negara  sekutu  masing-ma- 
sing  yang  mendominasi  hampir  seluruh 
agenda  politik  internasional  selama  era 
Perang  Dingin  telah  menjadi  salah  satu 
faktor  peredam  munculnya  isu-isu  pen- 
ting  lainnya.  Tidak  terkecuali  dalam  hal 
ini  masalah  penegakan  HAM.  Namun  ber- 
akhirnya perseteruan  antara  blok  Barat  dan 
Timur  pada  awal  1990-an  telah  memberi- 
kan  peluang  bagi  munculnya  agenda  HAM 
dalam  politik  internasional  dewasa  ini.  Fe- 
nomena  ini  digambarkan  secara  tepat  oleh 
Lee  Kuan  Yew  (mantan  Perdana  Menteri 
Singapura)  yang  menyatakan  argumennya 
dalam  konteks  Asia  sebagai  berikut: 

Unfortunately,  with  the  end  of  the  Cold  War, 
US  policies  toward  China,  Japan  and  the 
countries  of  East  Asia  have  not  been  guided 
by  strategic  and  economic  considerations  as 
they  used  to  be.  Issues  of  human  rights  and 
democracy  have  become  an  obsession  with 
the  US  media.  Congress  and  the  administra- 
tion (Acharya,  1995:  11). 

Kecenderungan  scmakin  dominannya 
agenda  HAM  dalam  politik  internasional 
beberapa  tahun  terakhir  ini  ditandai  dengan 
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ciri  yang  khas,  yaitu  semakin  meningkat- 
nya  perhatian  internasional  terhadap  per- 
soalan  di  atas.  Kecendeningan  ini  kerap  di- 
sebut  sebagai  gerakan  pluralisme  interna- 
sional, yaitu  suatu  gerakan  yang  mende- 
sakkan  masalah  hak  asasi  manusia  sebagai 
agenda  prioritas  oleh  masyarakat  interna- 
sional dan  seluruh  negara  bangsa  di  du- 
nia  (Santoso  dan  Fatah,  1994:  304).  Bela- 
kangan  gerakan  ini  berkembang  tidak  ha- 
nya  menjadi  gerakan  intelektual  semata, 
namun  menjadi  kecenderungan  kebijakan 
negara-negara  di  dunia,  terutama  di  negara- 
negara  maju. 

Agenda  HAM  tidak  saja  menjadi  priori- 
tas dalam  retorika  kebijakan  luar  negeri 
negara-negara  maju,  namun  juga  diwujud- 
kan  dalam  bentuk  yang  kongkret.  Ini  ter- 
lihat  jelas  antara  lain  dengan  pemberian 
bantuan  luar  negeri  kepada  negara-negara 
berkembang.  Agenda  HAM  telah  semakin 
diintegrasikan  ke  dalam  persyaratan  dona- 
tur  dalam  penentuan  kebijakan  pemberian 
bantuan  ekonomi.  Negara-negara  maju  ber- 
harap  bahwa  adanya  persyaratan  dan  sank- 
si  ekonomi  tersebut  pada  akhirnya  akan 
memberikan  tekanan-tekanan  kepada  peme- 
rintah  di  negara-negara  penerima  bantuan. 
Dasar  pemikirannya  adalah  bahwa  dengan 
tidak  terpenuhinya  persyaratan  yang  me- 
reka  ajukan,  berarti  sumber-sumber  kekuat- 
an  ekonomi  bagi  elite  yang  menguasai  ne- 
gara penerima  bantuan  akan  tertutup.  Ke- 
merosotan  aktivitas  ekonomi  yang  dimono- 
poli  oleh  elite  penguasa  tersebut  dengan 
sendirinya  akan  mengancam  stabilitas  dan 
kesinambungan  rezim.  Harapan  akhir  me- 
reka  adalah  bahwa  elite  penguasa  di  ne- 
gara penerima  bantuan  akan  terpojok  dan 
lalu  menycrah  untuk  menyesuaikan  diri  de- 
ngan kaidah  hidup  demokrasi  dan  penegak- 


an  praktek  HAM  sebagaimana  yang  ditun- 
tut  negara  donor. 

Fenomena  pengkaitan  bantuan  ekonomi 
dan  persyaratan  kondisi  sosial  dan  politik 
oleh  negara  donor  ini  dapat  kita  lihat,  mi- 
salnya,  dalam  kebijakan  politik  luar  nege- 
ri AS.  AS  di  bawah  pemerintahan  Bill 
Clinton  secara  eksplisit  menempatkan  isu 
HAM  dan  demokrasi  sebagai  salah  satu 
pilar  terpenting  dari  lima  pilar  kebijakan 
luar  negerinya.'  Komitmen  AS  ini  terbukti 
tidak  sebatas  pada  retorika  politik.  Ini  ter- 
lihat,  misalnya,  ketika  Bill  Clinton  meng- 
angkat  John  Shattuck,  seorang  aktivis  HAM 
yang  berpengalaman,  sebagai  Asisten  Men- 
teri  Luar  Negeri  untuk  masalah  HAM  (Jun- 
hui,  1994:  305).  Contoh  yang  lain  dapat 
kita  lihat  dari  tindakan  AS  yang  tidak  ra- 
gu-ragu  menggunakan  isu  HAM  sebagai 
salah  satu  prasyarat  penting  bagi  kerja 
sama  ekonomi  antara  Washington  dan  Ya- 
ngon  (Myaiunar).  Dalam  hal  ini,  pelanggar- 
an  HAM  oleh  rezim  militer  Myanmar  telah 
mendorong  Washington  untuk  menjatuh- 
kan  sanksi  ekonomi  terhadap  Yangon  {The 
Jakarta  Post,  23  April  1997).  Sanksi  ini  me- 
liputi  pelarangan  terhadap  semua  bentuk 
investasi  barn  dan  perdagangan  dengan  ne- 
gara tersebut. 

Langkah  kebijakan  yang  mendesakkan 
kerja  sama  pembangunan  dengan  tanggung 
jawab  terhadap  HAM  ke  negara-negara  lain 
ternyata  tidak  hanya  dilakukan  oleh  AS, 


Kclima  pilar  kebijakan  luar  negeri  AS  tersebut 
yaitu  menjamin  keamanan  ekonomi  nasional,  mem- 
berikan fokus  pada  kawasan  Asia  Pasifik,  menye- 
barluaskan  demokrasi  dan  HAM,  identifikasi  terha- 
dap proliferasi  senjata  penghancur  massal,  dan  me- 
ningkatkan  kerja  sama  multilateral.  Lihat  Junhui 
(1994:  12-14). 
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namun  scbelumnya  bahkan  telah  dipraktek- 
kan  oleh  negara-negara  Barat  lainnya.  Pa- 
da  tahun  1975,  misalnya,  Belanda  secara 
resmi  memasukkan  kriteria  HAM  dalam 
rangka  kcrja  sama  pembangunan  dengan 
negara-ncgara  berkembang.  Langkah  ini  ke- 
mudian  diikuti  oleh  Norwegia  tahun  1984, 
Denmark  tahun  1987  dan  Kanada  tahun 
1988.  Bahkan  untuk  mendukung  kebijakan 
ini,  secara  tidak  ragu-ragu  negara-negara 
seperti  Norwegia,  Denmark,  Belanda,  Fin- 
landia  dan  Swiss  membentuk  suatu  komi- 
si  khusus  yang  menangani  masalah  HAM. 
Komisi  ini  tidak  lain  bertugas  untuk  me- 
neliti  dan  memberikan  laporan  mengenai 
kondisi  HAM  di  negara-negara  calon  pene- 
rima  bantuan.  Negara  Barat  lainnya,  seper- 
ti Kanada  telah  menempuh  langkah  yang 
lebih  maju,  yaitu  mendirikan  International 
Centre  for  Human  Rights  and  Democratic 
Development  pada  tahun  1990.  Dengan  ang- 
garan  US$15  milyar  selama  tiga  tahun,  lem- 
baga  ini  bertujuan  memberikan  bantuan 
teknis  dan  keuangan  kepada  organisasi-or- 
ganisasi  masyarakat  di  negara  berkembang 
yang  memberikan  perhatian  pada  masalah 
penegakan  dan  pengembangan  hak  asasi 
manusia  dan  demokrasi  (Walsh,  1991:  38). 

Dengan  melihat  berbagai  ilustrasi  di 
atas,  jelas  betapa  persoalan  HAM  telah 
menjadi  isu  kebijakan  penting  negara-ne- 
gara bangsa  di  dunia.  Dan  dengan  dise- 
lenggarakannya  Konferensi  Dunia  tentang 
HAM  tanggal  14-25  Juni  1993  di  Wina, 
yang  dihadiri  oleh  183  negara  dan  3.000 
LSM  dari  seluruh  dunia  {Suara  Karya,  10 
Juni  1993),  tidak  dapat  disangkal  lagi  akan 
adanya  bukti  semakin  meningkatnya  per- 
hatian masyarakat  inlcrnasional  terhadap 
HAM. 


HAM  dalam  Perspektif  Berbeda 

Perhatian  masyarakat  internasional  yang 
semakin  menguat  terhadap  HAM  pada  gi- 
lirannya  telah  memunculkan  persoalan- 
persoalan  pelik  dalam  kebijakan  luar  nege- 
ri  sebagian  besar  negara  berkembang.  Ini 
berkaitan  dengan  kekhawatiran  dan  kebe- 
ratan  mereka  atas  sikap  negara-negara  ma- 
ju yang  tidak  segan-segan  mengkaitkan 
isu  HAM  sebagai  salah  satu  syarat  pembe- 
rian  bantuan.  Mereka  menilai  cara  demikian 
sebagai  bentuk  neo-kolonialisme.  Selain  itu, 
mereka  khawatir  bukan  karena  merasa  me- 
miliki  banyak  kekurangan  dalam  soal  pe- 
negakan HAM,  melainkan  karena  agenda 
penting  itu  dikhawatirkan  akan  dijadikan 
senjata  baru  bagi  negara-negara  maju  un- 
tuk mengintervensi  negara-negara  berkem- 
bang dalam  soal  manajemen  politik  da- 
lam negeri.  Hal  ini  tentu  saja  akan  menja- 
lar  pada  timbulnya  persoalan  yang  lebih 
luas,  yaitu  berkaitan  dengan  masalah  ke- 
daulatan  dan  eksistensi  mereka  sebagai 
suatu  negara  merdeka  yang  berwenang  un- 
tuk melakukan  kontrol  atas  wilayah,  war- 
ga  negara  dan  pemerintahan,  termasuk  ju- 
ga  kekayaan  di  dalamnya.  Bagi  negara-ne- 
gara berkembang,  agenda  HAM  tidak  da- 
pat  digunakan  sebagai  prasyarat  bagi  pem- 
berian  bantuan  pembangunan. 

Hingga  saat  ini,  persoalan  di  atas  ma- 
sih  menjadi  bahan  perdebatan  yang  cu- 
kup  kontroversial  di  tingkat  internasional. 
Dan  tampaknya  perdebatan  ini  masih  akan 
berlangsung  sejalan  dengan  belum  sclcsai- 
nya  persilangan  pendapat  yang  bcrsumber 
pada  perspektif  yang  berbeda  pada  ma- 
syarakat internasional  dalam  melihat  HAM. 
Sebagai  ilustrasi,  akan  dikcmukakan  dua 
pandangan  yang  relatif  berbeda  anlara  ne- 
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gara-negara  maju  dan  negara-negara  ber- 
kembang  dalam  soal  HAM. 

Perdcbatan  pandangan  itu,  pertama, 
bersumber  pada  konsep  universalisme  vs. 
relativisme.  Dalam  hal  ini  ada  perbedaan 
pandangan  antara  negara-negara  maju  dan 
negara-negara  berkembang.  Negara-negara 
maju  yang  pada  umumnya  menganut  pa- 
ham  universalisme,  mendesak  negara-ne- 
gara berkembang  agar  melaksanakan  HAM 
sesuai  dengan  standar  yang  berlaku  seca- 
ra  universal.  Sementara  itu  negara-negara 
berkembang  pada  umumnya  menganggap, 
bahwa  pelaksanaan  agenda  tersebut  dapat 
berbeda-beda  sesuai  dengan  kondisi  sosial 
budaya,  sosial  ekonomi  dan  sosial  politik 
yang  khas  dimiliki  oleh  setiap  negara.  Per- 
spektif  ini  dapat  dilihat,  misalnya,  dari 
suatu  komunike  bersama  yang  dikeluarkan 
oleh  negara-negara  ASEAN  pada  Pertemu- 
an  Tingkat  Menteri  ASEAN  tahun  1992  se- 
bagai  berikut: 

Hak  asasi  manusia  yang  mendasar,  yang  si- 
fatnya  universal,  ditentukan  oleh  kebudaya- 
an  dan  sejarah  serta  kondisi  sosial  ekono- 
mi yang  berbeda  di  tiap-tiap  negara  maupun 
pengungkapan  serta  penerapannya  di  dalam 
konteks  nasional  berada  dalam  wewenang 
dan  tanggung  jawab  masing-masing  negara. 

Pandangan  negara-negara  ASEAN  ini  lebih 
cenderung  pada  konteks  dan  wewenang  na- 
sional, atau  dengan  kata  lain,  lebih  bertum- 
pu  pada  pendekatan  etnosentris.  Pendekat- 
an  ini  berakibat  mengurangi  standar  inter- 
nasional,  sehingga  lebih  terfragmentasi  dan 
tersubordinasi  ke  tingkat  nasional  dan  lo- 
kal.  Relativisme  kultural  ini  berbeda  dengan 
pendekatan  universalisme  sebagaimana  yang 
diyakini  oleh  negara-negara  Barat  di  mana 
HAM  haruslah  bcrsifat  universal  dan  bah- 
wa standar  universal  HAM  ilu  haruslah 
mengatasi  hukum  nasional  dan  lokal.  Oleh 


karena  itu,  pembelaan  terhadap  pelanggar- 
an  HAM  itu  tidaklah  dapat  dianggap  se- 
bagai  mencampuri  urusan  dalam  negeri 
suatu  negara. 

Relativisme  kultural  yang  menjadi  pijak- 
an  negara-negara  berkembang  juga  tercer- 
min  dari  pandangan  mereka  tentang  hak- 
hak  yang  bersifat  individu  dan  kolektif. 
Negara-negara  berkembang  pada  umum- 
nya lebih  melihat  pada  hak-hak  kolektif, 
dibandingkan  dengan  negara-negara  maju 
yang  lebih  mementingkan  hak-hak  indivi- 
du. Pandangan  ini  antara  lain  dapat  dilihat 
dari  pernyataan  Menteri  Luar  Negeri  Indo- 
nesia, Ali  Alatas,  ketika  menghadiri  Kon- 
ferensi  Dunia  tentang  HAM  di  Wina  tang- 
gal  14-25  Juni  1993,  yaitu  bahwa  Indonesia 
dan  negara  berkembang  di  dunia  hams  me- 
lihat keseimbangan  antara  kepentingan  in- 
dividu dan  masyarakat  secara  keseluruhan. 
Hal  ini  karena  ''without  such  balance,  the 
rights  of  the  community  as  a  whole  can 
be  denied,  which  can  lead  to  instability  and 
even  anarchy"  {The  Straits  Times,  16  Juni 
1993). 

Perbedaan  pandangan  yang  kedua  ber- 
sumber pada  konsep  yang  melihat  antara 
mendahulukan  kepentingan  hak-hak  sipil 
dan  politik  dan  hak-hak  ekonomi  dan  so- 
sial. Dalam  hal  ini,  negara-negara  maju  pa- 
da umumnya  lebih  menekankan  pada  pe- 
menuhan  kepentingan  yang  pertama.  Bagi 
negara-negara  maju,  hak-hak  sipil  dan  po- 
litik adalah  hak  yang  mendasar  yang  akan 
memberikan  peluang  pada  setiap  orang  un- 
luk  dapat  berpartisipasi  memperjuangkan 
hak-hak  sosial,  ekonomi  dan  budaya  yang 
mereka  miliki.  Dengan  demikian,  penicnuhan 
hak-hak  sipil  dan  politik  semestinya  men- 
jadi prioritas  dalam  penegakan  HAM. 
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Sebaliknya,  ncgara-negara  bcrkembang 
pada  umumnya  lebih  berorientasi  pada  per- 
spcktif  developmentalist,  di  mana  mereka 
beranggapan  bahwa  hak-hak  ekonomi,  so- 
sial  dan  budaya  merupakan  landasan  bagi 
pemenuhan  hak-hak  sipil  dan  politik.  Ha- 
nya  di  lengah  masyarakat  yang  lelah  ter- 
jamin  hak-hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya- 
nya,  penegakan  hak-hak  sipil  dan  politik 
dapat  dilakukan.  Dengan  kata  lain,  hak-hak 
politik  dan  sipil  masyarakat  dapat  ditunda 
sampai  pembangunan  ekonomi  dan  sosial 
mencapai  tahapan  tertentu. 

Pandangan  ini  kelihatannya  bersumber 
pada  kekhawatiran  negara-negara  bcrkem- 
bang pada  umumnya,  bahwa  pcmberian 
hak-hak  sipil  dan  politik,  seperti  hak  un- 
tuk  menentukan  nasib  sendiri  dan  kebebas- 
an  untuk  mengungkapkan  pendapat  yang 
merupakan  inti  dari  proses  demokrasi,  ti- 
dak  akan  selaras  atau  menghambat  proses 
pembangunan  ekonomi.  Sebab  sistem  poli- 
tik demokratis  yang  memberikan  ruang  gc- 
rak  bagi  masyarakat  untuk  menuntut  kebe- 
basan  dan  hak-haknya  secara  tidak  terba- 
tas  terkadang  dapat  menghambat  hal-hal 
penting  yang  perlu  dilakukan  pada  tahap 
awal  pembangunan  ekonomi.  Peluang  bagi 
seseorang  untuk  terlibat  aktif  dalam  proses 
pembangunan  mempersulit  rczim  demokra- 
tis untuk  mcngisolasikan  diri  dari  masya- 
rakat. Suatu  keputusan  di  dalam  rezim  ha- 
ms melalui  proses  bcrbelit-belit  untuk  men- 
capai kompromi  dari  berbagai  kclompok 
kcpentingan  yang  saling  berkompetisi.  Oleh 
karena  itu,  pada  umumnya  negara  bcrkem- 
bang mclihat  bahwa  kcbijakan  ekonomi  di 
ncgara-negara  yang  mcnganut  paham  demo- 
krasi tidak  dapat  dilaksanakan  secara  cfck- 
tif  karena  harus  seringkali  dircvisi  scsuai 
dengan  tuntutan  masyarakat,  Pada  giliran- 
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nya  kcbijakan  pembangunan  yang  tidak 
stabil  dapat  mempengaruhi  proses  pemba- 
ngunan ekonomi  (Bhagwati,  1964:  203-204). 

Sayangnya,  pcrdebatan  mcngcnai  hal 
di  atas  hingga  saat  ini  belum  sclcsai.  Hal 
ini  akan  menjadikan  masyarakat  intcrna- 
sional  berada  dalam  posisi  tarik  ulur  dalam 
soal  penegakan  HAM  karena  adanya  ta- 
rik-mcnarik  kcpentingan  antara  ncgara-ne- 
gara maju  dan  negara-negara  bcrkembang 
dalam  konteks  hubungan  internasional. 
Masalah  HAM  tidak  berlangsung  dalam 
ruang  hampa  melainkan  juga  bcrbenturan 
dengan  tembok-tcmbok  kckuasaan  dan  kc- 
pentingan masing-masing  negara,  sehing- 
ga  dalam  praktcknya,  tidak  mengherankan 
apabila  ada  standar  ganda  yang  dianut 
baik  oleh  negara  maju  maupun  negara  bcr- 
kembang. 

Pandangan  dan  Kcbijakan  Luar 
Negeri  Indonesia 

Di  tengah  kontroversi  masyarakat  inter- 
nasional mcngcnai  HAM,  tcntulah  menjadi 
hal  menarik  apabila  kita  kemudian  mclihat 
perspektif  dan  kcbijakan  luar  negeri  Indo- 
nesia dalam  kaitan  dengan  agenda  tcrsc- 
but.  Sejauh  ini  Indonesia  bclum  pcrnah  mc- 
ngeluarkan  buku  putih  mcngcnai  HAM. 
Meskipun  demikian  tidak  bcrarti  kita  tidak 
dapat  mengetahui  bagaimana  pandangan 
Indonesia.  Kita  dapat  mclihat  dalam  UUD 
1945,  misalnya,  yang  tclah  memuat  cukup 
banyak  pasal  mcngcnai  HAM,  khususnya 
menyangkut  hak-hak  asasi  warga  negara. 
seperti  pasal  23-25,  27-3  K  dan  33-34.  Dalam 
salah  satu  makalahnya,  Departcmcn  Luar 
Negeri  RI  mcnyatakan  bahwa: 

Umal  manusia  tclah  hidup  dan  scdang  hi- 
dup  dalam  masyarakal-masyarakal  yang 


HAK  AZASI  MANUSIA  DAN  POLITIK  LUAR  NEGERI  INDONESIA 


189 


berbeda,  yang  terorganisasi  berdasarkan  ca- 
ra  hidup  yang  berlainan,  dipandu  oleh  seja- 
rah  dan  pengalaman  yang  berbeda-beda,  dan 
didorong  oleh  kebutuhan-kebutuhan  kondisi 
politik,  ekonomi,  sosial  dan  keamanan  khu- 
sus  mereka  sendiri.  Berangkat  dari  adanya  ke- 
nyataan  ini,  tentu  saja  tidak  ada  pemecahan 
tunggal  bagi  masalah  implementasi  untuk 
semua  negara  di  sepanjang  masa  ...  Imple- 
mentasi hak  asasi  manusia  seharusnya  dise- 
rahkan  kepada  yurisdiksi  nasional,  karena  se- 
tiap  bangsa  mengerti  dan  menyadari  masa- 
lah-masalahnya  secara  lebih  baik  ... 

Sikap  Indonesia  secara  lebih  jelas  juga 
dapat  dilihat  dari  Pesan  Jakarta  yang  me- 
wakili  Gerakan  Nonblok  sebagai  pendirian 
Indonesia.  Pesan  Jakarta  mengatakan: 

Kami  menegaskan  kembali  bahwa  hak-hak 
asasi  manusia  dan  kebebasan-kebebasan 
dasar  memiliki  validitas  universal.  Kami  me- 
nyambut  baik  tumbuhnya  kecenderungan  me- 
nuju  demokrasi  dan  kami  menyanggupkan 
diri  untuk  bekerja  sama  melindungi  hak- 
hak  asasi  manusia.  Kami  percaya  bahwa  ke- 
majuan  ekonomi  dan  sosial  memudahkan  di- 
capainya  tujuan-tujuan  ini.  Akan  tetapi,  ja- 
ngan  ada  satu  pun  negara  menggunakan  ke- 
kuatannya  untuk  mendiktekan  konsepnya 
tentang  demokrasi  dan  hak-hak  asasi  atau 
memberlakukan  persyaratan-persyaratannya 
pada  negara  lain. 

Semangat  yang  disampaikan  oleh  Pesan  Ja- 
karta tersebut  kemudian  berhasil  dimasuk- 
kan  sebagai  salah  satu  butir  dalam  Dekla- 
rasi  Bangkok,  yang  tercetus  ketika  diadakan 
konferensi  Asia  tentang  Hak-hak  Asasi  Ma- 
nusia di  Bangkok  pada  bulan  Maret  1993. 

Dari  berbagai  pernyataan  tersebut,  jelas 
bahwa  dari  permulaan  Indonesia  menyetu- 
jui  aspek  universal  dari  masalah  HAM.  Te- 
tapi jika  seluruh  pernyataan  itu  dibaca  se- 
cara hati-hati,  jelas  bahwa  menurut  Indone- 
sia masalah  implementasi  HAM  hams  di- 
pertimbangkan  dari  beragam  perspektif.  Ini 
mengingat  bahwa  masyarakat  dunia  juga 


beragam  sebagai  akibat  adanya  perbedaan 
sejarah,  budaya,  sistem  nilai  dan  tahapan 
pembangunannya.  Dengan  kata  lain,  Indo- 
nesia mendukung  pendapat  yang  menyata- 
kan  bahwa  pelaksanaan  hak  asasi  manusia 
hendaknya  berada  dalam  konteks  nasional 
(yang  implementasinya  disesuaikan  dengan 
tahapan  pembangunan  ekonomi,  sejarah 
bangsa  serta  nilai-nilai  budaya  dan  sistem 
sosial  politik  negara  yang  bersangkutan).  Se- 
lain  itu,  Indonesia  juga  melihat  pentingnya 
keseimbangan  hubungan  antara  hak  indi- 
vidu  dan  kewajibannya  terhadap  anggota 
masyarakat. 

Dalam  hal  ini,  Indonesia  mempercayai 
bahwa  konsep  HAM  tidak  bisa  dipaksakan 
oleh  pihak  luar.  Mereka  akan  tumbuh  sela- 
ras  dengan  konteks  nasional  dan  latar  be- 
lakang  sejarah  masing-masing  negara  bang- 
sa. Oleh  karena  itu,  Jakarta  menjadi  sangat 
tidak  setuju  adanya  pengkaitan  pemberian 
bantuan  pembangunan  dengan  masalah 
HAM. 

Sikap  tegas  ini  menjadi  suatu  tema  pen- 
ting  ketika  IGGI  memberikan  bantuannya 

2 

ke  Indonesia,  misalnya.  Hubungan  ekono- 
mi antara  IGGI  dan  Indonesia  yang  telah 
terbina  dengan  baik  sejak  berdirinya  IGGI 
pada  tahun  1967  kemudian  menjadi  mem- 
buruk.  Ini  terjadi  ketika  IGGI  mulai  mem- 
permasalahkan  dan  mengkaitkan  masalah 
HAM  di  Indonesia  pada  umumnya  dan  di 
Timor  Timur  khususnya  (dipicu  oleh  ada- 
nya insiden  Dili  yang  menewaskan  ratusan 


Sebagaimana  diketahui,  sejak  awal  terbentuk- 
nya  pemerintahan  Orde  Baru,  Indonesia  mempero- 
leh  bantuan  pinjaman  dari  kelompok  negara  donor 
dan  Icmbaga  keuangan  internasional  yang  terga- 
bung  dalam  suatu  konsorsium  yang  dikenal  dengan 
the  International  Government  Group  on  Indonesia 
(IGGI). 
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demonstran  pada  bulan  November  1991), 
dengan  besarnya  bantuan  ekonomi  yang 
akan  dipinjamkan  ke  Indonesia.  Jan  Pronk, 
Ketua  IGGI  yang  pada  waktu  itu  juga 
mcnjabat  sebagai  Menleri  Kerja  Sama  Pem- 
bangunan  Belanda  melancarkan  kritik  ta- 
jam  lerhadap  cara  pemerintah  Indonesia 
mcnangani  masalah  HAM.  Bahkan  kemu- 
dian,  dua  negara  donor  yaitu  Belanda  dan 
Kanada  menunda  bantuan  ekonominya  ke- 
pada  Indonesia  (Acharya,  1995:  14). 

Menanggapi  kecaman  dan  sanksi  ini, 
Indonesia  memberikan  reaksi  balik  secara 
keras  pula.  IGGI  dianggap  telah  ikut  cam- 
pur  urusan  dalam  negeri  Indonesia.  Oleh 
karcna  itu,  Indonesia  kemudian  mengambil 
kebijakan  untuk  memutuskan  hubungan' 
kerja  samanya  dengan  IGGI  pada  awal  ta- 
hun  1992.  Selain  itu,  Indonesia  juga  me- 
nolak  segala  bcntuk  bantuan  ekonomi  da- 
ri  pemerintah  Belanda.  Demikian  pula,  pe- 
merintah memberlakukan  larangan  kepada 
semua  LSM  di  Indonesia  untuk  menerima 
bantuan  dari  pemerintah  Belanda.  Jakarta 
menganggap  bahwa  pemerintah  Belanda 
yang  proporsi  bantuan  ekonominya  hanya 
sebesar  1,9  persen  dari  seluruh  dana  ban- 
tuan IGGI,  seringkali  menggunakan  posisi- 
nya  sebagai  Ketua  IGGI  untuk  memberikan 
tckanan  politik  kepada  Indonesia  (Anwar, 
1994;  161). 

Paralel  dengan  sikap  di  atas,  pada  awal 
bulan  Juni  1997  Indonesia  juga  mengam- 
bil kebijakan  politik  luar  negeri  yang  cu- 
kup  kontroversial  tcrhadap  AS.  Jakarta  me- 
mutuskan untuk  mcmbatalkan  rencana  pem- 
bclian  pesawat  tempur  F-16  dan  pengikut- 
scrtaan  pcrwira  ABRI  mcngikuti  program 
International  Military  Education  and  Train- 
ing (IMET).  Mcnurut  Mcnlcri  Luar  Negeri 
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RI,  Ali  Alatas,  salah  satu  faktor  yang  men- 
dasari  pengambilan  keputusan  ini  adalah 
karena  Indonesia  tidak  menyetujui  sikap  AS 
yang  selalu  mengkaitkan  rencana  pembeli- 
an  pesawat  tempur  dan  IMET  dengan  prak- 
tek  HAM  di  negara  ini  (Kompas,  7  Juni 
1997). 

Dari  berbagai  kebijakan  politik  luar  ne- 
geri Indonesia  yang  terkait  dengan  masa- 
lah HAM  di  atas,  sebenarnya  ada  dua  mak- 
na  penting  yang  bisa  dikemukakan.  Perta- 
ma,  politik  luar  negeri  Indonesia  saat  ini 
sedang  mengalami  perubahan  cukup  pen- 
ting.  Sifatnya  yang  mendahului  {preemptive) 
telah  menjadi  elemen  baru  dalam  politik 
luar  negeri  RI  yang  bebas  dan  aktif.  Ini 
terlihat  dengan  keputusan  pembatalan  pe- 
sawat tempur  dan  IMET  dari  AS.  Jadi  sc- 
belum  pemerintah  AS  mengambil  kebijakan 
penjatuhan  sanksi  atas  pelaksanaan  HAM 
di  Indonesia,  Jakarta  telah  lebih  dulu  meng- 
ambil langkah  menarik  diri.  Ini,  sebagai- 
mana  dikemukakan  oleh  Presiden  Soehar- 
to  dalam  suratnya  kepada  Presiden  Bill 
Clinton,  dimaksudkan  untuk  menghindari 
kemungkinan  adanya  konflik  dan  hambat- 
an  yang  tidak  perlu  dalam  hubungan  In- 
donesia-AS  {Kompas,  1  Juni  1997). 

Kedua,  kebijakan  di  atas  juga  memper- 
lihatkan  bahwa  Indonesia  menganut  poli- 
tik luar  negeri  independen,  tingkat  nasio- 
nalisme  tinggi  dan  mcnolak  kcterlibatan/ 
ketergantungan  kepada  pihak  luar  yang 
dapat  mengurangi  kedaulatan  negara.  Da- 
lam hal  ini,  meskipun  Indonesia  masih 
membutuhkan  dana  cukup  bcsar  unluk  kc- 
pcrluan  pembangunan,  pcngkaitan  banluan 
ekonomi  dengan  pcrsyaratan  kondisi  HAM 
oleh  negara  donor  telah  mcmaksa  Indone- 
sia untuk  bersikap  tegas.  Campur  langan 
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asing  lerhadap  masalah  dalam  negeri  In- 
donesia dianggap  lelah  melanggar  prinsip- 
prinsip  dasar  kedaulalan  suatu  negara.  Oleh 
karcna  itu,  upaya  menolak  campur  langan 
negara  lain  dapat  dipandang  sebagai  kepcn- 
tingan  untuk  mempertahankan  kehormatan 
negara. 

Hanya  saja  pada  kenyalaan  lain,  kebi- 
jakan  "kcras"  polilik  luar  negeri  Indone- 
sia yang  menolak  pengkaitan  antara  HAM 
dan  sanksi  ekonomi-politik  memperlihat- 
kan  wajah  berbeda.  Ini  dapat  dilihat  ketika 
Konferensi  Internasional  Asia-Pasifik  me- 
ngenai  Timor  Timur  akan  berlangsung  di 
Manila  pada  bulan  Mei  1994.  Jakarta  me- 
ngccam  dan  menolak  diadakannya  Konfe- 
rensi ini  karcna  mcnganggap  Timor  Timur 
sebagai  persoalan  dalam  negeri  Indonesia. 
Menurul  Ali  Alatas,  ''the  ASEAN  spirit 
included  not  allowing  one  country  to  be 
used  as  a  platform  to  discredit  the  other" 
(Acharya,  1995:  14). 

Protes  Indonesia  atas  diselenggarakan- 
nya  konferensi  ini  direalisasikan  dalam  be- 
bcrapa  bcntuk  sanksi  ekonomi  dan  politik. 
Antara  lain  dengan  menunda  22  buah  ren- 
cana  kerja  sama  bernilai  lebih  dari  US$22 
juta  yang  tclah  disepakati  dengan  pemerin- 
tah  Filipina.  Jakarta  juga  menunda  pertemu- 
an  di  Davao  yang  semula  direncanakan  ber- 
langsung tanggal  26-28  Mei  1994  untuk 
membahas  pembentukan  the  East  ASEAN 
Growth  Area  (EAGA),  menahan  200  nelayan 
Filipina  yang  tertangkap  di  perairan  Indo- 
nesia dan  mcnghentikan  sementara  peran 
sebagai  pcrantara  dalam  perundingan  pcr- 
damaian  antara  Manila  dengan  pemberontak 
Muslim  Moro  di  Mindanao.  Indonesia  juga 
"mcndcsak"  Manila  untuk  membatalkan  tcr- 
sclcnggaranya  konferensi  itu,  termasuk  juga 


dengan  tidak  memberikan  visa  kepada  is- 
tri  mantan  Presiden  Perancis,  Francois  Mit- 
terand  untuk  menghadiri  konferensi  terse- 
but  (Weatherbee,  1995:  426). 

Kebijakan  politik  luar  negeri  Indonesia 
tersebut  jelas  sangat  ironis.  Pada  satu  sisi, 
Indonesia  selalu  menentang  tindakan  nega- 
ra-negara  Barat  yang  mengkaitkan  sanksi 
ekonomi  dan  politik  dengan  masalah  "da- 
lam negeri"  negara  lain.  Namun  dalam  kasus 
Manila  ini,  Indonesia  juga  menerapkan  ke- 
bijakan luar  negeri  yang  tidak  jauh  ber- 
beda dengan  mereka.  Ini  mengingatkan  kita 
pada  apa  yang  banyak  disebut  sebagai  ke- 
bijakan "standar  ganda". 

Meskipun  Indonesia  relatif  cukup  bcr- 
hasil  menangani  berbagai  masalah  yang 
timbul  sehubungan  dengan  praktek  HAM 
dalam  berbagai  kasus  di  atas,  kecenderung- 
an  masyarakat  internasional  untuk  meng- 
kaitkan prinsip  bantuan  dengan  pelaksana- 
an  HAM  terns  saja  berlanjut.  Ini  terlihat  da- 
ri keputusan  ENAAT  (European  Network 
Against  Arms  Trade/lanngan  Eropa  Menen- 
tang Perdagangan  Senjata)  untuk  melan- 
carkan  Kampanye  STOP  Perdagangan  Sen- 
jata ke  Indonesia  pada  tahun  1994  (Broek, 
1995:  iv)  melalui  berbagai  kegiatan  kampa- 
nye, penerbitan  dan  lobi.  Kampanye  itu  di- 
lakukan  bertepatan  dengan  pengumuman 
dua  kontrak  utama,  yaitu  penjualan  24  pe- 
sawat  Hawk  Inggris  dan  penjualan  kapal- 
kapal  armada  laut  bekas  Jerman  kepada  In- 
donesia. Kampanye  STOP  Perdagangan  Sen- 
jata ke  Indonesia  merupakan  upaya  seke- 
lompok  LSM  Eropa  untuk  memperjuangkan 
tegaknya  HAM  dan  demokrasi  di  Indonesia. 

Kenyataan  yang  lain  memperlihatkan 
bahwa  Indonesia  juga  mendapatkan  tekan- 
an  dari  AS  akibat  adanya  anggapan  pelang- 
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garan  HAM  dalam  kaitannya  dengan  per- 
lakuan  terhadap  buruh.  AS  mengancam  In- 
donesia untuk  mencabut  fasilitas  the  Gen- 
eralized System  of  Preferences  (GSP),  jika  ti- 
dak  segera  memperbaiki  kondisi  kesejahte- 
raan  buruhnya  sesuai  dengan  standar  yang 
ditetapkan  oleh  ILO,  dan  memberikan  kebe- 
basan  bagi  terbentuknya  serikat  buruh  yang 
independen  (McBeth,  1994:  28).  Anggapan 
tersebut  sebenarnya  mengacu  pada  bebe- 
rapa  hasil  penelitian  yang  memperlihatkan, 
bahwa  Indonesia  merupakan  salah  satu  ne- 
gara  di  dunia  yang  memiliki  tingkat  upah 
buruh  rendah.  Salah  satu  penelitian  ini,  mi- 
salnya,  dilakukan  oleh  Wener  International 
Management  Consultant  pada  tahun  1990, 
yang  menyimpulkan  bahwa  Indonesia  me- 
rupakan negara  di  Asia  yang  memberikan 
upah  buruh  tekstil  terendah  kedua  setelah 
Bangladesh.  Oleh  karena  itu  tidak  meng- 
herankan,  apabila  hasil  temuan  Serikat  Bu- 
ruh Sejahtera  Indonesia  (SBSI)  kemudian 
memperlihatkan  kalau  komponen  upah  bu- 
ruh di  Indonesia  hanyalah  meliputi  8  per- 

3 

sen  dari  seluruh  ongkos  produksi. 

Terlepas  dari  berbagai  penelitian  di  atas, 
ancaman  pencabutan  fasilitas  GSP  terha- 
dap Indonesia  oleh  pemerintah  AS  sebe- 
narnya memperlihatkan  dua  sisi  yang  ber- 
beda.  Pada  satu  sisi,  ancaman  ini  sebenar- 
nya terkait  dengan  kepentingan  nasional 
AS  untuk  melindungi  industri  dalam  nege- 
rinya,  yang  mencerminkan  makin  mening- 
katnya  kecenderungan  AS  untuk  bersikap 
proteksionis  dalam  kegiatan  perdagangan- 
nya  dengan  negara  lain.  Namun  pada  sisi 
lain,  tindakan  tersebut  juga  semakin  meng- 


^Tempo,  19  Fcbruari  1994.  Mcngcnai  data  upah 
buruh  di  berbagai  daerah  di  Indonesia  dapat  dilihat 
Icbih  ianjut  dalam  Santoso  dan  Fatah,  1994:  291. 
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indikasikan  bahwa  masalah  HAM  telah  men- 
dapatkan  tempat  yang  penting  dalam  kebi- 
jakan  luar  negeri  AS  walaupun  dalam  prak- 
teknya  sering  terjadi  standar  ganda.  Ini  ti- 
dak lain  karena,  sebagaimana  dikatakan  oleh 
Rosseau,  "in  a  competition,  each  state  is 
above  all  concerned  with  its  own  advant- 
age; when  states  calculate  their  interests 
there  is  no  common  standard  of  utility'" 
(Hoffmann,  1981:  14). 

Dengan  kata  lain,  agenda  HAM  yang 
didengungkan  oleh  negara-negara  Barat  ju- 
ga tidak  terlepas  dari  kepentingan  nasional- 
nya  masing-masing.  Sebagai  contoh,  ada- 
nya  kepentingan  yang  sangat  besar  atas 
keamanan  pasokan  minyak  dari  Arab  Sau- 
di membuat  negara-negara  Barat  hampir 
tidak  pernah  mendesakkan  agenda  HAM 
dan  demokrasi  ke  negara  tersebut.  Perlaku- 
an  ini  sangat  bertolak  belakang  dengan  si- 
kap  mereka  terhadap  negara  lain  yang  di- 
anggap  melanggar  HAM  dan  demokrasi, 
seperti  perlakuan  AS  terhadap  Myanmar, 

4 

misalnya.  Adanya  perbedaan  perlakuan  ini 
tidak  lain  dilatarbelakangi  oleh  pertimbang- 
an,  bahwa  Washington  memiliki  kepenting- 
an nasional  yang  lebih  besar  di  Arab  Sau- 
di dibandingkan  dengan  di  Myanmar,  se- 
hingga  tindakan  yang  dapat  mengganggu 
stabilitas  pemerintahan  Arab  Saudi  dipan- 
dang  akan  berakibat  buruk  terhadap  kepen- 
tingan AS. 

Dari  ilustrasi  di  atas  terlihat  bahwa  stan- 
dar hak  asasi  manusia  yang  didesakkan  oleh 


Pemerintah  AS  mcnjatuhkan  sanksi  ekono- 
mi  dalam  bentuk  larangan  investasi  baru  terhadap 
Myanmar  pada  tanggal  20  Mci  1997.  Faktor  pertim- 
bangan  yang  mcndasari  dijatuhkannya  sanksi  ini 
adalah  karena  rezim  militer  Myanmar  melakukan 
berbagai  pelanggaran  HAM.  Lihat  Repuhlika,  24  Mei 
1997. 
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negara-negara  Barat  tidak  saja  bersifat  se- 
lektif,  namun  juga  bersifat  politis.  Oleh  ka- 
rena  ilu,  sudah  selayaknya  apabila  kemu- 
dian  Ali  Alatas  mempertanyakan  apakah 
memang  ada  disguised  political  pur- 
poses dari  setiap  kampanye  negara-negara 
Barat  mengenai  HAM  yang  selalu  "to  serve 
as  a  pretext  to  wage  a  political  campaign 
against  another  country"  (The  Straits  Times, 
16  Juni  1993). 

Semakin  meningkatnya  tekanan-tekanan 
internasional  terhadap  pelaksanaan  HAM 
dan  juga  pengaruh  arus  globalisasi  de- 
ngan  segala  implikasinya  pada  politik 
domestik  (seperti  meningkatnya  tuntutan 
akan  demokratisasi  dan  penegakan  HAM), 
nampaknya  menyebabkan  suatu  negara 
tidak  dapat  hidup  dalam  suatu  "isolasi". 
Demikian  juga  halnya  dengan  Indonesia. 
Pemerintah  Indonesia  tidak  bisa  mengabai- 
kan  begitu  saja  tekanan-tekanan  yang  ber- 
kembang  di  luar  dan  membesarnya  tuntut- 
an-tuntutan  yang  tumbuh  di  dalam  bagi 
perbaikan  kondisi  penegakan  HAM.  Salah 
satu  respons  positif  pemerintah  Indonesia 
dalam  memenuhi  tekanan  dan  tuntutan  ter- 
sebut,  terlihat  jelas  dengan  dibentuknya  Ko- 
misi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (Kom- 
nas  HAM).  Komnas  HAM  yang  dibentuk 
tanggal  7  Juni  1993  melalui  Keputusan  Pre- 
siden  Nomor  50  Tahun  1993  ini  bertujuan 
untuk  membantu  pengembangan  kondisi 
yang  kondusif  bagi  pelaksanaan  HAM  se- 
suai  dengan  Pancasila,  UUD  1945,  Piagam 
PBB  dan  Dcklarasi  Universal  HAM.^  Se- 


Saat  ini,  keberadaan  Komnas  HAM  semakin 
(lipcrkuat  dengan  Tap  MPR  No.  XVII/MPR/1998 
tentang  MAM,  dan  bahkan  DPR  sedang  bersidang 
guna  membahas  RIJIJ  tentang  HAM  dan  Komnas 
HAM.  Kelak  apabila  RUU  tcrscbut  tclah  disahkan 
menjadi  UU,  Komnas  MAM  akan  mcmiliki  "sen- 


lain  itu,  Komnas  HAM  juga  dibentuk  un- 
tuk meningkatkan  perlindungan  HAM  gu- 
na mendukung  terwujudnya  tujuan  pemba- 
ngunan  nasional,  yaitu  membangun  manu- 
sia Indonesia  seutuhnya  dan  pembangun- 
an  masyarakat  Indonesia  seluruhnya  (San- 
toso  dan  Fatah,  1994:  309).  Dengan  terben- 
tuknya  Komnas  HAM,  Indonesia  menjadi 
negara  kedua  di  Asia  Tenggara  setelah  Fi- 
lipina  dan  keenam  di  Asia  Pasifik  setelah 
Selandia  Bam,  Australia,  India  dan  Sri  Lanka 
yang  memiliki  lembaga  semacam  itu. 

Bagi  politik  luar  negeri  Indonesia,  ter- 
bentuknya  Komnas  HAM  merupakan  kebi- 
jakan  yang  memiliki  makna  sangat  penting. 
Adanya  Komisi  ini  diharapkan  dapat  me- 
mulihkan  citra  pelaksanaan  HAM  di  Indo- 
nesia yang  sering  mendapatkan  kritik  dari 
masyarakat  internasional.  Citra  yang  baik 
ini  akan  sangat  banyak  artinya  bagi  di- 
plomasi  politik  luar  negeri  Indonesia.  Sa- 
lah satu  keuntungan  yang  mungkin  di- 
dapat,  antara  lain,  adalah  kemudahan  men- 
dapatkan bantuan  pinjaman  luar  negeri. 
Meskipun  Indonesia  cukup  sukses  meng- 
hadapi  krisis  IGGI,  namun  pada  sisi  lain 
Indonesia  juga  menyadari  bahwa  pada  de- 
wasa  ini  mendapatkan  bantuan  ekonomi 


jata  baru"  berupa:  Pertama,  kewenangan  Subpoe- 
na, yaitu  kewenangan  untuk  memanggil  dan  me- 
meriksa  orang  dan  dokumen  serta  menyelesaikan 
sengketa  pelanggaran  HAM.  Konsekuensi  dari  ada- 
nya kewenangan  ini  adalah  bahwa  terhadap  kepu- 
tusan Komnas  HAM  tidak  dapat  diajukan  banding 
tetapi  terbuka  untuk  kasasi.  Kedua,  kewenangan  sc- 
bagai  lembaga  Ombudsman  yang  akan  menjadi  se- 
macam lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa 
HAM.  RUU  tentang  HAM  itu  sendiri  disusun  ber- 
dasarkan  program  Rencana  Aksi  Nasional  (RAN) 
1998-2003  tentang  MAM  yang  telah  dicanang- 
kan  pemerintah  sesuai  Deklarasi  dan  Program 
Aksi  Wina  di  bidang  HAM  yang  telah  diterima 
dalam  Konfcrensi  Dunia  tentang  MAM,  25  Juni 
1993  (Kompas,  8  April  1999),  Red. 
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internasional  tidak  begitu  mudah  karena 
banyak  juga  negara  lain  yang  membutuh- 
kan  bentuk  bantuan  seperti  yang  dinik- 
mati  Indonesia  selama  ini. 

Sclain  pembentukan  Komnas  HAM,  ben- 
tuk rcsponsif  lain  dari  pemerintah  Indo- 
nesia tentang  HAM  juga  diperlihatkan  de- 
ngan kebijakan  yang  memberikan  angin 
segar  bagi  kondisi  perburuhan.  Pertama, 
melalui  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja 
tanggal  20  Desember  1993  di  mana  peme- 
rintah melakukan  perbaikan  ketentuan  upah 
minimum  untuk  daerah  Jakarta  dan  Jawa 
Barat.  Kedua,  pemerintah  pada  pertengah- 
an  Januari  1994  juga  mencabut  Ketentuan 
Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  342  Tahun 
1986  yang  melegalisasi  keterlibatan  militer 
dalam  aksi  dan  sengketa  buruh-majikan. 
Pencabutan  yang  diumumkan  oleh  Men- 
teri Tenaga  Kerja  pada  tanggal  15  Januari 
1994  itu,  secara  de  jure  berarti  juga  meng- 
akhiri  keterlibatan  militer  dalam  persoalan 
perburuhan.  Berbagai  respons  dan  kebijak- 
an dalam  rangka  memperbaiki  kondisi 
HAM  tersebut,  terlepas  dari  apakah  kebi- 
jakan itu  hanya  bersifat  sementara  untuk 
menghadapi  isu-isu  dan  tekanan-tekanan 
nasional  dan  internasional  ataukah  meru- 
pakan  suatu  perbaikan  mendasar,  tetap  da- 
pat  dipandang  sebagai  angin  segar  yang 
membuka  peluang  perbaikan  kondisi  HAM 
di  Indonesia. 

Penutup 

Sebagai  salah  satu  anggota  masyara- 
kat  internasional,  Indonesia  tidak  dapat  me- 
lepaskan  diri  dari  pengaruh  berbagai  masa- 
lah  internasional  yang  mengemuka  pada 
beberapa  tahun  terakhir  ini.  Salah  satu  di 
antaranya  adalah  mengenai  HAM.  Isu  ini 
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semakin  kompleks  dengan  adanya  tckan- 
an  negara-negara  maju  terhadap  praktck 
HAM  di  Indonesia.  Untuk  mencapai  tuju- 
an  tersebut,  negara-negara  maju  tidak  ragu- 
ragu  menggunakan  isu  HAM  sebagai  pra- 
syarat  bagi  kerja  sama  dan  pemberian  ban- 
tuan ekonomi.  Dalam  kaitan  ini,  Indonesia 
mengambil  posisi  dan  kebijakan  tegas  bah- 
wa  pelaksanaan  HAM  tidak  bisa  dipaksa- 
kan  dari  luar.  Oleh  karena  itu,  pemerintah 
Indonesia  juga  menolak  keras  setiap  upa- 
ya  negara-negara  maju  yang  mengkaitkan 
dua  masalah  di  atas. 

Namun,  meskipun  pemerintah  Indone- 
sia menyadari  akan  pentingnya  kebebasan 
negara  untuk  menentukan  arahnya  sendiri 
sesuai  dengan  kedaulatan  yang  dimiliki- 
nya,  pada  sisi  lain  pemerintah  juga  tidak 
bisa  menutup  mata  atas  tekanan  dari  luar 
untuk  menegakkan  HAM.  Oleh  karena  itu, 
politik  luar  negeri  Indonesia  dituntut  untuk 
memilki  kepekaan  yang  tinggi  dalam  ma- 
salah HAM  dan  strategi  yang  mampu  me- 
nangkal  tekanan-tekanan  tersebut.  Sikap 
adaptif  dan  akomodatif  perlu  dikembang- 
kan  dalam  menghadapi  tekanan  dan  kritik 
dari  pihak  luar,  yang  tentu  saja  tetap  di- 
imbangi  dengan  pertimbangan  kepenting- 
an  nasional  Indonesia.  Strategi  demikian,  mi- 
salnya,  dapat  berupa  diplomasi  yang  lebih 
bersifat  proaktif  terhadap  masalah  HAM. 
Ini  dilakukan  dengan  jalan  menjelaskan 
pada  berbagai  kesempatan  pertemuan  bila- 
teral atau  multilateral  antarnegara  tentang 
kesungguhan  dan  usaha-usaha  yang  telah 
dilakukan  Indonesia,  termasuk  juga  ber- 
bagai kebijakan  baru  yang  lebih  memberi- 
kan perhatian  pada  upaya  memajukan  HAM. 
Melalui  strategi  ini  diharapkan  segala  tan- 
tangan  dan  kendala  yang  dihadapi  dalam 
pelaksanaan  politik  luar  negeri  Indonesia 
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di  masa  datang,  yang  scmakin  menuntut 
pcrsyaralan-persyaratan  Icrtentu  dalam  pe- 
laksanaan  HAM,  dapat  diatasi  dengan  baik. 

Oleh  karcna  itu,  tidak  berlebihan  apa- 
bila  dikatakan  bahwa  dengan  segala  ke- 
kurangan  dan  kelebihannya,  politik  luar 
ncgeri  Indonesia  sedang  menjalani  peru- 
bahan  cukup  penting.  Pilar  politik  luar  ne- 
gcri  yang  dikembangkan  sejak  lahirnya 
Republik  Indonesia,  yaitu  nasionalisme  dan 
penolakan  lerhadap  setiap  bentuk  interven- 
si  asing  dalam  masalah  dalam  dan  luar  ne- 
geri  Indonesia,  sedang  memasuki  perubah- 
an  yang  cukup  signifikan  sejalan  dengan 
perkembangan  dunia  yang  cenderung  me- 
nunjukkan  tingkat  saling  ketergantungan 
yang  tinggi. 
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